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ABSTRAK

Nama . Rachel Situmorang
Program Studi . lImu Hukum
Judul : Renegosiasi Kontrak Karya Perusahaan Pertambangan

Asing (Divestas PT. Freeport Indonesia)

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya aam. Kekayaan alam yang
terkandung di bumi Indonesia seyogyanya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Pemerintah Indonesia membuka kesempatan bagi bangsa asing untuk menanam
modal mereka di Indonesia dalam rangka mengembangkan kemakmuran bangsa
Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam bumi Indonesia. Akan tetapi agar
kemakmuran rakyat Indonesia dapat terjamin, maka perusahaan tambang asing
diwajibkan untuk menjual sahamnya kepada Pemerintah Indonesia dalam jangka
waktu tertentu. Namun di dalam prakteknya kewgjiban divestasi perusahaan
pertambangan asing ini belum dapat berjalan dengan lancar. Maka dengan
penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengena masalah mengapa divestasi
tersebut masih terhambat sehingga pada akhirnya dapat dijadikan alasan untuk
melakukan renegosiasi kontrak karya antara pihak asing yakni PT. Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

Katakunci : Renegosiasi, Kontrak Karya, PT. Freeport Indonesia, Divestasi.
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ABSTRACT

Name . Rachel Situmroang
Major . Law
Title : Renegotiaion of Foreign Mining Company’s Contract

of Work (Divestment of PT. Freeport Indonesia)

Indonesia is a country which is rich in natural resources. These natural resources
are, in the first place for the benefit of the Indonesian people. In recent years, the
Indonesian government has removed certain obstacles to foreign investment in
Indonesia so as to exploit these natural resources and in turn, to increase the
prosperity of all Indonesians. However, at particular times, foreign mining
companies are obliged to sell their shares to the government of Indonesia. In
practice, this divestment obligation has not been exercised smoothly. This thesis
attempts to answer why divestment has not been exercised smoothly especialy in
regards to the renegotiation of the Contract of Works between PT. Freeport
Indonesia and the Government of Indonesia.

Keywords : Renegotiation, Contract of Work, PT. Freeport Indonesia, Divestment
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman, baik dari keragaman
budaya, keragaman bahasa, keragaman flora dan fauna, keragaman tumbuhan
hayati hingga keragaman bahan tambang. Kekayaan alam yang terkandung di
dalam bumi indonesia ini digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat,
dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan sesama. Mineral seperti emas,
perak, tembaga dan bahan tambang lainnya sebagai kekayaan alam tak terbarukan
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena
itu pengel olaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara

nyata bagi perekonomian nasional.

Kegiatan usaha pertambangan mineral merupakan kegiatan usaha
pertambangan diluar panas bumi, minyak, gas bumi serta air tanah® harus dikelola
dengan baik dan secara hati-hati. Potensi-potensi mineral dan batubara ini juga
dikelola secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan
lingkungan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan
(Sustainability development). Kondis geologi Indonesia yang terletak pada
tumbukan tiga lempeng kerak bumi, melahirkan suatu struktur geologi yang
kompleks dan terobosan-terobosan magmatis yang menghasilkan variasi kekayaan
mineral.> Beberapa komoditi mineral logam yang memiliki sumber daya dan
cadangan diantaranya adalah logam emas primer dengan sumber daya 4208 ribu
ton dan cadangan 3407 ribu ton, logam tembaga sumber daya 68961 juta ton dan
cadangan 32738 juta ton, logam timah sumber daya 653890 ribu ton dan cadangan

! Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Barubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959,
Pasal 1 angka 4.

2 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Profil Perusahaan pertambagan dan
Energi Edisi 2007, (Jakarta: Y ayasan Pertambangan dan Energi 2007), hal. 18.
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455915 ribu ton dan bijih nikel sumber daya 1415 milyar ton dan cadangan
591980 jutaton.’

Di samping itu, potensi sumber daya alam tersebut, sampai saat ini belum
terjamah dengan baik dan demi mewujudkan kesgahteraan umum dan
kemakmuran rakyat sebagaimana diuraikan dalam cita hukum Indonesia® yang
terkandung dalam alinea 1V Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dalam Pasal 33
ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menunjang pertumbuhan
perekonomian nasional, Indonesia membutuhkan penanaman modal yang
berkesinambungan dalam bidang penggalian kekayaan alam, pembangunan
infrastruktur, meningkatkan ekspor dan memperkuat neraca pembayaran luar
negeri.> Faedah dari penanaman moda khususnya asing terasa untuk bidang-
bidang usaha yang bersifat padat modal, seperti proyek-proyek pertambangan,
pembangunan industri berat dan lain-lain yang memerlukan modal dan biaya yang
besar, ketrampilan (skill) dan teknologi.

Penafsiran ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam
perkembangan perundang-undangan selama ini  cukup sulit, mengingat
sesungguhnya kata-kata "dikuasai oleh negara’ dapat mempunya beberapa
pengertian, yaitu mulai dari kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau
tidak langsung oleh negara hingga pengertian bahwa yang terpenting negara tetap
mengatur dan mengatasi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak.® Pengertian yang terakhir inilah yang
tampaknya menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah mengundang modal
swasta untuk berpartisipasi dalam pengusahaan kekayaan alam, sesuai dengan
pemikiran tokoh proklamator Bung Hatta sebagai berikut :

% pusat Sumber Daya Geologi - Badan Geologi, Neraca Sumber Daya dan Cadangan
Mineral Nasional Tahun 2006, (Jakarta: Badan Geologi 2006).

* Indonesia, Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945, angka I11, lihat pula, Maria
Farida Indrati, [Imu Perundang-Undangan, cet. 11, (Y ogyakarta: Kanisius, 1998), him. 40.

® Madjedi Hasan, Penerapan Asas Janji Itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil di
Bidang Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 1.

6 Ibid., hal.1.
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"Dikuasal hegara dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak berarti negara sendiri
menjadi pengusaha, usahawan atau ondermeder. Lebih tepat dikatakan
bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna
melancarkan jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula ” penghisapan”
orang-orang yang lemah oleh orang lain yang bermodal. Cita-cita yang
tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar
sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah... Terutama digerakkan
tenage-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi. Kemudian
diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk mengerahkan perkerja
dan capital nasional. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan
kapitalnya, maka diberi kesempatan pada mereka untuk menanamkan
modalnya di Tanah Air kita dengan syarta-syarat yang ditentukan oleh
Pemerintah Indonesia sendiri.. Kesempatan yang dibuka bagi bangsa asing
untuk menanam modal mereka di Indonesia ialah supaya mereka ikut serta

untuk mengembangkan kemakmuran kita, bangsa Indonesia.”’

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini dapat menturutsertakan pihak
asing dalam mengembangkan sektor-sektor pertambangan dengan pola kerjasama
yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah.

Daam perkembangannya, Indonesia telah melakukan upaya-upaya
kerjasama dengan investor asing di bidang pertambangan baik migas maupun non
migas melalui pola-pola kontrak tertentu yang bertujuan untuk memudahkan
pemerintah dan pihak investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Perjanjian Kerja samatersebut antaralain dapat berupa :

1. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara®

" Mohammad Hatta, ” Bung Hatta Menjawab” , (Jakarta: Gunung Agung 1979), him. 201-
204, dikutip dalam Madjedi Hasan, “Penerapan Asas Janji Itu Mengikat Dalam Kontrak Bagi
Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi”, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 2.

8 Bagian Dokumentasi hukum dan humas, “ Daftar Kontrak Karya, Kontrak Bagi Hasil,

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara,” (Jakarta: Departemen Energi Sumber
Daya Minera 2007).
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e Kontrak Karya (Contract of Work)
a. Freeport Incorporated
b. PT.INCO
c. Overseas Minera Resource Development Co. Ltd
d. PT. Newmont Nusa Tenggara
e. PT.Kobatindan lain-lain
e Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)
a. PN Pertaminadan Asamera Oil Corp.Ltd
b. PN Pertaminadan PT. Caltex Pacific Indonesia

c. PN Pertamina dan Independent Indonesia American

Petroleum Company
e Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara(PK P2B)
a PN Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw NV
b. PN Tambang Batubara dan PT. Arutmin
c. PN Tambang Batubaradan PT. Katim Prima Cod

2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Usaha pertambangan dapat
dilaksanakan dalam bentuk :°

e |zin Usaha Pertambangan

e |zin Pertambangan Rakyat

® Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Barubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959,
Pasal 35.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012



e |zin Usaha Pertambangan Khusus

Di dalan lzin usaha pertambangan dan izin usaha

pertambangan khusus terbagi dalam 2 tahap yaitu :*°
e |zin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
e |zin Usaha Pertambangan Produksi.

Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah sebagai badan hukum publik
mensggarkan diri menjadi para pihak yang menandatangani pembuat kontrak
dengan parainvestor asing. Negara dalam hal ini bertindak sebagal subjek hukum
perdata yang dapat membuat suatu kontrak dan perbuatan-perbuatan hukum
perdata lainnya.

Kontrak-kontrak kerjasama tersebut mengatur banyak ha yang menjadi
hak dan kewajiban pemerintah Indonesia dan perusahaan investor asing. Di dalam
kontrak tersebut menjelaskan mengenai ketentuan hak dan kewajiban, kedudukan
para pihak, ketentuan perpajakan, ketentuan rasio pembagian hasil, ruang lingkup
kontrak, jangka waktu, ketentuan pembiayaan, ketentuan mengenai pembukuan
dan pemeriksaan keuangan, ketentuan pemasaran, ketentuan penyelesaian
sengketa dan salah satu yang menarik untuk ditelaah adalah mengenai promosi
kepentingan nasiona atau peran serta dan pembinaan kepentingan nasional dalam
hal ini salah satunya adalah pengalihan saham atau divestas saham kepada peserta

indonesia.

Di dalam Pasa 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 mengatur
bahwa perusahaan penanaman modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi
bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut
pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, divestas juga diatur di
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1993 jo Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan

1% |ndonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Barubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959,
Pasal 36.
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Penanaman Moda Asing, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Dalam hal ini Penulis masih mencantumkan
Undang-undang yang lama, dikarenakan ketika kontrak karya ditandatangani,
kedua belah pihak masih memakai peraturan yang lama.

Dalam implementasi, kerap timbul masalah dan polemik baik dikarenakan
oleh pihak pemerintah maupun pihak investor. Menteri Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Jero Wacik melalui media mengakui bahwa perusahaan
tambang kelas kakap dunia, PT Freeport Indonesia, belum setuju dengan
kebijakan regnegosiasi kontrak. PT Freeport Indonesia memang tidak terkena
aturan kewagjiban divestas saham karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.
20 Tahun 2004 yang mengizinkan investasi asing secara penuh. Kondisi inilah
yang menjadi akar akan lemahnya kedudukan pemerintah dalam rangka
pengimplementasian divestasi terhadap PT. Freeport Indonesia.

Maka dengan itu, Penulis berkehendak untuk meneliti serta menganalisa
kedudukan klausul divestasi yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan
Pemerintah Indonesia, dengan judul: RENEGOSIASI KONTRAK KARYA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING (DIVESTASI PT. FREEPORT
INDONESIA)

PT. Freeport Indonesia adalah Perseroan Terbatas Indonesia yang
mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. PT
Freeport Indonesia merupakan penghasil terbesar konsentrat tembaga dari bijih
mineral yang juga mengandung emas dalam jumlah yang berarti. Awal berdirinya
PT Freeport Indonesia adalah pada tanggal 7 April 1967 mealui
penandatanganan Kontrak Karya | dengan luas wilayah 10 km2 dengan lama
konsensi 30 tahun. Setelah ditandatanganinya Kontrak Karya | dengan Pemerintah
Indonesia, PT Freeport mulai melakukan eksplorasi dalam skala besar pada bulan
Mei 1970, dilanjutkan dengan ekspor perdana konsentrat tembaga pada bulan
Desember 1972.

Pada tahun 1991, PT Freeport Indonesia menandatangani perjanjian
Kontrak Karya Il dengan periode selama 30 tahun dengan hak dan kewajiban
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untuk mengeksplor dan mengeksploitasi mineral di dalam area kontrak tersebut,
yang dalam hal ini ialah Indonesia di wilayah Irian jaya, hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1967

Adapun komposisi kepemilikan saham PT Freeport Indonesia pada saat
ditandatanganinya perjanjian Kontrak Karya Il adalah sebagal berikut:

e Freeport McMoran Copper & Gold Inc (Amerika Serikat) 81,28%
e Pemerintah Indonesia 9, 36%
e PT. Indocopper Investama (Indonesia) 9, 36%

Pada tahun 2004, terjadi merger antara Freeport McMoRan dengan PT.
Indocopper Investama, hal ini menyebabkan besaran saham yang dimiliki
Freeport McMoRan bertambah menjadi 90,64% dan besar saham pemerintah
Indonesia adalah tetap sebesar 9, 36%.

Sesual pasal 24 ayat 2a kontrak karya Il tahun 1991, setiap perusahaan
asing yang meneken kontrak karya diwajibkan melakukan divestasi saham kepada
pihak Indonesia secara bertahap sampai tercapal 51%. Hanya sgja, dalam pasal 24
ayat 2d mengatakan apabila ada peraturan perundang-undangan yang lebih
menguntungkan terbit di hari kemudian, maka Undang Undang tersebut yang
berlaku. Hal ini menjadi celah bagi PT Freeport Indonesia untuk “lari” dari
kewgjiban divestas yang didasari atas terbitnya Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 1994 yang memperbolehkan perusahaan modal asing dapat menguasai
100% perusahaan nasional. Ketidakpatuhan PT Freeport Indonesia ini tercermin
dalam absennya pel aksanaan kewgjiban divestasi.

! pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, berbunyi:
(1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu
kerja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain
sesual dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Sistim kerja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat
dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan ditentukan oleh
Pemerintah.
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1.2

Pokok Per masalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan-permasalahan

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

13

1. Bagaimana posisi kekuatan Pemerintah, sebagai badan hukum publik,
dalam hubungan keperdataannya dengan Kontrak Karya?

2. Bagamana pengaturan mengenai pihak-pihak yang mendapat
penawaran saham dalam divestasi berdasarkan kontrak karya PT.

Freeport Indonesia?

3. Bagamana kedudukan PT Freeport Indonesia dalamn melakukan
renegosiasl Kontrak Karya dalam rangka pelaksanaan divestasi?

Tujuan Penulisan
a Umum

Untuk mengetahui pentingnya terjalin hubungan kerja sama antara
Pemerintah dan Investor Asing dalam rangka penerapan peraturan
perundang-undangan. Dalam ha ini adalah mengenai pelaksanaan
divestas, agar dapat memahami hubungan keperdataan antara kontrak
karya dengan pelaksanaan divestasi, serta kewagjiban perusahan
pertambangan asing untuk melakukan renegosiasi dalam rangka

penegakan hukum Indonesia.
b. Khusus

1. Untuk mengetahui posisi kekuatan Pemerintah, sebagal badan
hukum publik, dalam hubungan keperdataannya dengan
Kontrak Karya.

2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang mendapatkan penawaran
saham dalam divestasi berdasarkan Kontrak Karya Il PT.

Freeport Indonesia.
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3. Untuk mengetahui kedudukan PT. Freeport Indonesia dalam
melakukan renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah

Indonesia.

1.4 M etode Pendlitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, atau yang biasa
disebut legal research™ mengacu kepada bahan-bahan pusteka yang lazimnya
dinamakan data sekunder. Mencakup :

1. Penelitian terhadap asas hukum

2. Pendlitian terhadap sistematik hukum

3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum

5. Sgarah hukum

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:*®

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari :

a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945

b. Peraturan dasar:
i. Batang tubuh undang-undang dasar 1945

ii. Ketetapan-ketetapan Mg elis Permusyawaratan Rakyat

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV
Rajawali, 1985), hal. 27.

33 |bid, him. 14-15
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c. Peraturan perundang-undangan :
i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf
ii. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
iii.  Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
Iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
V. Peraturan-peraturan daerah

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misanya
hukum adat.

e. Yurisprudens
f. Traktat

g. Bahan hukum dari zaman penjaahan yang hingga kini masih
berlaku, seperti misalnya, kitab undang-undang hukum perdata
(yang disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek)

2. Bahan hukum sekunder, yang menjelaskan mengenai bahan hukum
primer, seperti misanya rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasil karyadari kalangan hukum dan sebagainya.

3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, contohnya
adal ah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Adapun yang dikerjakan penulis di dalam penelitian kepustakaan yang
didukung dengan penelitian lapangan adalah :

1. Pendlitian kepustakaan, di dalam penelitian kepustakaan ini, Penulis
berusaha mendapatkan data yang berhubungan dengan pokok
permasalahan penulis dengan cara meliti serta menganalisa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier

yang berhubungan dengan studi kasus penulis.
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2. Pendlitian lapangan, di dalam penelitian lapangan ini, Penulis
mengadakan penelitian pada Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia, PT. Freeport Indonesia, Badan Kordinasi
Penanaman Modal (BKPM), Indonesia Mining Assosiaction (IMA),
dengan menggjukan pernyataan maupun pertanyaan yang berkaitan

dan mendukung penulisan ini.

Setelah pengumpulan data dilakukan, data primer dan data sekunder serta
fakta lapangan yang saling melengkapi penelitian penulis akan dipaparkan secara
kualitatif untuk dibahas, dianalisa, dan menarik solusi dan kesimpulan dari pokok
permasal ahan yang penulis telaah.

15 Definist Operasional

Definisi operasional dalam tulisan ini, secara berturut-turut akan diuraikan
dibawah ini :

1. Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan
modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk
suatu badan hukum Indonesia, dan badan hukum ini mengadakan
perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan
modal nasional. Khusus untuk kerjasama dalam bentuk kontrak karya
sedemikan ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal
Asing sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat
diketahui bahwa khusus untuk usaha pertambangan, kerjasama usaha
dapat dilakukan dengan syarat:

a. Kerjasama dengan pemerintah

b. Kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan

pemerintah, dimana pihak asing sebagai kontraktor.

c. Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan
DPR.
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Ditentukannya persyaratan tersebut adalah mengingat sesuai dengan
ketentuan bahwa pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan,
sehingga swasta (asing) hanya dapat sebagai kontraktor untuk
mengusahakan suatu bidang tertentu seperti eksploitasi dan eksplorasi.

Definisi lain dari kontrak karya adalah suatu kerjasama dimana pihak
asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum
Indonesia ini bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang
menggunakan modal nasional.’® Namun demikian, dalam peraturan
perundang-undangan tidak mengharuskan kerjasama dengan badan hukum
Indonesia dalam pelaksanaan kontrak karya. *

Oleh karena itu, kontrak karyajuga didefinisikan sebagai suatu kontrak
yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-
mata atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan
hukum domestik dalam bidang pertambangan diluar minyak dan gas bumi
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.'®

2. Divestas ssham adalah pelepasan, pembebasan, pengurangan modal.*’

Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang
seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tetapi
pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal. Istilah
lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut juga Indonesiasi saham.
Dapat berarti pula sebagai tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau

¥Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (a), (Jakarta : Sinar
Grafika 2004), hal. 63.

5 | bid
18 | bid

" Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Depdiknas, 1999).
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pemupukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan terjadinya

monopolisasi.*®

Divestas saham dalam ha ini adalah pengalihan saham kepada
Indonesia atas penawaran yang dilakukan Perusahaan Pertambangan asing
(Investor asing) yang bekerja sama mengeksploras dan membangun

industri pertambangan di Indonesia.

Hak Penguasaan Negara adalah hak negara atas sumber daya alam

nasional .*°

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam moda untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing
sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri.?

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan
penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan

penanam modal asing.

Penanam modal daam negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah
yang melakukan penanaman moda di wilayah negara Republik

Indonesia®

18 Elips, Kamus Hukum Ekonomi Elips, (Jakarta: Elips 1997), HIm. 52.

9 Abrar Saleng, Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan berdasarkan Undang-

undang dasar 1945, (Disertasi Doktor Universitas Padjajaran), Bandung, 1999, him. 3.

% |ndonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724, Pasal 1

angka 3.

2 |bid., Pasal 1 angka5.
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7. Penanam moda asing adalah perseorangan warga negara asing, badan
usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal

di wilayah negara Republik Indonesia.??

8. Saham adalah tanda bukti penyertaan modal dalam suatu perseroan
terbatas.”®

Saham adalah “ A part or definite portion of a thing owned by a
number of persons in common and contemplates something owned in
common by two or more persons and has reference to that part of the
undivided interest which belongs to someone of them. A unit of stock
representing ownership in corporation. Share means the unit into which

the proprietary interest in a corporation are devided.” %

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,

serta kegiatan pasca tambang.®

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang berkaitan satu sama lain. Bab Pertama
mengenai Pendahuluan  beris Latar Belakang Permasalahan, Pokok

% |bid., Pasal 1 angka 6.

# |ndonesia, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.

430/KMK.01/1978 tentang Tata Cara Menawarkan Saham kepada Masyarakat Melalui Bursa,
Pasal. 1 huruf b.

# Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (United States of America: West
Publishing.Co, 1995), page. 1375.

% |ndonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Barubara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 LN tahun 2009 Nomor 4 TLN Nomor 4959,
Pasal 1 angka 1.
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Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Definisi Operasional, dan
Sistematika Penulisan.

Bab kedua mengenai tinjauan pustaka yaitu menjelaskan tentang kontrak
karya sebagai suatu Perjanjian kerjasama dalam kegiatan penanaman modal asing,
Aspek Hukum Kontrak Bisnis Internasional, Sejarah Perkembangan Kontrak
Karya, Dasar Hukum Kontrak Karya, Pemerintah sebagai Subjek Hukum Perdata
Dalam Membuat Suatu Perjanjian, Kedudukan Kontrak Karya Dalam Hukum
Perdata, Kronologis Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, Materi Kontrak Karya
[ PT. Freeport Indonesia, Hak dan Kewajiban para Pihak Kontrak Karya Il PT.
Freeport Indonesia dilihat sebaga suatu Perjanjian dan Hak dan Kewajiban Para
pihak dalam kontrak karya.

Bab ketiga mengenai divestasi, Penulis memaparkan konsep bahwa
divestas adalah akibat dari Penanaman Modal Asing, Searah Divestas,
Peraturan-Peraturan Yang Mengatur Perihal Divestasi, Divestasi Sebagai Jual Beli
Dalam Hukum Perdata, Jual Beli Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda Y ang
Dijua

Bab keempat merupakan bagian analisa me.ngapa renegosiasi perihal
divestas perlu dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah
Indonesia. Penulis akan menganalisa berdasarkan Analisa Yuridis Berdasarkan
Kedudukan PT. Freeport Indonesia Sebaga Penjual Saham dan Analisa Yuridis
Berdasarkan Azas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak

Bab kelima merupakan penutup yang beris kesimpulan dan saran atas
penelitian yang dilakukan oleh Penulis.
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BAB |1

KONTRAK KARYA DALAM HUKUM PERDATA

21 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama Antara Penanam
Modal Asing Terhadap Negara Indonesia

Perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa berkembangan
dengan pesat melalui dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa, yang Kini
sedang mengalami resesi. Dalam proses reses tersebut, kebanyakan negare-
negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan kesulitan bagi negara-
negara berkembang atau sedang berkembang untuk bekerjasama membangun
ekonomi. Membangun ekonomi nasional harus didasarkan pada kemampuan serta
kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang selama ini
mengandalkan  bantuan pinjaman luar  negeri, mengakibatkan  suatu
ketergantungan pada bangsa asing. Kebijakan mengundang para penanam modal
asing adalah untuk dapat memanfaatkan potensi modal asing, teknologi dan
keahlian dari luar negeri sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang
bersifat terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.

Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang atau
sedang berkembang untuk mencari alternatif lain, disamping bantuan pinjaman
luar negeri yang selama ini menopang pembangunan negara-negara berkembang
atau sedang berkembang yakni, dengan menggalakkan penanaman modal
khususnya Penanaman Moda Asing (PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia
mengalami pula kesulitan yang sama dalam ha perolehan pinjaman luar negeri
sehingga mencari aternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka’ terhadap
Penanaman Modal Asing untuk melakukan aplikasi usahanyadi Indonesia.?®

Perkembangan kerjasama pihak asing dengan Negara Indonesia bak

dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta pada akhir — akhir ini

% |Imar, Amirudin, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, (Penerbit Prenada Media,
Jakarta, 2004), hal. 4.
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berkembang pesat, perkembangan bentuk kerjasama ini bukan lagi terbatas pada
bentuk kerjasama dagang akan tetapi telah berkembang dalam bentuk penanaman
modal, baik untuk sektor jasa, perdagangan dan sektor industri. Hal ini tidaklah
terlepas dari usaha-usaha pemerintah dalam rangka memperpendek jarak antara
negara-negara berkembang, khurusnya Indonesia dengan negara-negara mau
lainnya. Hal ini juga mengingat Indonesia telah meratifikasi Perjanjian WTO
(World Trade Organization) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997
sebagal upaya menerima segala konsekuensi daripada era perdagangan dan
investasi bebas. 2" Menurut Ismail Suny terdapat 3 macam kerjasama antara modal
asing dengan modal nasiona berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing yaitu Joint Venture, Joint Enterprise, dan
Kontrak Karya. ®

Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu kata work
of contract.® Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-K etentuan Pokok Pertambangan Umum, istilah yang lazim dilakukan
adalah perjanjian karya, tetapi di dalam penjelasannya, istilah yang digunakan
adalah kontrak karya. *°

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengguan Pemrosesan Pemberian
Kuasa Pertambangan, lzin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

" Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing,(Jakarta : IND-HILL CO 2003),
hal.71

% |smail Suny dalam Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam PMA di
Indonesia, (Binatjipta, Bandung, 1972), hal.127. Joint venture merupakan kerjasama antara
pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian
semata(contractueel) dengan tidak membentuk suatu badan hukum baru. Sedangkan Joint
enterprise adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal
nasiona yang dituangkan dalam badan hukum Indonesia. Kontrak karya didefinisikan sebagai
suatu kontrak yang dibuat antara Pemerintah |ndonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau
merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik dalam bidang
pertambangan diluar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh
kedua belah pihak

# gSalim H.S., Hukum Pertambangan di Indonesia (b), (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada 2008), hal. 127.

%0 | bid.
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Pengusahaan Pertambangan Batu Bara telah ditentukan pengertian kontrak karya

yaitu:

“Suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
perusahaan swasta asing dengan nasional (dalam rangka Penanaman
Moda Asing) untuk pengusahaan minera dengan berpedoman kepada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan K etentuan
Pokok Pertambangan Umum”

Dari definisi-definisi yang ada mengenai pengertian kontrak karya, maka
Salim H.S. menyempurnakan definisi-definisi tersebut dan diartikan menjadi:

“Suatu Perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan
kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan
hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan
eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai
dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”**

Dengan demikian dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam
kontrak karya menurut Salim HS:*

il Adanya kontraktual, yaitu perjanjian yang dibuat oleh parah pihak

2. Adanya subjek hukum, yaitu Pemerintah Indonesia / Pemerintah
Daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-

mata dan/atau gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia
3. Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi
4, Adanya jangka waktu di dalam kontrak

5. Daam bidang pertambangan umum

3 |bid., hal. 130.

%2 | bid.
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Kontrak karya memberikan hak sekaligus kepada kontraktor untuk
mel aksanakan usahanya sgjak dari tahap penyelidikan umum (survey), eksplorasi
sampai dengan eksploitasi, pengolahan dan penjualan hasil produks tanpa ada
pemisahan antara tahap pra produksi dengan operasi produksi. Kontrak karya
memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai: aspek hukum, teknis,
kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan
pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa,
pengakhiran kontrak, persoalan umum (antara lain: promosi, kepentingan
nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain.** Ketentuan-
ketentuan tersebut diberlakukan selama jangka waktu kontrak.

Di samping itu, terdapat perlakuan khusus yang atau lex spesialis yang
diberikan pemerintah terhadap kontrak karya pertambangan. Perlakuan khusus
artinya segala ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam
kontrak, tidak akan pernah berubah karena terjadinya peraturan perundang-
undangan yang berlaku umum (lex generalis). * Apabila harus terdapat
perubahan, (renegosiasi) maka terlebuh dahulu harus ada kesepakatan para
pihak.*  Perlakuan khusus yang demikian merupakan jaminan kepastian hukum
bagi investor, suatu yang teramat penting bagi usaha pertambangan yang selalu
beresiko tinggi dan memerlukan waktu persiapan yang lama sebelum dapat
berproduksi. Kepastian hukum sangatlah penting, disebabkan boleh jadi ketiadaan
jaminan seperti itu, merupakan sumber yang potensial dari berbagai macam
pungutan, korupsi, dan kolus yang pada akhirnya akan mengakibatkan

keengganan investor asing menanamkan modalnya di sektor pertambangan.

2.2  Aspek Hukum Kontrak BisnisInternasional

2.2.1 Pengertian Kontrak

¥ Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Jogjakarta: Ull Press 2004), hal. 147.
* | bid.

¥ saimH.S,, (b), hal. 132.
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Perkataan kontrak merupakan pengambilalihan dari perkataan latin
contractus, yang berarti perjanjian. Istilah kontrak semula hanya merupakan
padanan kata dari perjanjian.*® Perikatan yang bersumber pada perjanjian
kontrak, hal tersebut diatur dalam Buku I11 Bab |1 Bagian | Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, yang mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari
perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi perikatan juga dapat terjadi karena adanya
ketentuan-ketentuan Undang Undang. Perikatan yang bersumber pada perjanjian
diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
menyebutkan bahwa perjanjian adalah: “perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Hubungan kedua orang
yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan
prestasi. Sementara menurut M. Yahya Harahap®, suatu kontrak adalah suatu
hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan
kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestas dan sekaligus
mewajibkan pada pihak |ain untuk melaksanakan prestasi.

Objek dalam suatu kontrak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu
objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan Undang-
Undang dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil agar
benar-benar dapat dilaksanakan.

Pada praktek sehari-hari, dalam kontrak yang menjadi subjek adalah bukan
hanya orang perorangan yang membuat kontrak, termasuk juga badan hukum
yang merupakan subjek hukum. Ha ini ditegaskan oleh Salim H.S., yang
mendefinisikan kontrak adalah:®

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum

yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu

% pJ. Supratignyo, S.H. Not., Panduan Singkat Metode dan Teknik Pembuatan Akta
Konrak, Penerbit Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 1997, hal.1.

3" M. Y ahyaHarahap, Segi-segi Perikatan, (PT. Alumni, Bandung, 1982), hal 3.

¥ sdimH.S,, (b) Ibid, hal. 27.
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berhak atas prestasi, dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewgjiban
untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”

2.2.2 Pengertian Kontrak BisnisInternasional

Kontrak Bisnis Internasional adalah kontrak yang memperlihatkan unsur-
unsur asing®, sebab kontrak terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai
kewarganegaraan yang berbeda, atau terjadi antara  pihak-pihak
berkewarganegaraan yang sama, tetapi pelaksanaannya (baik sebagian maupun
secara keseluruhan) di negaralain.4° Di sini terlihat bahwa terdapat |ebih dari satu
sistem hukum yang terkait, sehingga muncul persoalan yang berkaitan dengan
sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam forum mana yang berwenang
mengadili apabila muncul sengketa di antara para pihak terkait.

2.3  Sgarah Perkembangan Kontrak Karya

Sistem kontrak dalam dunia pertambangan Indonesia telah dikenal sgjak
masa penjgjahan Hindia Belanda, khususnya ketika mineral dan logam mulai
menjadi komoditas yang sangat penting. Melalui Indische Minjwet 1899, Hindia
belanda mendeklarasikan penguasaan mereka atas mineral dan logam di
Indonesia. Sgjak saat itu, perbaikan kebijakan dilakukan antara lain tahun 1910
dan 1918 juga dilengkapi dengan Mijnordonnantie (Ordonansi Pertambangan)
pada tahun 1906.** Perbaikan pada 1910 menambahkan pula pada Pasal 5a
Indische Mijnwet yang menjadi dasar bagi perjanjian yang sering disebut “5a
Contract”. Bunyi Pasal 5a selengkapnya sebagai berikut :*

¥ Sudargo Gautama, Kontrak Dagang Internasional, : Himpunan Ceramah dan
Prasaran), Alumni, Bandung, 1976, hal.1.

40 Joko Priyono, Aspek-Aspek hukum Internasional dalam Kontrak Dagang Internasional
(Makalah), hal.1.

“ sdimH.S,, (b), hal. 132.
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1. Het Gouvernement is bevoegd opsporingen en ont-ginningen te doen
plaats hebben, waar die niet in strijd komen met aan opspoorders of

concessionarisen verlende rechten.

(Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitas
selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan
kepada penyelidik atau pemegang hak konsesi)

2. Het kan te dien einde of zelf opsporingen en ontginningen onder nemen, of
met personen of vennootschappen die voldoen aan het eerst lid van artikel
4 dezer wet, overeenkomsten aanggaan, waarbij zij zich verbinden tot het

onder-nemen van ontginningen of van opsporingen en ontginningen.

(Untuk hal tersebut , pemerintah dapat melakukan sendiri penyelidikan
dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau
perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada
Pasal 4 undang-undang ini dan sesuai perjanjian itu mereka wajib
melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang
dimaksud),

3. Zoodanige overeenkomsten worden niet gesloten dan nadat daartoc
telken-male bij de wet machtiging is verleend.

(Perjanjian demikian itu tidak akan dilaksanakan kecuali telah disahkan

dengan undang-undang)
Inti ketentuan Pasal 5a Indische Mijn Wet adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Hindia belanda mempunyai kewenangan untuk melakukan
penyelidikan dan eksploitasi.

“2 Soetaryo Sigit, Potenss Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan
Indonesia, Pidato ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 maret
1996, hal. 4, sebagaimana dikutip dari H. Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta :
Rajawali Press 2004), hal. Dikutip dari Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Jogjakarta: Ul
Press 2004), hal. 65.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012



23

2. Penyelidikan dan eksploitasi itu dapat dilakukan sendiri dan mengadakan
kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk kontrak 5a atau lazim
disebut dengan konsesi.

Di dalam konses tersebut, tidak hanya diberikan penguasaan
pertambangan, tetapi juga diberikan hak menguasai atas tanah sehingga terdapat 2
hak yang didapat oleh Pemerintah Hindia Belanda yaitu hak penguasaan
pertambangan dan hak atas tanah, dimana bentuk 5AE untuk eksplorasi atau
kontrak 5SAEE untuk eksplorasi dan eksploitasi. Hal konsesi yang dulu diberikan
oleh pemerintah swapraja (zelfbesturende landschappen) atas nama pemerintah
Hindia Belanda kepada pihak asing untuk mengolah atau memungut hasil (dari
dalam) sebidang tanah yang sangat luas, yang biasanya dikaitkan dengan hak
monopoli dan hak publik yang lain (seperti hak untuk memungut pajak dan cukai,
hak untuk menuntut kerjapaksa dari penduduk Indonesia yang mendiami tanah
konsesi itu selama satu hari, satu malam dalam semingu).*”® Sesudah tahun 1892,
konsesi itu diberikan menurut suatu model tertentu yang telah diberikan oleh
pemerintah Hindia Belanda, dan sesudah tahun 1919, konsesi-konsesi di bidang
perkebunan semakin lama semakin berkurang berdasarkan Staatsblad 1919
Nomor 61 yang menyatakan bahwa tanah-tanah diluar jawa hanya dapat

“8 G.F.E. Gonggrijp : Geillustreede Encyclopaedie van Nederlandsch Indie; N.V Leidse
Uitgeversmaatschappik, tidak bertahun, blz.722-723. Lebih jauh Gonggrijp menjelaskan pada blz.
923-929 bahwa dalam bidang pertambangan suatu konsesi pada mulanya diberikan dalam jangka
waktu 40 tahun. Hak ini berdasarkan S. 1851-6 hanya dapat diberikan kepada orang-orang Belanda
atau kepada orang-orang yang berdiam di negeri Belanda atau Hindia Belanda. Dengan S. 1868-58
ditentukan bahwa pengusaha pertambangan diwgjibkan untuk memilih domisili di dalam wilayah
hukum tempat eksploitasi itu dilakukan. Dengan S. 1873-217A ditetapkan bahwa konsesi hanya
diberikan kepada orang-orang belanda , penduduk negeri Belanda, Hindia Belanda dan badan-
badan hukum yang berdomisili di Negeri Belanda atau Hindia Belanda. Kemudian di dalam
Indische Wet (S.1899-124), azaz mengenai pemisahan hak milik dari pada tanah dan tanah
dibawahnya ditetapkan dalam undang-undang. Bersama-sama dengan Undang-Undang
Pertambangan juga di adakan ordonansi pertambangan (Mijn Ordonanti€), yang kedua-duanya
berlaku pada tanggal 1 mel 1907. Undang-Undang Pertambangan ini diperbaharui oleh Undang-
Undang Pertambangan Tahun 1918(S.1919-4) dimana antara lain dibuka kesempatan bagi
pemerintah untuk mengadakan aannemingschon tracten dengan pengusaha swasta untuk waktu
tertentu dan dengan memperoleh imbalan dari pemerintah. Aanemingscontract ini kiranya
dipersamakan dengan kontrak karya. Oleh karena itu, atas pertimbangan hak konsesi yang tidak
terlalu kuat , maka dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960, lembaga konsesi dihapuskan
dan diganti dengan kuasa pertambangan, dikutip dari Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah
Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Bandung : Binatjipta 1972), hal.
139.
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diserahkan sebagai erpracht dan tidak lagi sebagai konsesi.** Hak erpracht
terbatas pada 75 tahun dan dianggap sebagal hak perdata sgja. Perubahan ini
dianggap perlu dikarenakan di dalam konses masih harus memperhatikan
kepentingan-kepentingan orang Indonesia yang menjadi penduduk tanah konsesi
tersebut, sedangkan hak erpracht sudah tidak perlu memperhatikan kepentingan

bangsa Indonesia*®

Pada awal kemerdekaan Indonesia hingga akhir kekuasaan orde lama,
sistem kontrak pertambanganiah yang dipakai sebagai bentuk kerjasama antara
pihak Indonesia dengan pihak asing, meskipun tidak ada perkembangan sama
sekali didalam pembangunan kerjasama pertambangan tersebut. Bahkan
pemerintah Soekarno mengeluarkan kebijakan nasional modal asing sehingga
membatalkan semua kontrak pertambangan yang pernah ada*® Pada masa
pemerintahan Soeharto, kontrak karya dalam bidang pertambangan umum
mengalami perkembangan yang cukup signifikan’ Investasi di bidang
pertambangan dimulai sgak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang K etentuan-K etentuan Pokok Pertambangan.

Empat bulan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing yang diundangkan bulan Januari 1967, pemerintah pada
bulan April menandatangani kontrak pertambangan pertama dengan Freeport
McMoran dari Amerika. Kontrak tersebut dikenal dengan sebutan kontrak karya
generasi 1.® Akibat dari hal tersebut ialah materi Undang-Undang Nomor 11

“ G.F.R Gonggrijp, op.cit., blz. 722 dikutip dari Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah
Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, (Bandung : Binatjipta 1972), hal.
139.

* 1bid.

% salimH.S,, (b), hal.132.

" Ibid

8 pid.
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Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sangatlah kental
dipengaruhi oleh kepentingan investor asing.

Model awal kontrak karya bukanlah konsep yang dirancang Pemerintah
Indonesia, melainkan hasil rancangan PT. Freeport Indonesia. Awalnya Menteri
Pertambangan Indonesia menawarkan kepada Freeport konsep bagi hasil atau juga
yang sering disebut dengan Production Sharing Contract(PSC) yang telah dibuat
sgjak masa Soekarno. Freeport menyatakan kontrak seperti itu hanya menarik
untuk perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat, tetapi tidak untuk
pertambangan emas dan tembaga yang memeriukan investasi besar dan waktu
lama untuk sampai pada tahap produksi.*

Pola kontrak karya untuk pertambangan umum sgjak tahun 1967 hingga
sekarang, telah menghasilkan tujuh generasi kontrak. Penggunaan istilah generasi
dimaksudkan untuk memudahkan pengelompokan beberapa kontrak karya yang
IS dan ketentuan-ketentuan pokoknyarelatif sama. Persamaan itu disebabkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berlaku
pada saat kontrak karya dibuat.

24  Dasar Hukum Kontrak Karya

Perkembangan kontrak karya mulai pesat berkembang setelah tahun 1967,
dimana pada tahun tersebut Undang-Undang mengena Penanaman Modal Asing
dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditetapkan dan disahkan.
Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan kontrak karya adal ah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing.

“pid.
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Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pengertian penanaman
modal asing, bentuk hukum, kedudukan dan daerah berusaha, bidang
usasha modal asing, tenaga kerja, pemakaian tanah, kelonggaran-
kelonggaran perpajakan dan pungutan lain, jangka waktu penanaman
modal asing, hak transfer, repatriasi, nasionalisas dan kompensas,
kerja sama modal asing dan modal nasional, kewajiban-kewajiban lain
bagi penanam modal asing, ketentuan-ketentuan lain, dan ketentuan

peralihan.

Di daam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa.

1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada
suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau
bentuk lain sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2) Sistem kerjasama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain
dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain yang akan
ditentukan oleh pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Moda Dalam

Negeri jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan

Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam Negeri.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Pertambangan.

Undang-Undang ini menjelaskan mengenai penggolongan bahan
galian, pelaksanaan pengusahaan bahan galian, bentuk dan organisasi
pengusahaan pertambangan, kuasa pertambangan, cara dan syarat-
syarat bagaimana memperoleh kuasa pertambangan, berakhirnya kuasa

pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah,
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pungutan-pungutan negara, pengawasan pertambangan dan juga

sanksi-sanksi yang dijatuhkan.

e Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 berbunyi sebagai
berikut:

1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum
atau tidak dilaksanakan sendiri oleh instans pemerintah atau
perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa
pertambangan.

2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti
yang dimaksud dalam ayat 1 pasa ini, Instanss Pemerintah atau
Perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman,
petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.

3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat 2 pasal ini mula berlaku
sesudah disahkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan
Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitas
golongan a sepanjang mengena bahan-bahan galian yang
ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang ini dan atau yang

perjanjian kerjanya berbentuk penanaman modal asing.

Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang ini dituangkan dalam
berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri,
Keputusan Menteri dan peraturan lainnya. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, serta Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Minera Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian karya Pengusahaan

Pertambangan batubara dalam rangka penanaman modal asing.
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25  Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Membuat Suatu

Perjanjian

Dalam rangka mewujudkan kesgahteraan umum dan sebesar-besar
kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah turut
menyelenggarakan berbagai fungsi diluar fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
Fungsi-fungs baru yang tidak bersifat pemerintahan, menuntut pemerintah turut
serta dalam pergaulan kemasyarakatan atau hubungan hukum sebagai pihak atau
subjek yang tidak berbeda dengan subjek hukum perorangan atau badan-badan
hukum keperdataan pada umumnya. Di samping itu, sarana-sarana atau jalur-jalur
yang terbuka dalam suasana hukum perdata terutama kebebasan berkontrak
banyak sekali melahirkan kontrak-kontrak yang menguntungkan negara.

Daam garis besarnya macam-macam perjanjian yang biasa digunakan
pemerintah pada waktu melaksanakan kewajibannya dapat digambarkan sebagai

berikut :>°
a Perjanjian perdata biasa;
b. Perjanjian mengena wewenang pemerintahan;
c. Perjanjian mengenal kebijaksanaan yang akan dilaksanakan;
d. Perjanjian mengenai jual-beli barang dan jasa

Dari keempat perjanjian diatas, Penulis melihat bahwa kontrak karya
sebagai suatu bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan Perusahaan
Penanam Modal Asing (PMA) merupakan suatu Perjanjian perdata biasa. Penulis
menyimpulkan perjanjian perdata biasa, dikarenakan kontrak karya menempatkan
kedua belah pihak dalam posisi atau dergjat yang sama, meskipun terdapat faktor-
faktor lain yang mempengaruhi dergjat kesamaan tersebut. Perjanjian Perdata
biasa mengakibatkan dipertanggungjawabkannya harta kekayaan guna memenuhi
perjanjian tersebut. Harta kekayaan negara dikuasai oleh lembaga hukum publik
baik di pusat maupun daerah. Lembaga Hukum publik tersebut selain menjadi

% Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 2004),
hal.116.
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bagian organisasi negara juga mempunyai kemandirian. Oleh karena itu, lembaga
hukum juga dapat berkedudukan sebagai badan hukum perdata.

Perjanjian hukum perdata biasa, yang selalu dilakukan badan administrasi
negara, dilakukan berdasarkan wewenang pemerintahan yang dimiliki. Dengan
demikian, setigp perjanjian yang dilakukan pemerintah selalu didahului oleh
adanya suatu keputusan tata usaha negara untuk melakukan suatu tindakan hukum
perdata biasa maupun lainnya. Setelah ada keputusan administrasi negara,
kemudian perjanjian perdata dil akukan.>*

Sebagal subjek hukum yang melakukan perbuatan perdata, maka Negara
dalam hal ini merupakan subjek perdata dalam arti badan hukum (rechtpersoon).
Menurut bentuknya badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum
publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik ialah badan hukum yang
didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepentingan publik, orang
banyak atau negara umumnya®® Badan hukum ini merupakan badan-badan
hukum negara yang mempunya kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga
yang dibentuk oleh yang berkuasa, berdasarkan perundangan yang dijalankan
secara fungsional oleh badan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang

diberi tugas untuk itu.>

Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan
pribadi di dalam badan hukum itu.>* Badan hukum ini didirikan untuk tujuan
tertentu yaitu mencari keuntungan, sosia, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik,
kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain sesuai dengan hukum yang berlaku

sah dimana bentuk dan susunannya diatur oleh hukum perdata.>®

> Ibid.
*? R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika 2007), hal. 148.
> |bid.
> Ibid.

%5 | bid.
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Negaradalam hal ini dapat bertindak sebaga badan hukum publik maupun
badan hukum perdata. Negara merupakan badan hukum publik, yaitu badan
hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum.>® Pemerintah sebagai pel aksana dari
negara melakukan hubungan keperdataan dapat bertindak sebagai subjek yang
tidak berbeda dengan subjek hukum perorangan atau badan-badan hukum
keperdataan pada umumnya®’ Negara dalan melakukan perbuatan perdata
dilakukan dan diwakili oleh pemerintah. Pemerintah secara langsung adalah
pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat |, pemerintah daerah tingkat 11
maupun pemerintah secara tidak langsung seperti BUMN, perusahaan negara dan
sebagainya dapat melakukan kesepakatan atau membuat suatu kontrak.

Badan/perseorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan
dijabarkan dalam pasa 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-K etentuan Pokok Pertambangan yaitu sebagal berikut:

1. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;

2. Perusahaan Negara;

3. Perusahaan Daerah;

4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Dagerah;
5. Koperasi;

6. Badan atau perseorangan swasta yang telah memenuhi persyaratan
yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan
Republik Indonesia bertembat kedudukan di Indonesia dan bertujuan
berusaha dalam |apangan pertambangan dan pengurusnya mempunyai
kewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia;

7. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah
dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang telah

% Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni 2005), hal. 61.

> Abrar Saleng, Ibid, hal. 151.
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memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum yang didirikan
sesuai dengan peraturan Republik Indonesia bertempat kedudukan di
Indonesia dan bertujuan berusaha dalam lapangan pertambangan dan
pengurusnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan bertembat
tinggal di Indonesia;

8. Pertambangan Rakyat;

Sebelum otonomi daerah, subjek hukum daam membuat dan
menandatangani kontrak karya adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Akan tetapi, setelah otonomi daerah,
selain pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral, kewenangan pemerintah daerah juga turut andil dalam pembuatan dan
penandatanganan kontrak karya tersebut, dimana pada tingkat provins diwakili
oleh gubernur dan tingkat kabupaten/kota diwakili oleh bupati/walikota. Penulis
melihat bahwa Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia hanya ditandatangani
oleh pemerintah pusat yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Minerd,
dikarenakan kontrak karyaini dibuat sebelum adanya kebijakan otonomi daerah.

Setelah otonomi daerah, pihak-pihak pemerintah selaku subjek hukum
perdata yang terkait adal ah: *®

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya berwenang untuk
menandatangani kontrak karya, dimana lokas pertambangan umum
yang dimohon terletak dalam beberapa daerah provinsi, dan tidak
dilakukan kerjasama antar provinsi dan/atau di wilayah laut yang
terletak di luar 12 mil laut.

2. Pemerintah pronvins hanya berwenang menandatangani kontrak
karya, dimana lokasi pertambangan umum yang dimohon terletak
dalam beberapa daerah kabupaten/kota, dan tidak dilakukan kerjasama
antara kabupaten/kota dan/atau diwilayah laut sampai 4 mil.

*® saimH.S,, (b), hal. 184,
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3. Pemerintah kabupaten/kota hanya menandatangani kontrak karya
dengan pemohon, dimana lokasi pertambangan umum yang dimohon
terletah dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai

4 mil.

Akan tetapi, terdapat permasalahan mengenai pihak yang menunjuk pihak
kontraktor dalam perusahaan pertambangan tersebut, dimana terdapat 2 penafsiran
yang berbeda antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang K etentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing. Di dalam Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 menyebutkan bahwa:

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat
dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang
bersangkutan sebagai pemegang kuasa pertambangan.”

Dari pernyataan pasal diatas, terlihat bahwa instansi pemerintah dalam hal
ini ialah instans dibawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Oleh karena
itu, jelas sekali terlihat perbedaan definisi pemerintah dengan instansi pemerintah,
dimana instans pemerintah terletak dibawah pemerintah seperti Direktorat
Geologi dan Lingkungan, PPTM, dan Lemigas yang strukturnya berada di bawah
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.*

Sedangkan di dalam Pasal 5 butir a jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967 berbunyi:

“Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:
a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri;
b. Perusahaan Negara dan seterusnya”

Dari kedua pasal diatas, terlihat bahwa tidak terjadi sinkronisas antara
pasal-pasal tersebut. Pada pasal yang pertama terlihat bahwa Menteri dapat

% Abrar Saleng, Ibid, hal.148.
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berlaku sebagai kontraktor dan dapat menunjuk pihak lain apabila diperlukan
untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa ditangani sendiri, sedangkan di
dalam Pasal 5 butir 2 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang
berlaku sebagai kontraktor adalah instansi pemerintah dan bukan pemerintah,
dimana terdapat perbedaan pengertian antara instansi pemerintah dan pemerintah
itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pengalihan hak penguasaan tersebut tidak dapat
mengalihkan melebihi apa yang iakuasai.

Di samping itu, di dalam Pasa 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing, yang menegaskan bahwa Penanaman Modal
Asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan
pemerintah atas dasar kontrak karya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan
pel aksanaannya, pola kontrak karya pertambangan mengikuti ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yaitu pihak yang mewakili negara
dalam membuat kontrak karya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

atas nama pemerintah.®

Dalam praktek pelaksanaannya, pola kontrak karya dibuat dengan
pemerintah bertindak sebagal prinsipal. Dengan demikian para pihak dalam
kontrak karya adalah Pemerintah Republik Indonesia (diwakili Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral) dan perusahaan swasta asing atau perusahaan
patungan antara perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing yang
berbadan hukum indonesia yang disebut sebagai kontraktor.

Mengenai hubungan hukum yang timbul akibat perbuatan perdata yang
dilakukan pemerintah, Bagir Manan berpendapat bahwa;

"Dalam negara kesgjahteraan (verzorgingsstaat) penyelenggaraan fungsi
administrasi pemerintahan yang tidak bersifat memerintah menghendaki
adanya hubungan (hukum) kesedergjatan sebagai subjek hukum.
Hubungan hukum yang timbul dari berbagai perbuatan keperdataan yang

% Abrar Saleng., Ibid, hal 149.
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dilakukan pemerintah terbatas hanya oleh lembaga pemerintah yang
berstatus badan hukum.” ®*

Suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subjek
hukum keperdataan yaitu manusia (natuurlijkpersoon) atau badan hukum
(rechtspersoon), sedangkan dalam lapangan publik, tindakan hukum
pemerintahan semata-mata didasarkan pada kewenangan publik yang dilekatkan
pada suatu badan atau organ pemerintahan semata-mata didasarkan kepada
kewenangan publik yang dilekatkan pada suatu badan atau organ pemerintahan
atau pejabat tanpa melihat kedudukannya sebagal suatu subjek hukum menurut
pengertian keperdataan. Berdasarkan pernyataan Bagir Manan,* hingga saat ini,
belum ada hukum nasional yang mengatur secara umum mengena badan-badan
atau lembaga (instelling) yang merupakan badan hukum, namun tidak berarti
sama sekali tidak ada pengaturannya. Terdapat berbagal ketentuan yang ada saat
ini, tetapi terbatas pada badan hukum keperdataan. Dengan menggunakan
pemahaman dan hukum positif di Belanda, maka yang merupakan badan hukum
dalam perbuatan keperdataan yang dilakukan pemerintah adalah Negara Republik
Indonesia, Daerah Provins atau Daerah kabupaten dan kota, bukan Pemerintah
Republik Indonesia dan juga bukan Pemerintah Daerah Provins dan Daerah
K abupaten dan Kota >

Berdasarkan pendapat di atas, negara dalam melakukan perbuatan perdata
seperti mengadakan perjanjian/kontrak dengan pihak lain, kepentingannya
diwakili oleh Pemerintah. Jadi kedudukan pemerintah disini seperti kedudukan
direksi dalam sebuah perseroan terbatas.**

61 Bagir Manan, Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah, Mgalah [Imiah UNPAD, LP-UNPAD, Bandung, Nomor 3 Vol. 14 Tahun
1986, hal. 23 dikutip dari Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, (Jogjakarta : Ull Press 2004), hal.
59.

%2 1pid.

% 1bid.

% |bid.
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Oleh karena Negara merupakan rechtpersoon yang dapat melakukan
perbuatan keperdataan, maka perjanjian/kontrak yang dilakukan dengan investor
asing dalam bentuk kontrak karya pertambangan, bukanlah merupakan kuasa dari
negara kepada kontraktor, melainkan perjanjian kerjasama antara negara dengan
kontraktor dalam penguasaan bahan galian. Posis negara daam hubungan
kontraktual ini dalam kapasitasnya sebagai pemilik bahan galian, maka disebut
principal dan lawan kontraktornya sebagai pelaksana pengusahaan bahan galian
disebut kontraktor. Oleh karena itu, status negara atau pemerintah dalam kontrak
sebagal para pihak, menyebabkan kedudukannya seggar dengan lawan
berkontraknya. Posisi yang demikian dalam perspektif hukum perdata, negara
atau pemerintah akan mendapat kesulitan untuk memposisikannya jika kelak
terjadi sengketa® Jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, sengketa
tersebut akan di selesaikan dengan Arbitrase Internasional. Dengan melalui
arbitrase internasional ini, maka sangat dimungkinkan pihak negara akan sangat
dirugikan, dikarenakan pertaruhannya adalah aset negara yang dapat disita sebagai
resiko dari kekalahan tersebui.

26  Kedudukan Kontrak Karya Dalam Hukum Perdata
26.1 Kontrak Karya Dalam Hukum Perjanjian

Kontrak karya dibuat dengan memenuhi syarat sah suatu perjanjian.
Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan
empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu ;

4. suatu sebab yang halal.

% Abrar Saleng,.op.cit., hal. 60.
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Dengan adanya sepakat maka pihak yang ingin bekerjasama harus sepakat
dalam membuat kontrak karya tersebut, sepakat dalam hal ini ialah tidak dengan
adanya paksaan atau penipuan dan tidak ada unsur kekhilafan. Pada kontrak
karya, kesepakatan diantara kedua belah pihak ditandai dengan penandatangan
para pihak dalam kontrak karya tersebut secaratertulis.

Unsur kecakapan dalam membuat perjanjian ialah subjek hukum yang
sudah dewasa dan apabila penulis kaitkan dengan PT. Freeport Indonesia, maka
PT. Freeport Indonesia adalah badan hukum yang sah secara hukum. Oleh karena
itu, badan hukum tersebut dapat dikatakan cakap. Hal tersebut berdasarkan Pasal
1654 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“ Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang-
orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata,
tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu,
membatasi dan menundukannya kepada tata cara tertentu.”

Di samping itu, badan hukum juga dikatakan cakap, jika pelaksanaan dari
badan hukum tersebut sesual dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan.
Mengingat bahwa Perseroan senantiasa didirikan untuk maksud dan tujuan
tertentu, maka keberadaan perseroan terpaut erat pada maksud dan tujuannya ®
Dengan demikian, maksud dan tujuan perseroan mempunya peran ganda yaitu
disatu pihak merupakan sebab bagi keberadaannya dan di lain pihak menjadi
pembatasan bagi kecakapannya bertindak.®” Pembatasan tersebut adalah sebab
mengapa perseroan tidak cakap melakukan perbuatan hukum yang tidak tercakup

dalam maksud dan tujuan perseroan.

Maksud dari poin hal tertentu pada syarat sah perjanjian di atas iaah
hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok
suatu perjanjian. Di dalam Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia, suatu ha

% Fred B.G. Tumbuan, Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi
dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya, atas Seminar dengar Pendapat Publik
berkenaan dengan perubahan aspek hukum perseroan terbatas, Hotel Borobudur, 2001.

7 | bid.
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tertentu yang menjadi objek perjanjian adalah barang tambang yaitu konsentrat
emas, tembaga, dan perak.

Di samping itu, suatu sebab yang halal pada syarat sah perjanjian adalah
sebab yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan
kesusilaan dan ketertiban umum. Sehingga apabila mengacu pada Kontrak Karya
I PT. Freeport Indonesia, maka barang tambang yang merupakan objek dari pada
perjanjian tersebut diperbolehkan untuk diusahakan oleh investor asing
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing.

Berdasarkan namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
yang bernama (benoemd) dan tidak bernama (onbenoemde overeenkomst).
Perjanjian bernama atau juga yang sering disebut kontrak nominaat adalah
perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yaitu diatur dan diberi nama oleh
pembentuk undang-undang atau merupakan perjanjian yang terdapat dan dikenal
dalam KUHPerdata dan Undang-Undang lain.%®® Perjanjian tidak bernama atau
kontrak in-nominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan
berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Kontrak Karya PT. Freeport
Indonesia dengan Negara Republik Indonesia termasuk dalam Perjanjian tidak
bernama. Selain kontrak karya, terdapat juga perjanjian lain seperti kontrak bagi
hasil, kontrak operasi bersama panas bumi, kontrak jua beli dan lain-lain.
Timbulnya perjanjian tersebut dikarenakan adanya kebebasan berkontrak.*®

Perjanjian tidak bernama ini diatur dalam Pasal 1319, Buku Il
KUHPerdata yang menyatakan :

% Salim H.S., (), hal. 18.

% Mariam Darus Badrulzaman, et.a, Kompilas Hukum Perikatan, (Bandung: Citra
AdityaBakti 2001), hal. 67.
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“Semua perjanjian, bailk yang mempunyal suatu nama khusus, maupun
yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-

peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Sehingga kontrak karya yang merupakan perjanjian in-nominaat tunduk
pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata dan berbagai
peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, dalam ha kontrak karya, semua
Undang-Undang terkait beserta peraturan lainnya dapat digunakan sebagai
pedoman dan dasar hukum atas kontrak karya.

Kontrak karya sebagai suatu kontrak yang berdasarkan perjanjian, maka
dapat mengacu kepada ketentuan Pasal 1233 ayat 1. Pasal tersebut menyatakan
bahwa “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun
karena undang-undang.” Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan
bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirya perikatan. Dengan
membuat perjanjian, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut
mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan.”

Hal ini berarti diantara para pihak yang membuat perjanjian lahirlah perikatan.

Dikarenakan kontrak karya merupakan kontrak in-nominaat yang materi
kontraknya dibuat dan disepakati kedua belah pihak, maka berlakulah asas-asas
pada hukum perjanjian. Di dalam buku I1I KUHPer dikenal empat asas penting
yang bersifat universal, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt
servanda, asas itikad baik dan asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPer).

Asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servada dan itikad bak terdapat
dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak

0 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan pada Umumnya , (Jakarta : PT. Rgja
Gafindo Persada 2004), hal. 42
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atau karena aasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pemahaman dalam kebebasan berkontrak ini bukan dalam pengertian
kebebasan yang mutlak, karena dalam kebebasan tersebut terdapat berbagai
pembatasan, antara lain oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Seperti dikatakan oleh Friedman bahwa kebebasan berkontrak masih dianggap
aspek yang essensial dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai
absolut seperti satu abad yang lalu.”*

Asas itikad bailk merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan
substans kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan atau kemauan baik
dari para pihak. Itikad baik ini tidak terbatas pada hubungan hukum, akan tetapi
juga pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewagjiban yang timbul
dari hubungan hukum tersebut.”

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan dari suatu perjanjian mempunyai
dua atribut, yaitu hak dan kewgjiban hukum. Kewagjiban hukum adalah
mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain, sementara hak atau
manfaat berupa tuntutan dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam
perjanjian itu.”® Karena itu, dalam setiap perjanjian masing-masing pihak harus
menepati janjinya untuk melaksanakan kewajibannya dan juga menghormati hak
pihak lain. Dalam hal ini Goldman berpandangan bahwa pacta sunt servanda
hakekatnya berarti bahwa kontrak-kontrak yang secara hukum sah dan berjalan
harus dihormati, sehingga kontrak tersebut tidak dapat diganggu maupun
diubah.” Apabila Penulis merujuk pada kontrak karya PT. Freeport Indonesia,

™ Friedman, Legal Theory, Stevens & Sons Limited, Fourth Edition 1960, hal.369
sebagaimana dikutip di dalam Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda “ Penerapan asas janji itu
mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”, (Jakarta : Fikahati Aneska
2005), hal. 25.

2 1bid., hal. 25.
 Ibid.
™ Berthold Goldman, The Applicable Law : General Principles of Law- the lex

mercatoria, Lew.ed Contemporary Problems in International arbitration, London : TLDB
Document ID 112400, 1986, hal. 125, diakses dari http://tldb.uni-koeln.de/php/pub
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maka dapat dilihat bahwa Kontrak Karya tersebut adalah hasil perpanjangan dari
Kontrak Karya | PT. Freeport Indonesia yang mengalami beberapa perubahan
yang merupakan hasil perundingan kedua belah pihak, serta merupakan Undang-
Undang atau hukum bagi para pihak tersebut yang harus saling dipatuhi dan
dihormati.

2.6.2 Dasar Dari Kontrak Karya dan Perbedaannya Dengan Bentuk
Kerjasama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Secara terminologi, pengertian kontrak karya adalah kontrak antara
pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Penanaman moda asing
(berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia) yang memuat
persyaratan teknis, finansial dan persyaratan lain untuk melakukan usaha
pertambangan bahan galian di Indonesia, kecuali minyak dan gas bumi, batu bara
dan uranium.” Kontrak karya harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh DPR dan
BKPM sebelum disetujui Presiden. Oleh karena itu, kontrak karya adalah suatu
perjanjian perdata yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia
sebagal perwakilan dari negara. Sehingga perjanjian ini memiliki ciri khas tertentu

yang berbeda dengan perjanjian perdata biasa yang dilakukan sehari-hari.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Pertambangan yang baru yaitu
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, maka terdapat bentuk kerjasama yang baru yaitu berupa Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK). Terdapat perbedaan yang signifikan antara bentuk
kerjasama yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan Umum. Untuk lebih jelasnya akan Penulis jelaskan secara singkat

mengenai bentuk kerjasama yang baru, yaitu sebagai berikut :"

™ Abrar Saleng, Ibid., hal. 146.

" |ndonesia, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 TLN Nomor 4959, ps. 35.
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1. lzin Usaha Pertambangan (1UP)

Pengertian mengenal Izin Usaha Pertambangan dijabarkan dalam
pasa 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua
tahap, lebih singkat daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu sebagai

berikut:’’

a. IUP Eksplorast meliputi kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi,
dan studi kelayakan;

b. 1UP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengol ahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjual an.

2. lzin Pertambangan Rakyat (IPR)

Pengertian mengenai Izin Pertambangan Rakyat dijabarkan dalam
pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
dengan luas wilayah dan investas terbatas.

Kegiatan pertambangan rakyat dalam pasal 66 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hanya
dapat dilakukan terhadap pertambangan-pertambangan sebagai berikut:

a. pertambangan minera logam;
b. pertambangan mineral bukan logam;
c. pertambangan batuan; dan/atau

d. pertambangan batubara.

" |bid., Pasal. 36 ayat (1).
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Luas wilayah dan jangka waktu untuk Izin Pertambangan Rakyat
daam pasa 68 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu untuk luas wilayah satu Izin
Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada perseorangan paling banyak
satu hektare; kelompok masyarakat paling banyak lima hektare; dan atau
koperasi paling banyak sepuluh hektare. Sedangkan untuk jangka waktu
Izin Pertambangan Rakyat, paling lama lima tahun dan dapat
diperpanjang.

3. lzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pengertian mengenai 1zin Usaha Pertambangan Khusus dijabarkan
dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangan khusus. Pelaksanaan IUP terdiri atas dua tahap, yaitu
sebagai berikut:"®

a. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
dan studi kelayakan;

b. ITUPK  Operass Produks meliputi  kegiatan konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan
penjualan

Pemegang IUPK yang menemukan mineral lain di dalam WIUP
yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Apabila
pemegang IUP ini bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan
tersebut wajib mengajukan permohonan IUP baru. Apabila pemegang IUP
tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukannya
tersebut, pemegang IUP wajib menjaga mineral lain tersebut karena
mineral lain tersebut dapat diberikan kepada pihak lain hanya oleh
Menteri.

8 |bid , Pasal 76.
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Dari ketiga izin tersebut, terlihat sekali perbedaannya dengan kontrak
karya, production sharing contract(PSC) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Batubara (PKP2B). Perubahan sistem investasi pertambangan dari sistem kontrak
menjadi sistem izin ini merupakan sebuah langkah ekstrem yang dilakukan
pemerintah, karena pada prinsipnya membuat suatu perubahan kedudukan antara
pemerintah dengan investor. Di dalam sistem kontrak, kedudukan antara
pemerintah dengan investor adalah sama/sgjgjar dimana pemerintah berlaku
sebagal pelaku usaha (player).

Sistem kontrak yang menjadikan pemerintah sebagai regulator sekaligus
pemain hanya akan melemahkan posisi dari pemerintah karena harus melakukan
pekerjaan dua kali yakni menyiapkan perangkat peraturan serta menjalankannya
sebagal pemain di lapangan. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah jika
terjadi sengketa dan pemerintah kalah di  arbitrase internasional maka
pertarunannya adalah aset negara dapat disita sebagal resiko dari kekalahan
tersebut. Tentunya hal tersebut sangat dihindari oleh pemerintah sebagai
pemegang kuasa pertambangan di Indonesia. Secara struktural, Penulis melihat
bahwa dengan adanya sistem izin, pemerintah lebih diuntungkan, dikarenakan
pemerintah di dalam sistem tersebut lebih mempunya kekuasaan yang lebih
tinggi atau bisa juga dikatakan bahwa Pemerintah lebih memegang kendali dalam
investasi pertambangan ini. Akan tetapi, terdapat dampak yang kurang baik dalam
hal kelangsungan bisnis pertambangan, dikarenakan investor asing takut untuk
menginvestasikan dananya, jika sgja secara tiba-tiba pemerintah ingin mencabut
izin usaha pertambangan yang sudah didapatkan tersebut.

Dilihat dari penjelasan Penulis di atas, maka dapat di simpulkan bahwa
kontrak bersifat kesedergjatan, sementara di dalam sistem izin, Pemerintah
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perusahaan asing
tersebut. Oleh karena itu, Penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenal
apakah yang membedakan antara kontrak dan izin tersebut. Berdasarkan Soedjono
Dirdjosisworo, definisi kontrak adalah:

“Kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat

pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan
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atau menetapkan kewagjiban bagi yang ingkar janji diserta sanks untuk

pelaksanannya.” "

Di dalam Black's Law Dictionary mengutip pernyataan William.R. Anson
bahwa istilah kontrak digunakan untuk menyatakan tiga macam hal, yaitu satu
rangkaian tindakan-tindakan operasiona dari para pihak yang menimbulkan
hubungan hukum baru, dokumen yang dilaksanakanya oleh para pihak sebagai
bukti akhir telah dijalankannya oleh para pihak tindakan-tindakan operasional,
dan hubungan hukum akibat dari tindakan operasional , yang terdiri dari hak atau
hak-hak pribadi dan kewajibannya, yang disertai kekuasaan, hak istimewa dan
kekebalan, dan hubungan hukum ini sering disebut kewajiban.®

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu
persetujuan tertulis dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban hukum secara
bersama-sama dilandasi pada saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada
masa mendatang. & Para pihak disini mempunyai status yang sama dan sedergjat,
sehingga melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Hubungan
kesedergjatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintahan yang
bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan, baik pada penyusunan
maupun pada pel aksanaan kontrak karya.

Sedangkan apabila melihat kepada sistem izin, maka kepentingan Negara
sangatlah diperhatikan dan kedudukan Negara dalam hal menerbitkan izin adalah
lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asing. Hal ini dikarenakan izin

" Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut sistem civil law, common law dan
praktek dagang internasional), (Bandung : Mandar Maju 2003), hal. 29

8 william R Anson, Principle of the Law of Contract : “ The term contract has been used
differently to refer to three different things (1) The series of operative acts by the parties resulting
for new legal relations; (2) The physical document executed by the parties as the lasting evidence
of their having performed the necessary operationve acts and also as an operative fact in itself; (3)
The legal relations resulting from the operative acts, consisting of a right or rights in personam
and their corresponding duties, accompanied by certain powers, privileges and immunities. The
sum of these legal relations is often called obligation.” dikutip di dalam Madjedi Hasan, Pacta
Sunt Servanda “ Penerapan asas janji itu mengikat dalam kontrak bagi hasil di bidang minyak dan
gas bumi”, (Jakarta: Fikahati Aneska 2005), hal. 15.

8 Madjedi Hasan, Pacta Sunt Servanda “ Penerapan asas janji itu mengikat dalam
kontrak bagi hasil di bidang minyak dan gas bumi”, (Jakarta: Fikahati Aneska 2005), hal. 16.
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sebagal suatu perwujudan kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam
mel aksanakan kinerjanya yang terjadi dikarenakan :

1. Segi pungutan

2. Segi dokumentasi dan informasi
3. Segi ekonomi

4. Segi Kepentingan Penguasa

5. Segi pengendalian

6. Segi hukum

7. Segi Kepastian usahadan lain-lain

Jadi dapat dissmpulkan bahwa, izin merupakan suatu instrumen dari
pemerintah untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, dimana landasan
hukum dari izin ini terdapat dalam alinea IV, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu
melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.*? Perubahan dari kontrak karya
ke sistem izin ini juga dipengaruhi dari esens dari kontrak karya tersebut. Esensi
dari kontrak karya ini bukanlah hanya mencakup kedua belah pihak yang
menandatangani kontrak tersebut, akan tetapi juga mencakup seluruh warga
Indonesia sehingga perjanjian perdata ini dapat diubah menjadi izin yang
dikeluarkan pemerintah.

Dari penjelasan Penulis diatas, terlihat bahwa sifat dari kontrak ialah
murni kesedergjatan. Akan tetapi terdapat beberapa pandangan yang kontradiksi
dengan hal tersebut. Mariam Darus Badrulzaman memandang kedudukan

pemerintah lebih tinggi (tidak sederajat) dengan lawan kontraknya® Sedangkan

8 Safri Nugraha, et.al, Hukum Administrasi Negara, (Depok : Badan Penerbit Fakultas
Hukum Indonesia 2007, hal. 139.

8 Abrar Saleng,. Ibid., hal. 152.
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Sunaryati Hartono memandang hubungan antara pemerintah dengan lawan
kontraknya (dalam joint venture) kadang sebagai pihak (partner) dan juga kadang
sebagai pemerintah. Sebenarnya sebab dari ketidaksedergjatan ini ialah tindakan
yang dilakukan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah sebagal
penjaga dan pemelihara kepentingan umum. Walaupun pemerintah menggunakan
hukum perdata, tidak boleh dilupakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum publik
yang berlaku juga harus tetap diperhatikan pula.

2.7  Kronologis Divestas PT. Freeport Indonesia

PT Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di duatempat di Papua,
masing-masing tambang Ertsberg (1967-1988) dan tambang Grasberg (1988-
sekarang), di kawasan Tembagapura, kabupaten Mimika

Pada tanggal 5 April 1967, Kontrak Karya | antara Pemerintah Indonesia
dan Freeport Sulphur Company, melalui anak perusahannya PT Freeport
Indonesia ditandatangani. Peristiwa ini menjadi penandatanganan Kontrak Karya
Generasi | di Indonesia. Kontrak Karya | ini juga digunakan menjadi dasar
penyusunan Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 yang disahkan
pada bulan Desember 1967, atau delapan bulan bersdlang setelah

penandatanganan Kontrak Karyal.

Kontrak Karya | dengan PT. Freeport Indonesia ini terbilang sangat
longgar, karena hampir sebagian besar materi kontrak tersebut merupakan usulan
yang digjukan oleh PT. Freeport Indonesia selama proses negosiasi, artinya lebih
banyak disusun untuk kepentingan PT Freeport Indonesia. Dalam operas
pertambangan, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan manfaat yang
proposiona dengan potensi ekonomi yang sangat besar di wilayah pertambangan
tersebut. Padahal bargaining position pemerintah Indonesia terhadap PT. Freeport
Indonesia sangatlah tinggi, karena cadangan mineral tambang yang dimiliki
Indonesia di wilayah pertambangan Papua sangat besar bahkan terbesar di dunia
Selain itu, permintaan akan barang tambang tembaga, emas dan perak di pasar

duniarelatif terus meningkat.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012



47

Dengan kondisi cadangan yang besar, PT Freepot Indonesia memiliki
jaminan atas future earning. Apalagi, bila ditambah dengan kenyataan bahwa
biaya produksi yang harus dikeluarkan relatif rendah karena karakteristik tambang
yang open pit. Demikian pula emas yang semula hanya merupakan by-product,
dibanding tembaga, telah berubah menjadi salah satu hasil utama pertambangan.

PT. Freeport Indonesia sudah sgjak lama berminat memperoleh konsesi
penambangan tembaga di Irian Jaya. Kontrak Karya | PT Freeport Indonesia
disusun berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Pertambangan
dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing.
Kontrak Karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Sulphur Company
ini memberikan hak kepada Freegport Sulphur Company melaui anak
perusahaannya (subsidary) Freeport Indonesia Incorporated (PT. Freeport
Indonesia), untuk bertindak sebagai kontraktor tunggal dalam eksplorasi,
ekploitasi, dan pemasaran tembaga Irian Jaya. Lahan ekplorasi mencangkup areal
seluas 10.908 hektar selama 30 tahun, terhitung sejak kegiatan komersial pertama.
Kontrak Karya | mengandung banyak sekali kelemahan mendasar dan sangat
menguntungkan bagi PT Freeport Indonesia. Kelemahan-kelemahan tersebut
utamanya adalah sebagal berikut:

1. Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni
sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan
tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan

ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia

2. Dalam kontrak tidak ada kewajiban mengenai lingkungan hidup, karena
pada waktu penandatanganan Kontrak Karya | pada tahun 1967 di
Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang lingkungan hidup.
Sebagai contoh, akibat belum adanya ketentuan tentang lingkungan hidup
ini, sgjak dari awal Freeport telah membuang tailing ke Sungai Aikwa
sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

3. Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam
Undang-Undang Perpgakan yang berlaku, bak jenis paak maupun
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strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang
diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

4. Tidak sesuainya struktur pajak maupun tarif pajak yang diberlakukan
dalam Kontrak Karya | dirasakan sebagai pelanggaran terhadap keadilan,
baik terhadap perusahaan lain, maupun terhadap daerah. Pada waktu itu,
PT. Freeport Indonesia tidak wajib membayar selain PBB juga, land rent,
bea balik nama kendaraan, dan lain-lain pajak yang menjadi pemasukan
bagi daerah.

5. Tidak ada kewajiban bagi PT. Freeport Indonesia untuk melakukan
community development. Akibatnya, keberadaan PT. Freeport Indonesia di
Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap
masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau

Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.

6. PT. Freeport Indoensia diberikan kebebasan dalam pengaturan manajemen
dan operasi, serta kebebasan dalam transaksi dalam devisa asing. PT.
Freeport Indonesia juga memperoleh kelonggaran fiskal, antara lain: tax
holiday selama 3 tahun pertama setelah mula produksi. Untuk tahun
berikutnya selama 7 tahun, PT. Freeport Indonesia hanya dikenakan pajak
sebesar 35%. Setelah itu pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar
41,75%. Freeport juga dibebaskan dari segala jenis pajak lainnya dan dari
pembayaran royalti atas penjualan tembaga dan emas kecuali pajak

penjualannya hanya 5%.

Keuntungan yang sangat besar terus diraih Freeport, hingga Kontrak
Karya | diperpanjang menjadi Kontrak Karya Il yang tidak direnegosiasi secara
optimal. Indonesia ternyata tidak mendapatkan manfaat sebanding dengan
keuntungan besar yang diraih Freeport. Ketentuan-ketentuan fiskal dan finansia
yang dikenakan kepada Freeport ternyata jauh lebih rendah jika dibandingkan

dengan yang berlaku negara-negara Asiadan Amerika Latin.

Perpanjangan Kontrak Karya Il seharusnya memberi manfaat yang lebih

besar, karena ditemukannya potensi cadangan baru yang sangat besar di Grasberg.
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Kontrak telah diperpanjang pada tahun 1991, padaha Kontrak Karya | baru
berakhir pada tahun 1997. Pada kenyataannya ini adalah kehendak dari orang-
orang Amerika di Freeport, dan merupakan indikasi adanya kepentingan pihak-
pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mendapat keuntungan pribadi
dari pertambangan di bumi Irian Jayaitu.

Kontrak Karya Il tidak banyak mengalami perbaikan untuk memberikan
keuntungan finansial tambahan yang berarti bagi pihak Indonesia. Perubahan yang
terjadi hanyalah dalam ha kepemilikan saham dan dalam ha perpajakan.
Sementara itu, besarnya royalti tidak mengalami perubahan sama sekal,
meskipun telah terjadi perubahan jumlah cadangan emas. Penemuan emas di

Grasberg merupakan cadangan emas terbesar di dunia.

Daam Kontrak Karya Il, ketentuan menyangkut royalti atau iuran
eksploitasi/produksi (pasal 13), menjelaskan bahwa sistem royalti dalam kontrak
Freeport tidak didasarkan atas prosentase dari penerimaan penjualan kotor (gross
revenue), tetapi dari prosentase penjualan bersih. Penjualan bersih adalah
penjualan kotor setelah dikurangi dengan biaya peleburan (smelting), biaya
pengolahan (refining), dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan Freeport dalam
penjualan konsentrat. Prosentase royalti (yang didasarkan atas prosentase
penerimaan penjualan bersih juga tergolong sangat kecil, yaitu 1%-3,5%
tergantung pada harga konsentrat tembaga, dan 1% flat fixed untuk logam mulia

(emas dan perak).

Di dalam Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia, besaran iuran tetap
untuk wilayah pertambangan yang dibayarkan berkisar antara US$ 0,025-0,05 per
hektar per tahun untuk kegiatan Penyelidikan Umum (General Survey), US$ 0,1-
0,35 per hektar per tahun untuk kegiatan Studi Kelayakan dan Konstruksi, dan
US$ 1,5-3 per hektar per tahun untuk kegiatan operasi eksplotasi/produksi. Tarif
iuran tersebut, di seluruh tahapan kegiatan, dapat dikatakan sangat kecil, bahkan
sangat sulit diterima akal sehat. Dengan kurs 1 US$ = Rp 9.000 maka besar iuran
Rp 225 hingga Rp 27.000 per hektar per tahun.
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Sedangkan menyangkut pengawasan atas kandungan mineral yang
dihasilkan, dalam kontrak PT. Freeport Indonesia tidak ada satu pun yang
menyebut secara eksplisit bahwa seluruh operasi dan fasilitas pemurnian dan
peleburan harus seluruhnya dilakukan di Indonesia dan dalam pengawasan
Pemerintah Indonesia. Pasal 10 poin 4 dan 5 memang mengatur tentang operasi
dan fasilitas peleburan dan pemurnian tersebut yang secara implisit ditekankan
perlunya untuk dilakukan di wilayah Indonesia, tapi tidak secara tegas dan
eksplisit bahwa hal tersebut seluruhnya (100%) harus dilakukan atau berada di
Indonesia. Hingga saat ini, hanya 29% saa dari produks konsentrat yang
dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Sisanya (71%) dikirim ke luar negeri, di

luar pengawasan langsung dari pemerintah Indonesia.

Di dalam Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia, tidak ada satu pasal
pun yang secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah Indoensia dapat sewaktu-
waktu mengakhiri Kontrak Freeport. Pun jika PT. Freeport Indonesia dinilai
melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai
dengan kontrak. Sebaliknya, pihak PT. Freeport Indonesia dapat sewaktu-waktu
mengakhiri kontrak tersebut jika mereka menila pengusahaan pertambangan di
wilayah kontrak pertambangannya sudah tidak menguntungkan lagi secara

ekonomis.

Berdasarkan Kontrak Karya |, tidak ada kewajiban PT Freeport Indonesia
untuk melakukan divestas saham ke pihak pemerintah Indonesia. Kewagjiban
untuk divestasi tercipta saat terbitnya Kontrak Karya I, dimana pihak PT Freeport
Indonesia diwgjibkan untuk melakukan divestasi saham ke pihak nasiona hingga
51% dalam jangka waktu 20 tahun. Tetapi pada kenyataannya PT Freeport
Indonesiatidak pernah menjalankan kewajiban tersebut dengan alawan PP No. 20
Tahun 1994 yang mengatur bahwa perusahaan asing boleh menguasai 100%
saham perusahaan tambang. Padahal ketentuan ini bertentangan dengan Kontrak
Karya |l yang mengharuskan divestasi hingga 51%.%

8 http://ekonomi.kompasi ana.com/bi snis/2010/11/04/data-dan-fakta-kontrak-freeport,
diakses padatanggal 1 Januari 2012.
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28 Materi Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia

Bentuk Kontrak Karya | dan Il yang dibuat antara pihak pemerintah
dengan pihak PT. Freeport Indonesia adalah berbentuk tertulis. Substansi Kontrak
Karya Il pada dasarnya serupa dengan kontrak karya | yang disigpkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pertambangan dan Energi.

Adapun substansi yang terdapat dalam Kontrak Karya Il PT. Freeport
Indoensia berdasarkan analisa penulis adalah:®

1. Tanggal persetujuan dan tempat dibuatnya Kontrak Karya |1

Tercantum tanggal dan tempat dibuatnya konrak karya ini, akan tetapi
keterangan tersebut dihapus oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya
Minera dimana Penulis mendapatkan materi kontrak karya

bersangkutan.
2. Subjek Hukum.

Subjek hukum dalam Kontrak Karya Il ini adalah PT. Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.

3. Definisi (Pasd 1)

Daam pasal ini memuat tentang berbagal definisi dan pengertian,
seperti pengertian afiliasi, mineral ikutan, pemanfaatan, perusahaan,
wilayah kontrak karya, wilayah kontrak karya blok A, wilayah kontrak
karya blok B, kekayaan kontrak karya, pengendalian, karyawan
terliput, departemen, pengusahaan, lingkungan hidup, individu asing,
eksplorasi, wilayah eksplorasi, FII, mata uang asing, penyelidikan
umum, pemerintah, mineral-mineral, penambangan, wilayah
pertambangan, menteri, wilayah pertambangan baru, badan,
pencemaran, logam mulia, kontrak terdahulu, pengolahan, produk,
wilayah proyek, rupiah, SIPP, subsidiari, dan limbah.

% Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia
Desember 1991.
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Penggambaran definis ini dimaksudkan untuk mempermudah para
pihak dalam memahami materi kontrak dan mempermudah

penyel esaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak.
. Penunjukan dan tanggung jawab perusahaan (Pasal 2)

Pasal ini menunjuk PT Freeport Indonesia sebagai kontraktor tunggal
yang khususnya diberikan hak tunggal untuk melakukan kegiatan
penyelidikan mineral dalam wilayah kontrak karya, menambang,
mengolah, menyimpan, dan mengangkut hasil mineral yang dihasilkan,
serta memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi yang

diperlukan dalam hubungan kerja samaini.
. Modus Operandi (Pasal 3)

Modus operandi ini memuat tentang kedudukan perusahaan, yurisdiksi
pengadilan, kewgjiban perusshaan untuk menyusun program,
mengontrakkan pekerjaan jasa-jasa teknis, mangemen, dan

administrasi yang dianggap perlu.
. Wilayah Kontrak Karya (Pasa 4)

Dalam pasal ini diatur luas wilayah kontrak PT Freeport Indonesia
yang terdiri dari wilayah kontrak karya Blok A dan wilayah kontrak
karya Blok B. Dimana wilayah kontrak karya Blok A adalah wilayah
yang terletak di Pulau Irian yang luasnya kurang lebih 100 kilometer
persegi sebagaimana dirinci dalam Lampiran A, dan wilayah kontrak
karya Blok B yang merupakan wilayah yang ditetapkan dalam
Lampiran A yang dapat diubah melalui perluasan-perluasan dan

pengurangan-pengurangan sesuai dengan Persetujuan ini.

Di samping itu, dalam pasal ini juga ditentukan wilayah kontrak karya
yang tidak termasuk dalam kontrak karya PT Freeport Indonesia,
seperti:
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20.
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e Kuasa pertambangan yang telah diberikan oleh Pemerintah

untuk mineral golongan A dan B;

e Kuasa pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah
untuk mineral golongan C;

e Hak menambang lainnya yang telah diberikan oleh
Pemerintah;

e Wilayah yang digambarkan pada Lampiran B yang
dinyatakan sebagai Cagar Alam.

Periode penyelidikan umum (Pasal 5)

Periode eksplorasi (Pasal 6)

Laporan dan deposito jaminan (Pasal 7)

Periode studi kelayakan (Pasal 8)

Periode konstruksi (Pasal 9)

Periode Operasi (Pasa 10)

Pemasaran (Pasal 11)

Fasilitas impor dan re-ekspor (Pasal 12)

Pajak-pajak dan lain-lain kewajiban keuangan perusahaan (Pasal 13)
Pelaporan, inspeksi, dan rencana kerja (Pasal 14)

Perturkaran alat pembayaran (Pasal 15)

Hak-hak khusus pemerintah (Pasal 16)

Kesempatan kerja dan latihan bagi Warga Negara Indonesia (Pasal 17)
K etentuan-ketentuan kemudahan (Pasal 18)

K eadaan kahar (Pasal 19)
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33.

34.
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Kelalaian (Pasal 20)

Penyel esaian sengketa (Pasal 21)

Pengakhiran kontrak karya (Pasal 22)

Kerjasama para pihak (Pasal 23)

Promosi kepentingan nasional (Pasal 24)

K erjasama daerah dalam pengadaan prasarana tambahan (Pasal 25)
Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (Pasal 26)
Pengembangan kegiatan usaha setempat (Pasal 27)
Ketentuan lain-lain (Pasal 28)

Pengalihan hak (Pasal 29)

Pembiayaan (Pasal 30)

Jangka waktu (Pasal 31)

Pilihan hukum (Pasal 32)

29 Hak dan Kewajiban Para Pihak Kontrak Karya Il PT. Freeport

Indonesia

Hak Pemerintah Indonesia adalah menerima royalti, pajak-pagak dan

pungutan

lainnya. Sedangkan kewgjiban dari Pemerintah adalah menjaga

keamanan dan melindungai investasi yang ditanamkan oleh pihak investor.

Hak PT. Freeport Indonesia adal ah:®

1

Menyelidiki mineral dalam wilayah kontrak karya;

% pasal 2, Kontrak Karyall PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
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2. Menambang setiap endapatn mineral yang ditemukan dalam wilayah

pertambangan

3. Mengolah, menyimpan, dan mengangkut dengan cara apapun semua

hasil mineral-mineral yang dihasilkan

4. Memasarkan, menjua atau menyisihkan semua Produks dari

Tambang dan Pengolahan tersebut, didalam dan diluar Indonesia

5. Melakukan semua operas serta kegiatan-kegiatan lainnya yang

mungkin perlu atau memudahkan dalam hubungan ini dengan betul-

betul memerhatikan persyaratan persetujuan ini.

Adapun kewajiban PT. Freeport Indonesia antara lain:®’

L

Menyetorkan iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau suatu
wilayah pertambangan

Menyetorkan iuran eksploitas/produks (royalti) yntuk minera
yang diproduksi perusahaan

Menyetorkan paak penghasilan badan atas penghasilan yang
diperoleh perusahaan

Melaksanakan kewagjiban memotong atas pajak penghasilan

karyawan

Melaksanakan kewagjiban memotong dari pajak penghasilan atas
bunga, dividen, sewa, jasa teknik, jasa manajemen dan jasalainnya

Menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian dan
penjualan barang kena paak, kecuali ditetapkan lain dalam
persetujuan ini

Menyetorkan bea materai atas dokumen-dokumen yang sah

8 pasal 13, Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
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8. Menyetorkan bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke

Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam persetujuan ini
9. Menyetorkan pajak bumi dan bangunan (PBB)

10. Menyetorkan  pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-
pembebanan dan bea-bea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah
di Indonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat

11. Menyetorkan  pungutan-pungutan administrass  umum  dan
pembebanan-pembebanan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak
khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pungutan-
pungutan dan pembebanan-pembebanan itu telah disetujui oleh
Pemerintah Pusat

12. Menyetorkan pajak atas pemindahan hak pemilikan kendaraan
bermotor dan kapal di Indonesia

13. Melakukan pemenuhan kewajiban pajak

Di samping itu, PT. Freeport Indonesia juga diwajibkan untuk
mengutamakan pemenuhan permintaah konsumen Indonesia atas hasil
produksinya,®® memenuhi standar pemerintah dalam menyediakan akomodasi dan
fasilitas-fasilitas kebutuhan hidup dan kondisi-kondisi tempat kerja,®® melakukan
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bersama-sama dengan

pemerintah,” serta diwgjibkan untuk mengembangkan masyarakat lokal .**

% pasal 24, Kontrak Karya |l PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
% pasal 25, Kontrak Karya |l PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
% pasal 26, Kontrak Karya |l PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.

°! pasal 27, Kontrak Karya |l PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia.
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BAB |11

DIVESTAS

3.1  Penanaman Modal Asing

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam
Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu akan
diwujudkan melalui pembangunan di berbaga bidang, di antaranya bidang
ekonomi. Pembangunan bidang ekonomi identik dengan pembangunan sektor-
sektor ekonomi yang terdapat di Negara Indonesia.*

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan modal dalam jumlah yang
cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Moda dapat disediakan oleh
pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Namun
dalam kenyataannya negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidaklah
mempu mel aksanakan pembangunan secara menyeluruh jika hanya mengandalkan
modal dalam negeri, yang disebabkan tingkat tabungan (saving) masyarakat yang
masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, ketrampilan (skill)
yang belum memadai. Kendala-kendala ini dicoba untuk diatasi dengan berbagai
macam alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama luar negeri yang

dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Daam perjalanannya, sebagai akibat dari perkembangan ekonomi dunia
yang berkembang pesat, negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga
menimbulkan kesulitan bagi negara-negara berkembang atau sedang berkembang
khususnya Indonesia. Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mencari
aternatif lain yakni penanaman moda khususnya Penanaman Modal Asing

(PMA). Dalam kaitan itu, Indonesia mengalami pula kesulitan yang sama dalam

%2 Aminuddin llmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: K encana 2004, hal.
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hal perolehan pinjaman luar negeri sehingga mencari aternatif lain dengan
“kebijaksanaan pintu terbuka’ terhadap penanaman modal asing untuk melakukan

usshanya di Indonesia.*®

Berdasarkan berbagai laporan resmi yang tersedia, beberapa mineral telah
menjadi andalan pertambangan Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup
signifikan terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama bagi energi
nasional. Produks dan cadangan bahan tambang mineral di Indonesia diketahui

cukup dibanding dengan cadangan dan produksi dunia.**

Apabila kita melihat keberadaan ekonomi Indonesia pada saat
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing yang cukup memprihatinkan dan kesadaran atau ketidakmampuan
melaksanakan azas kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan nasional, maka
ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan masuknya modal asing
ke Indonesia, antaralain adalah

1. Pengolahan kekuatan ekonomi potensil menjadi kekuatan ekonomi
riel;
2. Alih teknologi dan/atau alih keterampilan

3. Meningkatkan mitra kerja pengusahanasiona dan lain-lain.

Berkaitan dengan tujuan yang tertera di atas, program pemerintah dalam
rangka itu adalah program divestas saham, yaitu suatu proses yang
mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional, baik
melalui penjualan secara langsung maupun melalui jua beli saham di pasar

modal. %

% |bid, hal .4

% http://http://antoni uspati anom.wordpress.com/2009/07/19/sumberdaya-mineral -di-indo
nesia-karakteristik-dan-potensinya, (Barito Raya's Blog), diakses pada tanggal 23 Desember
2011.

% Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta : IND-HILL CO 2003,
hal. 101.
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Pada permulaan dilaksanakannya kembali kebijaksanaan penanaman
modal asing, pemerintah mengizinkan investasi oleh perusahaan asing dengan
pemilikan penuh seluruh ssham (straight investment).”® Ketentuan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyebutkan terbukanya kerjasama antara
modal asing dan nasional, ditafsirkan sebagal tidak adanya suatu keharusan bagi
investor asing untuk mengadakan kerjasama dengan pengusaha Indonesia. Namun
Pemerintah hanya mendorong kerjasama tersebut, baik kerjasama pengusaha
asing dengan swasta Indonesia atau pemerintah, dengan memberikan perangsang
tambahan berupa pembahasan pajak perusahaan dan pajak keuntungan selama 1
tahun.”’

Pada tahun 1994, Pemerintah mengeluarkan keputusan tentang K etentuan
Pelaksanaan Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing, yang menyatakan bahwa :*

a. Patungan antara modal asing yang dimiliki oleh warga negara asing,
dan/atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki oleh warga
negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang terdiri dari
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperas,
perusahaan penanaman modal asing, perusahaan penanaman modal
dalam negeri, perusahaan non penanaman modal asing/penanaman
modal dalam negeri atau ;

b. Langsung, daam arti seluruh (100%) modalnya terdiri dari modal
asing yang dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum

asing.

% Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 11

% Indonesia, Instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/1967 tentang Pemberian
Perangsang-Perangsang Khusus Penanaman Modal Asing yang Mengadakan Kerjasama dalam
Bentuk Joint Enterprise, tertanggal 2 Juni 1967 dikutip dari Erman Rajagukguk, Indonesianisasi
Saham, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 11

% Sujud Margono, Hukum Investasi Asing Indonesia, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka
Mandiri 2008), hal. 55.
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Investasi dapat terdiri dari seluruh modal sendiri atau modal sendiri dan
modal pinjaman. Ketentuan jumlah investasi sepenuhnya diserahkan kepada
penanaman modal yang bersangkutan disesuaikan dengan kelayakan ekonomi dan

kewagaran jumlah investas kegiatan usahanya.

Selanjutnya, perusshaan penanaman moda asing balk yang seluruh
sahamnya dimiliki oleh pihak asing maupun yang berbentuk perusahaan patungan
(joint venture) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, harus
berbentuk badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia dan mempunyai
domisili di Indonesia.*® Penanaman modal oleh pihak asing secara individu dapat
menimbulkan kesulitan dikemudian hari terutama bersangkutan dengan hukum
internasional. Dengan mewajibkan perusahaan yang bersangkutan berbentuk
badan hukum Indonesia, akan jelaslah status hukumnya yaitu badan hukum yang

tunduk pada hukum Indonesia.’®

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
Perusahaan asing yang telah menjelma menjadi Perusahaan Indonesia atau
Perusahaan dalam negeri harus tunduk pada hukum Indonesia dikarenakan telah
didirikan dan disahkan oleh Indonesia, meskipun modalnya berasal dari pihak
asing, ditangani oleh pihak asing atau diawasi oleh perusahaan induknya di luar

negeri.

Adapun materi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing adalah mengatur mengenai hak dan kewajiban para
investor asing dan memberikan jaminan kepastian berusaha, sehingga dapat
meyakinkan para investor asing tentang nasitb modal yang akan ditanamkannya.
Pengertian Penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam moda asing, baik yang

% Erman Rajagukguk, Ibid., hal. 11.

1% | ndonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 LN Tahun 1967 Nomor 1 TLN Nomor 2818, Pasa 3.
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menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri.'®*

Menurut Sunarjati Hartono,’® pengertian penanaman modal asing dalam
Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah direct investment, yang
biasanya dipertentangkan dengan portfolio investment, dimana pemilik modal
asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai
kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan. Beliau menyatakan bahwa
Undang-Undang Penanaman Modal Asing tidak memberikan batasan dan
penegasan yang cukup antara penanaman modal asing menurut Undang-Undang
Penanaman Moda Asing dengan penanaman modal asing lewat membeli saham-
saham dari perusahaan Indonesia yang telah ada atau kredit luar negeri baik yang
diberikan kepada atau melalui Pemerintah Indonesia, maupun yang diberikan

swasta asing kepada swasta | ndonesia secara terang-terangan atau diam-diam.

Pengertian modal asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah :

a aa pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari
kekayaann devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah

digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

b. aat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam
wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari

kekayaan devisa Indonesia.

c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang ini
diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai

perusahaan di Indonesia.

19 | ndonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 67 TLN Nomor 4724, Pasal 1
angka 3.

192 Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing
di Indonesia, (Bandung : Binatjipta 1979), hal. 78-79
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3.2 Divestas

3.21 Sgarah Terbentuknya Peraturan-Peraturan Mengenai
Divestas Saham

Pada tanggal 21 Maret 1951, setelah Kabinet Natsir selesai dalam
pemerintahannya, Menteri Sumitro membuat komis industrial dengan Drs.
Khouw Rian Tie sebagai kepala dari komisi tersebut. Setelah tujuh tahun
kemudian, Menteri Sogjono Hadinoto melihat investas asing adalah suatu hal
yang amat penting sehingga harus dipromosikan kepada pihak asing. Beliau
berpendapat bahwa investasi asing langsung adalah program yang sangat menarik
baik untuk pihak asing ataupun untuk kepentingan nasional .’®®

Dengan situasi dan kondis saat itu, komis tersebut tetap menjalankan
kinerjanya, sehingga pada tanggal 31 Agustus 1951, komisi tersebut

mengeluarkan |aporan yang berisi :'*

e Untuk perkembangan ekonomi ke depan, pemerintah dibutuhkan
untuk memimpin pembangunan ekonomi tanpa menolak inisiatif dari

swasta;

e Target dari industrialisasi harus mencapai suatu struktur ekonomi
yang seimbang, pendayagunaan peningkatan populasi, dan
peningkatan pendapatan negara;

e Dasar dari Industri harus terdiri dari unit kecil dan medium dimana
perusahaan besar diharuskan mensupport produksi yang terdapat di

pedesaan.

1% ndonesian Review |, The Industrialization of Indonesia, 1951, hal. 169, dikutip dari
John. O. Sutter, Indonesianisasi : Paliticsin a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for
a national Economy, (New York : Cornell University 1959), page. 778.

104 van Oorschot, Do Ontwikkeling van de Nijhverheid in Indonesie, page. 68, dikutip

dari John. O. Sutter, Indonesianisasi : Palitics in a changing Economy, Sovereign Indonesia
strives for a national Economy, (New York : Cornell University 1959), page. 778.
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Sdanjutnya, Komisi Industrialisasi tersebut mengklasifikasi Industri

menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut :**®

1. Golongan pertama adalah Industri yang dimiliki oleh negara, dimana
partisipasi pihak asing tidak dibolehkan, seperti industri pertahanan
dan industri yang berkaitan dengan kepentingan umum;

2. Golongan kedua adalah industri untuk pihak Indonesia, seperti
industri kecil dan industri tradisiona yang dijalankan oleh masyarakat

Indonesia;

3. Golongan Ketiga adalah industri dimana pihak asing dapat
menginvestasikan modalnya ke Indonesia, dengan diharuskan adanya
kepemilikan modal dari Indonesia atau dengan pilihan mengakuisisi,

dengan jumlah minimal 51% kepemilikan nasional.

4. Golongan keempat adalah industri lain-lain, dimana pihak asing dan
pihak indonesia dapat berpartisipasi tanpa pembatasan pada pemegang
saham, akan tetapi posisi Indonesia harus menjadi posisi yang paling
tinggi.

Dalam realisasinya, komisi tersebut gagal menghasilkan suatu hasil yang
konkret, meskipun mereka telah memberikan informas yang detail mengenai
pembangunan pdaa golongan |, 11 , dan 111.*%® Oleh karena itu, pada tahun 1952,
Engel dan Asrarudin dari pihak parlemen mendiskusikan mengena masalah ini,
dan Engel menanyakan pada pemerintah untuk menjelaskan posisi antara pihak
asing dengan pihak nasional pada sektor industri.’” Terkait dengan industrialisasi,
Kabinet Wilopo menjelaskan bahwa target dari kerjasama dengan pihak asing

105 | bid

198 \/an Oorschot, Do Ontwikkeling van de Nijhverheid in Indonesie, page. 72-73, dikutip
dari John. O. Sutter, Indonesianisasi : Palitics in a changing Economy, Sovereign Indonesia
strives for a national Economy, (New York : Cornell University 1959), page. 778.

197 pidato Parlemen Indonesia pada tanggal 20 mei dan 6 juni 1952, hal. 459, dikutip dari
John. O. Sutter, Indonesianisas : Paliticsin a changing Economy, Sovereign Indonesia strives for
a national Economy, (New York : Cornell University 1959), page. 779.
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adalah untuk membangun dan memperluas industri golongan Il untuk
menggunakan material dalam negeri, mempromosikan industri dengan komoditas
besar, membangun perusahaan negara dan juga membuat regulasi untuk
melindungi perusahaan-perusshaan tersebut.'® Dari ha di atas, maka Penulis
dapat menyimpulkan bahwa pada masa itu, Kabinet Wilopo menyadarkan
Indonesia, bahwa pihak asing bukanlah suatu pihak tambahan, melainkan pihak
yang berharga dalan pembangunan Indonesia Oleh karena itu, untuk
kedepannya, Indonesia lebih memikirkan bagaimana proses dan regulas
mengenai investasi asing agar dapat berkembang di Indonesia, juga bagaimana
agar perekonomian Indonesia tidak begitu sgja dikuasai pihak asing begitu sgja.
Adapun salah satu cara agar pihak Indonesia diuntungkan dengan adanya investasi
asing ini adalah dengan cara Indonesianisasi, yang dapat berupa :

o Indonesianisasi dalam pemilikan saham (divestasi)
o Indonesianisasi dalam menejemen usaha
o Indonesianisasi riset dan teknologi

Di bawah pemerintahan Soekarno, perekonomian Indonesia mengalami
kemunduran dengan utang luar negeri yang mencapai 2 billion dollar, hingga lgu
inflasi sekitar 20%-30% per bulannya '® Pada tahun 1996, Pemerintahan Presiden
Soeharto mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonomi yaitu
dengan mengundang kembali masuknya modal asing.**® Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing tercipta untuk memberikan
kepastian hukum pada investor asing. Undang-undang ini menyediakan
kemudahan di bidang perpgakan, jaminan untuk mentransfer keuntungan,

108 John. O. Sutter, Indonesianisasi : Politics in a changing Economy, Sovereign

Indonesia strives for a national Economy, (New Y ork : Cornell University 1959), page. 780.

199 Mohammad Sadli, Foreign Investment in Developing Countries : Indonesia “ Direct
Foreign Investment in Asia and Pasific”, hal. 203 dikutip dari Erman Rajagukguk, Indonesianisasi
saham, (Jakarta : Rineke Cipta 1994), hal. 1.

119 Erman Rajagukguk, op.cit., hal. 1.
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jaminan hukum terhadap kemungkinan nasionalisasi, dan prosedur penyelesaian

sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang-
bidang usaha apa sgja yang dinyatakan terbuka untuk modal asing dan bidang-
bidang apa sgja yang tertutup untuk modal asing. Tanggapan luar negeri terhadap
kebijaksanaan baru ekonomi Indonesia ini sangatlah mengesankan bagi pihak
asing, dan sgjak itu banyak sekali investor asing menginvestasikan modalnya ke
Indonesia, yang hanya berlangsung hingga akhir tahun 1973.

Pada tahun 1975, para ahli ekonomi Indonesia memperkirakan
menurunnya penanaman modal asing tersebut dikarenakan oleh resesi ekonomi
dunia yang sedang berlangsung.*** Namun, ketika ekonomi dunia mulai pulih
kembali pada tahun 1976, modal asing yang masuk ke Indonesia tidak
menunjukkan kenaikkan. Hal ini diperkirakan, setidak-tidaknya ada tiga sebab
yang mengakibatkan mundurnya penanaman asing di Indonesia pada periode
tersebut, sebab-sebab tersebut antaralain :*

e Pertama, berbaga peraturan yang menyangkut penanaman modal
telah dengan baik dirumuskan, namum dalam pelaksanaannya
tidaklah sebagamana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan
keragu-raguan dan ketidakpastian bagi para calon penanam modal

luar negeri.

e Kedua, prosedur birokrasi yang menyebabkan para calon penanam
moda harus menunggu dalam waktu yang relatif lama sebelum
memperoleh persetujuan dari pemerintah telah menimbulkan rasa
frustasi. Bahkan ketika telah mendapat persetujuan dari
pemerintah, kesulitan-kesulitan lain menimpa para prospektif
investor. Proses tersebut membutuhkan waktu 37 hari untuk para

investor dalam mengirim mesin import melalui bea dan cukai,

1 Charles Himawan, The Foreign Investment Process in Indonesia, (Singapore: PT.
Gunung Agung 1980), hal. 256.

12 |bid
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dikarenakan dokumen tersebut harus melalui 37 megja yang berarti

37 kesulitan birokrasi.

o Ketiga, perangsang-perangsang dan berbaga faslitas yang
diberikan dirasakan tidak memadai lagi.

Oleh karena itu, salah satu usaha untuk meningkatkan penanaman modal
asing adalah dengan memperpendek jalur birokrasi dengan menjadikan Badan
Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) sebagal suatu instansi yang mengurus
penanaman modal asing di Indonesia, sehingga dengan adanya badan ini
diharapkan dapat mempermudah jalannya investor asing untuk menanamkan

modalnyadi Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Moda Asing
telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada investor asing seperti
pembebasan pada pajak perseroan atas keuntungan untuk waktu tertentu, bea
masuk dan fasilitas lainnya, akan tetapi pemerintah juga memberikan keseganan
dan kesulitan bagi parainvestor asing tersebut, seperti kebijakan Indonesianisasi,
yaitu kesempatan pada pihak nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Lebih lanjut lagi, BKPM mengeluarkan surat edaran pada tanggal 22 Januari 1974
yang mengharuskan kepemilikan saham nasiona sebesar 51% dalam jangka
waktu 10 tahun, seperti yang telah Penulis jelaskan di atas.

Indonesianisasi sasham dalam penanaman modal asing suedah merupakan
kecenderungan yang umum pada tahun 1970. Hal ini merupakan akibat dari
kekhawatiran yang mendalam pada negara-negara yang sedang berkembang
terhadap dominasi negara-negara mau dalam sistem ekonomi internasional.
Negara-negara yang sedang berkembang memperkirakan bahwa dengan
peraturan-peraturan yang baru tersebut, akibat-akibat yang tidak menguntungkan
dari keterlibatan perusahaan-perusahaan multi nasional akan dapat diatasi. Di
bawah pengaturan-pengaturan mengenai modal, teknologi, dan keahlian
perusahaan-perusahaan multi nastional akan dapat membantu perluasan industri
dan barang-barang ekspor  negara berkembang. Kebijakan Indonesianisas

digunakan, salah satunya, untuk mengawasi modal asing.
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3.2.2 Peraturan — Peraturan Yang Mengatur Perihal Divestas

Kepemilikan saham dalam perusahaan penanaman moda asing dapat
dimiliki baik oleh peserta maupun oleh peserta nasional, dimana dalam bidang-
bidang usaha tertentu merupakan suatu keharusan, walaupun dalam bidang usaha
lain dimungkinkan adanya penanaman modal asing 100% secara penguasaan
penuh (secara langsung). Oleh karena itu, Penulis akan menjelaskan mengenai
regulasi-regulasi yang terkait dengan divestasi dan memberikan pemahaman yang

lebih jelas mengenal divestasi saham.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tidak secara jelas mengatur
mengenai divestasi sasham yang harus dilakukan oleh perusahaan asing. Akan
tetapi terdapat pengaturan yang lebih jelas mengenai hal tersebut dan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, dimana Pasal 2 Undang-Undang
tersebut menyatakan bahwa

(1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Patungan antaramodal asing dengan modal yang dimiliki warta

negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

b. Langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga
negara dan/atau badan hukum asing;

(2) Jumlah modal yang ditanamkan dalam rangka penanaman modal asing
ditetapkan sesuai dengan kelayakan ekonomi kegiatan usahanya.

Daam ketentuan ini yang dimaksud dengan badan hukum Indonesia
adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan
perusahaan nasional lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing terdapat pasal yang menyangkut divestas yaitu:

1. Pasal 23
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a. Daam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi moda asing
dapat diadakan kerja sama antara modal asing dengan modal

nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.

b. Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha,
bentuk-bentuk dan care-cara kerja sama antara modal asing dan
keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-

barang dan jasa-jasa.
Pasal 27

a. Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modanya
adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi
modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan
menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan
dengan penjualan saham-saham yang telah ada maka hasll
penjualan tersebut dapat ditransfer dalam vautas adli dari

modal asing yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Koordinas Penanaman Moda (BKPM)
tanggal 11 Oktober 1974, BKPM mengeluarkan hal yang lebih terperinci yaitu:

1

Bagi proyek-proyek yang memakan waktu maksimum 3 tahun
dalam periode pembangunan proyeknya, kenaikan saham nasiond
mayoritas, minimum 51% dalam waktu 10 tahun terhitung mulai

tanggal izin usaha proyek yang dikeluarkan oleh Departemen Teknis;

Bagi proyek-proyek yang memakan waktu lebih dari 3 tahun
dalam pembangunan proyeknya, kenaikan saham nasiona mayoritas,
minimumnya 51% dalam jangka waktu 10 tahun terhitung mulai
tanggal pertengahan antaratanggal izin usaha proyek yang dikeluarkan
oleh Departemen Teknis dan tanggal mula berproduks secara

komersil.
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3. Bagi proyek-proyek yang persetujuan sementara ke luar
sebelumt anggal 21 September 1974, kenaikan saham nasional menjadi
mayoritas, minimum 51% dan masa 10 tahun, terhitung tetap mulai
tanggal pengesahan PT oleh Departemen Kehakiman seperti yang telah
berlaku sebelum petunjuk presiden tanggal 21 September 1974;

4, Bagi proyek-proyek yang belum keluar persetujuan. Sementara
sesudah tanggal 21 Semptember 1974, berlaku ketentuan dictum 1 dan
dictum 2 di atas untuk kenaikan saham nasional menjadi mayoritas,

minimum 51%

Setelah pedoman tersebut dikeluarkan, BKPM mengeluarkan kembali
Surat Edaran No. B-109/A/ BKPM/I1/1975 tanggal 21 Februari 1975 yang

memberikan penjel asan terhadap surat edaran terdahulu yaitu:

1. Pedoman yang dimuat daam  Surat Edaran  Nomor
B.1195/A/BKM/X/1974 tangga 21 Februari 1975, hanya berlaku bagi
penanaman modal asing yang persetujuan Sementara/prinsip dari
BKPM dikeluarkan sejak tanggal 21 September 1974. Sehingga

penanaman modal asing :'*®

a Yang telah mendapat persetujuan presiden sebelum bulan
Februari 1974, baik yang berupa penanaman modal asing
penuh (straight investment) ataupun berupa joint venture,
sebelum dibebani ketetapan tentang penyertaan dan
peningkatan saham nasional mencapai mayoritas. Dalam hal
ini, peningkatan saham nasional yang telah disetujui
pemerintah tetap dihitung mulai tanggal pengesahan badan
hukum oleh Departemen K ehakiman;

b. Yang telah disetujui oleh Presiden antara bulan februari 1974
dan 21 september 1974, peningkatan saham nasional mencapal

113 Badan Koordinasi Penanaman Modal, Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor B.1195/A/BKM/X/1974 tertanggal 21 Februari 1975.
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mayoritas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 tahun
tetap dihitung sgjak tanggal pengesahan badan hukumnya oleh
Departemen Kehakiman;

C. Yang surat persetujuan sementara dari BKPM dikeluarkan
sebelum tanggal 21 September 1974, peningkatan saham
nasional menjadi mayoritas tetap juga diperhitungkan sejak
tangga pengesshan badan hukum oleh Departemen
K ehakiman.

2. Dapat pula ditetapkan sebagal aternatif lainnya, bahwa tanggal
dimulainya jangka waktu peningkatan saham nasional adalah tanggal

diterbitkannya surat persetujuan presiden;

3. Bagi proyek-proyek penanaman modal asing yang khusus sifatnya
ditinjau dari segi bidang usahanya, besarnya investas, tingkat
teknologi yang dipergunakan, penyerapan tenaga kerja, lokasi dan lain
sebagainya, pemerintah dapat mempertimbangkan suatu perubahan
atas kewajiban meningkatkan penyertaan saham nasiona menjadi
mayoritas dalam jangka waktu seperti yang telah diuraikan di atas.

Pada tanggal 1 Juli 1981, BKPM mengeluarkan pedoman intern tentang
peningkatan saham nasional, yang menghubungkannya dengan pengembangan
pasar modal dan koperasi. Pedoman baru tersebut antara lain menyebutkan :***

1. Perusahaan penanaman modal asing, bailk yang 100% sahamnya
dimiliki asing maupun yang berbentuk usaha patungan, yang telah
memperoleh persetujuan presiden sebelum tangga 21 September
1974,

a. Diwgibkan memenuhi ketentuan peningkatan saham
nasionalnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Surat Persetujuan Presiden tersebut di atas. Kewajiban

14 Badan Koordinas Penanaman Modal, Pedoman Intern tentang Peningkatan Saham
Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing, tertanggal 1 juli 1981.
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peningkatan saham tersebut terhitung sejak produksi komersil,
kecuali jika Surat Persetujuan Pemerintah menentukan lain.

b. Diwgibkan memenuhi ketentuan peningkatan saham
nasionalnya sesuai dengan ketentuan peningkatan saham
nasionalnya sesua dengan ketentuan yang tercantum dalam
surat persetujuan pemerintah sebagai kelanjutan dari surat
persefujuan presiden diatas. Kewajiban peningkatan saham
tersebut terhitung sgjak produks komersil, kecuali jika surat
persetujuan pemerintah menentukan lain.

2. Perusahaan petungan penanaman modal asing yang memperoleh
persetujuan presiden sesudah tanggal 21 september 1974, diwajibkan
meningkatkan saham nasionanya sampai 51% dari saham yang disetor
dan ditempatkan pada tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh
sejak produks komersil, kecuali jika surat persetujuan pemerintah

menentukan lain;

3. Perusahaan penanaman modal asing, baik yang 100% sahamnya
dimiliki asing maupun berbentuk usaha patungan, yang menambah
modal saham dalam rangka perluasa, diwajibkan untuk menjua 51%
dari modal saham tambahannya tersebut kepada peserta nasional mulai
tahun kelima sampai dengan tahun kesepuluh segjak produksi komersil
dari proyek perluasannya, kecuali persetujuan pemerintah yang

mendasarinya menentukan lain;

4. Khusus di bidang kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor
20 Tahun 1975, perusahaan penanaman moda asing yang memegan
hak penguasaan hutan(HPH) diwajibkan memindahkan 51% pemilikan
kepada perusahaan nasional selambat-lambatnya dalam waktu 10
tahun sgjak dikeluarkannya hak penguasaan hutan;

5. Kecudi ditentukan lain, sekurang-kurangnya 20% saham perusahaan
penanaman modal asing harus sudah merupakan penyertaan nasional
sgjak perusahaan didirikan. Dalam ha perluasan, 20% tersebut
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dihitung dari tambahan modal saham. Khusus untuk industri kayu lapis
ketentuan penyertaan nasional adalah 51%;

6. Termasuk pengertian penyertaan nasional adalah penyertaan modal

saham dalam perusahaan modal asing oleh :
a. Perorangan nasional
b. Perusahaan nasional
c. Koperas
d. Lembaga keuangan non-bank
e. Bapindo

f. Perorangan atau perusahaan nasional melalui pasar modal(go

public)

7. Dalam rangka memberikan peranan yang lebih besar kepada gerakan
koperasi sewaktu-waktu yang akan datang, kecuali jika terdapat the
right of first refusal pada pemegang saham nasional yang sudah ada,
dianjurkan agar dalam rangka peningkatan saham nasional, kepada

koperasi diberikan kesempatan yang sel uas-luasnya.

Pengaturan mengenal persyaratan pemilikan saham nasional dalam
perusahaan penanaman modal asing telah terjadi beberapa kali revisi. Adapun
pengaturannya berubah-ubah seiring dengan pertimbangan pemeirntah untuk
memajukan kondisi penanaman modal asing di Indonesia. Adapun pengaturan-
pengaturan tersebut adalah sebagal berikut :

a. Di daam Keputusan Ketua BKPM Nomor 12/SK/1986 tangga 4
juni 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional dalam
Perusahaan Penanaman Modal Asing ditetapkan bahwa perusahaan
penanaman modal asing harus berbentuk usaha patungan atau joint
venture dengan penyertaan modal nasional sekurang-kurangnya
20% dan meningkat menjadi sekurang-kurangnya 51% dalam
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waktu sepuluh tahun sgak dimulainya produks komersil

perusahaan.

b. Sdanjutnya pada Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor
5/SK/1987 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam

perusahaan penanaman modal asing tertanggal 23 Desember 1987.

Pada pasal 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa
keharusan pada Penanaman modal asing berbentuk joint venture
dengan penyertaan modal nasional minimum 20% pada waktu
pendirian, dan meningkat menjadi 51% dalam 15 tahun segjak
berproduksi komersil (pada peraturan sebelumnya 10 tahun).

c. Di daam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam
Perusahaan Penanaman Modal Asing tertanga 16 April 1992,
menyatakan bahwa penanaman modal asing harus berbentuk joint
venture dengan penyertaan modal nasional minimum sebesar 20%
dan diharuskan menjual saham minimum 51% dalam waktu 20
tahun setelah produks komersil. Peraturan ini

d. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan
dalam rangka Penanaman Modal Asing tertanggal 19 Mei 1994,
berfungs menyempurnakan dan sekaligus mencabut Peraturan
Pemerintah Nomor 50/1993. Peraturan ini mengatur mengenai
perusahaan penanaman modal asing yang dapat didirikan dengan
100% saham asing dan dapat juga dengan cara investor asing
bekerjasama dengan pihak nasional dan berbagi saham dalam
perusahaan PMA.

Dengan adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara, maka kebijakan
divestas ini jugadiatur di dalam Pasal 112 yang menyatakan bahwa :
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“Setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP (izin usaha
pertambangan) dan izin usaha pertambangan khusus yang sahamnya
dimiliki oleh pihak asing wajib melakukan divestass saham pada
pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, badan usaha swasta nasional.”

3.2.3 Divestas Sebagai Bentuk Jual Beli dalam Hukum Perdata

Jual beli (menurut KUHPerdata) adalah suatu perjanjian timbal balik
dalam pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas
suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumlah uang sebaga imbalan dari perolehan hak milik
tersebut.**®

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata apabila kita terlusuri pasal-
pasalnya ternyata pengertian jua beli secara lebih jelas telah dirumuskan dalam
Buku 111, Bab kelima, Bagian kesatu. Pada pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata,
bahwa jual beli adalah suatu persetujuan, dimana suatu pihak mengikatkan diri
untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk wajib membayar harga
yang dimufakati antara mereka berdua. Dan selanjutnya pasal 1475 KUHPer
mengatakan, bahwa penyerahan ini adalah penyerahan barang oleh penjua
kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli.

Dari pengertian jual beli yang diberikan pasal 1457 KUHPer, persetujuan
jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban:

- Kewagjiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada
pembeli.

- Kewagjiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada
penjual.

15 R, Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 9, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hal.1.
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Tentang persetujuan jua beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak
penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan sepakat tentang
“keadaan benda’ dan “harga’ barang tersebut, sekalipun barangnya belum
diserahkan dan harganya belum dibayar (pasal 1458 KUHPer)

Menurut Prof. R. Subekti, asas konsensualisme hukum perjanjian KUHPer
dissmpulkan dari pasal 1320 KUHPer, yaitu pasal yang mengatur tentang Syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian.

Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus’ yang berarti
kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang
bersangkutan tercapati suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh
yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu
bertemu dalam sepakat tersebut. Dipakainya asas konsensualisme untuk

memenuhi tuntutan kepastian hukum.**®

Pasal 1458 KUHPer ini merupakan asas konsensualisme dari jual beli
yang mempunya hubungan erat dengan penertian jual beli yang dirumuskan
dalam pasal 1457 KUHPer.

Dengan demikian maka berdasarkan pasal 1457 KUHPer dan pasal 1458
KUHPer pengertian Jua Beli yang dianut KUHPer adalah harus mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:

- Persetujuan / kata sepakat,
- Kewagjiban menyerahkan barang,
- Kewagjiban menyerahkan uang harga barang.

Apabila diteliti unsur-unsur tersebut sSifatnya terbatas, sehingga
berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat dikatakan jua beli menurut KUHPer

118 Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di
Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal.3.
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hanya mempunyai sifat obligatoir (mengikat), tidak juga mempunyai “Zakelijke

Werking”, artinya tidak berdaya langsung mengenai kedudukan barangnya.**’

Menurut sistem KUHPer, jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia
baru memberikan hak dan melekatkan kewgjiban pada kedua belah pihak yaitu
memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas
barang yang dijual.

Divestas adalah proses pelepasan suatu unit usaha atau aset perusahaan
yang dari sudut pandang hukum perdata adalah sebuah tindakan jual beli, dimana
pihak asing berperan sebagal penjual yang menjual sahamnya. Divestasi dapat
berupa voluntary divestiture dan involuntary divestiture. Voluntary divestiture
dilakukan oleh perusahaan dengan alasan-alasan ekonomis, sedangkan
involuntary divestiture dilakukan karena pelanggaran hukum. Berikut Penulis
akan menjelaskan secara bertahap mengenai pemahaman divestasi |ebih

mendalam.

3.2.3.1 Syarat-Syarat Perjanjian Jual Beli

Mengenai syarat-syarat jual beli dapat dijumpai pada Buku Ill, Bab
Kelima, bagian kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dari pasal 1457
KUHPer sampal dengan pasal 1472 KUHPer, syarat-syarat yang dimaksud
adalah:

A. Persetujuan / kata sepakat
B. Hal tertentu
C. Larangan

Sehingga dengan demikian, apabila para pihak hendak melakukan jual
beli, maka para pihak harus mematuhi dan memenuhi ketentuan dari pada syarat-

syarat yang akan diuraikan dibawah ini:

U7 |bid, hal .18.
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a. Persetujuan / kata sepakat
Dalam pasal 1457 KUHPer disebutkan bahwa jual beli adalah:

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan
dirinya untuk menyerahkan suatu kebandaan, dan pihak yang lain

untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Jadi harus ada perjanjian antara yang satu (pembeli) dengan pihak
yang lain (penjual), untuk mengetahui apakah suatu perjanjian jual beli sah
atau tidak, maka kita berpatokan kepada Buku Ill, Bab kedua, Bagian
kedua KUHPer (pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 KUHPer) yang

mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Sebagaimana diketahui, hukum perjanjian dari KUHPer menganut
asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat sgja dan
bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya
sepakat dan mengikat kedua belah pihak. Sebagaimana dimaksudkan
diatas, maka pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat
bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.'*®

b. Hal tertentu
Y ang dimaksud hal tertentu disini adalah suatu hal yang diperjanjikan.
c. Larangan

Disamping syarat-syarat seperti yang diuraikan dikemuka, juga
dijumpal syarat-syarat yang sSifatnya istimewa yaitu syarat berupa
beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam jual beli, larangan
tersebut diatur dalam pasal 1467 sampai dengan 1470 KUHPer.

3.2.3.2 Hak dan Kewajiban Yang Timbul Sebagai Akibat Jual
Beli

18 R, Subekti, Ibid, hal. 7.
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Hak dan kewagjiban para pihak yang dimaksud sebenarnya adalah hak dan
kewgjiban si penjual merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban si pembeli.

a. Hak dan Kewgjiban Penjual

Hak Penjual

Penjual memiliki hak untuk menuntut pembatalan pembelian
sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1517 KUHPer yang berbunyi
sebagai berikut

“Jika s pembeli tidak membayar harga pembelian, s penjual dapat
menuntut pembatalan pembelian, menurut ketentuan-ketentuan Pasal
1266 dan 1267"**

Kewajiban Penjual

Berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata, Penjual mempunyai dua kewajiban
utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menganggungnya. Kewajiban-
kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

A. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Penjua memiliki kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang
dijual sesuai dengan amanat pasal 1459 KUHPer, yang bertujuan untuk
memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada

19 pasal 1266 KUH Perdata berbunyi:

(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang
bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

(2) Daam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada Hakim

(3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak
dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian

(4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa
untuk, menurut keadaan, atas permintaan s tergugat, memberikan suatu jangka
waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu
tiodak boleh lebih dari satu bulan.

120 pasal 1267 KUH Perdata berbunyi : “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi,
dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk
memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya
kerugian dan bunga”.
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pembeli. Kewgjiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan
yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang

yang diperjual-belikan itu dari si penjual kepadasi pembeli.**

Menurut KUHPer, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-
masing berlaku untuk masing-masing barang. Tiga macam barang yang
diatur oleh KUHPerdata, yaitu:

1. Barang bergerak;
2. Barang tetap;
3. Barang tidak bertubuh.

Ketiga macam barang ini akan dijelaskan secara satu persatu di bawah

ini:
1. Barang Bergerak

Untuk barang bergerak, penyerahannya cukup dengan penyerahan
kekuasaan atas barang yang dimaksud. Dalam pasal 612 KUHPer
disebutkan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang
tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas
kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan
penyerahan kunci-kunci bangunan dalam mana kebendaan itu
berada. Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaanyang
perlu diserhkan, dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang

yang hendak menerimanya
2. Barang Tetap (tak bergerak)

Penyerahan dengan perbuatan yang dinamakan balik nama dimuka
Pegawai Kadaster yang juga dinamakan Pegawai Balik Nama atau
Pegawai Penyimpan Hipotik.'”? Daam pasal 616 KUHPer

121 Subekti, Ibid, hal. 9.

122 |bid, hal. 9
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disebutkan bahwa penyerahan atau penunjuk/bawaan akan
kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta
yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam
pasal 620 KUHPer.'?®

Sedangkan segala sesuatu mengena tanah sudah diatur dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960). Undang-undang ini mencabut semua ketentuan yang terbuat
daam Buku Il KUHOPer. Daam pasal 19 UUPA ditentukan
bahwa jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang
dibuat oleh dan di hadapan Pejabata Pembuat Akta Tanah,
sedangkan menurut peraturan itu, hak milik atas tanah juga
berpinbdah pada saat dibuatnya akta di muka pejabat tersebut.

3. Barang Tidak bertubuh

Penyerahan barang tidak bertubuh dilakukan dengan perbuatan
yang dinamakan cessie sebagamana diatur dalam Pasal 613
KUHPer yang berbunyi:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik,
atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu
dilimpahkan kepada orang lain

Penyerahan yang demikian bagi s berhutang tiada akibatnya,
melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau

secaratertulis disetujui dan diakuinya

123 pasal 620 KUHPer berbunyi : “Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat
dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan sebuah
sdlinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor
penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus
diserahkan berada, dan dengan memukukannya dalam register”

Bersama-sama dengan pemindahan tersebut, pihak yang berkepentingan harus
menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah
petikan dari akta atau keputusan it, agar penyimpan mencatat di dalamnya hari pemindahan beserta
bagian dan nomor dari register yang bersangkutan.”
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Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan
penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat
tunjuk/bawa dilakukan dengan p[enyerahan surat disertai dengan

endosemen

Dengan demikian, KUHPer mengena tiga macam penyerahan hak
milik di mana masing-masing berlaku untuk masing-masing barang
tersebut.

B. Menanggung kenikmantan tenteram atas barang tersebut dan

menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

Penjual memiliki kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram
atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang
tersembunyi sebagaimana diatur dalam pasal 1491 KUHPer yang
berbunyi:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban s penjual terhadap
pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama
pennguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua
terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi,
atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk

pembatalan pembeliannya”

Sebenarnya, kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan
damai bersumber pada jaminan bahwa barang yang dijual dan diserahkan
itu adalah sungguh-sungguh milik penjual sendiri yang bebas dari sesuatu
beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.**

Di samping itu, penjua juga harus menjamin tidak adanya cacat
tersembunyi pada barang yang dijualnya. Cacat itu harus menjadikan
barang itu tidak dapat dipaka tunutk tujuannya, atau mengurangi
penggunaannya sedemikian rupa sehingga apabila pembeli mengetahui

124 R. M. Suryodiningrat, Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian, (Bandung : Tarsito,
1991), hal. 11.
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adanya cacat itu ia tidak akan membelinya, atau setidak-tidaknya tidak
akan menyetujui harga yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam
pasal 1504'* KUHPer. Perlu diperhatikan bahwa berdasarkan pasal
1505'%° KUHPer, penjual tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang
kelihatan dan ini memang sudah sewgarnya.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Hak dan kwajiban pembeli dalam suatu perjanjian jual-beli adalah sebagai
berikut:

Hak Pembeli
- Menunda pembayaran harga barang

Dalam hal pembeli diganggu dalam menikmati barang yang
dibelinya oleh tuntutan hukum berdasarkan hak hipotik atau tuntutan
untuk minta kembali barang-barangnya, ataupun pembeli mempunyai
alasan yang patut untuk mengkhawatirkan bahwa ia akan diganggu
dalam penguasaan atas barang yang dibelinya sampa saat penjual
telah menghentikan gangguan itu, kecuali bilamana penjual memilih
memberi jaminan atau telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa
pembeli harus membayar biarpun segala gangguan. Hal ini diatur
dalam pasal 1516 KUHPer.*?’

- Meminta jaminan dari penjual, jika ada pihak ketiga yang menuntut
pengakuan hak yang lebih tinggi terhadap barang yang sudah dibelinya

125 pasal 1504 KUHPer berbunyi: “ Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat
tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian
yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pamakaian itu sehingga, seandainya si pembeli
mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli abrangnya, atau tidak akan membelinya
selain dengan harga yang kurang”.

126 Pasal 1505 KUHPer berbunyi: “Si Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap
cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembelinya.”

121 qubekti, Ibid, hal. 24.
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dan meminta jaminan terhadap cacat-cacat tersembunnyi pada barang
yang dijual sebagaimana diatur dalam pasal 1496 dan 1512 KUHPer.

- Menuntut pelaksanaan tentang penyerahan barang, apabila si penjual
tidak menyerahkan barang tepat pada waktunya, juga dapat dengan
tambahan pembayaran kerugian atau langsung menuntut pembayaran
kerugian sebagali pengganti penyerahan barang yang harus disertai
dengan aasan yang kuat. Pembeli juga dapat menunutut pembatalan

perjanjian yang dapat disertai dengan pembayaran harga kerugian.

Kewajiban Pembedli

Kewajiban pembeli diatur dalam pasal 1513 sampai pasal 1518 KUHPer.
Menurut pasal 1513 KUHPer, kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga
pembelian, pada waktu dan di tempat sebaga mana ditetapkan menurut perjanjian.
Jika hal tersebut tidak ditetapkan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1514
KUHPer pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat penyearhan barang.
Harga tersebut harus berupa sgumlah uang karena bila tidak, seandainya itu

berupa barang, maka akan mengubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar.

Pasal 1393 KIHPer menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan di
tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan
suatu tempat, maka pembayaran yang mengena suatu barang yang sudah
ditentukan, harus terjadi di tempat di mana barang itu berada sewaktu
perjanjiannya dibuat. Diluar kedua hal tersebut, pembayaran harus dilakukan di
tempat tinggak s berpiutang, selama orang ini terus-menerus berdiam dalam
keresidenan, di mana ia berdiam sewaktu perjanjian dibuat dan di dalam hal-hal

lainnya di tempat tinggal si berutang.

Di samping itu, pembeli juga memiliki kewajiban membayar bunga dari
harga pembelian apabila barang yuang dibelinya dan sudah diserahkan padanya,
belum dibayar olehnya, memberi hasil atau pendapatan lainnya, walaupun tidak
ada ketentuan mengenai hal itu dalam perjanjian jua-beli (pasal 1515 KUHPer)
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3.24 Jual Bdi Sebagai Pengalihan Hak Milik Atas Benda Yang
Dijual

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jual-beli adalah perjanjian yang
bersifat konsensuil. Hal ini berarti jual beli telah lahir dan mengikat para pihak
yaitu penjual dan pembeli segera setelah mereka mencapai kesepakatan mengenal
kevbendaan yang diperjual-belikan dan harga yang harus dibayar. Dengan adanya
kesepakatan tersebut, penjual terikat untuk menyerahkan kebendaan yang dijual,
dan pembeli terikat untuk membayar harga pembelian. Mengenai penyerahan oleh
penjual kepada pembeli diatur dalam pasal 1459 KUHPer yang berbunyi sebagai
berikut:

“Hak milik atas barang yang dijua tidaklah berpindah kepada pembeli
selama barang itu belum diserhkan menurut pasal 612, 613, 616”

Sementara pasal 1457 KUHPer menyatakan bahwa “penyerahan iaah
suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan
pembeli”.

Terkait dengan permasalahan penyerahan hak milik, maka ketentuan psal
584 KUHPer menyatakan bahwa

“Hak milik atas sesusatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan caralain,
melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena
pewarisan, bailk menurut undang-undang, meupun menurut surat wasiat,
dan karena penunjuk/bawaan atau penyerahan berdasar atas suatu
peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh
seseorang yang berhak baerbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Menurut ketentuan pasal diatas, hak milik atas kebendaan dapat diperoleh
melalui penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak
milik dan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap benda itu.
Walaupun KUHPer tidak secara tegas memberikan pengertian tentang peristiwa
perdata yang dimaksudkan, tetapi dapat diaktakan bahwa yang termasuk dalam
peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat
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oleh dua belah piah dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan

tertentu.*?®

Perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik adalah
sebagal berikut:

1. Jua-beli, yang diatur dalam Bab V Buku |1l KUHPer;
2. Tukar-menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku 111 KUHPer;
3. Hibah, yang diatur dalam Bab X, Buku Il KUHPer.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut, peristiwa hukum dalam bentuk
putusan hakim, maupun penetapan pemenang lelang dapat menjadi alas perolehan
hak milik. Jadi tidak semata-mata tergantung pada kesepakatan para pihak.'?

Tidak hanya barang berwujud, tetapi barang tidak berwujud pun dapat
menjadi objek dari suatu perjanjian jual-beli. Jual-beli piutang diatur dalam pasal-
pasal berikut ini:

Pasal 613 KUHPer

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh
lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik, atau di bawah
tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada

orang lain

Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tiada akibatnya, melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan
diakuinya

Penyerahan tiap-tigp piutang karena surat bawa dilakukan dengan
penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena tunjuk/bawa dilakukan

dengan penyerahan surat disertai endosemen”

128 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Jual-beli (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada,
2003), hal. 27.

129 | bid, hal. 84
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Selanjuatnya diatur juga dalam pasa 1533 KUHPer, yang berbunyi
sebagal berikut:

“Penjualan sesuatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya,
sepertinya penanggungan-penanggungan, hak istimewa dan hipotik-
hipotik.”

Pasal 1534 KUHPer berbunyi:

“Barangsigpa menjual suatu piutang atau suatu hak tak bertubuh lainnya,
harus menanggung bahwa hak-hak itu benar dan sewaktu diserahkannya,
biarpun penjualan dilakukan tanpa janji penanggungan.”

Ketentuan dalam pasal 1534 KUHPer mengatakan bahwa s penjual harus
menanggung adanya piutang pada waktu piutang diserahkan karena dalam hal
penyerahan suatu piutang belum tentu piutang itu benar-benar ada. Oleh karena
itu, pasal 1540 KUHPer menentukan bahwa:

“Apabila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, orangnya
yang berutang membayar utangnya kepada si penjual, maka itu cukuplah
untuk membebaskan si berutang.”

Sementaraitu, pasal 1535 KUHPer mengatakan bahwa:

“latidak bertanggung jawab tentang cukup mampunya s berutang kecuali
jikaiatelah mengikatkan dirinya untuk itu, dan hanya untuk jumlah harga
pembelian, yang telah diterimanya untuk piutangnya.”

3.25 Pengalihan Saham Sebagai Bentuk Jual Beli Piutang

Berdasarkan penjelasan Penulis di atas, terlihat bahwa divestas
merupakan perpindahan kepemilikan saham dari perusahaan asing yang ada di
Indonesia kepada pihak nasional, hingga pihak nasiona mempunyai 51% saham
di perusshaan tersebut. Oleh karena itu, proses pengalihan saham ini dapat
dilakukan kepada partner dan juga kepada masyarakat.
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Pembatasan-pembatasan mengenai besarnya pengalihan saham biasanya
dicantumkan dalam perjanjian joint venture atau di dalam anggaran dasar
perusahaan yang dibentuk untuk itu.** Beberapa perusahaan mencantumkan
daam anggaran dasarnya yaitu a right of first refusal dimana ketentuan ini
memberikan hak kepada partner untuk membeli saham yang akan dialihkan pada
jangka waktu tertentu.**! Sehingga apabila dalam waktu yang ditentukan, partner
perusahaan tersebut tidak ada yang bersedia mengambil alih saham perusahaan,
maka saham tersebut dapat dengan bebas ditawarkan kepada pihak ketiga.
Pengalihan saham dalam penanaman modal asing harus mendapat persetujuan
dari partner dalam perusahaan yang bersangkutan, kemudian barulah dilaporkan
kepada Badan K oordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendapatkan izin.**

Selain penawaran yang dapat dilakukan investor asing di atas, terdapat
cara lain yang lebih mudah untuk mendivestasikan sahamnya. Cara tersebut
adalah dengan melalui pasar modal, dimana saham-saham tersebut dialihkan
kepada masyarakat. Akan tetapi, proses ini hanya bisa dilakukan kepada
perusahaan asing yang berbentuk terbuka, apabila perusahaan asing tersebut
berbentuk tertutup maka cara yang bisa dilakukan hanyalah dengan penunjukan
perusahaan tertentu, seperti yang telah Penulis jelaskan di atas.

Pada tahun 1976, Pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pasar
modal dalam usaha menarik masyarakat untuk ikut mengadakan investas di
sektor perindustrian.’®* Hal ini bertujuan untuk mencegah masyarakat
menanamkan uangnya pada usaha-ussha spekulatif lainnya,  seperti
mempergunakannya untuk membeli emas, tanah atau saham asing. Pemerintah
menyatakan bahwa tujuan dari pasar modal adalah untuk menciptakan pemerataan

pendapatan.’* Fungsi lain dari penjualan melaui pasar modal ini adalah investor

30 Erman Rajagukguk, Ibid, hal. 89.
L | bid.

132 Badan K oordinasi Penanaman Modal, Surat Edaran Panitia Teknis Penanaman Modal
Nomor 430/PTPM/VI/ED/1969 tertanggal 26 juni 1969.

133 Erman Rajagukguk, Ibid, hal. 93 .
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asing menganggap bahwa hal ini adalah sarana yang baik untuk memberikan
identitas nasional kepada perusahaan asing tersebut. Di samping itu, dengan
mengalihkan saham kepada masyarakat tidak membuat mereka dapat
mengintervens: mangemen dan cenderung juga untuk tidak datang dalam rapat

umum pemegang saham

Meskipun pihak asing harus menawarkan sahamnya hingga piha lokal
memiliki 51% saham kepemilikan, akan tetapi dengan cara tertentu pihak asing
masih bisa memegang kontrol dan mangemen atas perusahaan tersebut.
Berdasarkan pendapat dari Prof. Erman Rajagukguk, S.H.LL.M., terdapat
berbagai cara dari pihak investor asing untuk tetap melindungi kepentingan-
kepentingannya, ketika investor asing hanya memiliki saham minoritas. Investor
asing dapat melakukan kontrol dengan mengalihkan saham kepada berbagai pihak
nasional, melakukan pengaturan quorum rapat umum pemegang saham dan cara-
caralainnya. Beliau menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan adalah :**°

1 Anggaran dasar perusahaan (oint venture dapat mencantumkan
ketentuan bahwa keputusan-keputusan penting hanya dapat diambil
dalam suatu rapat umum pemegang saham dimana sedikitnya tiga
perempat saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan harus
terwakili dan putusan harus disetujui oleh setidak-tidaknya tiga
perempat dari mereka yang berhak mengeluarkan suara. Hal ini akan
menjamin bahwa hal-hal yang penting yang menyangkut kepentingan
pemegang saham minotritas tidak akan diputuskan atas persetujuan
mereka.

2. Pemegang saham minoritas dapat tetap mengontrol aktivitas-
aktivitas penting dari perusahaan melalui surat kuasa yang diberikan
oleh pemegang saham mayoritas. Surat kuasa ini biasanya timbul dari

pinjaman yang diberikan oleh partner asing kepada partner lokal untuk

3% Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal
tertanggal 27 Desember 1976.

135 Erman Rajagukguk, Ibid, hal. 79.
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dapatnya partner lokal memiliki saham dalam perusahaan joint

venture yang didirikan secara bersamaitu.

Pemegang saham minoritas dapat mengadakan perjanjian
dengan pemegang saham lainnya, agar di dalam voting ini akan
memberikan suara yang sama dengan suara yang diambil oleh
pemegang saham minoritas, sehingga pada akhirnya jumlah suara
tersebut akan cukup untuk mencegah keputusan yang akan diambil
jika keputusan tersebut tidak disetujui oleh pemegang saham

minoritas.

Partner asing mempunyai kemungkinan pula untuk
mengadakan mangemen kontrak dengan partner lokal, yang
memberikan kekuasaan kepadanya untuk menjalankan perusahaan
joint venture tersebut. Partner lokal di negara- negara berkembang
cenderung untuk menyerahkan bagian penting kepada partner asing,
dikarenakan partner loka tidak mempunyai manaer-manaer yang
berpengalaman. Bagi pihak asing sendiri, kemungkinan lain bagi
adanya perjanjian khusus yang menyangkut jabatan-jabatan tertentu
dapat merupakan kompensasi atas ketiadaan kontrol melalui

pemungutan suara dalam rapat umum pemegang saham.

Menjual saham ke pasar modal (go public) adalah strategi lain
bagi partner asing yang meginginkan kontrol atas perusahaan tersebut.
Saham-saham yang dijual di pasar modal akan dimiliki oleh banyak
pemegang saham, dengan demikian partner asing tetap sebagal
pemegang saham terbesar. Di samping itu, walaupun para pemegang
saham berhak untuk menjalankan pengawasan terhadap jalannya
perusahaan, tetapi dalam prakteknya, kemungkinan mereka tidak akan

ikut serta dalam manajemen dan penentuan kebijaksanaan perusahaan.
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BAB IV

RENEGOSIASI KONTRAK KARYA

Penulis akan menganalisa isu mengenai divestasi PT. Freeport Indonesia
berdasarkan 2 sudut pandang yakni berdasarkan pemenuhan kewajiban penjua
dalam perjanjian jual-beli serta berdasarkan azas itikad baik, sehingga dapat
dibuktikan bahwa memang layak untuk diadakan suatu renegosiasi antara PT.
Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

4.1  Analisa Yuridis Berdasarkan Kedudukan PT. Freeport Indonesia
Sebagai Penjual Saham

Pelaksanaan divestas PT. Freeport Indonesia masih belum terlaksana
dengan maksimum. Kenyataan yang terpapar saat ini adalah dimana Pemerintah
Indonesia hanya memiliki saham sebesar 9,36 persen. Berdasarkan Kontrak Karya
Il yang ditandatangani oleh PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia,
terdapat pasal yang mengatur mengena kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk
melakukan divestasi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 24 ayat 2 point a
Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yang

berisi:

“Sewaktu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal
ini, perusahaan akan menawarkan untuk dijua atau menyuruh
menawarkan untuk dijual sasham-saham dari moda saham perusahaan
guna mendukung kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalammendorong
kepemilikan perusahaan-perusahaan Indonesia oleh Pihak Nasiona
Indonesia, sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal 24 ini. Untuk tujuan ayat
2 pasal 24, istilah “Pihak Nasional Indonesia’ berarti warga negara
Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang dikuasai oleh warga negara

Indonesia, atau Pemerintah Republik Indonesia.
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a Sepanjang dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah tanggal
penandatanganan Persetujuan ini, namun demikian dimulai tidak lebih
lambat dari ulang tahun kelima tanggal penandatanganan persetujuan ini
dan berakhir tidak lebih lambat dari ulang tahun kesepuluh tanggal
penandatanganan persetujuan ini, perusahaan akan menawarkan untuk
penjualan dalam penawaran umum di Bursa Efek jakarta atau dengan cara
laon kepada Pihak Nasional Indonesia, sepanjang hal itu diminta oleh
Pemerintah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi keuangan pasar modal di
Indonesia pada saat itu memungkinkan di jual sesual dengan permintaan
pasar pada suatu harga yang waar, dalam jumlah saham yang dijual
setelah itu langsung atau tidak langsung mencapal 10% dari modal saham
perusahaan yang diterbitkan.”

Peraturan lebih rinci mengenal tahapan saham yang harus dijual oleh PT.
Freeport Indonesia diatur dalam pasal 24 ayat 2 poin b Kontrak Karya PT.
Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Namun dalam pasal 24 ayat 2
poin d dinyatakan bahwa jika setelah penandatanganan Kontrak Karya tersebut,
ada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijaksanaan-
kebijaksanaan atau tindakan-tindakan pemerintah yang memberlakukan ketentuan
pengalihan saham yang lebih ringan dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal
24 tersebut, maka ketentuan pengalihan saham yang lebih ringan tersebutlah yang

akan diberlaukan.

Pada tahun 1994, Mantan Presiden Republik Indonesia, Soeharto
menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994
tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka
Penanaman Modal Asing. Pasal 2 ayat 1 poin b PP tersebut berbunyi:

“Penanaman moda asing dapat dilakukan dalam bentuk: a. Patungan
antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia
dan atau badan hukum Indonesia: atau b. Langsung, dalama arti seluruh

modal nya dimiliki oleh warga negara dan /atau badan hukum asing.”
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Daam pasa 8 PP bersangkutan berbunyi:

“(1) Di samping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan
sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing

yang telah berproduksi komersial dapat pula:
a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau

b. membeli saham yang didirikan dalam rangka penanaman modal
dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam
rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam
negeri yang lebih berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi
komersial melalui pasar modal dalam negeri.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli
oleh perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
1 huruf amelalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.”

Pasal 9 ayat 1 berbunyi:

“Badan Hukum asing dapat membeli saham perusahaan bak yang
didirikan daam rangka penanaman moda asing, yang di dirikan dalam
rangka penanaman modal dalam negeri, maupun perusahaan Yyang
didirikan bukan dalam rangka penanaman moda asing ataupun
penanaman modal dalam negeri yang belum atau telah berproduksi

komersial.”

Pasal-pasal tersebut menjadi dasar bagi PT. Freegport Indonesia untuk tidak
melakukan kewajiban divestas seperti yang tertuang dalam Kontrak Karyall PT.
Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Dimana dalam pasal 24 ayat 2
poin d terdapat klausula yang memperbolehkan Freeport untuk menggunakan
Peraturan Pemerintah ini karena memberikan ketentuan pengalihan saham yang

lebih ringan bagi PT. Freeport Indonesia

Tahun 2004, PT. Indocopper Investama menjua sahamnya kepada PT.
Freeport Indonesia Saham tersebut lalu di beli olen PT. Freeport Indonesia,
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dimana seharusnya saham tersebut dijua kepada Pemerintah Indonesia
berdasarkan kesepakatan divestas yang terdapat dalam Kontrak Karya Il pasal 24
ayat 2 poin ¢ yang berbunyi:

“Pemerintah dan perusahaan sepakat bahwa setiap kelebihan penjualan
saham dari jumlah yang diharuskan pada suatu perioda akan mengurangi
jumlah saham yang ditawarkan pada perioda atau perioda-perioda
berikutnya, dan bahwa setiap saham yang harus ditawarkan pada suatu
perioda tapi tidak terjual pada perioda tersebut harus ditambahkan pada
jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual pada perioda atau periods-
perioda berikutnya.”

Pasal tersebut memberi kewajiban bagi PT. Freeport Indonesia untuk
menawarkan untuk menjual saham PT. Indocopper Investama kepada Pemerintah
Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia
karena merujuk kepata Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 bahwa PT.
Freeport Indonesia dapat memiliki seluruh modalnya dapat dimiliki oleh warga
negara dan/atau badan hukum asing.**

Penulis berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994
tidak dapat dijadikan alasan bagi PT. Freeport Indonesia untuk tidak menjual
sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak terdapat
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa Peraturan Pemerintah
tersebut wajib dilaksanakan dan meniadakan periha yang sudah diperjanjikan
dalam Kontrak Karya Il. Maka dengan itu, PT. Freegport Indonesia yang berlaku
sebagai penjua saham, sudah seharusnya melakukan penjualan saham kepada
Pemerintah Indonesia seperti apa yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Karya
.

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 juga tidak mengatur mengenal
detaill besaran divestas yang harus dilakukan PT. Freeport Indonesia, maka
Penulis berpendapat bahwa seharusnya perjanjian mengenai divestasi merujuk
kembali kepada Kontrak Karya Il dimana dalam masal 24 ayat 2(b) diatur

136 Pasal 2, Kontrak Karyall PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.
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mengenal tata cara serta teknis pelaksanaan divestas PT. Freeport Indonesia

terhadap pihak nasional.

Ditinjau dari sudut kewgjiban penjual dalam hukum perdata pasal 1474
KUHPer, yakni:

Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak
kebendaan atas ssham yang dijual. PT. Freeport Indonesia kepada
pihak Pemerintah Indonesia. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan,
tercermin dengan tindakan PT. Freeport Indonesia yang membeli
saham PT. Indocopper Investama yang seharusnya menjadi hak
pemerintah untuk dibeli.

Menanggung kenikmantan tenteram atas barang tersebut dan
menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi

PT. Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa
saham objek jual-beli adalah tenteram dan bebas dari cacat-cacat
tersembunyi. Saham yang seharusnya di divestas tersebut adalah
objek sengketa antara PT. Freeport Indonesia dan Pemerintah
Indonesia, maka dengan itu PT. Freeport Indonesia memiliki
kewgjiban agar objek jual-beli tersebut bebas dari sengketa dengan
Pemerintah Indonesia dengan melakukan pelepasan saham
sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak Karya I1.

Dapat dilihat bahwa PT. Freeport Indonesia belum melaksanakan

kewagjibannya sebagali penjual, dimana sebaga penjual, PT. Freeport Indonesia

seharusnya melakukan penawaran objek jua beli yang berupa saham kepada

pihak nasional agar proses jual-beli saham (divestasi) dapat terlaksanakan.

Maka dapat dilihat secara lebih jauh bahwa tindakan PT. Freeport
Indonesia adalah sebuah bentuk wanprestasi yang disebut juga dengan istilah
breach of contract yang dimaksudkan adalah tidak melakukan prestasi atau
kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-
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pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Maka dengan
demikian perlu diadakan reformasi kontrak yang dapat dilakukan dalam cara

menempuh jalan renegosiasi agar divestasi dapat berjalan dengan baik.

4.2 Analisa Yuridis Berdasarkan Azas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan

Kontrak

Dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting. Asas-asas tersebut
adalah

- Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adal ah suatu asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
mengadakan perjanjian dengan sSiapapun, menentukan is perjanjian,
pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian.
Dalam pasal 1338 (1) KUHPer dikatakan bahwa semua perjanjian, berarti
perjanjian apa saja, baik itu perjanjian yang telah ada dan diatur dalam
KUHPer maupun perjanjian yang baru muncul dengan suatu nama yang
mungkin belum diatur dalam undang undang atau tidak dikenal oleh
undang undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas penting

dalam hukum perjanjian;
- Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPer.
Daam pasdl ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Suatu perjanjian itu sudah ada sah
apabila sudah sepakat mengenai ha-ha yang pokok dan tidaklah
diperlukan suatu formalitas. Perjanjian sudah mengiakt apabila sudah
tercapal  kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian
tersebut.

- Asas pacta sunt servanda
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Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam pasa 1338 (1)
KUHPer. Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, yang berhubungan
dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim atau
pihak ketiga harus menghormati substansi k,ontrak yang dibuat oleh para
pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh
melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para
pihak.

Kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk melakukan divestas tertuang
dalam Kontrak Karya Il. Kewajiban tersebut dituang dalam Kontrak Karya
untuk memberi kepastian hukum agar Permerintah Indonesia dapat
mel aksanakan haknya untuk membeli saham yang seharusnya dijual oleh
PT. Freeport Indonesia.

- Asas kepribadian atau asas personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang
yang akan melakukan dan atau membaut kontrak hanya untuk kepentingan
perseroangan sgja. Hal ini dapat dilihat dalanm pasa 1315 dan 1340
KUHPer. Pada umumnya tak seorang pun dapat mengiaktkan diri atas
nama sendiri atau meminta ditetapkanya suatu janji dari pada untuk
dirinya sendiri. Sedangkan pasal 1340 KUHper menyatakan bahwa suatu
perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Bunyi dari
pasal 1340 KUHPer tersebut dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat
oleh para pihak hanya berlaku bagi mreka yang membuatnya.

- Asasitikad baik

Pasal 1338 (3) KUHper mengatakan bahwa semua perjanjian itu harus
dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud kalimat ini adalah bahwa cara
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menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan
dan keadilan.**’

Pengertian itikad baik dalam hukum benda bisa berarti kegjujuran atau
bersih sedangkan pengertian subyektif mengena itikad baik yang
dimaksudkan oleh pasal 1338 ayat 3 KUHPer adaah bahwa semua
perjanjian harus dilaksanakan dengan itkad baik, berarti dalam
pelaksanaannya harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran objektif untuk kmenilai

pelaksanaan perjanjian harus berjalan dalam rel yang benar.**

Prof. Remy Syahdeni memberikan pengertian itikad baik yaitu:
R niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak
merugikan kepentingan umum”. Dalam hal ini kehendakpun atau niat juga

menjadi hal mendasar dalam menentukan adanyaitikad baik.**

Itikad baik tidak sgja bekerja setelah perjanjian dibuat, tetapi juga telah
mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki perjanjian yang
bersangkutan.**® Dengan demikian erat kaitan antara kehendak atau niat
dengan itikad baik.

Sampal saat ini belum terdapat ukuran baku mengenai batasan-batasan
itikad baik, dan biasanya ukuran-ukuran itu diserahkan pada pertimbangan
hakim yang menangani perkara. Itikad baik adalah terjemahan dari istilah
“goeder throuw”, (Belanda) yang dalam bahasa inggris disebut “good
faith” sebagai istilah, memiliki arti yang konotatif bukan arti yang
denotatif (lugas). Arti denotatif itikad baik ialah niat, maksud atau
motivas yang baik, sedangkan arti konotatif itikad baik sebagaimana yang

137 qubekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 22 kakarta: intermasa, hal 139.
38 |bid, hal 43.

39 Sutan Remi Syahdeni, Kebebasan Berkontrak & Perlindungan yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

1977.

0 Wirjono Prodjodikoro, azas2 hukum perjanjian, cet 14. Bandung: pt bale bandung,
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penulis maksud dalam skripsi ini bisa macam-macam. Selain niat yang
baik, juga berarti jujur, ketidaktahuan, kekhilafan, sikap tulus, sikap patut,
sikap hati-hati dan mungkin arti yang lain

Tegasnya, yang dimaksud itikad baik yang mempunyai moral objektif.
Mora objektif kriterianya berubah-ubah selaras dengan kondisi ojektif
melingkupi kasus bersangkutan atau dilandasi oleh nilai-nilai tata susila
dalam masyarakat tata krama sopan santun, kelaziman yang ada dan
kebiasaan setempat. Makna itikad baik pun luas tidak terbatas pada arti
niat baik atau kejujuran yang ada dalam maknda perjanjian jual beli yang
berkaitan dengan peralihan hak sebagaimana diatur daam pasal 529
sampal dengan 523 KUHPer Indonesia tetapi diperluas maknannya.

Menurut J. Satrio diantara pasal-pasal yang termuat dalam KUHPer ada
yang tidak jelas maknanya, maka pasal 1338 ayat (3) adalah termasuk
yang paling tidak jelas, walaupun termasuk pasal yang penting. Sebab
“itikad balk” adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupun pada
akhirnya orang mengerti apa yang dinamakan itikad baik, orang masih

sulit untuk merumuskannya. *#*

Itikad baik dapat dijadikan sebagai landasan mengapa PT. Freeport
Indonesia perlu berpartisipasi dan menyetujui untuk melaksanakan
renegosiasl kembali dengan Pemerintah Indonesia dalam periha divestasi.
Hal ini karena itikad baik harus tercipta mulai pada saat pra-kontrak,
penyusunan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

Terdapat sengketa mengenai divestas antara PT. Freeport Indonesia
perihal divestasi, Pemerintah Indonesia telah menawarkan untuk
melakukan renegosiasi kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia. Hal
ini dilakukan sebagai langkah awal penyel esaian sengketa sebelum dibawa
ke badan arbitrase internasional.

1413, Satrio, Hukum Perikatan Yang Lahir Karena Perjanjian Buku Il (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1995).
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Itikad baik sebagai pembatas di Negeri Belanda tumbuh dari doktrin dan
peradilan rendah. Dimulai sgjak tahun 1945 banyak penulis dan hakim
rendah di Negeri Belanda menyokong gjaran ini. Pendapat bahwa itikad
baik tidak mempunya daya pembatas timbil dari penilaian salah tentang
letak pasal 1338 dan pasa 1339 KUHPer dalam hubungannya dengan asas
perjanjian mengikat sebagai Undang Undang. Dari ketentuan pasal ini,
orang mengambil kesimpulan bahwa isi perjanjian tersebut sudah jelas,
dan itikad baik tidak mempunyai pembetulan pada saat perjanjian
dilaksanakan.

Akan tetapi, gjaran ini sudah mula ditinggalkan. Pertentangan pendapat
mengenai mana yang harus di dahulukan “itikad baik” atau “perjanjian
mengikat sebagal Undang Undang” seharusnya tidak perlu diperdebatkan
lagi. Karena beberapa pakar hukum berpendapat bahwa suatu perjanjian
tertentu atau suatu sSyarat tertentu dalam kontrak atau ketentuan Undang
Undang mengenal isi perjanjian tersebut dapat dikesempingkan, apabinla
sejak dibuatnya perjanjian tersebut kieadaan telah berubah, sehingga
pel aksanaan perjanjian tersebut menimbulkan ketidakadilan.

Daam keadaan yang demikian, kewajiban kontraktual dapat dibatas
bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik,'” dimana dapat
dijadikan landasan untuk melakukan renegosias bagi PT. Freeport

Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.

R. Setiawan berpendapat, bahwa pembatasan kebebasan berkontrak
dipengaruhi oleh berkembangnya doktrin itikad baik, berkembangnya
doktrin penyalahgunaan keadaan, makin banyaknya kontrak baku dan
berkembangnya hukum ekonomi.**

12 pasal 21 ayat 2, Kontrak Karyall PT. Freeport Indonesia.

3 Hizbullah “Itikad Baik dan Peranannya dalam Perjanjian Jual Beli” (Skrips —
Universitas Indonesia, 1982), hal. 157 — 158.

1% R. Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata (Bandung : Alumni,
1992), hal. 179 — 180.
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Di negeri belanda, negeri dimana tempat lahirnya asas kebebasan
berkontrak dan kata sepakat, hal yang mengenai sifat mutlak dari
perjngjian sudah lama ditinggalkan.**> Dalam perkembangan selanjutnya
suatu janji yang mengikat sebagai Undang Undang dianggap tidak berlaku
mutlask karena ada pandangan baru yakni:

a) lItikad baik harus menguasai keadaan sebelum hubungan hukum
perjanjian/kata sepatkata tercapati (pra contractuele verhouding)dan
sebagal akibat dari pandangan tersebut, setiap orang wajib
mempunyain ketelitian atas keseksamaan dalam pembuatan kontrak
dan amrtabat atau kemuliaan hukum dalam kontrak.

b) Setiap orang memperhatikan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
pada waktu mengadakan kata sepakat.

c) Pada waktu mengadakan perjanjian harus ada kepatuta
(maaschappelijke zorgvuldigheid), ketelitian, dan kehati-hatian dalam

146

pergaulan kehidupan hukum di masyarakat.

Dengan demikian, walaupun kebebasan berkontrak masih menjadi asas
penting dalam hukum kontrak, tetapi hal tersebut tidak muncul seperti
kebebasan berkontrak pada abad sembilan belas. Negara telah melakukan
sgjumlah pembatasan terhadap pembatasan kebebasan berkontrak melalui
peraturan perundang-undangan dan berbagai putusan pengadilan.

Menurut Ridwan Khairandy pembatasan kebebasan berkontrak tersebut
setidak-tidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yakni'*":

¥ gri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan
Masyarakat dan Skap Mahkamah Agung Indonesia (Bandung : Alumni, 1999), hal. 138.

18 Asikin Kusumah Atmadja, “Mengisi Kemerdekaan Melalui Pembangunan Hukum”
Mahkamah Agung Republik Indonesia, jakarta, 17 Juni 1988.

147 Ridwan, Ibid hal. 2-3.
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= Makin berpengaruhnya garan itikad baik dimana itikad bak tidak
hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus ada pada saat
kontrak dibuat

= Makin berkembangnya gjaran penyalahgunaan keadaan

Apabila asas kebebasan berkontrak dipegang teguh maka akan dapat
melahirkan ketidak adilan dalam kontrak. Dari sinilah maka lahir adanya
pembatasan kebebasan berkontrak dan pembatasan kekuatan mengikatnya
perjanjian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui

pengadilan.

Maka dengan demikian, asas itikad bailk menjadi salah satu instrumen
hukum yang membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya

perjanjian.
4.3 |Isu Renegosias Kontrak Karya

Pada tanggal 10 Januari 2012 , Presiden Susilo Bambang Y udhoyono
menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012
tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Asing. Dimana penaandatanganan Keputusan
Presiden ini dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum bagi Tim Evaluasi untuk
mel aksanakan renegosiasi dalam rangka penyesuaian kontrak karya dan perjanjian
karya yang telah ada dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara agar dapat memberikan manfaat yang

optimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara telah mengamanatkan pengelolaan pertambangan harus berasaskan
manfaat, keadilan, dan keseimbangan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa.
Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya
Perusahaan Pertambangan Barubara (PKP2B) dilakukan selambat-lambatnya 1
tahun sgak Undang-Undang tersebut diundangkan, atau paling lambat Januari
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2010 (Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009). Amanat Undang-Undang inilah
yang menjadi dasar pertimbangan renegosias kontrak pertambangan sejak
dikeluarkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, praktis proses renegosias
kontrak pertambangan mineral dan batubara sudah memasuki tahun ketiga.

Terdapat 6 isu strategis dalam renegosiasi kontrak pertambangan, yaitu:
1. LuasWilayah Kerja

2. Perpanjangan Kontrak

3. Penerimaan Negara

4. Kewagjiban Divestasi

5. Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian

6. Kewajiban Penggunaan Barang dan Jasa Dalam Negeri

Penulis akan menjabarkan lebih dalam mengena isu Divestasi, dimana
divestas diperlakukan kepada seluruh Kontrak Karya dan PKP2B sesuai dengan
pasal 107 Undang Undang No. 4 Tahun 2009** dan pasal 97 PP NO. 23 Tahun
2010. Daam hal ini, demi melindungi kepentingan strategis, termasuk
optimalisasl penerimaan, dan beberapa kalangan mengusulkan agar pemerintah
mengupayakan kepemilikan saham oleh perusahaan nasional (BUMN, BUMD,
dan swasta) menjadi mayoritas dalam waktu 10 tahun.

Hingga Desember 2011, masih ada lima kontraktor Kontrak Karya yang
menola. PT. Freeport Indoensia adalah termasuk dalam salah satu perusahaan
pertambangan yang masih belum setuju untuk melakukan renegosiasi untuk ke-6
isu yang sudah disebutkan diatas.

148 pasal 107 Undang- Undang No. 4 Tahun 2009: “ Dalam melakukan kegiatan operasi
produksi, badan usaha pemegang |UP dan |UPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang
ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012



103

BAB V

PENUTUP

51 Kesmpulan

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah Penulis jelaskan sebelumnya,
maka kesimpulan dari penulisan ini adalah :

1. Di dalam kontrak karya, Pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai
badan hukum privat. Sebagai badan hukum privat, negara bertujuan untuk
mencari keuntungan dalam bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan,
politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lain sesuai dengan hukum
yang berlaku sah dimana bentuk dan susunannya diatur oleh hukum
perdata. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia juga bertindak sebagai badan
hukum publik, yaitu bertindak dalam melaksanakan tugas kenegaraan,
melaksanakan konstitusi dan sebagainya. Negara dalam hal ini dapat
bertindak sebagal badan hukum publik maupun badan hukum perdata,
akan tetapi dalam membuat dan melaksanakan kontrak karya, Negara
Indonesia bertindak selaku badan hukum privat, yang dapat diwakili oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, Kabupaten dan
sebagainya

2. Berdasarkan kontrak karya PT. Freeport Indonesia, pihak-pihak yang
mendapat penawaran saham dalam divestasi adalah penawaran yang dijua
atau ditawarkan pertama kepada Pemerintah, dan kedua (apabila
Pemerintah tidak menerima penawaran tersebut dalam jangka waktu tiga
puluh (30) hari terhitung dari tanggal penawaran) maka kepada warga
negara-warga negara Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia
yang dikuasai oleh warga negara Indonesia. Apabila Pemerintah tidak
menerima penawaran yang digukan berdasarkan Pasal ini, Pemerintah
dapat mengawas pengajuan penawaran kepada warga negara Indonesia
atau kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang dikuasai oleh warga
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negara Indonesia serta penentuan nilai saham-saham berdasarkan Pasal 24
ayat 6. Oleh karenaitu, dikarenakan Pemerintah pusat telah menolak untuk
membeli saham tersebut, maka Pemeirntah daerah berhak untuk membeli
saham-saham tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah diwakili oleh
perusahaan daerah, yang saham-sahamnya memang dimiliki oleh
Pemerintah Provins Papua. Perusahaan daerah dalam hal ini merupakan
perpanjangan tangan dari pemeirntah daerah yang berhak melaksanakan
dan mengatur mengenal saham-saham yang akan didivestasikan tersebuit.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan
Daerah, maka dapatlah dikatakan bahwa perusahaan daerah adalah suatu
perwujudan dari pemerintah dan sebagai pihak yang berhak mendapat
penawaran saham divestas tersebut.

. Berkaitan dengan divestass saham PT. Freeport Indonesia yang akan
menjadi salah satu wacana renegosiasi Kontrak Karya |l dengan
Pemerintah Indonesia, dapat dikatakan bahwa PT. Freeport Indonesia tetap
memiliki  kewajiban untuk mendivestasikan sahamnya terhadap
Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tidak
menghilangkan kewagjiban PT. Freeport Indonesia untuk melakukan
penjualan sahamnya terhadap Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal
24 ayat 2 poin a Kontrak Karya Il. PT. Freeport Indonesia harus
melakukan kewajibannya sebagai penjual untuk melakukan penawaran
terhadap objek jual beli yang telah diperjanjikan untuk dijua agar proses
jual-beli dapat tercipta dimana akan diikuti dengan proses pemindahan hak
milik. Renegosias Kontrak Karya Il ini juga dilakukan berdasarkan azas
itikad baik yang harus dimiliki oleh para kontraktor. Sesuai dengan
perkembangan teori dan keadaan ekonomi, azas itikad baik dapat dijadikan
pembatasan terhadap azas kebebasan berkontrak .
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52 Saran

Dalam rangka mewujudkan kesgahteraan rakyat Indonesia sebesar-
besarnya, Pemerintah diharapkan akan terus memanfaatkan semaksimal mungkin
investor-investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena
itu, kontrak karya sebaiknya dapat menjelaskan dengan detail hal-ha yang
penting agar tidak timbul masalah dalam perihal ambiguitas. Untuk itu, ketentuan-
ketentuan mengenai divestasi kiranya diatur secara lebih jelas dengan melakukan

renegosiasi Kontrak Karya Il PT. Freeport Indonesia.

Segjak tahun 2009, Pemerintah menerapkan cara baru dalam berinvestas
dalam bidang pertambangan, yaitu dengan penerbitan izin usaha pertambangan,
izin usaha pertambangan khusus dan izin pertambangan rakyat. Sehingga sejak
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
mineral dan batubara, sistem kontrak karya tidak diberlakukan lagi.

Akan tetapi, terhadap kontrak karya yang masih berlaku, perjanjian
tersebut masih tetap diberlakukan. Sehingga dibutuhkan ketegasan dari
Pemerintah agar pelaksanaan kontrak karya ini dapat berjalan lancar dan tidak
merugikan kedua belah pihak.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1994
TENTANG
PEMILIKAN SAHAM DALAM
PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN
DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mempercepat peningkatan dan
perluasan kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya,
diperlukan langkah-langkah untuk lebih mengembang-kan iklim usaha yang
semakin mantap dan lebih menjamin kelangsungan penanaman modal asing;

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menyempurnakan kembali
ketentuan pemilikan saham dalam perusahaan yang di dirikan dalam rangka
penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 1993;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2818) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2943);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMILIKAN SAHAM DALAM PERUSAHAAN YANG
DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1
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Persetujuan penanaman modal asing diberikan dalam rangka mendirikan
perusahaan penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut
Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 2

(1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk: a. patungan antara
modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan
hukum Indonesia: atau b. langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh
warga negara dan/atau badan hukum asing. (2) Jumlah modal yang ditanamkan
dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan sesuai dengan kelayakan
ekonomi kegiatan usahanya.

Pasal 3

(1) Kepada perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing
diberikan izin usaha untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak
perusahaan ber-produksi komersial. (2) 1zin usaha dapat diperbarui oleh Menteri
Negara Penggerak Dana Inves-tasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,
apa bila per-usahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih tetap
menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan
nasional. (3) Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi
Penanaman Modal menetapkan lebih lanjut ketentuan tentang perbaruan izin usaha
setelah mendengar pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 4

(1) Kegiatan usaha perusahaan dalam rangka penanaman modal asing dapat
berlokasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. (2) Bagi daerah yang telah ada
Kawasan Berikat atau Kawasan Industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut
diutamakan di dalam kawasan tersebut.

Pasal 5

(1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf
a dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup rakyat banyak yaitu pelabuhan, produksi dan transmisi serta
distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, pener-bangan, air
minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. (2)
Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b
tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasa 6

(1) Saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan se-bagaimana
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dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a. sekurang-kurangnya 5% (lima persen)
dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian (2) Pen-jualan lebih
lanjut saham perusa-haan diatas jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia
yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan
langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri.

Pasal 7

(1) Perusahaan yang didirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial
menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau Badan
Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam
negeri. (2)Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 8

(1) Disamping melakukan penamba-han modal saham dalam peru-sahaan sendiri,
perusahaan yang didirkan dalam rangka penanaman modal asing yang telah ber-
produksi komersial dapat pula :

a. mendirikan perusahaan baru; dan/atau

b. membeli saham perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal
dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman
modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang lebih berdiri, baik yang
telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.

(2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat juga dibeli oleh
perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak.

(3) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2), dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan tersebut tetap terbuka bagi
penanaman modal asing.

(4) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak
mengubah status perusa-haan.

Pasal 9
(1) Badan Hukum asing dapat membeli saham perusahaan baik yang didirikan
dalam rangka penanaman modal asing, yang di dirikan dalam rangka penanaman

modal dalam negeri, maupun perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka
penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang belum atau
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telah berproduksi komersial.

(2) Pembelian saham perusahaan yang didirkan baik dalam rangka penanaman
modal dalam negeri maupun bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun
modal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan
apabila bidang usahanya pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman
modal asing.

(3) Pembelian saham Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.

(4) Pemilikan lagnsung oleh badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan
perusahaan.

(5) Pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak
mengubah status perusahaan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerin-tah
ini, ditetapkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan
Koordinasi Penanaman Modal setelah mendenger pertimbangan Menteri terkait.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintanh Nomor
50 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan
Penanaman Modal Asing, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah
berdiri dan/atau berproduksi komersial sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
ini, atas kesepakatan para pemegang saham dapat menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera-turan
Pemerintah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Mei 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
TAHUN 1994 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
WAKIL SEKRETARIS KABINET

Bambang Kesowo, S.H, LLM.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

TIM EVALUASI UNTUK PENYESUAIAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA

Menimbang, :

Mengingat

a.

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan
perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah
ada, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, agar
memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional

Indonesia;

bahwa untuk penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi secara terpadu dan

terkoordinasi;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden
tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959);

3. Peraturan ...
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Menetapkan :

PERTAMA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111):

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN  PRESIDEN TENTANG TIM  EVALUASI UNTUK
PENYESUAIAN  KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

Membentuk Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang
selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Evaluasi,

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua merangkap . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota

Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
merangkap Anggota

Anggota : 1. Menteri Keuangan;

2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Menteri Perindustrian,;

5. Menteri Perdagangan;

6. Menteri Kehutanan;

7. Menteri ...
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KEDUA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;

10.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan;
11.Kepala Badan Pertanahan Nasional;

12.Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal;

Sekretaris : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,
Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA,

bertugas:

a. melakukan evaluasi terhadap  ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara, yang perlu disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara;

b. menetapkan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk
penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan
negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi
penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batubara;

c. menetapkan ...
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

PRESIDEN
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c. menetapkan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk
pelaksanaan kewajiban pemegang kontrak karya dan perjanjian
karya pengusahaan pertambangan batubara, terhadap pengolahan

dan/atau pemurnian mineral dan batubara.

Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Sekretariat dan Kelompok
Kerja, yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua

Tim Evaluasi.

Tim Evaluasi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Tim Evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, dapat melibatkan Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, pemangku

kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tim Evaluasi bertugas sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini

sampai dengan Desember 2013.

KEDELAPAN ...
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KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
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KONTRAK KARYA

Persetuiuan ini, disspakati dan dibuat di Jakarta, Republik

Indonesia, pata tanggal . olah dan antars
Femerintah Republik indonesia, dalam hal int diuakili oleh
Menteri Pertambangan dan Enwergi fepublik Indonesia,

{selanjutnya disebut wpagmarintah”) dan P.T. Frasport Indonssia
Company (satu badan hukum Indohnasia Yyang didirikan dengan Akte
MNotaris Nomor tanggal ; Surat Kepu-—

+usan Mgnteri kehakiman nomor : - . 9] tanggal
. sslanjutnya disebut Perusahaan), vyang saham~
sanamnya cimiliki oleh :

f. 1

2. Femarintab.

MENOAKUIT BAHKA,

A. Semua sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah
hukum Republik Indonesia, tmrmasuk dasrah-dasrah lapas
pantal, adalah Rekayaan nasiconal bhangsa Indonemia.

B, Pemerintah ingin mendorong dean meningkatkan kegliatan
eksplorasi dan psngembangan sumber daya mineral Indonessia.
Pemarintah juga bermaksud untul memungkinkan pengembangan
endapan bijik Jika ditemukan dalam Jjumlah komersial dan
mengoparasikan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.

C. Melalui kagiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud
mesciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pumbangunan damrah,
menciptaken kesempatan karja yang 1-hih_hnnylk. mendorong dan
mengembangkan usaha setempst, dan untuk menjamin agar
ketrampiian, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga
negara Indonesia, memperoleh dats damar . mangenai dan
sehubungan dengan sumber—sunbar daya maineral Negara dan
melindungi sarta merababilitasi lingkungan alan untuk
pembangunan Indonesia selanjutnya.

D. Perusahaan itu gendiri dan sebagal subsidiari tidak langsung
dari Freeport-tetMoran inc., perusahaan Yang didirikan di
Delaware, dan Subsidiari dari Fresport—McMoran Copper & Gold
inc., perusahaan yang didirikan di Delaware, memiliki ataupun
danat menperoleh ketersngan, pengatahuan, pengalaman serta
kamanpLan teknis dan Leuangan yang telah dibuktikan
dan sumber—sumber daya leinnya untuk melaksanakan
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program Penyelidikan Umus, Eksplorasi, Btudi Kelayakan,
Pangembangan,  Kpnstruksi, Penambangan, Pengolahan dan
pemasarén yang berkensan dengsan Wilavah Kontrak Karya, serta
sitap dan berssdis untuk meelanjutkan ke argh usaha-usaha
taraebut sesual dengan gersyaratan—persyaratan dan ketentuan-—
ketentuan yang tercantum di dalam Persstujuan ini.

E. Pemerintah dan FPerusahasn mengakuli bahwa Wilayah Kontrak
Karva (sabagaimana ditetspkan di bawah inl) berlokasi di
wWwilayah vang sangat terpsncil dengan 1ingkungan yang sulit,
dan bahwa, sehubungan dengan itu, Perusahsan sudah dan akan
terus diminta untuk membangun fasilitas—Tamilitas kKhusus dan

melaksanakan fupgsi-fungsi khusus untuk pessnuhan Parsetujuan
ind.

F. Pemerintah dan Perusahaan bmrasdia untuk bekerjasama dalam
pengembangan sumber daya mineral ates damar ketentuan—-
ketentuan Kontrak Karya idini dan undang—-undang smrta
peraturan—peraturan Republik indonesia, khususnya Undang—
undang  Namar 11 Tahun 1947 tentang Undang—undarg Fokok
Per tambangan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang
Fenanaman Hodal Asing yang berlaku. ~ pada saat
ditandatanganinyd P-rjihjian ini, marta perundang—undangan
dan peraturan-pertauvran yang berkaitan

G. Ferusahaan adalah Parusahasn pengganti bagi Fresport
Indonesia, Iﬁturpnratqd. Pesrusahaan vyang didirikan di
Delsware, yang merupakan salab matu pihak pada Parsetujuan
terdahulu (sebagaimana ditetapkan di bawah ini). Persstujuan
ini akan menggantikan Persstujusn terdahulu.

MAaKA, dengan mamperhatiken janji dan perastujuan serta
perayaratan antara kedua belah pihak yang akan dirinci lesbih
lanjut wntuk dilaksanakan dan ditepati oleh kedua bBwlah pihak,
dan dengan maksud agar terikat secara hukum, ditetapkanlah dan

disstuivi barsama Para Pihak sebagai berikut)

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
-..-2-.—




5 o3
RDEF INIS]

Istilap-istilah vang dicantumkan dibawah ini .hun asapunyai artd
sesusi pengertiannya masing-masing, disanapun istilah itu muncul
di datam Persstujuan ini, balk ditulis dengan huruf bemar msaupun
dengan huruf keecil.

1.

safiliasi darl suatu Badan berarti setiap Badan lain vyang
langsung ataupun tidak langsung, melialui watu ataw lehih
perantara, mengendalikan atau dikendalikan olah atau berada
di bawah pengendalian bersama dengan Badan termaksud,

"Mineral Ikutan" yang berkaitan d-nq-n suatu Minersl tertentu
bararti Mineral-Mineral yanﬁ BsWmCara ganlogis terdapat
berzama-sama, yang tidak dapat dipisahkan penambangannya dari
dan harus ditambang dan diolah bursama Mineral terssbut.

reamanfaatan” berartl pandayagunesn Lingkungan Hidup atau
aesuaty  unmur atas bagisn dari  Lingkungan Hidup  yang
mendatangkan manfTaat ° bagi masyarakat, kemeiahteraan,
keselamatan atau keswhatan den yang mwmbutuhkan perlindungan
dari aklbat—akibat  pembuangan—-psmbuangan, wmini dan

- pesngendapan kotoran.

"Perusahasn” berarti P.T. Fresport Indonesia Cosmpany, yaltu
badan usaha pengganti F1I, dan setiap badan usaha psngganti
yang disetujuij dan, dalam hal digunakan sesbagai rafarensi
mengenali pengeluarsn — pengeluaran yahg telah dilakukan atau
tindakan lain vang dilakukan berdasarkan Kontrak Terdshulu
stau SIPP, juga diartikan sebagal FII.

"Wilayah Kontrak Karya” bararti Wilayah Kontrak Karya Blok A
dan Wilavah Kontrak Karya Blok B.

"Wilayah Kontrak Karya Blok A" berarti wilayah yang
ditetapkan di dalam Lampiran "A" PFersetujuan ini =ebagal
"Wilayah Kontrak Karya Blok A"

wyilayah Kontrak Karya Biok B" berarti wilaysh vyang
ditetapkan di dalam Lampiran "A" Persetujusn ini sabagail
»Wilayah Kontrak Karya Blok B, disana dapat berubah melalui
omngurangan dan perluasan, ataupun kersna hal lain sesuai
dengan Persetujuan ini.

"Kekayaan Kontrak Karya" yang menyangkut setiap Wilayah
Pertambangan, sesuai dengan maksud Pasal 22, bararti hak
milik Pmrusahaan di Indonssia yang berlokasi di dalam Wilayah
Fertambangan terasbut atau setiap Wilayah Proyek Yyang
berkaltan dengan WNilavah Peartambangan terssbut.
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12.

13.

14,

13.

146.

17.

.p-ng-ndlliln“j:__h-rliti. pemilikan, langsung atau  tidak

T ) N

'Finqlnduliqn?._{t-rn--uk istilah “dikendalikan olesh™ dan
"berada P;ﬁilndllilﬂ bersana” dan *pengendalian-
langsung, kemsmpuan mengarahkan mansjesen dan kebijaksanaan-—
kebijaksanaan suatu Badan. Tanpa sambatasi ketentuan di atas,
kemampusn terssbut dianggap dimiliki oleh suatu Badan apabila.
Badan tersebut mesiliki, langsung atau tidsk langsung, 23%
atau lebih saham—~saham yang mssmpunyai hak suara (voting
shares) vang dimiliki Badan lainnya. :

TRy

"Karyawan Terliput"” {Covared Emplovas) berarti sstiap orang,
twrmasuk tenaga ahii asing, vang dipekerjakan atau
ditempatkan oleh Perusahaan astau salah satu Bubsidiari-
subsidiarinya atsu Afilissi-afilissinys.

"Departemen”, kecuali kontwksnya ditentukan lain, berartil
badan f-m:r;nggh yang ﬂih!ti wawanang wuntuk sslaksanakan
Undang~Undang dan peraturan-peratursn Partambangan Indonesia.

"Pangusabaan” bararti sami e k-qiit.n Parusshasn Yang

ditetapkan di dalam atau dimaksudkan oleh Persetujusn 4ini,

termesuk 1 i

(i) Panyelidikan Umamn, Eksplorasi, wvaluasi, pengembangan,
konstruksi . penambangan, upcr-ii. F-ngulqhah oan
kmgiatan—kegistan penjualan yang berkaitan dengan
Wilayah Kontrak Karya dan Wilayah-wilayah Proysknya, dan
Produk-produk yang dihasilkani dan

(ii) Konstrukmi dan operasl darl Peleburan sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 4 Persetujuan ini. '

"|ingkungan Hidup" berarti faktor—faktor fislik alam sekitar
kehidupan manusia, termasuk tanah, air, udara, iklims, muara,
bau-bau yang merusak, selera dan faktor biclogim dari
binatang dan tumbuh—tumbuhan dap taktor sonial sztetika.

"Individu Asing” atay "Tenaga Ahli Auing® berarti =setiap
orifg yang bukdn warga negira Indonesia.

vEkgplorasi” berarti essncari Mineral-msinwral dengan
mengqunakan metoda-metoda Qenlogl, gaofisika dan geokimlia
termasuk penanfaatan lubang-—lubang bor, susar uii, parit uji,
galian dipermukssn atau dibawah tanah, lobang datar atau
terowongan untuk memastikan adanya endapan—-sndapan mineral
ekgnomis dan untuk menentukan sifat, bentuk dan kadarnya dan
kata "Mangeksplorasi® mempunyai makna yang BEmd.

“Wilayah Eksplorasi" baerarti bagian-bagian dari Milayah
Kontrak Karya Blok B yang dipilih untuk disksplorasi sebagai
suatu hasil dari Penyelidikan Umum dari Wilayah Kontrak Karya
Bilok B oleh Perusahaan selama Perioda Panyelidikan Usum
sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 Pazal 3.

WFII" berarti Freeport Indonesia Incorporated, suatu
Parusahaan yang didirikan di Delawars, Amarika Sarikat.
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"Mata uang asing” berarti setiap sata usang selain rupiah,

I_"Finyilidihnn Usum" berarti suatuy pqnyliidtkfn atay "suaty
fagiatan wekaplorasi pandahuluan yang dilakukan atas dawmar

ciri-ciri tertentu dari suatu wilavah untuk ssnemukan tanda—
tanda minweralisasi,

"Femerintah" berartl Peserintah Republik Indonasia, Menteri,
Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Tingkat Wilayah,

, Dlerah tinqklt I atau tingkat II-nya.

"Hinlrll—minirul" bararti ssoua Iﬂﬂlplﬂ llll dan tinbunln
alam vyang mengandung unsur—-unsur kimia tertentu baik dalam
bentuk unsur maupun dalam asmosiasl atau Emnyawa kimia denigan
unsur—unsur logam atau bukan logam lain.

"Fenambangan" berarti kegiatan pengambilan vang bertujuan
untuk melakukan eksploitasi secara ekonomis satu atau lebih
#ndapan bijih yang sudah diketabui, dan kata "Menawbang"
mempunyai makna yang sama.

"Wilayah Pertambangan” bmrarti Wilayah Kontrak Karya Blok A
dan semua Hilayah P.rtaqpingln Barua.

"Menteri® kecunli'knnt-ksnyl menuntukkan lain berarti orang
yanQ bertugas pada waktu yang ditentukan s®bhagal Menteri dari
Departemen Fertambangan dan Energi.

"Wilayah Fertambangan Baru® berarti suatu bagian dari Wilavah
Kontrak Karya Bleok B vyang tlllh_ diidentifikani oleh
Ferusahaan vang mengandung sndapan atau sndapan=andapan
mineral yang mempunyal potensl ekonomi yang dinyitikan oleh
garis lintang dan garis bujur dalam pata-peta dan melalui
uraian yang diberikan oleh Perusahaan kepada Departemen, dan
yang telah dinyvatakan oleh Perusahaan peda atay sebslum baril
terakhir Peripda Studi Kelayakan untuk Buatu Wilayah
Eksplorasi, sebagal suatuy wilayah dimana FParusahaan
berkeinginan untuk mesulal Fenambangan; desngan ketentuan
bahwa, matu Wilayah Pertambangan Baru dapat dipewrluas dengan
persetujivan Pemerintah dan Perusahaan bila h-rdnllrkan "hamil
Ekmplorast lebih lanjut dan Fenambangan, ternyata bahwa
Penguabungan daerabh - dasrah ylﬁq berdekatan dengannya akan
dapat meningkatkan maksud Persstujuan ini deangan mangijinkan
Penambangan Mineral-mineral yang diidentifikami sahubungan

dengan sndapan—endapan tersebut  atau = Minmral-mineral
ikutannya.
"Radan" (Ferson) bararti l;tiap perorangan, parsakutuan,

perusahaan, dimanapun dicorganisir atau didirikan, dan semua
badan dan perkumpulan yang aenurut hukus berdiri sscara
teraendiri, baik yang bBerupa badan hukum maupun bukan badan

10 kum ] :
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"Pencemaran"” berarti setisp pearubahen langsung atsau tidak
langsung sitat-sifat ¥Tisik, temperatur, kimias, biologi atau
radicaktif dari setiap bagisn Lingkungan Ridup vang
disgbabkan aleh buangsan, emisi, dtsu endipan kotoran sedemi-
kian rupa sehingga mempsngaruhi satiap pemanfaatan sscara
material dan merugikan, stau yang senyebabkan keadaan yang
membahayakan atau dapat membahayskan kesshatan, Kkeselasatan,
atau kessjabteraan usum atau kepada binatang, burung~-buriung,
satwa liar, ikan atau kehidupan air, atau tusbuh—tumbuhanj
dan kata "Mencemari® sempunyai makna yang sama,

"Logam Mulia" berarti emas, perak, platina atau pallasdium.

{ "Kontrak Terdahulu® berarti Kontrak Karya yang ditanda

tangeni pada targgal 7 April 1967 antara FII dan Pemsrintah,
yang telah diubah dan diperbaiki; Kontrak terssbut diganti
dengan Fersetujuan ind.

"Pangolaban® berarti pengolahen bijih Mineral septelah
ditambang wuwntuk menghasilkan suatu konsentrat mineral yang
dapat dipasarkan atau suatu produk mineral yany dapat
dimurnikan 1lebih lanjut, dan kata - "QOlah” mempunyal makna
Yang sama,

"Produk" berarti semua bijih, Mineral, konsentrat, presipitat
dan logam, termamuk prodok yang disurnikan, yang diperoleh:
sebagai hasil pernambeangan atau pasngolahan sssudah dikurangi
jumlah yang hilang, dibuang, vang rusak atau yang dipakai
i penelitian, pengujlian, Penambangan, Pengolahan' atau
pengangkutan.,

"HWilayah Proyek" yang berkaltan dengan Wilayah Pertambangan
martapun, berartii suatu dasrah di luar Wilayah = Pertambangan
tersebut yang sebslumnya telah diperuntukan sebagai wmsuatu
Wilayvah Froyek atau setiap wilayah vyang setalah ini
diperuntukan sebagai Wilayah Proysk dan ditetapkan dalam
suatu laporan studi kelayakan untuk pengembangan Panambangan
oleh Perusahaan bila dianggap perlu, atau lavak untuk
familitas—-Tasilitasn Fengolahan dan familitas=Tanilitaxs
penunjang lainnya yang ada hubungannys dengan pangembangan
FPenambangan tersebut, termasuk asstiap penambahan kepada
matiap wilayah yang dimaksudkan untuk Panambangan,
pengembangan atau Pengolahan. :

"Rupiah" berartl mata vang yang merupakan alat pembayvaran
yang sah di Indonewsias. )

"SIPF" berarti Ijin Penyelidikan Pendahuluan yang diberikan
oleh Direktorat Jenderal Fertambangan Usus atas nams Menteri
kepada FIl sehubungan dengan Eksplorasi pendabuluan d4i  Irian
Jayae. :

"Subsidiari" dari setiap Padan berarti setiap usaha yang
dikendalikan oleh Badan tersebut smelalul psmilikan lesngsung
atad tidak langsung atas 30X {(lima puluh persen) atau leblh
aaham vang diterbitkan yang mempunyal hak suara atau satiap
usaha barsama ataw usaha patungan yang dikendalikan oleh
Badan terssbut, '
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"Limbah" meliputli setiap zat blik':llrln; hld-t-n, barelifat
gas ateu bersifat radioaktip yang dibuang, diemisi, atau
diendap- kan di dalam Lingkungan Hidup dalas jumlah, baentuk
atau cara tertentu vang dapat menvebabkan parubshan material
dan merugikan terbadap Lingkungan Hidup.
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Perusahaan dinuun ini ditunjuk sebagai kontraktor tunggal
Famarintah atas Wilayah Kontrak Ksaryvae. Khususnva, Peserintah
dalam hal ini memberikan hak tunggal kepada Perusahaan untuk
manvelidiki Mineral dalam Wilayah Kontrak Karya, HMananbang
satliap sndapan Mineral vyang ditesukan dalams Hiilylh
Pertambangan, Msngolah, menyimpan, dan sengangkut dengan cara
Apapun BEMLE hasil mineral-mineral yang dihasilkan,
memasarkan, menjual atau menyisihkan semusa Produksi dari
Tambang dan Fengolahan tersebut, didalam dan diluar
Indonesia, serta melakukan sssua opperasi serta kegiatan-
kegliatan lainnya yang mungkin perly atau  msesudahkan dalam
hubungan ini dengan betul=betul memperhatikan parsyarstan
Persetujuan ini. Dalam pertimbangan atas pesberisn hak=-hak
tersebut, Ferusahaan setuju coeslaksanakan pekerjaan dan
memenubi kewajibannya yang ditentukan dalam Persetujuan ini,
termasuk tanpa ksacuali kewajiban untuk senanaskan modal
seperti disebutkan dalam ayvat 2 Fesal 5, avat 5 Pasal 4 dan
dalam avat 3 FPasal 7, kewajiban membayar pajsk dan pungutan
lainnya kepada Penerintah separtl ditentukan dalam Pasal 12
dan 13 serta kewaijibsn mengikutl stander pertambangan yang
disgbutkan dalam ayat ¢ Pasal 10, dan peraturan Lingkungan
Hidup, Kaeselamatan kerja dan Kesshatan seperti disebutian
pada Pamal 2&.

Tanpa mengurangl avat 1 Pasal 2 diatas, Ferusahaan tidak askan
menambang mineral radioaktif, PEFEENY AWAAN—DEr BENYAWA RN
hidrokarbon, hikel, timah atau batubara sehelus mespsroleh
persetujusn dari Femerintah.

Feruasahaan mempunyal hak kandali dan manajessn tunggal atas
semua keglatannya berdasarkan Persmtujusn ini dan Perusahaan
mempunyal tanggung jawab penuh serta memikul sesua risiko
atasnya dan sesual dengan ketentuan—ketentuan dan

parsyaratan-persyaratan dari Persetujuan ini. Tanpa
mengurangl tanggung jawab dan kewajiban-kewsjlban berdasarkan

FPeretujuan imi, FPerusahaan dapat manparkeriakan sub

kontraktor-sub kontraktor balk yeng beraftiliasi atau tidak
dengan Perusahaan untuk melaksanakan tahap—tahap oparasinya
apshila dipandang perlu oleh Ferusahaan, termasuk psabangunarn
fauilitas dan jasa—jasa yvang diperlukan teknik, manajensh dan
pelavanan administrasi. Dalam hal Jasa—jasa tersebut
dikontrak darli Afilissi-afiliasi, pembsbanan yang timbul,
sepaniang pembebanan terssbut mempengaruhi setiap jumlah
pembayvaran kepada Pemerintal bsrdasarkan ketentusn—ketentuan
Persetujean ini, harus tunduk pada persyaratan yang diltur-
dalam Pasal 13 dan Lampiran "F" Persetujuan ini.
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Parusahaan harus nangambil lunqknh-llnnh-h yang wajar untuk
mancegah karusakan tarhadap hak—hak dan milik Pamerintah
ataupun pihak katiga. Dalam hal kelalaian berada dipihak
Perusahaan atau parwakilannya atpupun olsh setiap Bub-
kontraktor Terdaftar yang meiaksanakan opmrasi atau kegiatan
untuk Perusahasn berdasarkan Persetujuan ini, Pearusahsan atau
aub- kontraktor sesusai dengan kejadiannya, akan dikenakan
sanksi berdasarkan undang~undang yang berlaku di Indonesia.

£
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Perusahaan adalah sustu badan usaha yanyg didirikan bsrdasarkan
uUndang-Undang Republik Indonesia dan barkedudukan di Indonexia
sarta tunduk kepada Undang-LUndang dan yurisdiksi pengadilan di
Indonesia yang biasanya mempunyai kewenangan hukums atawn
perusahaan—parusahlnn yang melakukan kegiatan usaha atau Yang
didirikan didalamnya. Parusahasn harus asndirikan satu kantor
pusat dil Jakarta untuk menerima satiap pemberitabuan atau
komunikasi resmi serta komunikasi hukums ilainnya.

Sebagai bagisn dari Fengueahaan, Paerusahaan skan melanjutkan
k-qintln-keqintannyl yang berhubungan dengan Wilayah Kontrak
Karya Blpk A dan melakmanakan suatu program sshubungann dengan
wilayah Kontrak Karya B8lok B mulai dengan suatu Penyelidikan
Umum pada Wilayab Kontrak Xarya Blok B selama satu "Pesrioda
Fenyelidikan Umum” untuk mendapatkan Wilayab—wilayah Eksplora—
sl tertsntu yang akan dipilib untuk kegplatan Eksplorasi selama
perioda atau tahap yang dismbut ssbagai *Parioda Eksplorasi”.
Program selanjutnya swhubungan dengan tiap Wilayah Eksplorasi
akan dibagi dalam 3 (tiga) perioda atau tahapan tambahan vang
odisehut ssbagal "Pericds Btuddi Klllflk-ﬁ". vparioda
KFonstruksi” dan rpariods Operasi®, pada masing-masing Wilayah
Ekaplorasi tersabut. Paricda—-parioda terpabut dirususkan lebihn
lanjut dalam Pasal—-pasal berikut dalam Perzetujuan ini.
Wilayah Kontrak Karya Bigk A berada pada rariode Oparasi dan
karenanya ketentuan-keteantuan sebelumnya Yang barbubungan
dengan pnrinda-p-riudu atau tahap—tahap lain tivdak barlaku
untuknys. Dapat dimengerti bahwa sabagai konsakusnsi dari hal
tersebut di atas baglian—bagian yang barbeda dari Wilayah
Kontrak Karva dapat diperlakukan sebagai projek-proyek
terpisah vang tunguk pada kqt-ntuan-k-tnhtunn yang berbeda
dari Persetujuan ini dan Fersturan Perundang—undang
FPartambangan pada saat yang berbeda karana parbsdasn pericda-
periods dari kegiatan yang barlaku bagi masing-masing Wilayah
Eksplorasi dan Wilayah Fertambangan.

Perusahaan berjsnii untuk mslakukan sesua - kegiatan sesual
dengan cara dan tunduk kepada p-r-ylrntnn-puruylrltln dalam
Pasal 2 Persetujuan ini dan melanjutkan kegiatan ternebut,
tanpa penundaan dan: pmnimlangan plﬂl. Wi E kwgiatan
Perusahaan, kecuall dengan persmtujuan Pemerintah ( yang akan
dienggap telah diberikan apabila Departesen tidak berkebsratan
sacara tertulis dalam waktu tiga bulan wejak diterimanya
pember 1tahuan teartulis dari Farusahsaan atas k-lnqinlnnvl untuk
manunda atau nenimlang) atau kecuali sebagaimana diatur dalam
Fasal 19 atau Pasal 22. Sstiap periundaan atau penjwlangan pada
samua kegiatan Perusahaan dengan parsetujuan Pagasrintah akan

m-mp-rpanjanq_'janqkl waktu yang burlaku hiqi setiap Perioda
Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012




|: yang terpangaruh ssbagaimana ditwtapkan dalam Pesrsetujuan ini.

: Apabila penundaan atau penislangan pada semua  kegiatan
Perusahaan tersebut berlangsung lebih dari 349 hari dan
disebabkan alassn—alassn yang lain dari Kkeadaan  kahar
sgbagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 dan FPemerintah tidak
setuju mengenal penundaan atau penjslangan terssbut, maka
Pemerintsh blrhlk'&untuk mlnyitqk-n suatu kelalalian msenurut
Pasal 20. Parusahaan- setuju untuk memberitahukan ketpada
Famerintsh setiap psnundaan atau penjelangan. Betisp penundaan
atay penielangan terssbut tidak zkan mempengarvhi hak-hak dan
kowajiban—kewa]jiban kedua bslah Pihlk berdasarkan Persstujusn

ini. ﬁ '*1, |
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1. Wilayah FKontrak Karya" terdiri dari Wilayah Kontrak Karya
Biok A dan Wilayah Kontrak Karya Blok B.

2. Wilayah Kontrak Karya Blok A adalah suatu wilayah yang
tarletak di Pulau irian, yang luasnys kurang lebih 100 {
{ weratus ) kilometer persegi sebagimana dirinci dalam
Lampiran "A" Persstujuan ini dan digssbarkan dalam Lampiran
g Pgrsatujuan ini.

3. Wilayah Kontrak Kkarva Blok B adalah suatu wilavah yang
ditetapkan dalam Lampiran “A" Parsatujuan ini uabagal
nWilayah Komtrak Karya Blok p*, yang dapat diubah ®mlalui
perlusasan —perluanan dln_p.nqurnnqnn-p-ngurnnuan sesual dengan
Persetujuan ini,tidak terpasuk di  dalamnya, kmcuali bila
dinyatakan lain pada ayat 4 Pasal 4 inl, sasua |

(i) Kuasa Pertambangan yang telah diberikan oleh
Famerintah ‘untuk mineral golongan "#a* dan “B"
{seperti didaftarkan pada lampiran WLy, dan

{ii} Kuama Pegrtambangan yang telah diberikan oleh
Pemerintah untuk mineral golongan "C" i mepartl
didattarkan pada lampiran “C"1,

-

{iii) Hak menambang lainnya yang telab diberikan oleh
Pemarintah (sebagimana dinyatakan plq- Lampiran
"E“}, dan

{iv} HWilayah yang digasmbarkan pada Lampiran bt - b
yang dinyatakan mwbagai Cagar Alam.

vang telah ada pada saat Parsetujuan inl ditandastangani dan
yang didaftar atau dijelaskan dalam Lampiran 1C" Parsetujuan
ini. .

4. Dalam hal setiap wilayah yang tidak termasuk Wilayah FKontrak
Xarya Blok B olmh karena ketentuan diatas, atsd yang pada
tanggal! mulai berlakunya SIPF berbatasan dengan Wilayah
Kontrak Karya berakhir, dibatalkan, diciutkan atau oleh swbab
apapun wilayah tersebut menjadi bebas, atau manjadl tersedia,
maka Pwrusahaan akan wampercleh prioritas ‘untuk  sesphon
wilayah tersebut dimasukkan menjadi bagian Wilayah Kentrak
xarya Blok B kecuali bila Peserintah menstapkan wilayah
tersgbut =mebagai Wilayah Pertambangan Rakyat. Apabila suatu
wilayah telah dimasukkan wmenjadi Witayah Kontrak Karya
Pemerintah setuju untuk tidak menetapkan Wilayah Purtambangan
Rakyat pada wilayah tersebut. Setiap wilayah yang dimamukkan
akan bsrada pada Tahap paling dini yanyg pada saat itu barlaku
bagi bagian manapun dari Wilayah Kontrak Karya Blok B.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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8. Firu-nh.an- dapat, dengan psrachonan tertulis kepada Departe-

man, mwlepeskan sesua atau suatu bagian dari Wilayah Kontrak
Karya pada setiap waktu dan wewaktu-waktu seiama Jangka waktuy
Farsetujfusn ini. Setiap permohonsn seperti dtu  harus
dissrahkan dengan disertai laporan pelspasan, vyanyg barisi
Eamua  pEnesuan—penemuan teknis dan geclogis yang diperoleh
FPerusahaan diwilayah yang akan dilspaskan dan alasan-alasin
pelespasan dengan disertai data lapangan dari keglatan-
kegiatan yang telah dilakukan di wilayah-wilayah tersebut,
Semus data dasar dari wilaysh yang dilepaskan harus diserahkan
kepada Depar tenen dan aeakan menjadi milik Peserintah.
Farusahaan selalui pelepasan wilavah (tersasuk penciutan
sesual ayat ini, ayat 5 Pasal 9 dan ayat 2 Pasal & ), harus,

kecuali disstuliul cleh Pemerintah, mengurangi Wilavah EKontrak
Karya Blok B

(i) pada saat atau sebelus barakhirnya Pariocda
Penyelidikan Umum sampal tidak lebih dari 73%
(tujubh puluh lima persen) MWilayah Kontrak Karya
Blok B semula

(11) pada saat atau smsabelum ulang tabhun kedua
berakhirnya Pericda Penyslidikan Usum, sampai
tidak  lebih dari 30X (lima puluh persen) Wilayah
Kontrak Karya BRlok B awmula) dan

(iii) pada maat atau l.bilun berakhirnya Perioda
Eksplorasl sampai tidak llhih dari 2%% {dua pulub
lima persan) Wilayah Kontrak Karys Blok B semula.

Kacuali wsebagaimana ditetapkan dalam ayat 7 Pasal 4 ini,
Perusahaan tidak akan diminta bwrdasarkan ketentuan—ketentuan
Persetujuan ini untuk menciutkan lebih dari 75% dari Wilayah
Kontrak Karya Blok B. Setiap penciutan terssbut tidak
mengurangl kewajiban atay tanggung jawab yang Manapn  yang
dikenakan olwh atau yang timbul berdasarkan Persetujuan 1ini
sebelum tanggal berlakunya penciutan tersebut.

Ferusahasn akan melanjutkan kegiatan aksplorasi pada seluruh
hagian-bagian yang belum digarap dari Wilavah Kontrak Karya
dengan tujuan untuk menetapkan  batas sndipan-andapan baru
dalam MWilayah Kontrak Karya untuk pesngembangsn selama jangkas
waktu Persetujuan ini. Rencana—-rencana pangembangan oleh
Perusahaan harus meliputi kapasitas yang direncanakan pada
setiap kegiatan Pertasbangan dan Pengolahan dan narta
pekeriaan evaluasi lebih lanjut yang diperlukan pabagaimana
dicantumkan dalam masing-masing atudi kelavakan dan

kegiatan-kegiatan Eksplorasi terkait lainnya.
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7. Apablila Perusahasn tidak mempuriyai rencana leblh lanfut untuk

melakukan - Eksplorasi atau kegiatan—-kegiatan pangembangan
sshubungan dengan suatu wilayah pada Wilayah mnntr:k Karya
Blok B, atau menggunakan wilayah terssbut dalsm hubungannvya
dengan keglatan-kegiatan pasngesbangan lain, atau apabila
Perusahasn menemukan sndapan asineral untuk mana tidak ada
rencana -nqqarnh untuk psngesmbangannya (dan dasrsh terssbut
dlpat dipergunakan atau endapan tersebut dapat dikembangkan
oleh * Hadan lain sedemikian rupa dengan tidak mengurangi hak-
hak Ferusahaan berdasarkan Persetujuan ini atau kagiatan-
kegiatan Perusahsan yang diijinkan), maka, apabile diminta
oleh Pemerintah, Perusahasn harus melepaskan wilavah atau
endapan terseabut, berikut semua data geologi, sksplorasi,

matalurgi dan data lain yang berhubungan.
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PERIODA PENYELIDIKAN LMUM
Perusahaan harus m-mulli. secepat .nunqkin - mmtelah

penandatanganan Persetujuan ini, suatu Penyelidikan Umum pada
Wilayah Kontrak Karya Blok B untuk menentukan dibagian—bagian
mana dari Wilayvah Kontrak Karva Blok B idapan—sndapan mineral
sangat mungkin terdapat. "Feriods - F-ﬁr-lidikln Umum®™ akan
berakhir 12 (dua belas) bulan . setelsah tanggal dimulsinya.
Femerintah, atas permintzan Perusahaan dapat . mwaberikan
perpanjangan waktu 12 {(dua belas) bulan untuk Periods
Penyelidikan Umum guna meny®lesaikan kagiatsn—kegiatan yang
dilaksanakannya selama pericda t-rllbut.

Fada akhir Pericds F-nynlidikln Umum, termasuk tahap dari
SIPF, Perusahaan harus telah mengelusrkan, swhubugan dengan
Wilayah ¥Xontrak Karya Blok B, tidak kurang dari US® 3,000, 000 -
(lima Juta doller Amerika Berikat). Pangeluaran-pengelusran
tersebut akan termasuk biaya—biaya adeinistrasi usum dan
pengorganisasian yang berhubungan langsung dengan kegiatan-
kmgiatan lapangan bsrdagarkan Persstujuan ini.

Jika pada akhir 12 (dus belas) bulan sejak tanggal
penandatanganan Persetuiuan ini atau setiap saat sssudah ltu,
dianggap oleh Dapartemsn, bahwa Parusahaan benar=bsnar telah
melalaikan kewaiiban-kewaiibannya berkenaan dengan pangeluaran
minimum ssbagaimana tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, maka
Departemen dapat mensyaratkan Perusshaan untitk menysrahkan
kepads Departemen susty Jaminan dalam bentuk usng jaminan atau
jaminan bank dengan jumlah tertentu, yang tidak akan wmelasbihi
Jumiah kewajiban pengeluarsn yang belum dipenubi. Jaminan
teraebut sesudah jangka waktu ¥ tahun sw®jak penandatanganan
Parsetujuan inl akan menjadi Milik Pesmerintah dalam hal
Ferusahaan gagal memenuhi kewajiban-kewa]jiban pengeluarannya.
Terkecuali terjadl pemindahan pesilikan sepertl terwsbut
diatas, Jjaminan itu akan dicairkan pada akhir parioda tiga
ftahun tersebut.

Sehubungan dengan kewajiban—kewajiban Peirusahaan dalam Fasal
ini, Perusahaan harus menyerahkan kepada Departemen dalam
waktu 2 {(dua) bulan sesudah berakhirnrya Periode Penyelidikan
Umum, satu laporan yang berisi jenis dan Jumlah pengeluaran
smlama Perioda tersebut. Perusahasn akan melengkapi laporan
terezabut dengan bukti-bukti pesngeluarsn (dokumentawi) Y ang

Wajar, jlka Pemerintah menghendaki demikian.
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Ferusahaan dapat satiap Hlktu senghentikan Penyslidikan Usuns
atas suatu hlgiln atau besberapa hlginn Wilayah Kontrak Karya
Blok B, dengan alasan babws kslanjutan dari Penyelidikan umum
itu tidak lagil layak secara kossrsiasl ataupun tidak lagi
praktis iuntuk'dilnnjutkln} dan Pgrusahaan aksn meminta secara
tertulis kepada Departssen dengan sswperhatiksn betul-betul
aysat 5 Pasal 4 untuk melepaskan suatu bagian atau beberapa
bagian Wilayah Kontrak Karys Blok B. Bersamasn dengan itu,
maka Wilayah Kontrak Karya Hlok ‘B akan . dihurlngi sampai
menjadi wilayah vang tersisas setelahb p-ny-rlhun twrssbut.

Jika sawaktu-waktu salama quiuda Flnyqlidik.n Usum mesudah
Parusahaan menesuken sndapan-endapan sineral di suatu bagian
atauy beberapa bagian dari Hillth Kontrak Karya Blok B dan
mamutuskan untuk melanfjutkan ke Tahap Eklplnr.ii dari satu
atsu labih endapan terssbut, Perusahaan untuk wakesud itu harus
mengajukan satu pesberitahuan  tertalis dan pnnjrlllannyn
kepada Departemen dan akan mlnltnpkln satu atau lekih Wilayvah
Eksplorasl dari sndapan atay sndapan-endapan tersebut dan akan
mam:lai kegliatan Eksplorasi, tanpa wempangaruhi hak-hak dan
k-najibin—kiwijihanﬁya blrdllhrknn Persstuiuan ini atas
bagian—-bagian lain Wilavah Kontrak Karya.

g 4
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Betelah manyalssaikan Penvelidikan Uiun. Perusahasn harua
memilal suvatu program didalam dasrah-dasrah Eksplorasi yang
sangat mamberi harapan, berdasarkan hasil-hasil JPenyelidikan
Umum tersebut. Frogram Eksplorasi tersabut akan maliputi,
tebagaimana layvaknya, tanpa pesbatasan, penyelidikan geologi,
penyelidikan geofisika dan gaokimis secara rinci termasuk
Pengambilan contoh, penbuatan sumur uii, pengerukan dan
pembtoran. Perioda selana quiltan'Eklplnr.li dilakukan diswbut
"Parioda Eksplorssi™.

Parusahaan dapat mewaktu-wakty asnghentikan Eksplorasi di
setiap bagian ateu baberapa bagian Wilayah Kontrak Karya
dengan alasan babwd kelanjutan dari Eksplorasi tersebut tidak
lagi layak atau praktis secara komermial, dan Perusahaan harus
meminta secara tgrtglii_kgp!pg_nnpgrt ' dengan mesperbatikan
ayat 3 Pasal 3 GRtuk pelépasan ataw | begian atau bebarapa
bagian wilayah sksplorasi dari Wilayah Kontrak Karya Blok B
tersebut. Bersamaan dengan itu maka Wilaysh Kontrak Karya Blok
8 akan dikurangi sampai wilayah yang dipertahankan setelah
pelespanan tersebut, '

Jika wsewsktu-waktu wsebelum berakhirnya Perinda Ekplorasi,
Perusahaan menenukan satu atau lebih sndapan mineral yang
diduga mempunyai kadar dan jumlah komersiasl disaty bagisn atau
beberapa bagian Wilayah Eksplorasi dan mesutusian ntuk
meneruskan ke evaluasli l@bih lanjut pada bagien tersebut,
Ferusahaan bharus mengajukan suatu pemberitahuan tertulis
kepada Departemen tantang hal tersebut dan memasuki Perioda
Studi Kelayakan di bagian Wilayah Eksplorasli terssbut tanpa
E;ﬁhuringi hak—hak  dan kswajlban—kewaiiban Perusahaan
berdasarkan Persetujuan ini atas sisa Wilayah Xontrak Karya
Blok B tersebut., Dengan demikian maka, Perioda Ekeplorasi

i) akan mulai segera setelah berakhirnya Periocda
Penyelidikan Umum, dan :

(ii) akan berakhir 3& (tiga puluh  enem)  bulan
kemudian; kascuali bahwa manganai setiap Wilayah

Eksplorasi akan berakhir pada suaty tanggal lsbih
dahuly Perioda Btudi Kelayakan sudah barus

dimulai di wilayah tersebut.
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(iii) Pemerintah atas permintasn Peruspahaan  akan
memberikan dua kalil perpanjangan asing-mawing 12
{dua bwlas} bulan wuntuk Perioda Eksplorasi,

, dengan ketentuan pelaksanaan ' kewsjiban-—kewajiban .

! Perusahaan sesuai Persetuiuan ind cukup

memuaskan.

i 4, Bebelum Perioda Eksplorasli berakhir, Ferusahaan harus

j memberitahukan kepada Departemen apakah Purusahaan

; berkeinginan atau tidak untuk melanjutkan ke Periods Studi

| Kelayakan pada setiap Wilayah Eksplorasi. Apabilas FParusahaan
memberitabukan kepada Degartemen, babwa Perusahaan tidak
ingin melanjutkan ke Perioda $Studi Kelayakan darli suaty
Wilavah Egggigr;ni, maka pemberitabuan tersebut harus
weirupakan  permohonan  tertulis ke Departesen sesual ayat 3
Pasal 4 mengenai pelepasan Wilayah Eksplorasi yang dimaksud
dari Wilayah Kontrak Karya Blok B. Dalam hal itu Parusahaan
haruz menysrahkan kepada Departemen)

{i} pata-peta vang n-nunjukknﬁ smmia tempat. dalam .
Wilayah Eksplorssi dimana Perusahaan telah
mengadakan pemboran atau senggati SUMLIF~BUMUr §

(i1) salinan dari daftar bor ({(drilling log) dari
lobang~lobang bor dan susur-sumur dan  hawil
pemariksaan dari contoh vyang twlah dianalisa yYang
diambil, dan

(1ii) salinan dari setiap psta geclogli atau geofisika
dari MWilayvah Eksplorasi yang seharusnya telah
disiapkan oleh Perusahaan.

Setiap pelspasan wilayah demikian tidak mengurangl Ekewajilban
atay tanggung Jawab yvang dikenakan olsh atau yang  terjadi
berdasarkan Farsstujuan i1ni terbadap Perusahaan sabelum
tanggal berlakunya pelspasan wilayah tersabut. '

3. Selama Perioda Eksplorasi, FPerusahaan harus mengeluarkan tidak
kurang dari USS$ 13.000.000 (lima belas juta dollar Amerika
Serikat) pada kegiatan—kegiatan Ekmsplorasi lanjutan di Wilayah
Kontrak Karya Blok B. Setiap pengeluaran yang dilakukan pada
akhir Perioda Penyslidikan Umus (tersasuk Perioda SIPP) di
atas USS 3.000.000 (lima juta dollar Amerika Serikat) akan
dianggap sebagai bagian dari US$® 13.000.000 (lime belas juta
dollar Amerika Serikat) terssbut. Jika pada akhir dari dua
puluh empat bulen sejak permulaan Perioda Eksplorasi atau
setiap saat sesudah itu, dianggep oleh Departesen bahwa
Perusatiaan benar-benar melalaikan kewaliban—kewajiban
pengeluaran minimum webagaimana tercantus dalam avat ini,
Perusahaan harus menyerahkan kipadl Departessn suatu Jlninih,
jika diminta oleh Pemerintah, dalam bentuk uang jaminan atau
Jeminan bhank sejumlah tertenty, yang tidak akan melebihi
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jJumlah kswajiban pengeluaran yang beiua dipesnubi. Jamirian
tersebut pada akhir Periods Eksplorssi akan msenjedi milik
Pemerintah dalam hal Parusahaan gagal msewmenuhi kewajiban-
kwwaiiban pengeluarannys. Terkecuali terijadi pamindahan
pemilikan seperti tersebut diatas jaminan  itu akan dJdicairkan

pada akhjir Perioda Eksplorasi.
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Perusshasn harus ssnantiasa melsporkan kspada Peserintah
melalud Departemsn tentang Pengusahsan selalui panyampaian
laporan—laporan kemajuan triwulanan, sefigenal rancana-rencana
Parusshaan dan hasil=hawil Eklplurnsiny- serta operasi-opesrasi
p-ng-mbangln dan kegiatan—kegiatan Yang berhubungan dengan
BENLLS dl-rlh diluar Ferioda Opsrasi, dimulai dangan laporan
mengenai triwulan I dari tahan kalander wsstelah tanggal
ditandatangani Persstujuan ini,. L.purln-llpnr.n kemaiuan
trivulanan tersabut harus diwsrahkan dalas waktu 30 ({tiga
FiTUR] hari setialah berakhirnyas tisp triwulsn takwim dan dalam

‘bentuk seperti vang dari waktu ke wak it dlplt ditetaspkan agleh

DIpII“'tII‘HIﬂ " Laporan—1 aporan kemajusn  triwulanan yang
berhubungan dengan kegiatan Eklplnrlii akan seliputis

(i) hasil-hasil penyelidikan geologi dan geofisika
dan pembuktian endapan—-sndapan bijih di Wilavah
Fontrak Karya Blok B dan contoh dari sndapan-
endeapan tarsebut)

iid) hllii—ﬁqgil dari satiap pengamsastan
(recomaissance) dari barmacam—macam tempat

operasi dan keglatan vang diusulkan berdamarkan
Fermetutuan inij

(iii) keterangan tentang pilihan jalen—jalan dari
setiap Wilayah Pertambangsn Baru ke suatu tempat

pelabuhan yang cocok untuk pengangkutan hasil
produksiy

(iv) keterangan tentang psrencanaan pesukiman tetap
yang: tepat, termanuk keterangan tentang
penyediaan air vang cocok un tuk pRmukiman
tersebut dan fasilitas—fasilitas lainnya) dan

(Y rencana-rancana dan keterangan lalnnya mangenal
kama ] van keagiatan Perusashaan dalam  Wilavah
Kontrak Karya Blok B vang dari waktu ke waktu
akan/dapat diminta oleh Dapartesen.

+@~
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Dalam waktu 1 (matu} tahun wetelah disulainya Perioda Studi
Kelayakan pada suatu Wilayah Eksplorasi, F-rUIlhnnn.hnru; Juga
menyampaikan  kspada Departessn sustu . ringkasan  dari
pefivalidikan—penyelidikan ¢wologi ' cen metslurgi, dan semua _
data gesologi, gwofisiks, topograti serta hidrograti, 'ylnq
diperolel, dari Penymlidikan Ugum.den Eksplorasi pada. Wilsyah
Eksplorasi tersebut serta contoh Yang mewakill- - tiasp jenis
minerslisesi yang ditssukan dalas penyelidikannya di Wilayah
Eksplorasi tersebut. : ; '

Sebelum ulang tahun ke lima ditandatanganinya Pmrsstujuan ini,
Perusahaan harus menysratkan kepada Departemen muatu pata
gwologi umum dari seluruh Wilayah Kontrak :Klrr- Blak B
(sesual keadaan saat itu) dengan skala 1 230.000 dengan
dilampiri laporan berdasarkan cbservasi geclogl olah
Ferusahaarn; peta geologl itu harus mesuat hasil observas!
tentang Jenis-jenis batusan dan penywbaran serta strukturnya,
vang  telah dilakukan Perusahaan selams Feriocda-Ferioda
Panyelidikan Umum dan Eksplorasi,

Fada saat atau ssbelum penyerahan pata gQeologli sebagaimana
dismbut dalam - ayat '3 Pasal ini, Psrusshaan harus juga
menyerankan kepade Departemen )

(1) peta—pgesta yang meanunjukkan semua tewmpat di dalam
Wilayah Kontrak Karya Blok B dimana Ferusahaan

telah membuat lobang=-lobang bor atay wmanggali
I-Ui'l'ltl.ll"'"luﬂ‘ll.ll'.

tii} salinan-salinan daftar bor dari lobang=-lobang bor

: dan sumur-sumur uii dan hasil analisa dari contgh—

contoh yang telah dianslisa yang baerasal dari
lobang-lobang tersebut.

(11i) salinan-salinan dari sstiap peta geotisika dari
Wilayah EKontrak Karya Blok B vyang twlah dibuat
nleh Perusahaan, dan ' -

(iv}) semua keterangan lain yang langsung berhubungan
dengan kegilatan—kegiatan Eksplorasi Parusahaan
bardasarkan FPersetujuan ini yang diminta secara
watar oleh Dipqrt-u-n dan yang tmlah dikuamai
Perusahaan maupun yang dapat dipesrolebnya wsslaluj
usaha yang wajar, agar - kegiatan—kegiatan
Panyslidikan Perusahaan berdasarkan Parsstujuan

ini dapat dinilai.
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H: ; B. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelsh penandatanganan

Persetuivan ini Perusahaan harus seabuka rekening escrow yang
berburiga aesbagai fsminan kapads Pemurintah, disuatu bank di
Indonesia yang disstujui olwh Dapartaman sejumlah satyu juts
dolliar Amerika Berikat (UB$ 1,000.000,00). ' Jumslah terswbut,
ditambah dengan deposito jaminan yang telah didepositkan oleh
Ferusahaan untuk jaminan BIPFP, selanjutnys sacara kesmluruban

diswbut “"Deposito Jaminan”. Deposito Jaminan . terssbut akan
dicairksn oleh Pamerintah sebesar 30 % dari padanya sesudah:

(4} berakhirnya Perioda Penyelidikan Untam g

(1i) penysrahan kepada Departesen seperti tersebut
diatas dalam ayat 1 Pasal 7 ini atas aempat
laporan kemajuan triwulansn swcara barturut-turut
kepada Departemsan atau, . dalam hal Perioda
Panywlidikan Usum =& lesai kurang dari dus bwlas
Bulan, laporan-laporan triwulan vang mencakup
waktu tersebut; dan :

(iii) ataur

(a) p-lik-anlnﬁ_ yang memuaskan (menurut panilaian
Manteri) ~ untuk pericods dus balas bulan
tersebut, atau

(b} pengsluaran ‘Perusahaan sl ana Faerioda
Fenyelidikan Umum ity meliputi USH 5.000.000,00
(lima juta dollar Amerika Serikat) untuk ‘HWilayah
Kentrak Karya Blok B,

Bisa 350 X (lima pulub pmrsen) dari Deposito Jaminan akan
dicairkan untuk Perusahaan sstelah peta Geclogl sesval ayet 3
Fersetujuan ini telah diserahkan kepada dan  disetujul olwh
Departemen, persetujuan mana tidak akan ditenggubkan atau
diperlambat dengan tidak wajar. Apabila Perusahaan tidak
memenuhi ketentusn—ketentuan tersebut di atas dalam waktu
snam tahun setelah pesnanda-tanganan Persstujuan ini, maka
sima Deposito Jaminan tersabut dengan sendirinya akan
digserahkan kepada Kas Negara dan Perusshaan tidak msempunyai
hak lagi atasnya. Punga yang diperoleh dari Deposito Jaminan
itu akan menjadi milik Perusabaan. '

a.Terkecuali ditetapkan ssebaliknya dalam ayat é ini,
Pemerintah mempunyai hak ataz semua data dan laporan—.
laporan yang dissrahkan oleh Perusahsan kepada Dapartemen
atau Pemerintah wmenurut ketentuan—-ketentuan Persetujuan
ini. Data dan laporan—-laporan tersebut akan diperlakukan
oleh Pamerintah sebagal sangat rahasia separilang ha

1 -
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tlrliﬁht dimints oleh Pesrusahaan, kecuali data flrIlbut

sudah termasuk yang boleh dipakai Jumum {karena sudah permah

diterbitkan dalam kepustakaan ulu- vyang dapat dipirnllh

ateu karena nilai utamanya sudah lebih bwrsifat ilmiah dari
pada komarsial, seperti data geologi dan geofisika) dan
data yang telah diterbitkan berdasarkan undang-undang dan
peraturan-peraturan Indonesia atau oleh sustu negara asing
dimana . satu pemegang saham mungkin berdomisili (seperti
lnpnr-ﬁ—ilpornn tahupian Dadan-baden usum atau perusahssn-
perusahasn), tidak dikenakan p.ﬂhltlllﬂ-PlﬁbltIIIﬂ tersabut
diatas; kecuall selanjutnya babwa istilah “data” seperti
apx  yang digunakan dalam ayat ini wmeliputi, tanpa
pembatasan, setiap dan semua dnkunln; peta—peta, rencana—
rencana, lesbaran—-lsmbaran kerja swrta dats dan katerangsan
teknin, maupun segala data dan keterangan yang berhubungan
dengan masalah keuangan dan perdagangan.

Dalam hal dats yang berbubungan sesata-mata dengar wilayah
yang diciutksn Perusahaan dari Wilayah Kontrak Karya Blok B
sesusai Pasal 4, pembatasan tersebut di atas akan tidak
berlaku lagi sejak tanggal dilepaskanhya wililayash-wilayah
termaksud. Tambahan pula, jika Persetujusn ini telah akhiri
sesuni Fasal 20 atsu Pasal 22, Pesbatasan-pasbatasan yang
dimaksud diatas akan tidak berlaku lagi.

Eelain dari v ang dikenukakan diatas, pangstahuan-
pengetahuan  eksklusip yang dimliiki Perusahaan,  sub
kontraktor—-sub kontraktor atau Afiliasi-A7iliasinya yang
dimuat di dalam data atnu'llpurnn-llpur.n yang disecahkan
olah Perusabaan kepade Departsmsen -atau Pessrintabh senurut
ketentuan—testantuan Parsstujuan ini dan yang telah
diidentifikasikan seperti demikian oleh Perusshasn, hanya
akan dapat dipakai oleh Pemerintah dalam hubungan dengan
pelakzanaan Persetujuan inl dan tidak akan diturjukkan oleh
Femarintah kepada pihak ketiga, tanpa persstujuan tertulis
dari Ferusahaan. Pengetahuan eskwklusip dissksud, sepanjang
masih merupakan pangestahuan yang eksklusip dari Perusahaan,
sub kontraktor-sub kontraktor atau Afiliasi-Afiliasinya
sebagaimana adanya, tstap semata-mata milik Perusahaan, sub
kontraktor-sub kontrak tor atau Aflliasi-Afiliasinya,
sebagaimana adanya. Ketedtuan-ketantusn ayat (c) ini akan
berlaku sstslah pangakhiran Persstujusn ini sesusi dengan
Feraturan Perundang-undangan vyang berlaku dari waktu ke
waktu sshubungan dengan hak milik intelsktual. Dalas hal
suatu pengetatuan eksklusip tidak dapat dipatenkan sesuai
dengan undang-undang terssbut, Perusahaan dapat msesinta
kepada Pemerintab untuk tidak m-nuunqklpk-n pengetahuan
tnrlggut untuk jangka waktu tidak kurunu dari tiga tahun

sesudah pengakhiran Parsetuivan init,

Renegosiasi kontr%ks..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012




I 1. Perioda Studi Kelayakan sehubungan . dengan satiap Wilavah
Eklplnrnii harus dimulai pada tangQal Perusahaan menysapaikan
pnrmnhnntn tertulis kepada Depsrtewsn sebagaimana ditetapkan
p-di -?-t I Pasdl & sehubdngan dengan Wilayah Eksplorasi
: tersebut dan akan berakhir pada saat FPerioda  Yonstruksi
i untuk Wilayah Eksplorasi terssbut disulai.

2. Begera setelah Perioda Studi Kelayakan dismulali untuk suatu
_ Wilayah Eksplorasi, Perusahaan harus smulsi selakukan studi-

j studi - untuk  mwenentukan kilayakan psngembangan secasra
af komersial dari endapan atau endapan-sndapan mineral dalas
| Wilayah Eksplorasi tersebut. Perusahaan akan diberi waktu
2 s@lama 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan studi-studi
' tersebut dan memilib serta mesbatasi dan senantukan ukuran
satu atau lebih Wilayvah~wilayah Fartambangan Bary. Estiap
Wilay=h P.rtumbnnqnn Baru tersebut akan mEliputi paling
seddikit satu endapsn dimana Perusahaan merencanskan . untuk
4 memulai  keglaten-kmgistan Konstruksi dan Penasbangan .
3 Departemsn dapat, berdasarkan salsh satu dari alasan-alasan
yang ditetapkan ﬂlllm.lylt 2 Pamal 14, barkebesratan atas
wilavah vang direncanakan ssbagai Wilayah Pertasbangan Baru
¥ dalam waktu tiga bulan ssjak usul penstapan Perusahasn atas
Wilayah Pertambangan Baru tersebut. Pemsrintah dan Parusahaan
! setuju untuk berkonsultasi dengan itikad baik dalam usaha
i mengatasi keberatan-keberatan tersebut. Jika dalem waktu X
(tiga) bulan terhitung mulai darli tanggal pembsritabuan akan
kebaratan olah P.merint-h masih belun ada pesecahan terhadap
persoalan ite, m:ku masing-masing Pihak dapat mangajukan
pemecahan masalah tersebut berdasarkan avat 1 Pasal 21. Dalam
hal kebsratan dari Departessn atas setiap wilavah vang
direncanakan oleh FPerusahaan sebagai Wilayah Partaabangan
Baru dikukuhkan, dan sssudah itu sslamas Jangka wak tu
Persetujuan ini ditetapkan bahwe Penasbangan di  dalam
i wilayah tersebut diizinkan, Perusahaan askan mindapat hak

untuk melaksanakan penambangan t-r--hut lebih dahulu daripads
Badan lain.

3. Sesudah studi kelayakan untuk satu Wilayah Pertambangan PBaru
dalam satu Wilayah Eksplorasi selesat, Perusahaan harus
menyerahkan satu laporan Studi Kelavakan dalam bentuk seperti
terdapat dalam Lampiran "E", vang mswsuat purhitunq-n dan
alasan-alasan kelayakan secara teknis dan wekonomis dari i
Pelaksanaan operasi Penambangan dalam Wilayah Partambangan ==

. Baru  tersebut, didukung dengan data, sepertl dirinci dalam [
Lampiran "E", perhitungan-perhitungan, gambar—gambar, peta-
pata dan informasi vang berkaitan dengan keputusan apakah
operasi Penambangan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. N
Studi Kelayakan mengenai sstiap Wilayah Partambangan . Baru i
harus meliputi '
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Kepasitis vyang direncanakan pada pasing-sasing operasi
FPenambangan dan Pengolahan pada Wilayah Pertasbangan Baru
terssbut dan wetisp pekerjsan avaluasi lebih lanjut ateu
eksplorasi leblh lanjut yang dianggap perluk. Jika Perusahaan
mempertimbangkan babwa data yang dibutuhkan sarta bahan-
bahan lain yang diperlukan tidak tersedia dengan cukup untuk
wengambil keputusan akhir pada Perioda Studi Kelayskan vang
pertama pada suatu Wilayah Eksplorasi atau jika Departemsen
mengajukan keberatan sehubungan dengan suatu usul penetapan
Wilayah Paertambangan Baru pada Wilayah Eksplorasi terssbut
separtl dikemukakan di atas, FPerusabaan dapat senchon
persstujuan Pesmerintah untuk perpanjangan selama dua rbllll
bulan untuk Perioda 6Studi Kslayakan tersebut, dengan
ketentuan bahwa permohonan perpanjangan Perioda Btudl
Kelayakarn tersebut disampaikan kepada Peamerintah tidak lebih

lambat dari ulang tabun ke delapan pwnandatanganan
Fersstujuan ini. \

Setiap waktu selama Perioda Studi Knlayakan sehubungan dengan
suatu Wilayah Partambangan - Baru, Perusahaan dapat
menyampaikan permchonan’ tertulis kepada Departemsan, bahwa
Perusahaan bermaksud untuk mwlanjutkan konstruksi suaty
tambang di dalam Wilayah Pertambangan Baru terswbut dan
fasilitas—Tasilitaes yanp akan digunakan oleh Perumahaan dalam
operasinya. Departemen akan dlanggap menyatulul permchonan
tersebut apabila tidek menyatakan kebaratan wecara tertulis
terhadap permohonan tersebut, dalam wakty 3 bulan wsesudah
diterima perachonan termaksud. Setelah permohonan tersebut
dismtujui, Ferusahsan harus segera memsulai dan dengan
kesungguhan vang wajar melaksanakan Baspai selesal sesous
rancangan tambang dan fasilitas-fasilitas vyang barkaitan,
Setelah penyelesaian rencangan tersebut, Perusshaan harus
meny ampaikan rancangan  dan Skema Psnambangan kepada
Departasen untuk mendapat persastujuan, berikut dengan
perkiraan biaya tambang terssbut serta fasllitas—-fawilitas
yang herkaitan, dan jadwal waktu kohstruksinyva. Jadwal waktu
tersebut harus, sepanijang layak secara teknis dan ekonomis,
menetapkan penyelesaian konstruksi tembang serta Tamilitas-
fasilitas terkait tersebut dalam waktu 34 {tiga puluh enam)
bulan sesudah persetujuan atas rancangan, Bkama Tambang dan
jadwal waktu. Dalam waktu ¥ (tiga) bulan sesudah’ penyampaian
rancangan, Skems Tambang dan jadwal waktu, Departemen akan
mEmberitahu Ferusahaan mengenal persetuiuan atau
penalakannys, berdazsarkan salah satu dari alasan yang
ditetapkan pada ayat 2 Pasal 1&. Dalam hal penclakan,
Departamen akan memberitahu Perusahsan mengenali penysbab
penolakan dan Pemsrintah serta Perusahaan akan berkonsultesi
dengan itikad yang baik berusaha untuk mengatasi = psniyebab
penclakan. Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga } bulan ssiak
pemberitahuan penclakan tersebut tidak ada penyeslesaian, maka
masing-masing pihak dapat melanjutkan untuk msenyelesaikan
perscalan sesuail dengan ayat 1 Paxal 21. Apabila dalam Jangka
waktu I (tiga) bulan sejak panysmpaian tarsebut, Perusahsan .
tidak menerima keberatan secara tertulis, Perusabasn dapat
menganggap bahwa panyampalan tersebut telah disetujul.
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5. LipdFlR studl kilayakan = Gdbagaimdra diursiken. di  dalam
Lampiran "E", wuntuk suatu Wilayah Psrtasbangan’ Baru harus
tarmastik studi-studi mengimal daspsk lingkungsn  tentang
skibat-akibat terhadap lingkungan hidup dari operasi-opsrasi
Perusahasn didalam Wilayah Pertambangan Baru tersebut dan.
harus disusun sesual ﬂ.nqan_ pltunjuk—pctunjuk ssbagaimana
-ditetapkan ditiida PaBél 25. Btudi-studi tarsebut dapat
ditakiiRmn dengan berkonsultasi kepada konsultan—korsultan
independen vang memenuhli syarat yang dipewkeriakan oleh
Perusahaan dan disstujui oleh Pewerintah sesuai dengan
paraturan dan prosedur vang berlaku di Indonasia. '

Fasal 7 .akan meliputi data tentang kemajuan dan hasil-hasil
seria  biaya=blaya yang timbul sshubungan penyelidikan-—
b panyelidikan dan studi-studi yang dilskukan ssiasa Perioda
: ' Studi Kelayakan unutk barbagai wilayah-wilayah Eksplorasi.

E &. Laporan—laporan Triwulanan yang dibuat sssual dengan ayat 1

Ed 7. Untuk muatu Wilayah Eksplorasi yang tidak disampaikan laporan
EE Studi Kelayakannya sesuai avat 3 (tiga) Pasal ini, Perusshaan
fE harus menysmpaikan kepada Pemerintah suaty ilaporan akhir vang

I berisl hasil-bpasil dan hiay.-bilyl vyang timbul sebhubungan
ﬁ dengan plnr-lidikln—prnyilidikln dan studi-studi di wilavah
I tersebut dan  analisa Pérusahasn serta kesimpul an~
| keasimpulannya mengenali hasil- hllll‘tlrllhut. ;

8. Gemua laporan dan informasi ysng diserahkan kepads Pemsrintah
berdasarkan Pasal ini tunduk pada ketentuan—ketsntuan a¥at &
?“ Famal 7 sehubungan dengan karahasiaan.
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Segera setelah diterima. persstujuan dari Departesen atas
rin:iﬁqln. skema Tambang dan jadwal wakiu seperti ditstapkan
dalam ayvat 4 Pasal 8 untuk setiap Wilavah Partasbangan Baru,
FPerusahaan harus, sesual dengan jadwal waktu, mulsi selakukan
konstruksi fasilitas—fesilitas dan NEspe rgunak an berusaha
sekeras-kerssnya, menurut ketentuan Pasal 19, menyelessikan
Tapilitas—fasilitas tersebut sesual jacdwal waktu yang telah
dimetujui. Apabila Jjadwal waktu terssbgt ternyata tidak
memadai, Perusahaan dapgat msngajukan kepada Departemsen jadwal
waktu vang telah direviwi untuk - mendapat persetujuan daril

Departesen. Jika dalam waktu tigs bulan sejak . penNgajuan

tersebut, Pesrusahaan tidak mensrima keberatan sscara tertulis,

Perusahaan dapat mengganggap bahwa revisi Jadwal wak tu
tersebut telah disetujui.

Fasilitas—fasilitas yang akan dibangun aslama Fericda
Konstruksi sshubungan dengan setiap Wilayah Pertambangan Baru
dapat meliputi

(i} Fanilitalﬂfiiilitiu dan peralatan Partambangan
(1i) Fasilitas—fasilitas dan pesralatan untuk mengolah
dan  memanfaatkan hijih mineral dari Tambang

sehingga guna menghasilkan produk—produk yang
dapat dijualj

(1ii) Fasilitas—Tamilitas bandar, yang dapat meliputi
' dok - dok, pelabuhan—paelabuhan, darmaga-dermnaga,
jembatan - jesmbatan, tongkang—tongkanyg, pemecah—
pemecak alr, Tasilites~fasilitas terminal,
bwngkel~-bangkel, dasrah-daasrah penimbunan,
gudang-gudang dan peralatan bongkar muatg

fiv) Fasilitas-fasilitas tranaportasi dan komunikasi,
yanhy dapat meliputi jalan-jalan, Sembatan-
jembatan, kapal-~kapal, Teri-Teri, palabuhan—
pelabuhan udaras, rel-rel, tampat-tempat penda-
ratan untuk pesawat, hangQar—hanggar, garasi-
garasi, kanal-kanal, tres—trem udara, pipa-pipa,
tempat—tempat peEmOmPaEn , tfasilitan—fasilitan
radic dan telekomunikasi, w#nerta fasilitag-—
fasilitas dan jaringan telegraf dan telepon;

iv) Perkotaan-perkotaan yang dapat meliputi russh~
rumak tempat tinggal, partokoan, swkolah-
sekolah, rumah msakit, tester-teater dan bangunan
lain, fasilitas—fasilitas dan peralatan untuk
pegawel Ferusahaan, tarsasuk tanggungan—
tanggungan pegawai tersebutg
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(vi) Listrik, tfasiliten-fasilitas air. dan  air
buangan, yang dapat wmeliputi pembangkit-
pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa
tenaga air, usp, gam stau disel) jaringan-
jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air,
vistim-sistim penyadiaan air dan sistim-sintim
untuk pembuangan tailing, air buangan pabrik dan
alr bunngan Fumah tangga)

(vii) Fasilitas—-fasilitas lain, yang dapat  melfiputi
bengkel -bangkel menin, bangkel-bengkel
Pangecoran dan revarasij dan '

(viii} Semus fasilitan-fasilites tasmbahan atay famili-
tes lain, pabrik dan peralatan yang dianggap
perlu oleh Perusahaan atau cocok untuk oparasi-
opsrasl pengusahasn sehubungan dengan MWilayah
Pertimbangan Baru tersebut ateu untuk menyedia-
kan pelayanan atsu wselaksanakan aktiftitan~
aktifitas pendukung atau aktipites insidentil.

FPerusahaan mengharapkan bahwa, sehubungen dengan satu atay
lebih Wilayah Pertambangan Baru, akan senggunakan fasilitas-
fesilitas yang sudah dibuat oleh Perusabazn  sesuai dengan
ketentusan-ketentuaan Kontrak Tardahulu. Perusahaan akan
diberi hak untuk aslanjutkan menggunakan feazilitas-fanilitas
terssbut untuk semus maksud Persatujuan ini  selasa jangka
waktu termasuk perpaniangan—perpaniangan Jangka wak tu
Persetujuan terssbut. '

Dalam melaksanakan kegiatan—-kegiatannya sehubungan dengan
FPerioda-Perioda Konstruksi untuk Hillyih-ﬂilayih'P.rtinhinq-n
Baru, Perusahaan harus tunduk dan mengikyti ketantuan-—

ketentuan ayat 9 Pasal 10,
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Sesudahn selesai pembangunan Tasilitas-fasilitas disaksud dalam

Fasal 9 swhubugan dengan suatu Wilayah Fnrtlnhjnqln Baru =xtau

bagian daripadanya veng #lpii di opsrasikan, Perusahsan harus
segara weulai kegiatan operasi di Wilayah #Pertambangan Baru

terswbut atsau bagian daripadanya dimsna fasilitas—Tasilitas

tersebut telah dibangun.

Ferusahaan harus melaksanakan operasi-operasi psnambangan dan
kewgiatan Pengusahaan lainnya sehubungan dengan suatu Hillylh
Fertambangan, =selama periocda operasl. Hiliy.ﬁ Kentrak Karya
Blok A berada dalam Perioda Operasi. Wilayah Kontrak Karya
Blok B harus memasuki Pericda Dperasi paling lambat pada 1

ii) hari pertama bulsn bewrikutnya dari bulan dimana untuk
pertamakali  kessluruhan produksl rata-rata harian
mencapai sekurang-sekurangnya 70X [tujuh puluh persen)
dari kapasitas terpasang fasilitas-fasilitas vyang
dibangun atau akan dibangun sesual desngan Studli-Studi
Kelayskan yanyg cilakukan untuk Penambangan dan Pengolah-
an sndapan—endapan di Wilayah Pertambangan Blok B.

. {i3) pada tanggal & {enam) bulan sesudsh tanbgal penyelesaian

pembangunan fasilitas—fasilitas tersebut, dan

(iii} berakhirnya waktu 8 (delapan) tahun {atau jangka waktu
yang lebih panjang sebagai &kibat perpaniangsn—
perpan]angan waktu yang diberikan oleh Dmpartesen untuk
penyelesaian tahap-tahap terdahulu smenurut Peraetujuan
ini) sejeak tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.
Pericda Operasi akan berlangsung untuk suatu Jangka
waktu vyang dengan Jjangka waktu Perestujuan inl dan
setiap perpanjangan daripadanya, sssual ayat 2 Pazal 3i.

Apabila, wsetiap waktu ssbelum meat dimasna Wilayah Kontrak
Karya Blok P memasukl Perioda Operesi ssbagsisana dimaksud
dalam ayat 2 FPasal 10 ini, Perusahaan  telah mame] sl
FPenambangar dalam suatu Wilayah Pertambangan Baru dan produksi
rata—rata harian psnambangan pada Wilayah Pertambangan Baru

_tersehut tidak kurang dari 70% {tujub puluh persen] dari

kapasitas terpasang seluruh fasilitas yang telah dibangun atau
akan dibangun seszual Btudi Kelavakan yang dilakukan wuntuk
Penambangan dan Pengolshan sndapan atau sndapan-sndapan di
dalam Wilayah Pertambangan - tersesbut, Perusahaan harus
menyampgaikan pemberitahuan tertulis kepada Departesen sengenal
hal terssbut dan, sejak hari pertama dari bulan berikutnys,
akan tetapi tidak lebih lambat dari & (snam) bulan sesudah
tanggal penyelesaisn fasilitas—fasilitas tersebut, Wilayah
FPartambangan Baru terssbut aken disnggap twlah resasuki
Periada Operasi, tanpa mengurangi bhak-hak dan keowaiiban
Ferusahzan pada bagian lain Wilayah Kontrak Karva Blok B,
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Perusahaan harus mengolah bijih untuk menghasilkan logam atau
produk lain yang dapat dijual. Untuk tujuan tarsmbut
Parusahaan harus menyusun atau mengusahakan wntuk disusun
suatu Btudi Kelayakan mengenai kesungkinan didirikannya Pabrik
Peleburan di Indonesia, yang harus tunduk kepada pasngasatan
Pemerintah dan kepada psnilaian bersasa oleh Pemerintah dan
Perusahaan mengenai  kslayakan ekonomi Pabrik Pelwburan
tersebut. Pabrik Peleburan terssbut harus berlokesi disuatu
t#mplit - di Indonesia dan haius paling  menguntungkan secara
akonomi. Apabila Pabrik Pelebursn terssbut dibangun olah

FoomAE

e

Parusafiadn ateu Subsidiari yang seluruh sshasnya dimiliki

Perusabaan, Pabrik Pelsburan tersebut aksn merupakan satu
bagian dari Pengusahaar berdasarkan Persetujuan ini.

Ferusahaan menyadari kebljaksanssn Pemerintsh untuk msendorong
pengolahan di dalam negeri sesua kekayaan alasnya wmeniadi
produk-produk akhir apabila lavak. Perusshaan Jugs menvadari

kainginan Pamerintah agar Fabrik Peleburan dan Psmurnian
Tembaga didirikan di Indenesia dan setuju bahwe Perusshaan
akan menyediakan Konsentrat Tembaga yang dihasilkan dari
Wilmyah Konrak Karya untuk Pabrik Pslwburan dan Fesurnian vang
didirikan di Indonwssia terssbut derigan katentuan dibawah ini.

Selama suatu jangka waktu dimasna fasilitas~-fasilitas peleburan
dan psmurnian untuk suatu produk tasbang dari Perusahaan belum

‘dibangun di Indonesia oleh atau atas nama Ferusahaar, atau

Watiap Subsidiasri vang selurubnya dimiliki Perusshasn, akan
twtapl sudah dibangun di Indonesia oleh Badan lain, Perusahaan
harus, apabila diminta opleh Pemsarintah, menjual produk-produk
tambang terssbut kepada Badan lain dimaksud dengan harga dan
kondisi yang tidak kurang menguntungken bagi badan tersebut
dibanding yang dapat dipsroleh Perusahaan dari pembeli-pembelj
laip untuk jumlah dan mutu yang sama dan pada waktu vang sama
sarta tempat dan waktu penyerahan ysng sasa, dengan ketentusn
bahwa kondisi kontrak masing-masing dan kondisi-kondisi vanyg
dibwrikan oleh Perusahaan kepada Badan lain terssbut tidak
San kiirang menguntungkan bagi Perusahaan.

Sshubungan dengan FPabrik Feleburan Tembaga vang' pertama
didirikan di Indonesia coleah piapapun sslain Parusahaan atau
Bubsidiarinys, jumlash konsentrat tembaga yvang dihasilkan dari
ﬁiiay-h Kontrak ¥arva yang akan dissdiakan oleh Perusahaan
dengan kondisi-kondisi tersebut di atas harus cukup untuk
memenubi kebutuhan dalam negeri dJdi Indonesia atas logam
tembaga murni dan memberikan keuntungan secara sikonomi
terbadap provek tersaebut dengan asumsi balwa proyek tersebut
iayak, dan lebih jfauh tunduk kepada batasan bahwa jumlah vang
diminta tidak akan terlalu besar swhinggs mengorbankan
E&Eﬁntinqan keuangan, opsrasi atsu pemasaran olsh Psrusahaan.
Dalam melakukan penjualan kepada Pabrik Feimburan dan
Femurnian di Indonesis, Ferusshaan tidak akan diperlakukan
kurang baik, ditinjau dari Peraturan Perundang—undangan
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Pemerintah, dibanding apabila Perusabaan -njunl_prnduk—prnduk
tambanyg terswbut sebagai hnnnditi igipnr. E-uliih-n Perusahaan
uhtuk menjual produk—produknys kepada Badan lain sesuai ayat o
ini tunduk kepada satiap perjanjisn’ pembiayaan, kontrak
panjualan atau setiap kontrak peleburan dan pesurnian yYang
dibuat oleh Ferusahaan ssbslum pandirisn fasilitas—fasilitas

oleh Badan lain tersebut ateau perjsniian—parjaniian pembiayaan
yang dibuat sesual dengan lygt 2 Pasa)l 30.

Apabila dalam waktu 3 {liwa) tahun smejak ditandatanganinya
Persetujuan ini, fasilitas puleburan dan pesurnian tesbagas
vang berlokasi di Indonasia belum dibangun ateau tidak dalam
prosss untuk dibangun olsh Badan 191n -lkl! tunduk kepada
perilaian bersasa oleh Pemerintah dan Ferusahsan astas
kelayakan wekonomi dari suatu Pabrik Peleburan dan Femurnian,
ferusahasn harus meslakukan atau msenysbabkan dilakukannya
pandirian Pabrik Pangolaban dln_F-urniin Tembaga di Indonssia
sesuai dengan kebijakwanaan Pemerintah.

. Perusahaan, tanpa mengurangi hak—hak pihak-pihak ketiga,

diberi wmemus i1fin—ijin yang diperlukan untuk membangun dan
mengoperasikan pabrik pelsburan tearmaksud dalam ayat 4 Fasal
10 ini dan fasllitas-Taslilitas sebagaimana diuraikan dalam
ayat 2 FPasal 9 sesuai dengan Peraturan Parundang-undangan yang
beriaku dari waktu ke waktu, termasuk psraturan—-psraturan
keselamatan kerja yang bmrkaitan dengan rancangan, konstruksi

dan operasi vang dari waktu ke waktu sscars umum berlaku di
Indonesia.

Perusahaan harus menhysrahkan kepada Departesmen laporan-laporan

berikut ini, mengenal operasi-operasl pada satisp Wilavah
Fertambangan 1 :

(i) laporan statistik dwi-mingguan, mulai sejak dua minggu

partama sesudah dimulainya Perioda Oparasi yang

menyatakan banvaknya bijih vyang ditambang, dicslah,
dimuat dan dizkupor,

(1i) laporan bulanan, mulai seilak bulan ‘ptrtlnl asnudah

dimulainya Perioda Uperasl yang harus msenyatakan jumlah
dan wralan tempat—tempat kerja dimana  pekerjssn telah
dimulai selama bulan sebelumnya, dan uraian singkat
kemajuan kerja pada akhir bulan tersebut dan pekerjaan

yang direncanakan pada bulan bsrikutnya.
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($ii) laporan  triwulesnan dimulai sejak triwulan pertams

{iv)

assudah tanggal ditandatanganinya Persstujuan ini. dalam
bk - i arEh - Kontrak xaryid Biok A, AR Bulai  triwulan
pértand sesudat dimulainys Periods Operasi dalam hal
asstiap Wilayah Pesrtasbangan PBParu, tentang kemajuan
operasi-operasinya di Wilayah Pertasbangan tersebut,
laporan mana harus menerangkan, dalam batas—batas
kewajaran, parincian tentany aktipitam—aktipitas
penambangan yang dilakukan di Wilayah Pertasbangan
tersebut, termasuk jumlah pekeria di Wlayah Pertambangan
tersebut mulai akhir triwulan yang besrzsngkutan dan
uraian pekerjaan yang sedang digarap pade akhir triwulan

vang dilaporkan, serta pekerjaan yang direncanakan untuk
triwulan berikutnya.

laporan tabunan, dimdlal sejak tahun yang mencakup
tanggal penandatanganan FPearastujuan ini dalam  hal
Wilayah Kontrak Karvya Blok A dan dimulai sejak tahun
panubh pertama sesudah dimulainya Periods Cperasi dalam
hal setiap Wilayah Partambangan Baru vang harus 1

{a) menguraikan SECara Hijir princisan aktipitas-
aktipitas -Penamb#ngan yang dilakukan di Wilyah
Pertambangan termaksud)

() meliputi keseluruhan jumlah bijih, jenis per Jjenis,
dirinci diantara jumlah yang ditambang, yang
diangkut dari pertambangan dan tujuan—tujuannya,
yang ditimbun di tambang atau dimana saja di
Indonesia, vang dijual atau akan diiknpnr {apakah
sebenarnya dikapalkan dari Indonssia atau tidak),
jumlah yang sebsnarnya dikapalkan darli Indonesia
(dengan rincian, lengkap mengenai  pembeli, tespat
tujuan dan syarat—syarat penjualan}; dan

(c) meliputi pekerjaan yang diselesailkan den pekerjaan
y&ng sedang dikerjakan pada akhir tabun yang
dilaporkan yang bersangkutah dengan instalasi dap
fasilitan yang terkailt dengan Wilayah Pertambangan
tersebut besarta uraian lengkap dart swlurub
pekerijaan yang direncanakan uhtuk tahun berikutnya
sehubungan dengan instalasi dan fasilitas teraasuk
sebuah laporan terinci dari sssmua investasi yang
terrealisasi atau vang dijanjikan swelama tahun
tarsebut dan semua investasi yang dijanjikan wntuk

tanun atau tahun—tabun berikutnya.
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Laporan-laporan dwimingguan harus diserahkan dalasm. rangkap 8
(delapan) dalam waktu 2 (dua) minggu mstelah barakhirnya Z (dua)
mimggu yang hir: gkutan. Laporan bulanan htru' disarahkan dalam
rangkép 8 ld‘ ﬁ&h dalam waktu 2 {Hua) ~ minggu setelah

berakhirnya bulan yang bersangkutan. Laporan triwulanan harus

diserahkan dalam rangkap 8 (delapan) dalam wakiu 30 (tiga puluh)
hari sesudah berakhirnya triwulan ying bersangkutan. Laporan
tahunan harus disampaikan dalam rangkap 8 (delapan) dalam waktu
sambilan puluh hari satslah berakhirnya tahun vang bersangkutan.

8. Fsrusahaan harus selaksanakan pengawasan dan manajemen penuh
swrta wfektip terhadap segala hal vang bertibungan dengan
oprrasi Fengusahasan, turmasuk produksi dan panASEran
hasilnya. Ferusahaan dapat memsbuat perluasan, percbaban,
pEnYENpUrnASR dan panggantian fanilitas-fasilitas
penguRanaan, dan boleh menamsbah fasilitas baru vang dianggap
parlu oleh Perusahaan untuk opsrasi P-ngunnha.n tersebut atau
menyediakan jasa-jasa atau melaksanakan kegiatan—kegiatan
sebagal pelangkap atau tambahan yang diperiukan untuk
Pengusahaan. Semua pariuvawsn, perubaban, PENYEMPUrnaan ,

penggantian dan tambahan akan dianggap ssbagai baglan darj
fasilitas-tasilitas proyek.

?. Perusahaan menerima hak—-hak dan kewajiban-kewajiban untuk
melaksanakan operasi-operasi dan kegliatan—-kegiatan sesuai
dengan ketentusn—ketentuan Persetujusn ini. Perusahaan harus
melakukan semua operasi den kegiatan terssbut dengan cara
teknis vyang baik sssual dengan standar-standar den praktek-
praktek teknik Partambangan internasional yang baik dan
dapat diterima, vang layak secars teknis dan ekonomis, dan
sesuai dengsn prinmip-prinsip teknik modmrn dan ilmiah vyang
dapat diterims. Sesual dengan standar-standar teresebut,
Perusahaan akan berusaha sekeras—kerasnys untuk
mengoptimalkan perolsharr bijih tambang dari cadangan—
cadangen terukur dan perclehan mineral-mineral SeCara
metalurgi dari bijih sepaniang hal tarsebut lavak sascara
teknis dan skonomis untuk dilaksanakan, menggunakan teknik-
teknik yang cocok, wfektif dan modern, bahan—bahan dan
metoda-metoda yang rancang untuk mencapal sasinimum mungkin
pembnfnunn dan semaksimum mungkin keselamatan sebagaimana
dimtur didalam Peraturan Perundang-undangan vyang darli waktu
ke waktu berlaku di Indonesisa. Pesrusahasn harus berusaba
sekeras—karasnya untuk melskuken sewuia operasi dan kagiatan
menurut Persetuiuan ini sehingga sesperkecil kehl l angan
sumber-sumber daya alam, dan melindungl sumber-sumber daya

alam dari kerusakan vang tidak perlu.
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10, Pemerintah . akan msmberikan wewsnang kapada Perusahaan untuk
' bebas memlilib kapal—kapal dan tfasilitas-fasilitas
transpartasi lainnvya yarng akan digunakan dalam huhunq-nnvl
dengan impor dan ekspor barang—barang ' senurut Parsetujuan
ini. Disamping itu, FPerusahaan berhak untuk setisp saat
membeli dari para penjual ssmua peralatan vyang dipilthnva,
barang-barang dan bahan—bahan yvang diparlukan untuk bp-rl:;—
cparasi Perusahsan, dan melakukan perjanjian-psrianiian untuk
menggunakan fasilitas-fasilitsas wmilik Badan lain (apakah
afiliasi FPerusahaan ateu bukan} menurut pErsyaratan-
parsyaratan dan tunduk kepada _knndini—kundilii tersanuk
persyaratan-persyaratan pembayaran, dan kmpamilikan yang
dianggap cocok, dengan ketentusn bahwa Departemen  berhak
untuk menyatazkan keberatan atas penfusl-panjual tertentu atau
perstujusn-persetujuan khusus didasarkan atas kepantingan
keamanan nasionsl dan kebijaksanaan luar negeri Pesserintah.
Dalam wetiap hal dimana Pamerintah adalah sumbu skonami
tunggal wuptuk pemasckan setiap barang atau komoditi yang
diperlukan untuk Pengusahaan, penyvediaan barang-barang dan
komoditi tersebut dalam jumlah yang :ukup akan disediakan
untuk dijual kepada Perusahasn dengan harga yang tidsk lebih

mabal dari harga di pasar.
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1. Pnrusah--n'mnmpunyli hak untuk mengekspor prnduk-pruﬁuk Y ang

dipercleh dari operssi-operasi berdasarkan FIFIItUJUlﬂ ini-
dengan tunduk pada kewajiban—kewajiban yany tacantums dalan
ayat 3 Pasal 10. Betiap ekspor tersebut skan dilakukan dengan
persyaratan kredit yang dianggap cocok oleh Perusahaan untuk
pemagaran produk-produknya, daen baik Perusahaan MAUPUN para
pembeli tidak akan diminta oleh Pesmsrintah untuk mendapatkan
L.C: {(lLetters of Credit) atau dokumen—dukomen kredit lainnya
pada  bank manapun atau lembaga-lembaga kuangan di Indonesia
atasu dimsnapun sshubungan dengan pewsasaran produk-produk
terse=but. Tanpa mengurangi hak dasar Parusahaan untuk
mengekspor hasil produksinys, skspor tsrssbut tunduk kepada
Cara pelaporan dan ketentuan-ketentuan non moneter leinnya
dari undang=undang dan peraturan-peraturan skspoe yang dard
waktu ke waktu berlaku di Indonesia dan ketentuan—*etentuan
ayat 2 Pasel ini. Tunduk kepada swtiap kontrak yang sudah
berialan untuk penjusiasn Produk-produk kepada pihlk lnin, dan
kewa i iban untuk menyediakan konsentrat guna aemanunl
kewajibhan—kewajibah Perusahaan menurut avaet % Pasal 10,
Ferusahaan harus ~ memsberikan prioritas untuk memanuhli
permintaan dalam negeri Indonesia untuk menggunakan produk-
produk  Perusabaan di Indonesia. Penjualan kepada peslanggan
Indonesaia akan mengikuti parsyaratan-psrsyvaratan dan harga
yang bersaing dengan persyaratan-persyarstan dan harga vang
ditawarkan kepada pelanggan luar negeri, '

Perusahaan harus menjual. heasil Produksinys wsesuai dengan
praktek-praktek bimnis internasional yang umum berlaku, dan
berusaha sekeras—kkarasnva untuk melaksanakannys dengan harga-
harge dan syarat-syarat penjuslan yang akan wseningkatkan
Eecara maksimal percoleban ekonomi dari operasi—-opesrani
tersebut, memberikan pangaruhb kepada kondisi-kondisi pasar
dunia dan keadaan lainnya yvang berlaku pada ‘"saat penjualan
atau kontrak dibuaty dengan kstentusn bahwa Pemarintah
mempunyal  hak atas dasar yang berlaku umum dan  tidak
mendiskriminasi terhadap P-ru:nhn-n. untuk selarang penjuslan
atau wkspor mineral-mineral atay . produk—produk apabila
Penjualan atau wekspor tersebut akan bertentangan dengan
kewajiban—kewaiiban internasicnal darli Pemerintah atau MEAUrUr
pertimbangan politik luar negeri skan mempangaruhi kepentingan

' nasional Indonesia. Dalam hal ada larangan tersebut (salain

pembatasan kuota vang *diberlakukan menurut Ferjanjian
Pemasaran-Komoditi Internasional), jika Perusahsan tidak dapat
menemukan pRagr lain dengan periyarlt:n~p-riynr.tnn dan
kondisi-kondisi yang sama, Perusahaan aksn diberikan bantuan
dan kerjasama oleh Pemerintah untuk mengatani akibat-akibat
yang mungkin timbul dari larangan tersebut.
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Eupiﬁjinq dianggap perlu oleh Perusahaan untuk nanjanin
pembiayaan Yinansil bagli pengusahssn atsu untuk sssenuhi
kawajiban—kawajlbannya kepada PEF& pamberi pinjeman,
bagaimanapun, Perusahasn akan mampunyai bak untuk melakukan
kontrak-kontrak jangka panjang untuk penjual an produk-
produknya dengan tunduk kepada kewajiban-kewaiiban vang
tercantum dalam ayat 5 Pasal 10 dan ayat 1 Pasal 11 ini.

Dalam hal penjualan atau kontrak dilakukan kepada afiliasi-
afiliami, harga—harga yang harus dibayar untuk itu, sapaniang
pimbayaran terssbut - mempengaruhl  jumiahb-jusiah pembayaran
kepada FPemerintah senurut ketentusn—ketentuan Persetujuan ini,
harus mesual dengan ketsntusan—ketentuan patda Fasal 13 dan,
sspanjang barkaitan, ketsntuan—ketentuan pada Lampirsn F
Ferastujuan ini. Perusahaan harus menyerahan kepadas Pamerintah
satliap rancangan kontrak panjuslan kepada afilisasi wuntuk
mendepat Parsstujuan sesuai ketentuan—ketentuan di ataw.
Apabila hal terssbut dilaksanakan, dan Pawerintah manyetuiul
kontrak tersebut atau gagsl semberiksn Jawaban dalsm waktu X
(tiga) bulan sejak PeEnyampatan, kontrak tersebut akan disnggap
teiah mwmenuhi syarst untuk tujuan-tujusn dimaksud sesusi
dengan ketentuan-ketentuan di atas. HSetiap pPeErjianiisn
penjuslan dengan Aftiliami hanya dilaksanakan berdasarkan pada
harga atau inml'd-ngan=plnjullnn "arm's leangth sales® dan
sesual derngan persyaratn-psrsyvaratan dan kondisi-kondisi
ugrupa, ssandainva perjanjian penjualan tersebut dilakukan
dengan pihak—pihak yang tidak beratilissi, dengan kelonggaran
Yang wajar untuk potongan—potongan dan komisi-komisi penjulan
yang lazim. Fotongan—potongan dan komimi-komisi yang diberikan
kepada Afiliasi tersebut tidak Boleh lebih bessr dari apa vang
barlaku usum sehingga potengan-potongan dan komisi-komisi itu
tidak akan mangurangl fumlah vang seharusnya diterima
seandaioya dijual kepada pibak—pihak vyeng tidak beraflliasi.
Tidak ada potongan-patongan atau komisi-komisi penjuslan boleh
diberikan kepada Afiliasi bagli penjualan untuR pamakalan
sendiri. Dalam waktu 50 (sswbilan pulubh} hari sesudah berekhir
nya tiap tahun kalender, Perusahaan akan msenyerahkan kwpada
Departemean suatu laporan yang mensrangkan perincian vang wajar
sahagaimana diminta wwcars wajar olsh Departesan Swmua
kontrak-kontrak Penjualan yang dibuat selama tahun kalender
sebelumnya sesuail dangan ketentuan-ketentuan ayat 4 ini.

Apabila Pemerintah berpesndapat bahwa suatu angka mengenai
Penjualan kepada Afilissi-A7iliasi dan perhitungan Jumlah
Pembayaran kepads Pemerintah tidak sesusi dengan ketentuan-
ketentuan ayat 4 Pasal! ini (atau dika psnjualan-psnjualan
tersebut menurct kontrak, yang telah diswtujul berdasarkan
ktt-ntuan-ktt-ntu;n ayat 4 tersebut, tidak sesual dengan
kontrak terssbut), Pemerintah dapat dalem waktu 12 (dua belas)
bulan sssudah akhir triwulan dimana produk-produk tersebut
dijual, tetapi tidak sesudah itu, mesberitahukan kepada
Perusahaan secara tertulis. Ferusahaan harus . mehyampalkan
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bukti-bukti tentang kebenaran angka-angka dalam waktu 43
{empat puluh lima) hari setelsh ditsrisanya pesbsritabhuan
tersebut. Dalam waktu 45 (empat puluh Iima) hari setelah
diterimanya bukti-bukti ‘tersebut, Pemerintah dapat
memberitabukan sacara tertulis kepada Perusahaan ' babwa

- kwbenaran angka—angaka terswbut mesih belus sewuaskan dan,

dalam waktu 10 (sepuluh) hari sssudsh diterimanva
panberitshuan tersebut oleh FPerusahaan, suatu Panitia terdiri
dari wsatu corang wakil dari dan diangkat oleh Peswsrintah dan
satu orang wakil dari dan diangkat oleh Fsrusahaan akan
diangkat untuk mempelajari persoslannya. Fanitia harus
mangadakan rapat segera di suatu teepat vang disetuiui bervama
di Indonesia dan jika anggota-anggots Panitia tidak mencapai
persstujuan dalam waktu 20  (dua puluh) hari sesudah
ﬁﬁﬁbingkltinnya atau dalam waktu yang lebih lams vyarig dapat
disetujul berwama oleh Pemerintah dan Perusahaan, meka wakil-

‘wakil tersebut akan menunjuk ssorang anggota ketiga dari

Fanitia .- tersebut, vang harus mempunyai keakhlian dalam ilauy
hukum internasional dan yang menguasai industri mineral
internasicnal. Sstelab meneliti semua bukti-bukti, Fanitia
akan menentuken apakah angka yang dipsrgunakan Parusahaan,
atau angka lain, adalah sesusal dengan ayat 2 dan 3 Fasal ini.
Keputusan dua anggota Fanitia akan eengikat bagl kedua obelah
pihak. Kegagalan dua wakil untuk mengangkat seorang anggota
ketigs dari FPanitia akan mensyaratkan, bahwa parsoalan
termebut akan diserahkan kspada arbitrass l-iu-i Pasal 21 dari
Fermsetujuen ini. Dalam waktu 90 (sssbilsn puluh) hari sstelah
#da putusan akhir ates persoslan terssbut, sesuzi ayat ini,
penyssualan—penyesuaian yang wajar vang berlaku surut akan
dibuat sasuai dengan keputusan Panitia. Peruszhaan dan
Pemerintah masing-—masing akan msmbayvar bilsya-biava anggotanvas
sendiri dalam Panitia dan setengsh dari semua biasva lainnya
untuk kegistao Panitia.

Dalam hal Perusahaan menghasilkan suatu konsentrat yang berisi
sman, parak, platina, tembaga daén logam berharga lainnya vyang
dengan mudah dapat dipimahkan, apabila layak sacars wkonoai
maka Perusahaan harus mengusahakan assskzimal sungkin untuk
mamisahkan masing-masing logam tersebut,

Dalam hal penjualan knnlnntrlt-tlmhiql; amas atau psrak kepada
suatuy Afiliasi atau kepada pasar dalam negeri atau kepada
inatansi vyang ditunjuk Femerintah, dipahami bahwa, kecuall
disetujui lain coleh Para Fihak, harga produk-produk tersebut
akan ditetapkan berdasarkan psrhitungan harga yang barlaku
umum dalam peniualan produk-produk yang sama diantara plhak-
plhak yang tidak mempunyai ikatan, ' '

' 1
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8. Jika sewsktu-waktu dalam pelaksansan passasarannya, Perusahaasn
mamurnikan, atau menerima smas atau perak yvang disurniksan dari
hesil produksinya, maka essas dan persk terssbut akan barbentuk
dan mempunyai merk yang dapat diterime dalam pasar iogam mulia
internasional. Untuk wemas, ini berarti *“the Longdon Gold
Market”, untuk perak berarti "the London Silver Market®.

8
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Perusahsan dapat mengimpor ke Indonesia barang-barang modal,
peralatan mesin-mesin (termasuk suku cadang), kendaraan-—
kendaraan (kecuali mobil sedan dan station wagon), pesawat
udara, kapal laut, alat lngkutlﬁ lainnya, perbekal an
(termasuk psralatan kesslamatan kerja, bahan kimia dan bahan
peledak) dan bahan baku yang diperlukan ustuk kegfatan

:_plrtambnnqan. eksplorasi, studi kelayvakan, konstruksi ssrta

kiqintnn teknis pendukung untuk Pengusahaan,

Untuk Jangka waktu dimulai tanggal pEnandatanganan
FPersetujuan ini dan berakhir pada ulang tahun ke B8 {delapan
belan) dari tanggal terssbut, dan kecuall ditetapkan lain
merurut ayat 4 Pasal ini, pengimparsn yang diijinkan msenurur
eyat 1 PFawal ini, (selain maksnan, pakaisn dan kapurluan
pltal  lainnya vyang diperlukan untuk kebutuhan pribadi
karyawan Perusahasn dan keluarganyas) akan dibebaskan dari bma
masuk dan akan memperoleh keringanan dan penundasn Paiak
Fartambahan Nilai yanq ssharusnyas dibayar senurut: Peraturan
Perundang-Perundangan yang berlaku darl wakru ke waktu,

Klt-ntuan-k-t-ntuan Pasal ini juga aksn berlaku bagli DBadan-
Badar yang terlibst sebagal Subkontraktor terdaftar hlqi
Perusahaan yang bekerja stau oesberikan pelayanan bagi
Pengusahaan dan untuk setiap peralatanp ¥y a&ng 1angmung
digunakan untuk menunjang Dperasi-Operasi Teknis Perusahaan
atau Bubkontraktor-Subkontraktor terssbut seperti peralatan

laboratorium dan komputer yang ditempatkan di Iuar Wilayah-
wilayah opsrasinya.

Pembsbazan atas bea mawuk dan keringanan serta peEnundaan
Pajek pertambahan nilai seperti tersebut dalam ayat 2 Pasal
ini hanya skan berlaku selams barang-barang vang diimpor itu
tidak dihamilkan atau diproduksi di Indonesia atau barang-
barang lokal termmbut tidak dapat diperclah atas dasar waktu,
biaya dan mutu yang bersaing, tanpa bea dan paiak dengan
ketentuan, bahwa untuk tujuan mesbandingkan biava impar dan
biava harang vang diproduksil dan dihasilkan di Indonesia,
suaty preami  (maksimum dua belas sstengah parsen) harus
ditambahkan pada biaya pengimporan.

b
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5.-"h't1.p peralstan (yang harus dinyatakan dangan jwlas) dan

barang yang tidak terpakai habis Yang diimpor oleh PIrunnh-anL#
-han_H|uh-knntraktnr—-uhkuntr-htnr Ferusahaan Yang terdaftar
dengan  tujuan semata-wata untuk meeberikan lasa-jasy kepada

ng-ru-nh--n dan dimaksudkan LR tuk diekepor kembal i akan

dibebasken dari bes masuk, berhak ssnerima keringanan v pgjak
pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnyag. Apabila
dsralatan dan bahan—-bahan tersebut ternvata tidax diskwpor
kembali dalam waktu vang telah dit.tlpkln, maka Perusahaan
atau lubknntr-ktnr—uubknntrnktnr dari Perusahasn barus, kecy-
ali apabilas wak tunya diperpanjang stay dibebaskan kareng alag
arn—alssan Yang dapat diterimas oleh PIerintlh. membayar bega
MASUK, pajak Pertambahan nilaj dan Pungutan lain Yang tidak
dibayar pada waktu PERasukennvya kg Indonesia. Perusahaan
harus bertenggung—jawab atas kebenaran pelaksanaan Kmwaiibarn~
kerwa }iban lubknntrlktnr—lubknntr-ktur menurut Pasal inj.

Setiap  barang yang diimpor oleh Perusahasn atay sub-
kontraktor -ub—knntr-ktnrny. yang terdattar Besusl dengan
Pasal ini dan tidak lagi diperlukan untuk k.uiatnn—k-giltln
Eksplorasi F.rt-nblngln dan Pengolahan olwh FPerusahaan dapat
dijual di luar Indenenis dan diskspor kembali pghpe dari
Pajak ekspor dan bea masuk lainnya (tidak termanuk Pajak
keun tungan kenaikan nilas modal} dan paisk Pertasbahan nilai
sasudabh memeruhi ketentuan undang—undlnq dan Peraturan—
Peraturan yang pada waktu penjuslan tersebut berlakuy dan
diterapkan secara umum oy Indonesia. Tidak akan ada barang
impor yang dapat dijua] di dalam negeri atay dipaksl swiain
Yang berbubungasn d!ﬂqln_PIHQUIlhllﬂ, kecuali setelah memenyhi
ketertuan undang-undang dan p-rnturln—p-rlturnn impor yang

pada saat PRRgimporannya itu berlaky dan diterapkan secara
umum di Indonesia.

Melihat kenyataan, bahea birinu-hlrlnq dan Jase-jana ity
masih harusg diimpar dari luar negeri dan bahwa Wilayah
Kontrak Karya Blok @ letaknya terpencill, maka untuk wmegala
tujuaan kepraktisan Urusan kepabwanan di pelabuhan laut yang
Budeh ada dan p-libuhln—p.libuhln RaBuk {ports of ontry)
laipnva untuk urusen pabean, Femerintah akan mampertimbangkan
Permohonan yang wajar dari Perusahaan yang diajukan Bawak tu—
wakty untuk mambangun pelabuhan laut atau pelabuban masLuk
demikian itu, lengkap dangan kantor bma cukai yang
diperlukanyg dengan Pertimbangan itu, maka setiap kantor baa
tukai demikian ity Yang didirikan atas Pparmintaan Perusahaan
akan dilengkapi dan dipelihara atag bisva Perusahaan dan
s@suai dengan k-t-ntutn—kntnntu-n dan PEraturan—peraturan
Yang berlaky.

Selama Perioda Operasi, FPerusahaan akan nenyerahkan kepada
Pemerintah, Paling lambat setiap tanggal 1% Nopember darg
setiap tahun, suaty daftar peralatan dan barang ¥yang akan di
impor =elama tahun  takwim berikutnya untuk memungk inkan
Femerintah meneliti dan fenyetujui MACAM-mALCaMm barang Yang
akan diimpor untuk keperluan Fengusahaan. Heskipun tdemikian,
Perusahaan dapat mengaiukan rermobonan {dengan mefyebutkan
alasannva) kepada Pemerintah untuk merubah dattar PEralatan
dan barang yang diperlukan selama tahun yang berxangkutan.

& i i Ul, 2012
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Barang Hilik Pribadi (tersaask peralaten dan barang—bareng
rumahb tangga dan tempat tinggal) milik Karyawen Yerkait vyang

terdiri dari oreng Asing akan dibsbamkan dari ijin-ijin,
pungutan dan bea impor dan reskspor.

10. Kecuali ditentukan lain

secara khusus dalas Passl ini,
FPeruwahaan akan

. sunggubh—sungguh ammatuhi pambatasan~
penbatasan dan larangan—larangan impor serta peraturan dan
tatacara yang berlaku umum.

%ﬂ#—
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Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Persstujuan ini,

Perusahaan

harus menbayar kepada Pemerintah dan harus assenuhi

kewal lban—kewaiiban pajaknya seperti ditetapkan sebagai besrikut

td)
{ii)
(iii)
{iwv}
(v)

- {wd)

(widi)

[wiii)

{iux)

u)

(xdi)

(rii)

fxdididi)

fu

Turan tatap uwntuk Wilayah Kontrak Karya atau suaty
Wilayvah Pertambangan.

Iuran eksploltasl / produksi (royalti) untuk Mineral
vang diproduksi Parusahaarn.

Pajiak Penghasilan Badan ataw Penghasilan yang dipwroleh
Ferusahaan.

Kewajiban memotong atas Fijik Penghasilan Karyvawan.

Kewajiban memotong dari Pajak Penghasilan atas bunga,
dividen, "wewa, Jjaza teknik, jasa sanajemen dan Jama
lainnys.

Faiak Pedrtasbabhan Nilai ( PPN ) atas pembelian dan

peniualan barang kena pajak, kecuali ditetapkan lain
dalam Persetujuan ini.

Bea Materal ates dokumen—-dokumen yang mah.

Bes masuk  atas barang-barang yang diimpor ke
indonesia, kecualli ditetapkan lain dalam Persstujuan
ini.

Fajak Bumi dan Bangunan { PBR )

Pungutan—pungutan, pajak-pajak, pembabanan—-pasbzbanan
dan bea-bsa yang dikenakan oleh Pamsrintaeh Dasrabh di
Indonesia yang telah dimmtujul oleh Pemerintah Pusat.

Pungutan-pungutan adsinistrasi usum dan pasmbembanan—
pembebanan untuk familites atau Jjaza dan hak—hak
khusus yang dibmriken oleh Pemerintah sepanjang
pungutan—pungutan dan pesmbsbanan-pembebanan itu telah

disetujul olsh Pemerintah Pusat. '

Pajak atas pemindahan hak pamiliksn kendaraan bermotor
dan kapal di Indonesia.

Pamenuhan keawajiban pajak.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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7 rTPn;'u-ahun tidak wajit mssmbaysr lain-lain pajak, bea-bes
punguten—pungutan, sunbangan—sumbangan, pesbebanan—penbekansn
i atau bisys-biaya sekarang maupun dikesudian hari yang dipungut
E atau dikenakan atau disetujui ocleh Fesarintah selain dari yang
ditetapkan dalam Pasal ini dan dalam ketentuan sanapun dalam

? Persstujusn ini.

1. Iuran tetap untuk Wilayah atau suaty Wilayah Pertasbangan.

Ferusahaan harus wembayar, dalam Rupiah, dalam Dollar Amgriks
Serikat atau dalam mata uang lain yang disetujui barsama,
sejumlah wuang untuk tisp tahun sebagai iuran tetap yang akan
, dihitung menurut Jumlah hektar yvang tersasuk dalam Wilayah
' Kontrak Karya, atau Wilayah Pertambangan, sebagaimana adanya,
’ dihitung padsa tanggal 1 Januari dan 1 Juli dari setiap tahun,
pEmbayaran—pambayaran itu  akan dilakukan dimuka dalas dua
kali pembaysran masing-masing dalam wakty tiga puluh hari
setwlah tanggal-tanggal tersebut selasa Jangka Wk ty

Fersetujuan ini dan dapat dibayarkan saparti ditetapkan dalam
lampiran "p" sabagaimana terlampir.

: 2. Iuran ekxploitasi/produkei (royalti) untuk mineral
i diproduksi Perusahasn,

Yang
Perusashaan harus menmbayar iuran sksploitasi/produksi untul
kadar mineral hawil! Produksl dar: Wilayah Fartasbangan
sepanjang setiap Mineral dari Produkal itu serupakan Hineral-
yang nilainva sesuai dengan kebiamaan umum dibavar atau
dibayarkan kepada Perusahaan oleh pembeli.

Iuran eksploitasi/produksi akan dibayar dalam Rupiah, dalasa
Dollar Amerika Serikat atau mata uang lain yang disstujui
bersama, dan harus dibayar dalam jangka waktu eham puluh harj
swtelah berakhirnya setiap triwulan. Setiap pesbavaran harus
disertai dengan suatu parnyataan vang cukup terinci yang
merupakan dasar perhitungan iuran eknploitasi/produkei  untuk

Pehgapalan-pengapalan atau penjualan-penjuslan vyang dilakukan
aglama triwulan sebelumnya.

Turan eksploitesi/produksi akan dihitung sebagal berikut i

#. Dalam hal tembaga dijual sebagai konsentrat (berzama-wama
dengan Logam Mulia yang merupakan Mineral Ikutan dengan

tembaga tersebut} atau dilebur atau diclah oleh atau atas
nama Perusahaan i

(1} Palam hal tembaga tersebut dijual sabagal konsentrat,
jumlah royalti yang akan dibayar berkaitan dangan
kandungan tambaga yang dibayar dari konssntrat Tyang
dijual oleh Parusahaan selasa suatu triwulan adalah
suxtu Jumlabh  yang mama dengan nilaji R dalam rumsus
sebagai berikut i
CR ~ [(P X ACP) - BRFS) X PCT

C PR TR TS ¢ W PTTTUTT et
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dimans ¥

P = Jumlah pon teabaga yang dibayar yang terkandung
dalam konsentrat vyang dijual selama suatu
triwulang

ACP = Harga Tembaga yang Barlaku ditentukan saperti
ditetapkan dalam (b) dibawahj

SRFS = biava peleburan dan pangolaban, dan
pengangkutan, dan  biaya-biava penjualan
lainnva, yang dikeluarkan Perusahaan berksnaan
dengan konssntrat terssbut, dang :

PCT = perreantase yang digunakan ssbagal berikut i

(1) jika Harga Tesmbaga yang Berlaku sdalah ASS
0, 7000 per pon atau kurang) PCT = 1,350%.

(2} jika Harga Tembaga vyang Berlaku adalah
lebih dari AGS 1,100 per pony PCT = 3,30%.

{3} iika Harga Tembaga yang Berlaku adalah
lebih dari ASS 0,9000 per pon tetapi tidak
lebih dari AS® 1,1000 per pon tarip
perhitungan mempergunakan rusus' webagal

berikut i
1 ACP — 20
PCL = 21,80 + ~<—n——em i
A 10 '

dimana PCT = tarip royalti dalam persea,dan
ACP = Harga Tembaga yang Berlaku
dalam sen ABS pmr pon.

(ii) Dalam hal t-mblqi dilwbur atay diolab oleh atau atas
nama Perusahaan, royalti harus didasarkan kepada
kandungan tembaga yang dibayar dari konasntrat yang
dilebur den diclah Perusahsan selama suatu triwclan
dan harus ditetapkan dengan rumus distas dengan SRFS
merupakan bisva—-blaya peleburan dan pehgolahan, dan
pengangkutan dan biayve—hiaya psnjualan lainnva vyang
akan seharusnya dibavyar oleh Perusahaan dalam hal
konsentrat tersebut dilebur atau diolah aleh satu
pihak yvang indepsnden (dimana, jika Perusshaan telah

. ﬂpﬂ ﬁiﬁ
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menjual sustu konsentrat tembaga selama triwulan

tersabut, harus rata-rate SRF8 yang berlsku untuk
itulz dan

f‘fﬁ‘-\

__.'_-‘f

f:

&
e,

(11ii) /tarip royalti yang barlaku terhadap Logam Mulia yang
Km.rupiklﬂ Mireral Ikutan dengan tembage twrsabut
adaiah 1% dari harga jual, didesarkan kepada Harga

Eman yang Barlaku atau Harga Ferak yang Berlaku.

b. Definisi berikut digunakan untuk ketentusn—-ketentuan

dalam

(i)

(i)

(iii)

(iv)

{wv)

¥

FPersetujuan ini dalam hubungan dengan Rovaltil 3

Istilah "Harga Tembaga yang Bwrlaky® berarti Yang
perkenaan dengan kandungan tembaga dalam
konsentrat yang dijual oleh Perusahaan el ana
suatuy triwulan, satu harga yang mama dengan harga
Jual tunai the London Matal Exchange yang resmil
un bk kandungan harga tertingoi sebagaimana
dipublikasikan dalam "Metals Week" dirata-ratakan
ssiama triwulan terwshyt.

istilah “Harga Emas vang Bsrlaku® berarti yang
berhubungan dengan kandungan smas tsbagai Mineral
ITkutan didalam Xonmentrat yang dijual aleh
Perusahaan selama suaty triwulan, satu harga yang
Rama dengan harga rata-rata dari “The London
Bullion Market Bpot Morning ("Initial") dan
"aftternoon  (“final') untuk emas dalam sata usng
Amerika  Serikat seperti dipublikasiksn dalam
"Metala Wesk" dirata—ratakan sSwlama triwulan
tersebut.

Istilah "Harga Perak yang Berlaku" berarti yang
berhubungan dengan kandungan perak sebagal Mineral
Ikutan dalam konsentrat yang gdifual olwh
FPerusshaan selams suatu triwulan, =satu harga yang
Sama desngan "The London bullion brokers wspot
price” dalam mata uang Amerika Serikat :-hnqginnn-
dipublikasikan dalam "Metals Weak" dirata-ratakan
selama triwuwlan tersebut.

Istilabh “dapat dibavar® jika dipergunakan dalam
hubungan dengan kandungaen tembaga, smss dan perak
dalam konssntrat vang dijual Perusahaan, berarti
bagian dari kandungan tersebut untuk ®manh satu
harga dibavarkan kepada Ferusahaan.

Istilah ‘“"pon" berarti, yang berhubungean dengan
tembaga, enambemlas ons (ukuran barat).
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(vi) Istilah "ons" berarti, yeng berhubungan dengan
smas dan perak, sstu troy ons yaitu 31,1033 gras.

{vii) Istilah “biaya—-biaya peleburan dan pengolaban,
pengangkutan dan blaya—-biaya penjualan llihnyl“
berarti yang barhubungan dengan konssntrat
yang dijuyal Perusahaan, jumlah kessluruhan dari
biava—-biaya yang berkenaan dehgan konzentrat
tersebut yang dikurangkan dari psnjualan kotor
dalam menetapkan Penjualan Bersih.

c. Harga~harga tembaga , eman dan perak, jika dikutip dalam

mats usng pound sterling (atau mata uang lainnya) dari
pada dalam Dollar Amerika Serikat oleh "Metals Wesk" (atsu
publikasi lainnya yang menggantikan “Meatals Wesk® dengan
persetujuan bersama antara Perusahaan dan Departesmen),
harus dikonversi harian selasa setiap triwulan kedalam
Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan tarip beli
tengah harli (the noon buying rate) untuk sterling (atau
mata uang Aming lain) untuk pengiriman dengan kawat
ssbagaimana disahkan olish "the Federal Reserve Bank of New
York" untuk kepsrluan pabman. | i

Harga rata-rata untuk setiap triwulan terssbut harus
dihitung dengan menjumlah nilai yang setarsa dengan Dollar
Amerika Serikat dari setiap harga harian (atau harga rata-
rata hariarn, dalam hal wuntuk smas} dan membagli Jjumlah
tersebut dengan Jumlah hari—hari pasar dalam triwclen
tersebut.

Dalam hal bahwa tidak Perusahaan saupun Departemen pErcaya
bahwa harga pasar dari tembaga, ssas atau harga pesrak yang
ditentukan dalem Pasal 13 ini tidak lagi dapat dikutip
dtau ditetapkan swbagai sumber pENguAausan yang dapat
dipercaya, kemudian atas psmberitahuan tertulis oleh
Perumahaan atau Depar temen kapada pihak lainnya,
Ferusahaan dan Departemen harus segera berkonsul tasi
dengan satu maksud untuk menstapkan satu
penerbitan/petunjuk baru harga pasar tembaga, enas atau
perak, sebagaimana adanya, pwnerbitan/petunjuk harga pesar
baru tersebut adalah sama, ssbsgitu jauh adalah praktis,
seperti ditetapksn diatas. Jika Perusahaan atau Departessn
memberikan pemberitahuan tersebut, Perusahaan harus terus
mambavar royalti berdasarkan satu harga pasar yang
dipublikasi yang ditetapkan oleh Perusahaan dengan cara
Jujur untuk metal terssbut, dalam hal semua konsentrat
dikapalkan selama pericde mulai deri tanggal pemberitahuan
tersebut dan berakhir pada tanggal dimana Perusahaan dan
Departemen harus mencapai persetuivan berkenaan d-nqah
satu pesnerbitan/petunjuk baru harga paser untuk logam
terkait tersebut. K '

%}ﬁf
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Pancatstan dari jumiah pambayaran royalti tombags
berhubungan dengan Ronsentrat yang dijual Perusahaan
swlama satu triwulan yvang dibavar harus dibust berdasarkan
berat karing akhir, pengujian kadar logam, dan blava-biaya
peleburan dan pengolahan, pesnigangkutan dan blayva-biaya
penjualan lainnys yang ditetapkan mssual dengan kontrak-
kontrak penjualan, psngangkutan, asuransl dan lain-lain
kontrak vang berlaku sebagaimana dibuktikan dengan invoice
akhir, tagihan—tagihan muatan dah psngangkutan dan dokumen
lainnya vyang berhubungan dengan psngapalan dan bongkar
muat, Sepanjang bahwa berat kering akhir, pengujian kadar
logam, dan biaya—blaya peleburan dan pengolahan,
pengangkutan dan bilays-blaya penjuzlan lainnya balum
ditetapkan, pencatatan tersebut harus dibust berdasarkan
berat kering semsntars, pengujian kadar logam, atau blaya-
biaya peleburan dan pengolahan, pefigaigkutan dan biaya-
biave penjualan lainnya, sspertl ditetapkan sssuai dengan
kontrak—kontrak penjualan, pesngangkutan, asuransi dan
lain—lain kontrak vang dipsrgunakan ssbagaimana dibuktikan
dengan invoice ssmantara, tagihan bisaya angkutan dan
dokumen=dokumern lain, tunduk kepada psiyesuaian keatas
atau kebawah berdasarkan berat kering akhir, psngullan
kadar logam, atsu biayva-biaya pwleburan dan pangolahan,
bisya~biaya pengangkutdn atau biaya pesajualan lainnya.
Jika jumlah peanbsyaran royaltl yang dibuat - berkenaan

dongan sustu muatan Harl konsentrat berdasarkan barat
kering sementara, pengujilan kadar logas, atau Einy.-hiarl
peleburan dan pesngolahan, psngangkutan atau biaya-biaya
penjualan lainnva adalab lebibh besar astau kurang dari
fumlah yang dicatat berdasarkan berat kering akhir,
pengulian kadar logam, mtau bisys—biavya pwleburan dan
pengolahan, ~pengangkutarn dan biays-biays penjualan lain-
nya, jumlah yang Flllblhin atsy kekurengan harus dikurangi
dari atau ditambahkan kepada, sebagaimana sdsnya, jumslah
panbayaran royaltl yang dibayar pada tanggal pesbayaran
triwulan satelah pesnetepan berat kering akhir, psngujlian
kadar logam, atau biava—biaya ¢elsburan dan pengolahan,
pengangkutan atau biays-blaya penjuslan lainnya.

Swtiap penbayaran harus disertai surat keterangan yang
ditandatangani ssorang direktur sksskutip dari Ferusahaan
yang mepunjukkan rinclan yang layak atas psncatatan dari
jumiah pewbayaran royalti yang dibavar, tersasuk Juslah
swtiap penyesuaian pambayaran royvalti yang dibuat
berkesnaan dengan satiap triwulan sebslumsnya.

Konsentrat harus diinqﬁlp dijuil }ika dokumsen p-nju-inn
sampai kepada pembeli sesuai dengan kontrak penjualan yang
berlaku. E ’

Dalam hal Logam Mulia dan Logam lainnyas tidak diliput
dalam kwtentuan avat (a}, tarip royalti yang dipergunakan
harus dicatat berdasarkan nilai pasar dsri kandungan
Minsral yang ditetapkan sesudah dikurangi dengan biaya-
biaya peleburan dan pengolahan yang dipergunakan, dan
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ongkos pengangkutan dan biaya-biaya psnjualan l-lnﬁr..

dengan tapip royalti {(yang sungkin berbetda dengan harga
pasar Yyang berlaku) adalah ditetapkan dengan perundingan
antara Parusahasn dan Pessrintah, didasarkan kepada
prinsip weskonomi umum yang tercerain dalas tarip royalti
vang ditentukan dalam ayat inl untuk tembaga dan Logam
Mulia yang adalah Mineral Ikutan; desngan ketentuan
bagaimanapun, bahwa tidak akan tarip royalti tersabut
kurang dari 1% atau lebih dari 3,3%. Perundingan terssbut
harus sSelesai, berkenasn dengan setiap HMineral, swbsium
waktu Perusahsan pertama sekali mssulal konstruksi atas
suatu fasilitas Mineral yang berkaitan dengan Mineral
tersgbut vanyg diizinkan oleh Persetujusn ini. Pencatatan
yang aktual dari royalti akan didasarksn kepada kstentuan-

katentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam avat i)
sampal dengan (f).

Perusahaan harus membayar suatu Royaltl Tambabhan Yang
dapat berlaku berkenaan dengan Mineral yang Diwkapor
sebagai Bijih yang Tidak DPapat Dimanfaatkarn dari
Indonesia ( "Royalti Tambahan"). Royalti Tambahan haruws
dibavar hanya sepanjang suatu Minwral dalam Froduksi
Perusahaan yang ‘diekspor dari Indonssias adalah satu
Mineral vyang -nilsinya menurut kebliassan umum dibayar
kepada Parusahaan oleh pumbeli. Tarip Royalti Tambahan
yang akan dibayar adalah sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran “B" sebagaimana terlamplr. Royalti Tambahan akan
bertambah atau berkurang dalam perbandingan yang Sama
dimana harga yang berlaku adalah bharbeda dsngan bargs-
harga yang tercantum dalam Lampiran “B% untuk wmetiap
Mineral yang dijual.

Royalti Tambahan tidak dibayar untuk 1

(i) Ekspor Logam ®Mulla dalam hentuk Mineral [kutan,
batangan dore bullion atau konsentrat, atau

(ii) Suatu Mineral yang diskspor dalam satu bentuk yang
didaftar sebagai pengecualian dalam kolom & dari
Lampiran "G%,.

Tatacara yang digunakan untuk Royalti Tambahan adslah,
dengan penyesuaian yang perlu, tatacara dari perhitungan
dan pembayaran royalti ssbagimana diatur diatas dalam ayst
z (tidak termasuk untuk batasan—batasan tarip yang
dicantumkan dalam ayat (g) diatam). Pemerintah akan {atas
permohonan tertulis dari Perusahaan)} ssnstapkan tahap dari
Produksi yang dibasbaskan dari Royalti Teambahan untuk
setiap Mineral vyang tidak ada tahaphya tercantum dalam
kolom & Lampiran “G", tahap tarsebut akan konsisten dengan
tahapan—tahapan yang ditetapkan dalam kolom & Lampiran “8"
untuk Mineral yang sama. Untuk suatu Mineral atau bijih
vang tidak mangenal /mempunyal harga intemasional dalam
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Lampiran "6", Femerintah akan (atas psrmohonan tertulis,
dari Perusahaan) menetapkan harga terssbut berdasarkan
prinsip-~prinsip skonomi usum vang berlaku wntuk senstapkan
royalti untuk tembaga dan Logam Mulia seperti ditentukan
diatas dalam avat 2 ini. BoE :

Fajmak Penghasilan DPadan atas plnqhnnilln_ yang diperoleh
Parusahaan .

Ferusahaan akan membayar pajak psnghasilan badan idihitung
s@suai dsngan Lampiran “FY) atas plnnhnuilin. yaitu setiap
tambahan ksmampuan ekonomi yang diterima ataw ' diperolsh
FPerusahaan, baik vyang barass] dari Indonssia maupurt dari luar
Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk 'upnpuh. termanuk
tetapi tidak terbatas kepada laba kotor ates umaha, dividen,
bungs dan royaltip tarip pajak yang akan dikenakan salama
jangka waktu Persstujuan ini adalab sahagal berikut 1

(a) 1%% {lima belas persen) untuk pnnqh;;illn_ kena pajak
sampai dengan Rp. 10.000.000,00 {sepuluh Juta ruplah}).

(b} 25% (dua puluh lima perssn) untuk penghasilan kena pajak
lebih dari Rp. 10.009.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampal
dengan Rp. 50.000.000,00 (lima pulub juta rupiah).

(c) 35% (tiga pulub lima persen) untuk penghasilan kena pajak
1gbih dari Rp. 30.000.000,00 {lima puluh juta rupish).

Untuk menghitung penghasilan kena pajak, berlaku tatacara
perhitungan Fajak Fenghasilan w=ssbagaimana tercantum dalam
Lampiran "F" yang merupakan bagian dari Pearsstujuan inl dan
kecuali ditemtapkan lain dalam Persetujuan ini dan dalam
Lampiran “F", ketentuan ssbagaimana dinyatakan dalem Undang—
undang FPajak Penghanllan 1984, Undang—undang No, 7 Tahbun 1983
dan peraturan pelaksanaannya, akan bBarlaku.

Pajak penghasilan Karyawah.

(i) Parusahaan berkewajiban untuk memotong den senyetorkan
pajak penghasilan atas penghasilan peagawali Psrusahaan
berdanarkan FPazal 21 Undang=—undang Pajak Falak
Feanghasilan 1984, Undang—undang No. 7 Tahun 1983.

{ii) Penghasilan Karyawan Terliput {(Coverwd Employass) yang
bekerja dilapangan adalah disatu wilayah terpencil tidak
termaguk bentuk natura atau kenikmatan lain wneparti
berikut yang disediakan oleh Perusahaan t :

{a} pelayanan pengobatan yang disediakan kupada ¥Karyawsn
Tarliput {termasuk tanggungan mereks), termasuk
pelayanan yang disediakan menurut Pasal 17 ayat 73
bagaimanapun, pelayanan pengobatan yang disediakan
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(iv)

T g b il B

diluar Wilayah Kontrak Karya atau Suatu Wilayah
Froyek, &kepada direksi Perusahsan pada tingkatan

Wakil Presiden ateu yang lebih tinggi harus ditinjau
berdasarkan kasus demi kasus untuk ssnetapkan apakah
pelayvanan tersebut adalah psnghasilanj

(b) cuti tahunan untuk Karyawan Terliput (termasuk tang—
gungan mareka) vang tinggal disatu dawrah terpencil;

(c) biaya pendidikan dalem Nilayah Kontrak Karya atauy
Wilayah Proyek yang terkait bagi keluarga Xaryawan
Terliput {termasuk tangQungan msereka), termasuk
pendidikan yang diberikan wesuai Pamal 17 ayat @)

{d} parusahan disatu dasrah terpancil vang disadiakan

untuk Karyawan Terliput (tersssuk tanggungsn sarekal;
dan

{w) makanan yang dissdiakan untuk Karyawan Terliput
disuatu lokasi yvang terpsncil.

Individu Aming vang dipmkerjakan atau dimanfaatkan weleh
Ferusahaan atau Subsidiarinya atau Bub—~kontraktornya
dan yang berada di Indonmsia untuk 183 hari atau kurang
dalam metiap Jangka waktu dua belas bulan harus dikenakan
pajak penghasilan yang melalui pemctongan oleh Perusahaan
dengan tarip 20X {(atau pewrsentese lain yang lebih rendah
karena diberlakukarnnya satu Perjanjlan Penghindaran Pajak
FHerganda yang relmvan) atas penghasilan kotor dari jasa-
jasa yang dilakzanakan di Indonesia berdasarkan Pagal 2&
Undang—undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang No.7
Tahun 1983. Penghasilan darl Individy Awing demiklan itu
¥ ang dikenakan pajak di Indonesia hanya aancakup
penghasilen dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada
meraka atas jasa yang dilakukan di Indonezia. '

Individu Asing yang dipskeriakan atau dimanfaatkan oleh
Ferusahaan atau Bubuidiarinya atsu Sub-~kontraktornya dan
berada ©i Indonesia lebih dari 183 hari dalam smtisp
Jangka waktu 12 bulan atay berssksuwd untuk bertespat
tinggal oi Indonesmia, harus dikenakan pajak penghasilan
karvawan Indonesia. Psrusahaan harus sesotong pajak
panghasilan karyawan berdasarkan Pasal 21 Undang-undang
Fajak Penghasilan 1984, Undang-undang No. 7 Tabun 1983
dari penghaszilan vang diterima oleh karyawan Perusahaan
dehgan menpertimbangkan peraturan yang berkenaan dengan
penghasilan yang dapat dikurangkan. Penghasian Individu
Asing tersebut mencakup segala jenizs penghamilan vang
dibayarkan kepada mereka oleh Perusahaan tetapl Rarus
tidak termasuk kenikmatan karyvawan vyang tidak dapat
dikurangkan dalam psrhitungan penghasilan kena pajsk dari
Ferusahaan ataupun tidak termasuk yang diatur dalam sub
ayat (ii) dari ayat 4 tersebut diatas,
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s. Pajak penghasilan atas gividen, bunga dan royaltd.

(a) Parusahsan harus sesuai dengan Undeng-undang  Pajak
Penghasilasn 17684 dan undang-undang dan persturan—peraturan
yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persstujuan
ini, mesctong dan manyetorkan kepade Pamerintah pajak~
pajak penghasilan atas psmbayarsn royalti, sawa dan kom=

i psnsasi lainnya yang barhubungan dengan penggunaan harta

1 kakayaan yang tak bergerak dan konpensssl dibayarkan untuk

' bantuan teknik atau jasa manajamen yang dilakukan di Indo-

1 nesia, dengan tarip ssbagal berikut (atau tarip lain vyang
lgbih rendah y&ng berlaku dari waktu ke wakiu menurut sua-=
tu Perjaniian Penghindaran Fajak Berganda yang .ralevan)s
iima bslas parsem dalam hal pasbayaran kepada seorany
wajib pajak dalam negurli den dua puluh parsen dalam hal
pembay aran kepada seorang wajib pajak luar nagerl.

(b) FParusahaan (dan gsubsidiarinya dan Afiliasinya sepanjangy
melaksanskan tugas—tugas tersabut dibawah) harus, seaual
dengann Undang-undang Fajak Penghasilan 19684 dan undang-
undanyg dan p.r-tur:n—pcruturln vang .berlaku pada tangoal
ditsndastanganinya Persatujuan ini, BeSctong dan
manyetorkan kepada Pamarintah pajak panghasilan atas
pambayarap ‘dividen dengan tarip lima belass parsen (atau
tarip lain yang lnﬁih randah yang bsrlaku dari waktu ka
waktu menurut suatu Perjaniian Panghindarian Pajak Perganda
¥y ang ralevan) . .

{c) Perusahaan harus, Susuali dengan Undang—undang Pajak
ranghasilan 1984 dan undang-undang dan peraturan—
peraturan yang berlaky pada tanggal _ditandatanganinya
Perasetujuan ini, semotong dan asnystorkan  kepada
pemerintah pajak punghasilan atas pembayaran bunga dengan
tarip swbagai berikut (atau tarip lain yang labih rendah
yang berlaku dari waktu ke waktu sanurut suatu Parjanjian
Fenghindaran Pajak Berganda yang relevan)) lisa balas
persen dalam hal pesbayaran kepada seorahg walib pajak
dalam negeri dan dua puluh perssn dalam hal pasbayaran
kepada meOrang wajib pajsk luar negerl) dengén ketentuan
batwa, salamd berlakunyd Persstujuan ini, Parusahaan (dan
Subsidiarinys dan atiliasinya sepanjang aslaksanakan
tugas—tugas tersebut dibawah} harus dibsbaskan dari setiap
pajak penghasilan yvang dipungut pesarintah ‘atas setiap
bunga dalam pentuk apapun yang dibayar atas watiap hutang
perusahaan {dan gubmsidiarinya dan ;iililti " tmrseabut)
menurut perjaniian hutang yang dibuat mabelua tanggal
ditandatanganinya Firlitujuun {ni. Untuk makuud teraabut,
burga termasuk pembayaran untuk Jasinan hwutang dan
pembayaran laloanya yang digolongkan swbagai bunga untuk
maksud undang-undang Indonewia dan perjanjian hutang
rarmasuk BEMUA perjanitan hutang Yang senperlengkapl untuk
pembayaran bunga turlihut. E '
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4. Pajak Pertambahan Nilal dan Pajak Panjualisn atas ilr.ﬁq- h.

dibebankan atas impor dan pengiriman barang-barang dan JSawa
kena pajak.

Berkenaan dengan kewajiban yang dimaksud dengan Pajsk
FPertambahan  Nilai atas Barang-barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mawah, Undang-undang F-jlk Pertambahan
Milai 1984, Undang-undang No. B Tahun 19683 dan peraturan-
paraturan pelaksanaan yang berlaku pada tanggal
ditandatanganinya Persstujuan ini { "Undang-undang  PPN")
Perusahaan (untuk dirinya dan Subsidiari dan Afiliasinya
s@panjang melaksanakan tugas—tugas dibawah ini} smtutu

kmCuali ditentukan lain dalam Perastuiuan ini,sehegai h-rihui:

(i) Harus mendattarkan usahanya sebagai satu pengussha kena
Pajak untuk maksud Pajak Pertasbahan Nilaij

{ii) Harus memungut dan aanyettrkan atas psnjualan dan
: penyerahan atas pajak hasil Produk yang ﬁitanhqnu (padak
o keluaran) dengan tarip yang berlaku atau tarip—tarip
menurut Undang—undang PPN; '

(iif) Harus memungut dan menyetorkan pajak msnurut Undang-
undang PPN -gnuai dengan Keputusan Prasiden Republik
Indonesia No. 36 tahun 19880 atau keputusan—keputusan

: lain yang mempunyai efek yang samaj

{iv) Perusahaan harus tunduk kepada kewajiban untuk measbayar
pajak menurut Undang=undang PPN atas impar atau
pembelian dan pesnyediaan barang—barang kena pajak atau

jama~jaxa kena pajak.

(vw) Fajak menurut Usdang-undeng PPN, terutasa atas imspor
atau pemnbelian barang-barang kens pajak dalam bentuk
masin-mesin dan paralatan-paralatan lainnya, dapat

; diberikan penangguban sesusi dengan paraturan—peraturan

r vany berlaku dari waktu ke waktu.

I e S T s T

(vi) Pesmbayaran—psabayaran ashurut Undang—undang PPN untuk
impor dan pembelian dalam negeri atas barsng—barang dan
jaga—jasa kena pajak (pajak masukan} dapat dikrwditkan
terhadap pembayaran—psmbayaran atas pajak kmluaran
sesual Undang—undang PPN,

(vii) Jika pajak masuken lebib besar darl pajak keluaran,
kelebihan tersebut ddpit atau dikompensasikan dengan
pitak keluaran untuk maza pajak berikutnya atau

- dibayvarkan keabali kepada Parusahaan, sebagaimana
dimohon oleh Perusahaan. Setiap pesbayaran keabali harus
dilakukan dalam waktu satu bulan sesudah tanggal darl

surat permohonan pangambalian terssbut.
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7. Bea Materaili atas dokumen—-dokumen.

Segsual ketentuan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1985
tertanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Materai.

B. Bea Masuk atas barang—barang yvang diimpor ke Indonesia.

(i)

(ii)

(iii)

9. Pajak

Fajak

(i)

(ii)

FPembebasan dan keringanan—keringanan bea masuk atas
impor barang-—barang modal, peralatan—peralatan, mesin-
mesin {termasuk suku cadang), kendaraan—kendaraan
{kecuali mobil sedan dan station wagon), pesawat udara,
alat angkutan air, alat angkutan lainnva, barang-barang
habis pakai {termasuk bahan kimlia dan bahan peledak,
taéapi tidak termasuk bahan kelontong dam bahan makanan)
dan bahan mentah vang sesuai kebutuhan Perusahaan,
sebagai ditetapkan dalam Fasal 12 diatas, berdasarkan
Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengenai Fenanaman Modal
Asing sebagaimana dirubabh dengan Undang-undang No. 11
tahun 1970,

Barang—barang lain termasuk milik pribadi tunduk kepada
undang-undang dan peraturan—peraturan bea masuk yang
berlakuy dari waktu ke waktu, kecuali ditetapkan lain
dalam Fasal 12.

Tembakau dan minuman keras tunduk kepada pajak cukai
s@sual undang-undang yang berlaku.

Bumi dan Bangumnan (PBB). Perusahaan harus membayar
Bumi dan Bangunan {(PBR), dalam Rupiah, sebagai berikut :

Selama FPerioda—perioda Penyelidikan Umum, Eksplorasi,
Studi Kelayakan dan Konstruksi, satu jumlah yang sama
dengan Jjumlah iuran tetap (deadrent). GSelama Ferioda
Froduksi, satu Jjumlah yang sama dengan Jjumlah iuran
tetap, ditambah pajak tanah tahunan tambahan sesual
dengan 0,54 ¥ 20% dari penerimaan kotor dari operasi
Pertambangan. Pembayaran—pembayaran tersebut harus
dibuat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat

1 dari Pasal ini.

Satu Jumlah yang diukur'dari jumlah meter persegl luas
tanah dan luas bangunan yang digunakan Perusahaan bagi

fagsilitas—fasilitasnya yang tertutup untuk LimLim o
pembayaran tersebut dilakukan selama Jjangka waktu
Persetujuan inmi sesual dengan undang—undang dan

peraturan-peraturan yang dari waktu ke waktu berlakuj
dengan ketentuan, bahwa tarip yang dikenakan kepada
Ferusahaan harus yang berlaku umum dalam industri
Fertambangan di Indonesia.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012




10.

1i.

12.

1X.

Pungutan-pungutan, pajak-pajak, pembebanan-pembebanan dan
bea-bea vang dikenakan oleh Femerintah Daerah di Indonesia
yang telah disetujui oleh Pamerintah Pusat dan adalah dangan
tarip-tarip vyang tidak lebih tinggi dari pungutan dan
pembebanan Y ang berlaku pada tenggal ditandatangani
Persetujuan ini dan dihitung sedemikian sehingga tidak akan
lebih berat kepada Perusahaan daripada ketentuan pada tanggal
ditandatanganinya FPersetujuan ini.

Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini , pungutan dan
pembebanan—-pembebanan administrasi umum untuk fasilitas-
fasilitas atau jasa—-jasa dan hak—hak khusus vyang diberikan
ocleh Pemerintah sepanjang pungutan—pungutan dan pembebanan-
pembebanan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan
adalah dengan tarip-tarip vyang tidak lebih tinggi dari
pungutan—pungutan dan pembabanan—pembebanan yang berlaku pada
tanggal ditandatangani Persetujuan ini dan dihitung sedemiki-
an sehingga tidak akan lebih berat kepada Perusahaan daripada
ketentuan pada tanggal ditandatangani Persetujuan ini.

Fajak atas pemindahan pemilikan harus dibayar untuk kendara-
an-kendaraan (pajak dipungut ocleh Pemerintah Daerah dimana
kendaraan tersebut didaftarkan dengan tarip-tarip sesuai de-
ngan peraturan Pemerintah Daerah termaksud yang dari waktu ke
waktu berlaku) dan untuk kapal-kapal atau alat angkutan laut
yang bekerja di Indonesia (paiak dipungut oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan, dimana
kapal—-kapal atau alat angkutan laut tersebut didaftarkan).

Pemenuhan kewajiban pajak.

L B Ferusahaan harus memezlihara  buku-buku dan catatan-
catatan pajak yang layak dan bagaimanapun tunduk kepada
persyaratan—persyaratan untuk pencatatan—-pencatatan dan
pembayaran pajak dari Republik Indonesia dan suatu
yurisdiksi perpajakan lain yang secara hukum terkena
suatu pajak kepada Ferusahaan.

{ii)} Perusahaan dan subsifiari dan Afiliasinya tunduk kepada
ketentuan Undang-undang FPajak Penghasilan Tahuwn 1984,
Undang-undang No. 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Mo. &

tahun 198% mengenal Ketentuan—ketentuan Umum dan
Tatacara FPerpajakan dan Persetujuan ini yang
berbubungan dengan kewajiban—kewajiban formal dan

prosedur hal-hal perpajakan seperti Nomor Pokok Wajib
Fajak, Pengembalian Pajak, pembayaran pajak, pelaporan
dan hak—-hak perpajakan seperti keberatan bezarnya
pengenaan pajak, pembayaran kembali, kredit paiak,
kompensasi dan sanksi-sanksi. '

{iii) Perusahaan harus memelihara pencatatan—pencatatan pajak
untuk Pemerintah, dengan satu cara yang konsisten
dengan FPasal 14 dan boleh menghitung dan membayar
pembayaran—pembayaran pajak tersebut dalam Dollar
nmeriﬁa Serika

t.
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(iv)

Dalam menetapkan penghasilan kena pajak FPerusahaan,
akan diterapkan prinsip-prinsip ekonomi vyang sehat,
konsisten dan diterima secara umum sebagaimana yang
layak digunakan dalam industri FPertambangan, dengan
ketentuan, bagaimanapun. bahwa dimana lebih dari satu
praktek pembukuan ditemui dipergunakan, Pemerintah
harus berkonsultasi dengan Perusahaan mengenai hal
khusus tersebut. Tanpa membatasi ketentuan umum
tersebut, uwntuk tujuwan pembukuan, FPemerintah dalam
keadaan bagaimanapun tidak akan terikat dengan sifat
khusus dari suatu transaksi dengan Afiliasi untuk
tujuan pembukuan. Dalam hal Pemerintah memastikan bahwa
suatu pembayaran, potongan,.pembebanan atau penqnluﬁrin-
pengeluaran atau transaksi-transaksi dengan satu
Afiliasi tidak wajar, layak dan konsisten dengan
praktek umum yang dilakukan oleh pihak—-pihak yang
independen dalam hubungan dengan satu transaksi untuk
hal vang sama. Femerintah dapat, untuk tujuan
menetapkan pajak penghasilan FPerusahaan, menggantikan
pembayaran, potongan, pembebanan atau pengeluaran atau
transaksi lainnya yang berlaku seandainya transaksi itu
terjadi antara pihak—pihak yang independen
#
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Ferusahaan harus memelibara di Indonesia catatan teknis,
keuangan dan perpajakan yang berhubungan dengan operasinva,
dibuat sebanding dalam rincian dan tipenva dengan vyang ada
dan sudah dilakukan pada tanggal ditandatanganinya Fersetujuan
ini vyang berhubungan dengan operasinya vang berlaku di
Indonesia. Catatan—catatan keuwangan dan perpajakan tersebut
dapat dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika
Serikat sesual pilihan Perusahaan, dan dalam bahasa Inggris.
Ferusahaan harus menverahkan kepada Pemerintah laporan
keuangan (financial statement) tahunan vang terdiri dari
neraca dan laporan rugi laba dan semua keterangan keuangan
lainnya mengenai Pengusahaan dan operasinya sesuai dengan
prinsip pembukuan yang berlaku umum di Indonesia dan semua
keterangan lain mengenai operasinva dengan rincian vang wajar
sebagaimana dikehendaki oleh Femerintah.

Femerintah dan wakilnya yang berwenang mempunyai hak untuk
meneliti dan mengadakan pemeriksaan (audit) atas laporan
keuangan dan surat pemberidtabuan pajak (SPP) dalam waktu lima
tahun sesudah berakhirnya waktu periode terakhir yang diliput
demikian. Kegagalan dari Pemerintah untuk mengajukan satu
klaim atas tambahan pembayaran bagi iuran tetap, rovalti,
pajak atau pembavaran lainnva kepada Femerintah dalam waktu
lima tahun tersebut akan menggugurkan setiap klaim vang
diajukan Pemerintah sesudah waktu tersebut.

Femerintah dan wakilnya vang berwenang dapat memasuki Wilayah
Fontrak FKarva dan setiap usaha Ferusahaan lainnvya wuntuk
mengadakan pemeriksaan kegiatan pada setiap waktu dan dari
wak tu ke waktu selama Jjam—=jam kerja. FPerusahaan harus
memberikan bantuan vang diperlukan untuk memungkinkan wakil-
wakil Pemerintah tersebut mengadakan pemeriksaan catatan-
catatan mengenai hal-hal teknis, keuangan dan pajak vang
berhubungan dengan kegiatan Perusahaan dan harus memberikan
kepada wakil-wakil tersebut keterangan vang diminta secara
wajar. Wakil tersebut harus melakukan pemeriksaan tersebut
dengan resiko sendiri dan menghindari campur tangan dengan
kegiatan normal dari Ferusahaan.
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Perusahaan harus menyampalikan kepada Departemen tidak lebih
lama dari tanggal 15 Nopember dalam setiap tahun selama jangka
wak tu Persetujuan ini, rencana kerja, rencana anggaran
pendapatan dan belanja, kontrak penjualan dan rencana
pemasaran/penjualan untuk tabun berikutnya dengan rincian yang
cukup agar Departemen dapat meneliti rencana fisik, keuangan
dan pemasaran/penjualan tersebut dan menetapkan apakah
rencana—-rencana itu sesual dengan kewajiban Perusahaan menurut
Persetujuan ini. Satu rencana kerja dan rencana anggaran
pendapatan dan belanja untuk tahun pertama dari FPersetujuan
ini berkaitan dengan Wilayah Kontrak Karya PBlok B harus
diajukan segera sesudah ditandatangani Persetujuan ini.

(a) Perusahaan harus menyerahkan Jjuga kepada Departemen
|aporan—laporan yang diminta dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat
7 dan Fasal 11.

(b) Perusahaan harus menyerahkan kepada Pemerintah keterangan=
reterangan lain dalam bentuk apapun Yyang berhubungan
dengan Pengusahaan dan belum diserahkan kepada FPemerintah
atau Departemen yang mungkin diminta oleh Pemerintah, yang
ada, atau melalui usaha yang wajar dari Perusahaan akan
ada, dalam pengendalian Perusahaan supaya Pemerintah dapat
sepenubnya menilai kegiatan—kegiatan gksplorasi dan
eksploitasi Perusahaan.

Segmua keterangan Yyang disebut dalam ayat 5 Pasal ini boleh
diserahkan kepada Departemen dalam Bahasa Inggris dan semaua
data keuangan akan dicatat dalam Dollar Amerika Serikat. Semua
informasi tersebut harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 7 ayat & ber hubungan dengan kerahasiaan.

Perusahaan harus memelihara semua catatan-catatan dan laporan—
laporan asli yang berhubungan dengan kegiatan—kegiatan dan
gperasinya menurut Persetujuan ini termasuk dokumen—dokumen
vang berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan dan
komersial dengan pihak=-pihak lain { independent parties) sarta
Afiliasi di kantor pusatnya di lndonesia. Catatan—catatan dan
laporan=laporan ini harus terbuka untuk keperluan pemeriksaan
oleh Pemerintah melalul wakilnya yang berwenang. Laporan=
laporan dan catatan—catatan tersebut harus dibuat dalam bahasa
Indonesia dan semua data keuangan harus dicatat dalam mata
uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat dan catatan—-catatan
harus Jjuga dibuat untuk nilai-nilai tukar yang berlaku
terhadap mata uang aslinya.
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B. Perusahaan harus meminta kepada Subsidiarinya, Afiliasi dan
sub—-kontraktornya, sepanjang Subsidiari, Afiliasi dan -Eub—
kontraktor tersebut bertindak atas npama Perusahaan yang
berhubungan dengan kewaiiban, kegiatan dan operasi Perusahaan
menurut FPersetujuan ini, untuk memelihara semua laporan
keuangan, catatan—-catatan, data dan informasi yang perlu untuk

memungkinkan Perusahaan menjalankan ketentuan-ketentuan dalam
Fasal 14 ini.

?. Semua catatan, laporan, rencana, peta, grafik, pembukuan,

dan
keterangan vyang diwajibkan atau dari waktu ke waktu dapat
diwajibkan untuk diserahkan oleh FPerusahaan berdasarkan
ketentuan—ketentuan dalam Persetujuan ini harus diserahkan

atas biayva Feruzsahaan.

I ,e:&.y%g:

B A T el L A e S M bty

T
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1. Semua pengiriman uang untuk penanaman modal ke Indonesia yang

PERTUKARAN ALAT PEMBAYARAN

digunakan untuk suatu pengeluaran vang akan dibuat di
Indonesia (termasuk tetapi tidak terbatas kepada modal saham
maupun pinjaman) harus dimasukkan dalam rekening penanaman
modal asing (the "PMA Account") yang dibuka diﬂatﬁ atau lebih
bank devisa di Indonesia. Semua pengiriman uang untuk
penanaman modal tersebut harus digunakan menurut peraturan
penanaman modal vyang dari waktu ke waktu berlaku bagi
perusahaan penanaman modal asing vang didirikan sesuai Undang-
undang FPenanaman Modal Asing Mo. 1 tahun 1947, sebagaimana
diubah. Fenukaran atau penjualan valuta asing vyang berasal
dari rekening PMA akan dilaksanakan melalui bank wvaluta asing
dan tidak selalu harus melalui Bank Indonesia.

Ferusahaan diberikan hak untuk mentransfer keluar negeri,
dalam mata uang yang dikehendakinya, dana—-dana dalam rekening
PMA atau diterima oleh Perusahaan dalam mata uang Rupiah
berhubungan dengan hal-hal berikut, dengan ketentuan bahwa
transfer tersebut dilaksanakan sesuai dengan undang—undang dan
peraturan vang berlaku dan didasarkan atas nilai tukar vang
berlaku umum terhadap transaksi-transaksi perdagangan :

(1) Keuntungan bersih dari operasi Perusahaan sebanding

dengan saham vang dipegang oleh penanam modal yang bukan
Indonesias

{(ii}) Pembayaran kembali pinjaman pokok dan bunganya, sepan-—
jang pinjaman itu merupakan bagian dari rencana investa-
=i Perusahaan yang telah disetujui oleh Femerintahg

{iii) Jumlah untuk penvusutan barang-barang modal vang pada
umumnya berlaku bagi perusahaan penanam modal asing yang
didirikan menurut Undang-undang No. 1 tabhun 1967,
sebagaimana disempurnakan]

{iv) Hasil—-hasil penjualan saham vyang dijual menurut
ketentuan FPasal 24 ayat 3j

(vl Biaya—biaya untuk Tenaga Keria Asing yang dipekerjakan
oleh Perusahaan serta keluarganya dan untuk latihan bagi
karyawan Indonesia diluar negerl.

(wil Hutang Perusahaan yang dinyatakan dalam valuta asing
termasuk hutang kepada kontraktor—-kontraktor dan
penjualan—penjualan peralatan dan bahan baku, atau
untuk jasa komisij

(vii) Piaya—biaya untuk perbantuan teknikj
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{viii) Biaya—-biaya perizinan;

{ist) komisi keagenan vang dibayar kepada pihak Eketiga
diluar negeri:

() Fembavaran kepada pemasok asing dari Ferusahaan,
sepanjang pembelian barang-barang dan Jjasa pelayanan
luar negeri termasuk manajemen dan jasa pelayanan yang
berkaitan, diperlukan untuk cperasi Ferusahaan atau
Fengusahaang

(ni) FRepatriasi (pengiriman kembali) modal karena likwidasi
Ferusahaan ;

{xii) Setiap fasilitas pertukaran mata uwang lainnya yang
diberikan dari waktu ke waktu kepada patusahaan vang
didirikan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal

Asing No., 1 tabun 1947, sebagaimana diubah atau vyang
diberikan oleh suatu peraturan yang dibuat berdasarkan
undang-undang tersebut atau oleh suatu undang-undang
atau peraturan—-peraturan lainnya yang berlaku.

Hasil pendapatan dari penjualan Mineral dan setiap hasil
Froduksi yang berasal dari padanya dapat digunakan sesuai
dengan kebutuhan Perusahaan. Dengan tidak mengurangi hak-hak
Ferusahaan vang disebut dimuka, Perusahaan menyetujui bahwa
untuk semua hasil penjualan eksparnya harus tunduk kepada
undang—undang dan peraturan—-peraturan yang dari waktu ke waktu
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang
terdahulu, kecuali Jika Bank Indonesia dan Ferusahaan
menvetujul lain. Syarat—syarat dari setiap persetujuan antara
Eank Indonesia dan Perusahaan tersebut tidak boleh kurang
menguntungkan bagi FPerusahaan dari persyaratan—persyaratan dan
persetujuan—persetujuan sejenis yang dibuat EBank Indonesia
dengan perusahsan—perusahaan pertambangan lainnya yang berlaku
sekarang maupun vang akan datang.

Ferusahaan dalam melaksanakan dan menunaikan hak-hak dan
kewajiban—kewajibannya vyang tercantum dalam Fersetujuan 1ini
diizinkan untuk membayar keluar negeri, dalam setiap mata uwang
vang diinginkannvya. tanpa menukar kedalam Rupiah, wmEuk
barang-barang dan Jjasa—jasa Yyang diperlukannya dan untuk
membiavail diluar negeri, dalam setiap mata uang yang
diinginkanya, setiap pengeluaran lainnva vyang timbul bagl
cperasi pertambangan berdasarkan Fersetujuan ini.

Semua Orang Asing vyang adalah karyawan Terliput dalam
kedudukan apapun mempunyal hak untuk secara bebas menahan
ataupun membelanjakan setiap dana dan asset mereka diluar
lndonesia dan mempunyai hak untuk mengimpor ke Indonesia mata
wang asing tersebut yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-
Lebutuhan mereka.
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Sehubungan dengan hal-hal lain mengenai valuta asing Yyang
timbul dengan cara atau dalam hubungan apapun dengan
Persetujuan ini, Perusahaan mempunyai hak untuk mendapatkan
perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang
diberikan kepada Perusahaan Tambang lainnya yang maelaksanakan
operasi di Indonesia.

Dengan tetap tunduk kepada ayat—ayat dimuka dalam Fasal 15
ini, Ferusahaan harus memenuhi semua syarat—-syarat laporan
keuangan dan persetujuan yang diperlukan yang berlaku bagi
perusahaan penanaman modal asing yang didirikan berdasarkan

Undang-undang Fenanaman Modal Asing. Undang—undang No. 1 tahun
1747,

Ferusahaan harus menyerahkan laporan keuangannya sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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HAK-—HAK KHUSUS PEMERINTAH

Ferusahaan dan para pemegang sahamnya setuju bahwa mereka akan
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah tidak akan:

(i) merubah Akte Pendirian Perusahaan dalam materi/hal pokok
apapuns;
({ii) merubah usaha pokok perusahaang

(iii) melikwidasi atau mengakhiri FPerusahaan secara sukarelaj

{iv) bergabung atau mengkonsoclidasikan Perusahaan dengan
perusahaan lain: atau

(v} menggadaikan &taw dengan cara lain menggunakan sebagad
jaminan Mineral dalam Wilayah Kontrak Karya.

Femerintah berhak uwuntuk menangguhkan persetujuannya atas
FeEnCcana—rencansa dan * rancangan—rancangan .yang berhubungan
dengan konstruksi, operasli, perluasan, modifikasi dan
penggantian fasilitas-fasilitas Pengusahaan diwilayah Kontrak
Karyva Blok B yang tidak sesuai dan tidak wajar yang dapat

merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi
pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas
sosial politik di daerah itu atau bertentangan dengan

kepentingan keamanan nasional. Seperti lebih jelas diterangkan
dalam Pasal B8 ayvat 4, persetujuan tersebut tidak, dapat
ditahan atau ditunda =ecara tidak wajari; dan, Jika dalam
jangka waktu tiga bulan setelah penyerahan rencana-rencana dan
rancangan—rancangan Femerintah tidak mengajukan keberatan,
maksa FeERcana-rencana dan rancangan—rancangan dimaksud dianggap
telah dissetujui.

Femerintah berhak untuk memasuki Wilayah Kon trak Karva
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 3.
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Ferusahaan waiib selalu mempekerjakan tenaga kerja Indonesia
sebanyvak mungkin dalam batas—batas yang praktis sgsual dengan
operasi vang efisien, sesuai dengan ketentuan—ketentuan dari
undang-undang dan peraturan*peraturan yvang dari waktu ke waktu
berlaku di Indonesia.

Feruzahaan tidak dibatasi dalam pengangkatan atau
pemberhentian tenaga kerja; dengan ketentuan bahwa sesual
dengan persyaratan—persyaratan yang disebutkan terlebih
dahulu, syarat-syarat dan kondisi pengangkatan dan
pemberhentian atau penertiban tenaga keria Indonesia harus
dilaksanakan berdasarkan undang—undang dan peraturan—
peraturan Indonesia yang berlaku umum pada waktu itu.

Ferusahaan harus selalu mengusahakan partisipasi secalra
langsung wWarga negara Indonesia dalam FPengusahaan dengan
menempatkan warga negara Indonesia dalam manajemen FPerusahaan.
Ferusahaan Jjuga wajib melatih warga negara indaonesia untuk
menduduki jabatan—jabatan lain yang mempunyal tanggung Jjawab.

Ferusahaan harus selalu mengadakan suatu program latihan yang
romprehensip untuk tenaga kerja Indonesia di Indonesia dan,
tergantung kepada persetujuvan Pemerintah, di negara-negara
lain dan harus melaksanakan program tersebut untuk latihan dan

pendidikan dalam rangka memenuhl persyaratan berbagai
klasifikasi pekerjaan tetap (full time) pada kegiatan
operasinya di Indonesia. PBerkenaan dengan suatu Wilayah
Fertambangan Baru, program tersebut harus dilaksanakan

sesegara mungkin gesudah dimulainya Perioda Konstruksi untuk
Wilavah Fertambangan Baru tersebut. Ferusahaan harus juga
melakukan satu program untuk memperkenalkan kepada SEBEMUA
Tenaga Kerja Asing dan sub—-kontraktor yang terdaftar, tentang
hukum dan adat kebiasaan Indonesia. :

Ferusahaan dan sub~kontraktornya yang terdaftar dapat
memasukkan ke Indonesia orang—orang Asing yang menurut
pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk melaksanakan

cperasinya dengan efisien; dengan ketentuan bahwa, Departemen
dapat memberitahukan kepada Perusahaan, dan Perusahaan harus
mempertimbangkan dengan sungguh—sungguh, keberatan—-keberatan,
berdasarkan keamanan nasional atau kebijaksanaan luar negeri
Indonesia. Atas permintaan Perusahaan {yang akan dilampiri
dengan informasi mengenai pendidikan, pengalaman dan
kwalifikasi lainnya dari tenaga kerja yang bersangkutan) dan
sesuai dengan hukum dan peraturan—pefaturan yang berlaku dari
waktu ke wakitu, Femerintah akan mengatur cara-cara untuk
memperoleh semua izin yang diperlukan,
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visa dan dijin-ijin lain vang wsungkin diperlukang dalam
hubungan ini Perusahaan harus secara barkala msenyerahkan
renceana-rencana kepsrluan tenags keria, ilpurln tenaga kerja,
rencans pendidikan dan laporsn pendidiken dalas rangka proses
Indonwsianicasl kepsda Pemerintah.

PIFUI;hlln setuju bahwa akan selalu sda perlakuan, fasilitas
dan kesespatan diantara karyswan dalam klasifikasi jabatan
yang sama berkaitan dengan gaji, fasilitas dan kesasspatan
dalam industri Pesrtasbangan tanpa mssandang Kebangsasn dan

FParusahasn harus mematuhi dengan sungguh-sungguh undang-undang -

dan peraturan—-peratursn tensga kerja vang darli waktu ke waktu
berlaku di Indonesia. Namun demikiasn, tidaklah serupakan satu
pelanggaran atas ketentuan—ketentuan dimuka untuk sendahulukan
kessnpatan kepada warga nagara Indonewsia dalam rangka
kebijaksanaan Pemarintah untuk seningkatkan pansmpatan tenaga
ksrja Indonssia semaksimal asungkin, ataupun untuk t=tap
membayar Tenaga Keris Asing yang dibawa masuk ks Indonesia
menturut syat 5 Pasal ini dengan tingkat gaji yang lebih tinggt
dari karyawan lokal dalam kesdsan dimana, berhubungan dengan
satu klamifikasi kerja vang ditetapkan, dibutuhkan untuk
meampekeriskan Tsnaga Kerjas fAsing terssbut.

Perusahaan harus menysdiakan pessliharaan dan p=leayanan
kesehatan cuma-cuma eyl sesua karyawannya yang bakarjia
disuatu Wilayah Pertambangan atau disuatu Wilayah Proyek yang
berkaitan dengan Wilayah Pertasbangan tsrsebut, sscara wajar
dan sangadakan atau memberikan perawatan kesshatan yvang cukup
sekurang—-kurangnya sesbanding dengan perawatan dalasm keadaan
yang sams di Indonesia. Dalsm hal pemukiman tetap yang
didirikan Pesrusahszan dalam kaitan dengan satu Wilayah
Partambangan, Psrusahsan harus ssnysdiakan pameliharszan dan
parawztan kesshatan selavaknys dengan cumse—cusa kepada sssus
pegawainya dan kepada sesua pejabat Pemserintah yang diminta
oleh Perusahsan untuk bekerjs di Wilayah Partasbangan tersebut
atau disuatu wilavah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah
Pertambangan tersebut dan harus sembiayal personel dan
satu apotik, klinik atau rumah wsakit vang cukup mesadai
manurut kesadaan sesual dengan undang-undang dan peraturan-
persturan Indonesia vyang dari waktu ke waktu berlaku.
Barkenaan dengan sustu Wilavah Pertambangan dimsana Perusahaan
telah mendirikan satu pemukiman <tetsp guna assnggabungkan
keivarga—ksluargs pegawai vang terkait Pengusahaan, Ferusahaan
harus menyediakan, secars cums—cuma, fasilitas sekoiah dasar
dan sekolah menengah bagi anak—-anak yang berdiam disuatu
Wilayah Proysk yang berkaitan dengan Wilayvah Pertsabangan
tersebut darli karvawan-karvawan vang beksria di Hilavah
Pertanbangan terssbut atau di dalam suatu Wilayah Proysk vyang
barkaitan dengan Wilayah Pertasbangan tersebut. Tata cara,
peraturan—peraturan dan norsa-norsa yang berlaku umua bagi
fasilitas pendidikan yang sepadan di Indonesia vang dikeluar—
kan oleh Deapartemen Pendidikan dan Kebudayaan harus dipatuhi.

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012 )‘)lb@

L T

b |
.
'

H"!!—-"z..""ﬂlﬂﬂ'n.

B0 B I O N R

-




r

Parusahaan mengakui bahwa sesual Undang-undang No. 14 tahun
1949, karyawan Perusahaan berhak. membentuk satu serikat
pekeria v ang bertujuan untuk mangadakan perundingan
kesepakatan k@ria besrsama dengan Psrusshaan. Tenags keria
tertentu dari Perusahaan adalah anggota—anggota dari suatu
serikat pekeria yang telah dliakul bailk oleh FPerusahaan
demikian Jjuga oleh Pemerintah, dan satu kessepakatan kerja
bereama dengan serikat pakerja tersebut sskarang sadang
berlaku. Perusshasn mengakui bahwa mesang diperlukan dard
waktu ke waktu mengadakan perundingan kesaspakatan kerja

bersama dengan serikat pakerja tarsabut.
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pARAL 18

Pemerintah membsrikan kepada Perusahaan hak—hak  yang
diperiukan dan akanp mengambil tindakan—tindakan isin wvang
mungkin diperlukan untuk mencapal tujuan bersana dari
Parsstujuan ini. Perusahaan mampunyal hak—=hak i-h-gai barikutt

(i} hak tunggal wuntuk memasuki Wilayvah ¥ontrak Karya atau
suatu Wilayvah Fertambangan untuk nasksud-maksud
Parsstujuan ini, untuk mambust lobang—lobanyg pesboran,
sumur-sumsur uji, dan penggal ian-penggalian, dan untuk
mengambil dan mamindahkan, tanpa mesbaysr royalti ataupun
pembayaran—psmbayaran ‘lainnya, con toh—contoh untuk
analiss dan untuk saksud-maksud risst metalurgis, pabrik
percobaan dan wntuk tujuan riset laboratorium, tersasuk
contoh besar—besaran untuk saksud—oaksud terssbut, dengan
ketentuan babwa Parusshaan harus mandapat parestujuan
dari Femerintah ssbelum mengekspor satiap contah
dimaksud, yang akan diberiksn sekasli dalas satu triwulan
dan harus_ mambayar setiap rovalti yang ditetapkan
atasnya.

(ily untuk memasuki dan tinggal di Wilayah Eontrak Karya dan
Wilayah-wilavah Proyek yang berkaitan dengan Wilayah
Kantrak Karya (tercasuk baglan dari ruang udara dan garis
pantai}, tunduk kepada hak Departemen untuk menclak suatu
uilayah Pertambangan Baru sesual ketentuan Pasal 8 ayat
. Perusahaan mengakui hal-hal yang tercantus dalam Paszal
16 Undang-undang No. 11 tahun 1967, dengan memperhatiken
ketentuan dalam Pasal 16 ayat 2 tersebut.

Dalam melaksanakan kegiatan—kegiatannya bperdasarkan Persstuju-
an ini, Perusahaan, tunduk kepada undang-undang dan paraturan-
psraturan Yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia,
mampunyai hak wntuk mesbangun fllilitll*fl?ilitll y ang
dianggap perlu; dengan katentuan bahwa 1

(i} Dalam hubungan dengan penggunaan tanah oleh Perusahaan
untuk mewbangun fasilites-familitas separtl ditetapkan
dalam Parsetujuan ini, FPearusahaan harus mambayar
pungutan—pungutan yang lazim untuk penguikuran dan
pendaftaran tanah yang dipungut oleh Kentor Pandaftaran
Tanah. Untuk memparoleh hak—hak atas tanah diluar suatu
Wilayah Pertambangan Gary, Perusahaan harus tunduk kepada
undeng-undang dan peraturan—peraturan yang barlaku wumun
dari waktu ke waktu.

Lo
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(ii) Dalam hubungan dengan kegiatan—kegiatan Ferusahaan,
tetapi tunduk kepada ketentuan dalam Fasal 13, Perusahaan
harus membayar biaya dan pungutan yang berlaku umum untuk
pelavanan yang diberikan, fasilitas yvang diminta dan hak-
hak khusus vang diberikan oleh Pemerintah; dengan
ketentuan bahwa jasa—jasa, fasilitas dan hak—-hak tersebut
diminta ocleh Perusahsan.

Tergantung kepada undang-undang dan peraturan—peraturan yang
dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia, dan tergantung pula
kepada ketentuan—ketentuan Pasal 25 ayat 2 dan FPasal 16 ayat
7. Perusahaan dapat setiap waktu mengajukan satu rencana atau
rencana—-rencana kepada -Depertemen dan dapat sesudah itu
mengajukan rencana tambahanm atau rencana petrubahan yang
meliputi

(i) Wilayah Pertambangan Baru atau Wilayah-wilayah dimana
Ferusahaan mengusulkan untuk membangun fasilitas-—
fasilitas yang berhubungan dangan produksi dari Wilayah
Kontrak kKarya Blok Bj;

{ii) semua daerah lainnya dalam Wilayah Kontrak Karya Blok E
dimana FPerusahaan bermaksud untuk membangun suatu
fas=ilitas lain yang diperlukan untuk FPengusahaan, dan
l1etalk dari semua hak—hak tersebut didataran dan diatas
daratan, termasuk hal—-hal untuk mempermudah penggunaan,
Rak—-hak untuk lewat, dan hak—hak untuk meletakkan atau
melewati, diatas atau dibawah tanah, setiap jalan, rel
kereta api., pipa—pipa, saluran—-saluran pipa, saluran—
saluran pembuangan,. saluran-saluran pengering, kabel-
kabel, kawat-kawat atau fasilitas-fasilitas yang serupa
yang mungkin diperlukan untuk Pengusahaan; dan

(iii) semua daerah lain dimana Perusahaan berhak untuk
membangun fasilitas—fasilitas tambahan yang dianggap
Perusahaan perlu atau memudahkan bagi Fengusahaan,
termasuk Wilayah Proyek yang berhubungan dengan Wilayah
Kontrak Karya Blok A.

Femerintah selanjutnya mengambil langkah—langkah untuk
memungkinkan Perusahaan menggunakan dan tinggal di dalam semua
daerah dan tanah yang tercakup oleh rancana—rencana tersebut |
atau daerah-daerah semacam itu sesuai dengan persetujuan
Femerintah dan Perusahaan) dan untuk melaksanakan hak=hak
lainnya seperti ditentukan diatas mengenai masing—-masing
daerah itu. Fenggumaan dan penguasaan suatu daerah vyang
tercakup oleh rencana-rencana termaksud, tidak akan membebani
Ferusahaan untuk membayar pungutan—pungutan atau biaya—-biava
selain vang ditetapkan di bagian lain dalam Ferzetujuan ini.
Rencana—rerncana yang diajukan sesuai dengan ayat ini harus,
sepanjang dapat dilaksanakan, memuat penjielasan secara cukup
rinci uwntuk memungkinkan identifikasi yang setepat mungkin
dari derah—-daerah yang direncanakan. Pemerintah wajib membantu
Perusahaan dalam pengaturan untuk suatu pemukiman kembali
penduduk setempat  yang diperlukan dari suatu bagian dari
Wilavah Kontrak Karya Blok B atau Wilayah Proyek adalah perlu
dan Ferusahaan harus membayar pemukiman kembali dan memberikan
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ganti rugi yvang wajar untuk setiap rumah tinggal, tanah hak
milik (termasuk tanah-tanah hak milik berdasarkan adat atau
hukum adat Indonesia, vang berlaku umum ataupun setempat) atau
perbaikan—perbaikan vyang tetap lain vang ada pada setiap
bagian tersebut vang diambil atau dirusak oleh Ferusahaan
sehubungan dengan pelaksanaan kegiatannya menpurut FPersetujuan

ini.

Tergantung kepada ketentuan—-ketentuan vang bersifat non=
moneter vyang berlaku umum dari Pemerintah Pusat, FPemerintah
Dasrah dan Propinsi, undang-undang dan peraturan-peraturan
yang dari waktu ke waktu berlaku, dan untuk pembayaran-
pembayaran vyang didasarkan kepada Pasal 13 dari FPersetujuan
ini, tetapi tidak untuk pembayaran lainnya kepada Pemerintah,
dan dengan mengakui hak-hak pihak lain vyang ada sebelum
dimulainya Ferioda Konstruksi dan tergantung kepada pembayaran
kompensasi vyang wajar kepada pihak lain tersebut dengan hak-
hak yang telah ada sebelum dimulainya Perioda EKonstruksi
sebagaimana biasa dalam Wilayah Kontrak Blok B, Ferusahaan
dapat mengambil dan menggunakan dari Wilayah Kontrak Karya
atau suatu Wilayah Froyek,; kayu (untuk keperluan konstruksi),
tanah, batu, pasir, kerikil, gamping, air dan produk serta
bahan—-bahan lainnya *yang dibutuhkan untuk atau vyang akan
digunakan oleh Fengusahaan. Dalam hubungan dengan yang disebut
diatas dan kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini,
Ferusahaan harus memperhatikan undang—-undang dan peraturan-—
peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatangani Fersetuijuan
ini vyang mengatur eksploitasi dan penggunaan sumber daya
tersebut.

Perusahaan juga berhak, =sesual dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya
Fersetujuan ini, untuk menebang dan memindahkan pohon-pohon,
tanah penutup dan penghalang lainnya, yang dianggap perlu atau
dikehendaki untuk Penambangan, fasilitas—fasilitas konstruksi
dan setiap kegiatn lain dari Perusahaan berdasarkan
Fersetujuan ini, dengan ketentuan bahwa FPerusahaan bharus
menghormati hak-hak lain vyang telah diberikan Femerintah
seperti hak penggembalaan, hak penebangan kayu dan hak-hak
bercocak tanam, dan . hak-hak melewati jalan, dengan
melaksanakan kegiatan—kegiatannya berdasarkan Persetujuan ini
sedemikian rupa agar sekecil mungkin mengganggu hak-hak

tersebut.

Ferusahaan dapat, dengan biaya sendiri, juga mengambil dan
menggunakan suatuw produk dan bahan—bahan dari daerah lain
diluar Wilavah Kontrak Karya atau Wilayah FProyek dengan tetap
tunduk kepada hak—hak dari pihak lain, berdasarkan persetujuan
Femerintah, dan dengan membayar ganti rugi sebagaimana
disetujui antara dan pihak—-pihak lain tersebut atau Femerintah
dan sesuai dengan undang—undang dan peraturan—peraturan yang
berlaku pada tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini.
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7. Atas permintaan Ferusahaan, Femerintah akan berkerjasama dalam - B
usaha untuk mengurangi setiap gangguan vang mungkin timbul
dari pihak=pihak lain yang beroperasi berdasarkan hak—hak yang
berﬂallslh.
Ferusahaan dan Pemerintah mengakui bahwa operasi yang sekarang. 8.

dan yang diusulkan nantinya, dilaksanakan disatu daerah yang

sangat terpencil dengan satu lingkungan yang sulit dan. dengan
demikian, Ferusahaan telah dan akan diminta untuk
mengembangkan fasilitas khusus dan melaksanakan tugas tugas |
khusus untuk pemenuhan dari FPersetujuan ini. Mengakui adanya
tambahan beban dan pengeluaran yang akan dipikul oleh
Perusahaan dan Jjasa—jasa tambahan yang akan dilakukan oleh
Perusahaan sebagai akibat lokasi kegiatannya berada disatu
lingkungan yang sulit, Pemerintah mengakui bahwa pengaturan
yang tepat diperlukan untuk mengurangi biaya-biaya ekonomi dan
operasional yang meruglkan sebagali akibat pelaksanaan undang-
undang dan peraturan*peraturan yang dari waktu ke waktu
berlaku, dan dalam menafsirkan kewajiban—kewajiban Ferusahaan
untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan—peraturan

tersebut.
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1.

KEADAAN KAHAR

Setiap kegagalan dari Pemaerintah atau dari Ferusabaan, untuk
melaksanakan setiap kewaijibannya berdasarkan Persetujuan ini,
tidak akan dianggap sebagai suatu pelanggaran kontrak ataupun
kelalaian, apabila kegagalan itu disebabkan ocleh keadaan
kahar, plbak yang bersangkutan telah melakukan semua langkah
pengamanan vang sesuai, telah betul-betul menjaga dan
mengambil langkah—langkah pilihan yvang wajar dengan sasaran
untuk menghindarkan kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan
kewajiban—kewajibannva berdasarkan Persetujuan inil. Jika suatu
kegiatan tertunda, terbatasi .atau terhalang oleh keadaan
kahar, maka sekalipun bertentangan dengan apa yang tersebut di
dalam Persetujuan ini, waktu untuk melaksanakan kegiatan” wvang
kena pengarubh oleh keadaan kahar dan jangka waktu Persetujuan
seperti vang tercantum dalam Pasal 31, masing-masing akan
diperpanijiang dengan jangka wakitu yvang sama dengan jumlah waktu
selama sebab—sebab dan pengaruh—pengaruh itu berlangsung, dan
untuk suatu periode perpanjangan, Jjika ada, sebagaimana
diperlukan untuk mengganti kerugian waktu, vyang diakibatkan
keadaan kahar tersebut. Untuk maksud Persetujuan ini keadaan
kahar meliputi antara lain @ peperangan, pemberontakan,
kerusuhan sipil, blokade, sabotase, embargo, pemogokan, dan
perselisihan perburuhgﬁ lainnya, keributan, epidemi, gempa
bumi, angin ribut, banjir atau keadaan cuaca lainnya vyang

merugikan, ledakan, kebakaran, petir, perintah atau petunjuk
(adverse order or direction} vang merugikan dari setiap
Pemerintahan "de jure" ataupun "de facto" atau perangkatnva
atau sub-divisinva, takdir Tuhan atau perbuatan musuhb
masvarakat, kerusakan pada mesin—-mesin yvang berpengaruh besar
terhadap kegiatan Pengusahaan, dan setiap sebab lainnva

{seperti vang diuraikan diatas, baik yvang sejenis maupun vang
tidak) vang secara wajar tidak dapat dikuasai oleh pihak yang
terkena sebab-sebab itu, dan yang sifatnya sedemikian rupa,
sehingga mengakibatkan penundaan, pembatasan atau menghalangi
tindakan tepat pada waktunya oleh pihak vang terkena pengaruh.

Fihak yang kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban
terkena oleh keadaan kahar, bharus memberitabukan hal itu
sesegera mungkin kepada pihak lainnya secara tertulis, dengan
menyebutkan sebabnya, dan kedua belah pibak akan berusaha
untuk melakukan semua tindakan dan hal—-hal yvang perlu dalam
batas—batas kemampuannya, untuk mengatasi keadaan tersebut}
akan tetapi dengan ketentuan bahwa masing—-masing pihak tidak
diwajibkan untuk menvelesaikan atau menghentikan suatu
perselisiban paham dengan pihak ketiga, termasuk perselisiban
paham perburuhan, kecuali dengan syarat-syarat vyang dapat
diterima atau sesuai dengan keputusan terakhir dari badan
arbitrase, pengadilan atau badan-badan yang mempunyai wewenang
hukum uwntuk akhirnva menvelesaikan perselisihan pabam itu.
Mengenai sengketa-sengketa perburuban, Ferusahaan dapat
meminta kepada Pemerintah untuk bekeria sama dalam suatu usaha
bersama untuk meringankan setiap perselisihan yang mungkin
timbul .
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KELALAIAN

Dengan tunduk kepada ketentuan—ketentuan Fasal 19 dari
Persetujuan ini, dalam hal Perusahaan ternyata lalai dalam
melaksanakan ketentuan Persetujuan ini, maka Pemerintah,
sebagai usaha untuk memperbaikinya berdasarkan Persetuijuan
ini, harus menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang hal
tersebut (pemberitahuan tersebut harus menyatakan bahwa hal
itu menunjuk kepada Pasal ini) dan Perusahaan harus mempunyai
satu jangka waktu vang wajar vang ditegaskan dalam
pemberitahuan tersebut, tidak lebih dari seratus delapan puluh
hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, untuk
memperbaiki kelalaian itu. Dalam hal Perusahaan memperbaiki
kelalaian tersebut dalam jangka waktu vang disyaratkan, maka
Fersetujuan ini akan tetap berlaku penuh dan tidak mengurangi
hak FPemerintah untuk melakukan tegoran terhadap suatu
kelalaian dikemudian hari. Dalam hal Perusahaan tidak
memperbaiki kelalaian tersebut dalam Jangka waktu ¥ ang
ditetapkan di dalam pemberitahuan, maka Pemerintah berhak
untuk mengakhiri Persetujuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal
2P

Setiap kegagalan dari Perusahaan untuk memenuhi setiap
ketentuan dalam Fersetujuan ini yang berkaitan kepada satu
atau lebih Wilayah Pertambangan, dan tidak kepada semua
Wilayah Fertambangan atau kepada Fengusahaan sECaAra
keseluruhan, tidak akan dianggap sebagai satu kelalaian
menurut Pasal 20 ini. Dalam hal ada kelalaian, sesudah
pemberitahuan kepada FPerusahaan menurut avat sebelumnya dan
Ferusahaan gagal untuk memperbaiki kegagalan sesuai dengan
ketentuan, Pemerintah mempunyai hak untuk menutup Wilayah
Fertambangan tersebut atau suatu bagian daripadanya dan
meminta kepada Ferusahaan un tuk melepaskan Wilayah
Pertambangan tersebut atau bagian—bagian tersebut..

Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini, dalam hal
Ferusahaan lalai dalam melakukan suatu pembayaran uang kepada
Pemerintah yang diwajibkan terhadap Perusahaan sesuail Pasal 12
atau Pasal 13, maka jangka waktu. dimana Perusahaan harus
memperbaiki kelalaian tersebut adalah tiga puluh hari setelah
menerima pemberitahuan demikian. Denda untuk pembayaran Yyang
terlambat adalah beban bunga atas jumlah uwang vyang lalad
dibavyar, terhitung dari tanggal seharusnya pembayaran
dilakukan, dengan tingkat bunga pokok yang berlaku di New York
pada tanggal kelalaian itu terjadl ditambah 4%. Denda ini atau
hukuman—hukuman lain yang ditetapkan dalam Pasal ini tidak
boleh dianggap sebagai potongan—potongan dalam menghitung
pendapatan kena pajak.
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Ferusahaan tidak dianggap lalai dalam pelaksanaan '“at%ﬂi
ketentuan dalam Persetujuan ini mengenal hal yang masi&j
disengketakan antara kedua belah pihak, sampai waktu samudf
sengketa mengenal ketentuan itu, termasuk setiap anqgapan;:
bahwa FPerusahaan lalai dalam pelaksanaan daripadanya atau j
suatu sengketa dimana Ferusahaan telah disediakan kesempatan 3
vang wajar urntuk memperbaikinya, tzlah terselesaikan
sebagaimana diatur dalam Fasal 21.

4
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PASAL 21

PENYELESAIAN BENOKETA

Femerintah dan Perusahaan dengan ini bersepakat untuk 1. 7T
menyerahkan semua sengketa antara kedua Fihak yang timbul a
dari Fersetujuan ini, baik sebelum atau sesudah o
pengakhirannya atau pennrapénnya atau paelaksanaanya, termasuk a
anggapan—anggapan bahwa satu Pihak lalai dalam melaksanakan ci
kewajiban—kewaiibannya, untuk penyelesaian akhir, baik dengan o
perdamaian kalau para Pihak berkeinginan untuk mancari suatu e
penyelesaian secara baik dengan cara pardamaian, atau melalui ar
arbitrase. Dalam hal para Pihqk m@ncari suatu penyelesaian Wi
sezcara baik dengan cara perdamaian maka, perdamaian akan (a
berlangsung sesuail dengan peraturnn—perlturan perdamaian pl
UNCITRAL vyang termuat dalam resolusi 35/52 yang disetujui co
oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa—-bang=a pada tanggal 4 Ma
Desember 1980 yang berjudul "Conciliation Rules of the e
United Nations Commission on International Trade Law" vyang In
pada waktu ini mas=ih berlaku. Dalam hal FPara Pihak akan th
menggunakan arbitrase, maka sengketa akan diselesaikan oleh ar
arbitrase sesual dengan Feraturan—peraturan Arbitrase Ru
UNCITRAL yang dimuat dalam resolusi 31/98, yang disetujul Na
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 en
Desember 1974 vang berjudul "Arbitration Rules of the United Co
Mations Commission on International Trade Law" yang pada saat fo
ini masih berlaku. Fetentuan — ketentuan tersebut diatas ini ap
tidak berlaku untuk masalah-masalah perpajakan Yang tunduk Ju
kepada yuridiksi Majelis Pertimbangan Pajak. Bahasa yang akan Co
digunakan dalam Sidang Perdamaian dan Arbitrase adalah Bahasa co
Inggris kecuali kedua FPihak menyetujui lain. En:
Sebelum Pemerintah atau Perusahaan menempuh upaya arbitrase 2. Be
berdasarkan peraturan—peraturan Arbitrase UNCITRAL, mereka ar
seharusnya telab melakukan segala upaya untuk menvelesaikan Ru
sengketa tersebut melalui konsultasi dan menggunakan cara diy
pemecahan administratif; dengan ketentuan bahwa Ferusahaan rel
tidak diwaijiibkan mencari sesuatu pemecahanannya untuk waktu ob,
lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari setelah hur
memberitahukan Pemerintah tentang sengketa yang akan timbul Go
jika pemecahan tersebut menyangkut suatu permohonan kepada inv
Femerintah atau sesuatu departemen atau instansinya. of
Sidang Perdamaian atau arbitrase yang dilaksanakan menurut I. Cor
Pasal ini, apabila dapat dilakukan pengaturan yang serasi, Pl
akan diadakan di Jakarta, Indonesia, kecuali kedua belah art
FPihak mufakat untuk memilih tempat lain atau kecuali un.
peraturan—-peraturan atau tata cara tersebut diatas the

T
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lain. Ketentuan—ketentuan Pasal ini akan teta

menghendaki |
barlaku mesk1pun Persetujuan ini berakhir. Suatu keputusan
menurut sidang arbitrase tersebut harus dapat dilaksanaka

dan mengikat kedua belah Pibak, dan secara khusus harus dapat
. cara arbitrase tersebut

# it

dilaksanakan di Indonesia sekalipun a
tidak diadakan di Indonesia.
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1.

PENBAKHIRAN KONTRAK KARYA

Setiap waktu selama jangka waktu Fersetujuan ini, setelab

mempergunakan segenap kesungguhan yang wajar di dalam
usahanya untuk melaksanakan kegiatan—kegiatannya berdasarkan
Persetujuan ini, apabila menurut pendapat Ferusahan bahwa

Pengusahaan tidak dapat dikerjakan, Perusahaan akan berkonsul-
tasi dengan Departemen dan Lemudian dapat meyampaikan pemberi-
tabhuan tertulis untuk mengakhiri FPersstujuan ini dan uptuk di-
bebaskan dari kewajiban—kewaljibannva menurut Persetujuan ini.
Fada saat penyampaian pemberitahuan tersebut, Perusahhan harus
menyediakan buat Departemen, sepaniang diminta oleh
Departemen, semua data dan keterangan yang berhubungan dengan
kegiatan Ferusahaan berdasarkan FPersetujuan inl yang belum

pernah disampaikan kepada Departemen. Data dan informasi
tersebut harus meliputi, tetapi tidak terbatas pada, dokumen-
dokumen. peta—peta, rancanaFr;ncana. lembaran—-lembaran keria

dan lain-lain data dan keterangan teknis. Getelah persetujuan
pengakhiran oleh pepartemen atau dalam jangka waktu & (enam)
bulan sejak tanggal diserahkannya pemberitahuan tertulis
tersebut oleh Perusahaan, mana yang lebih awal, Fersstujuan
ini avan berakhir secara otomatis dan FPerusahaan akan
dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan
ini kecuali ditetapkan lain mernurut Fasal ini. ' '

Sesudah pengakhiran Fersetujuan berdasarkan Pasal 22 ini atau
pengakhiran Percetujuan ini karena alasan berakhirnya Jangka
waktu FPersetujuan 1ni, semua Kekavaan FKontrak Karya milik
Perusahaan, yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat
di dalam Wilayah-wilayah Froyek dan Pertambangan harus
ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah dengan harga atau
nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi tidak lebih
rendah dari nilai buku. FPemerintah akan mempunyai kessmpatan,
berlaku untuk 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran
tersebut, untuk membeli, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya penawaran tersebut oleh Pemerintah, semua
kekava—an tersebut dengan harga yang disetujui dibayvar dalam
Dollar Amerika dan melalui suatu bank vang disetujui oleh
kedua be-lah pihak. Apabila pemerintah, dalam waktu F0 (tiga
puluh)  hari tersebut, menolak penawaran itu. maka FPerusahaan
boleh menjual, memindahkan atau dengan cara lain meny ingkirkan
setiap atau semua harta kekayaan tersebut dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah berakhirnya penawaran tersebut. Femerin-
tah akan menggunakan usahanya yang terbaik untuk membantu pe-
mindahan oleh FPerusahaan semua kekavaan Kontrak Karya terse-
but apabila Ferusahaan berkeinginan untuk menyingkirkannya.
Semua harta kekayaan yang tidak terjual, dipindahkan atau
dengan cara lain disingkirkan, akan mgnjadi milik Femerintah

tanpa suatu kompensasi kepada Ferusahaan.
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Meskipun demikian, disetujui, bahwa setiap kekayaan Kontrak
Karya baik yang bergerak maupun yang tidak, yang pada setiap
saat pengakhiran Persetujuan ini dipergunakan untuk
kepentingan umum, seperti jalan—-jalan, sekolah-sekolah dan
rumah sakit — rumah sakit, termasuk paralatannya di Indonesia
segera akan menjadi milik Pemerintah tanpa suatu kompensasi
kepada Ferusahaanj dan FPerusahaan harus menghormati hal-hal
yang tercantum dalam ketentuan Pasal 24 (1) (e) Undang-Undang
No. 11 Tahun 1967 mengenal keselamatan kerja, dan ayat (Z),
(4), (8) pasal 46 Peraturan FPemerintah No. 32 Tahun 1%96%.

Bemua penjualan, pemindahan atau penyingkiran harta kekayaan
Ferusahaan sehubungan dengan Pengakhiran Persetujuan ini
fharus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang dan FPeraturan
yang berlakuj setiap keuntungan atau kerugian sebagai akibat
penjualan atau sehubungan dengan penghapusan nilai pembukuan,
akan ditetapkan menurut Fasal 13 Fersetujuan ini. Semua nilai
akan didasarkan pada azas—azas akuntansi yang berlaku umum.

Hak~hak dan kewajiban—kewajiban yang telah mulai berlaku
sebelum pengakhiran Persetujuan ini, serta hak—hak dan
kewajiban—kewajiban sehubungan dengan transfer mata uang dan
harta kekayaan, yang pelaksanaannya belum selesai pada saat
pengakhiran dimaksud, akan tetap berlaku sepenuhnya selama
waktu vang diperlukan atau yang wajar untuk pelaksanaan hak-
hak dan kewajiban—kewajiban demikian itu. Disamping itu,
Perusahaan diberi hak untuk mentransfer ke Luar Negeri semua
atau setiap hasil penjualan vang diterima berdasarkan Pasal

i

27 dengan mengingat ketentuan Pasal 15.
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KERJASAMA PARA PIHAK

Kedua belah pihak dalam FPersetujuan ini setuju bahwa setiap
waktu mereka akan berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan
ketentuan—ketentuan Fersetujuan ini dengan tujuan agar
Pengusahaan senantiasa dapat dilakukan dengan cara yang
efisien guna mencapal manfaat vang sebesar—-besarnya bagi

kedua belah pihak.

Perusahaan setuju untuk merencanakan dan melaksanakan semua
kegiatan berdasarkan Persetujuan ini sesuai dengan standar
dan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini, demi

perkembangan yang baik dan progresip bagi industri
pertambangan dt Indonesia, dan dengan sepenuhnya senantiasa
akan memperhatikan aspirasi—aspirasi dan kesejahteraan

rakyat Republik Indonesia dan pembangunan Bangsa, dan akan
bekerja sama dengan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan
serta perkembangan struktur ekonomi dan sosial Indonesia dan
dengan mengingat akan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini,
senantiasa akan mentaati semua Undang-Undang dan peraturan-
peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia.

Departemen atas nama Femerintah setuju bahwa selama Jjangka
waktu FPersetujuan ini Pemerintah, sesuai dengan Undang-
Undang No. 1 tahun 1567 tentang Penanaman Modal Asing, fi)
tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan
ketentuan—ketentuan Persetujuan 1ini yang membawa pengaruh
tidak baik pada pelaksanaan Pengusahaan menurut FPersetujuan
ini, termasuk,; tanpa kecuali, setiap tindakan penyitaan atau
nasionalisasi Perusahaan atau bagian daripadanya, dan (ii)
setiap saat akan bekerja sama dengan Perusahaan dalam
menangani semua tindakan administrasi dan penetapan—penetapan
yang berhubungan dengan Fengusahaan dengan cara terbaik

gesuai dengan prosedur—prosedur yang diperlukan.
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Dalam pelaksanaan kegiatannva berdasarkan Persetujuan ini,
Ferusahaan harus sesual dengan hak—-hak dan kewaliiban-
kewajibannya yang manapun menurut Fersetujuan ini,
mengutamakan untuk memenuhi permintaan konsumen Indonesia
atas hasil produksinyaj dan Perusahaan serta Afiliasi-
ffiliasinya dan sub-kontraktor—-sub—kontraktornya, dengan
itikad baik dan sejaub mungkin sgpanjang masih dapat
dilaksanakan bharus menqguﬁakan tenaga kerja Indonesia, Jasa-
jasa dan bahan—babhan mentah yang dibhasilkan dari sumber
Indonesia dan produk—-produk yang dibuat di Indonesia
sepanjang jasa—jasa dan produk—produk tersebut tersedia dalam
waktu, harga, dan dasar mutu yang bersaing, dengan ketentuan,
bahwa dalam membandingkan harga barang—barang yYang diproduksi
atau di hasilkan di Indonesia dengan harga barang—-barang yang
diimpor harus ditambahkan premi (maksimum dua belas setengah
persen) dan biaya-biaya lain (tidak termasuk FPn) yang timbul
sampai saat barang-barang Yyang diimpor tiba di Indonesia.

Sewak tu-waktu selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam
Pasal ini, Perusahaan akan menawarkan untuk dijual atau
menyuruh menawarkan untuk dijual saham—saham dari modal saham
Ferusahaan guna mendukung kebijaksanaan Femerintah Indonesia
dalam mendorong kepemilikan Perusahaan—Ferusahaan Indonesia
oleh Pihak Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam avat
2 pasal 24 ini. Untuk tujuan avat 2 Pasal 24, istilah "Pihak
Nasional Indonesia® berarti warga negara Indonesia, Badan
Hukum Indonesia yang syah yang dikuasai oleh warga negara
indonesia, atau Femerintah Republik Indonesia.

a. Sepaniang dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah
tanggal penandatanganan Persetujuan ini, namun demikian
dimulai tidak lebib lambat dari ulang tahun kelima tanggal
penandatanganan Persetujuan ini dan berakhir tidak lebih
lambat dari ulang tahun kesepuluh tanggal penandatanganan

Fersetujuan ini, Perusahaan akan menawarkan untuk
penjualan dalam penawatran unum di Pursa Efek Jakarta atau
dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia,

sepanjang hal itu diminta oleh Pemerintah untuk memenuhi

ketentuan—ketentuan Peraturan Perundang-Undangan vang
berlaku dan sepanjang kondisi keuangan pasar modal di
Indonesia pada saat itu memungkinkan di jual sesuai dengan

permintaan pasar pada suatu harga yang wajar, dalam jumlah .

saham vang dijual setelah itu langsung atau tidak langsung

mancapai 10% (sepuluh persen) dari modal saham Pnrunahllnf

yvang diterbitkan.

&
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b, Selama pericda 12 (dua belas) bulan pertama geptelah ulang

tahun kesepuluh tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini
dan setiap perioda 12 (dua belas) bulan setelah itu untuk
sebanyak 10 (sepuluh) perioda, sepanjang diminta oleh
Pemerintah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Ferundang-
undangan yang berlaku dan sepanjang kondisi pasar modal di
Indonesia pada saat itu memungkinkan saham-saham dijual
gesuai dengan permintaan pasar dengan harga Yyang wajar,
Parusahaan akan menawarkan untuk menjual kepada masyarakat
di Bursa Efek Jakarta, atau dengan cara lain kepada "Pihak
Namional Indonesia" sejumlah saham melalui penjualan
tersebut, baik langsung maupun tidak langsung sebesar dua
setengah persen dari modal saham FPerusahaan yang

diterbitkan sampai pada suatu saat dimana Jumlah
keseluruhan sahbam yang dijual gesual Pasal 24 ayat 4 ini
akan mencapai Jjumlah, langsung atau tidak langsung,

cetelah semua hasil penjualan saham tersebut dan setiap
saham vang sekarang atau selanjutnva dimiliki Pemerintah,
45%% (empat pulubh lima persen) dari modal saham Ferusahaan
yang diterbitkan; dengan ketentuan bahwa sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal saham vyang
diterbitkan tersebut harus dijual di Bursa Efek Jakarta,
dan untuk selanjutnya bahwa bila 20% (dua pulub persen) 3
dari saham yang diterbitkan tersebut tidak dijual di Bursa.ﬂ?
Efek Jakarta, Perusahaan diharuskan menjual atau herunnhagnﬁ
menijual pada penawaran umum di Bursa Efek Jakarta, atau';}
dengan cara lain kepada Pihak Nasional Indonesia dengan i
saham-saham yang cukup untuk mencapai suatu jumlah yaitu-ﬁ
51% (lima puluh satu persen) dari modal saham Perusahaan i
yang diterbitkan, tidak lebih lambat dari ulang tahun ke i
20 (kedua puluh) tanggal ditandatanganinya Persetujua
ini, sampal mencapai yang dikehendaki oleh Pemerinta
spsuai dengan Peraturan Perundang—undangan Yang berlaku
dan sepanjang kondisi pasar modal di Indonesia pada it
memungkinkan sabam dijual sesuai permintaan pasar da
harga vang wajar. :

Femerintah dan Ferusahaan sepakat bahwa setiap kelebiha
penjualan saham dari jumlah yang diharuskan pada
perinda akan mengurangl junlah saham yang ditawarkan
perioda atau perioda-perioda berikutnya, dan bahwa

saham yang harus ditawarkan pada suatu perioda tapi tida
terjual pada perioda tergebut harus ditambahkan pada
jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual pada perind}_
atau perioda-perioda berikutnya.

Jika setelah penandatanganan Persetujuan ini Peratura
Perundang—undangan yang berlaku atau kebijaksanaan
kebijaksanaan atau tindakan—tindakan Pemerin
memberlakukan ketentuan pengalihan saham yang lebih ringap
dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal indi, ketentuaf
pengalihan =saham yang lebih ringan tersebut akan berla

bagli pihak-plhak dalam Persetujuan ini.
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+. Hagil penjualan saham sesual ayat ini boleh dibayarka

g Fenjualan—peniualan sehubungan dengan ayat ini harus

Saham—saham yang dijual dapat berupa gsaham vyang h'
diterbitkan atua saham-saham yang dimiliki oleh pemega

saham asing.

kepada peniual tidak akan dikenakan pajak kepad
Ferusahaan atau para pemegang sahamnya, dengan ketentua
bahwa para pemegang saham tersebut tidak mempun?ai
kedudukan hukum yang tetap di Indnn-nin.

memenuhi semua ketentuan undang—undang Indonesia tentang
keharusan penjualan modal saham Perusahaan kepada FPihak

Masional Indonesia.

Perusahaan harus terus berusaha untuk menempatkan warga

negara Indonesia diantara anggota—anggota dewan kaminari:.
Untuk tujuan dini paling sedikit satu kursi dalam dewan

komisaris akan selalu diduduki oleh warga negara Indonesia
yang akan ditunjuk oleh Perusahaan dan disetujui oleh

&

Femerintah.
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Perusahaan senantiasa akan bekerjasama dengan Pemerint

dengan berusaha sebaik—-baiknya untuk merencanakan dar ;O |
mengkoordinasi kegiatan—kegiatannya serta proyek dimasa . G
mendatang Yyang diusulkan di Wilayah Kontrak Karya ata e
Wilavah-wilayah Proyek. Akomodasi dan fasilitas—fasilitas il

kebutubhan hidup dan kondisi-kondisi tempat keria vang a
disediakan oleh Perusahaan untuk operasi-operasinya haruslah pi
sesuai dengan standar Pemerintah, setaraf dengan vang e
digunakan oleh para pengusaha yang baik vang bekerja di Py
Indonesia.
2. Ir
Dalam hubungan dengan daerah, Perusahaan akan berusaha untuk as
membantu meningkatkan semaksimal mungkin manfaat gkonomi dan ge
sosial yang ditimbulkan Pengusahaan di dalam Wilayah Kontrak re
Karya dalam hal:
(i
(i) mengkoordinasi manfaat tersebut dengan studi prasarana
setempat dan daesrah yang dilakukan oleh Pemerintah ber-
sama dengan setiap manfaat yang ditimbulkan oleh badan-
badan gwasta dan umum setempat, asing, maupun
internasional yang berkepentingany dan
(i
{ii) membantu dan memberikan saran kepada Pemerintah, Jika
diminta, dalam perencanaan prasarana dan pengembangan
daerah, yang oleh Perusahaan dianggap berguna untuk
Fengusahaannya dan untuk industri-industri dan kegiatan-
kegiatan yang telah ada dan yang akan diadakan di dalam
Wilayah Pengusahaan.
3. Th
Ferusahaan membolehkan masyarakat umum dan Pemerintah untuk .
menggunakan instalasi—-instalasi dermaga dan pelabuhan, e
lapangan terbang dan jalan—-jalan Yyang dibangun aleh to
Ferusahaan berdasarkan FPersetujuan ini dan yang berada di Mir
luar Wilayah Pertambangan dan Wilayah Proyeknya dengan
ketentuan bahwal
(i
(i} setiap penggunaan demikian harus tunduk kepada
peraturan dan hatasan—batasén yang akan dikenakan oleh
FPerusahaan dan sekali—kali tidak akan merugikan dan
mengganggu kegiatan Perusahaan.
{ii) Perusahaan berhak mengenakan pungutan atasnya Yyang (i3
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dirasa pantas untuk mengganti biaya pemeliharaan dari
fagilitas dimaksud, sedang bagi penggunaan komersial
dari fasilitas—fasilitas tersebut, maka untuk

penggantian biaya pembangunannya.




Perusahaan harus memelibara dan bertanggung Jawab atas 4. Tr
pemaliharasn semua jalan di Wilayah Pertambangan. -
gSemua jalan vyang dibangun oleh Perusahaan di luar Wilaya 5. Al
Fertambangan akan menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud A
dalam undang—-undang dan peraturan—peraturan lalu lintas vyang s
seawaktu-waktu berlaku di Indonesia. Bepanjang perencanaan la
dan rancangan untuk Pengusahaan Yang telah disetujui e
Pemerintah, telah mencanangkan hal demikian itu, maka untuk ¢ £
selanjutnya, sewaktu-waktu Pemerintah dapat membuat peraturan S
khusus vang dianggap perlu atau diinginkan berdasarkan s
undang—undang lalu lintas untuk keselamatan pemakai Jjalan-— it
jalan tersebut. o
Jika penggunaan jalan—jalan umum yang telah ada oleh Fer- & T4
usahaan mengakibatkan atau cenderung mengakibatkan kerusakan i
atau deteriorasi yang berarti, maka Perusahaan harus membayar ﬁa
kepada FPemerintah atau pepguasa lain yang mempunyai wewenang ok
terhadap jalan itu, biaya pencegahan atau perbaikan t
kerusakan—-kerusakan atau keadaan vyang memburuk tersebut, L
{atau sebagian biaya dengan memperhitungkan penggunaan Jalan su
tersebut oleh pemakai-pemakai lain) atau biaya untuk pening- st
katan ke standar yang perlu dengan memperhitungkan peningkat- L
an lalu lintas. Sebagai tambahan, Pemerintah atau penguasa ha
lain yang mempunyai wewenang atas jalan seperti itu, dapat S
meminta Perusahaan untuk membayar biaya pemeliharaan atas pe- .
makai yang didasarkan atas apa yang layak dan wajar dengan (e
mempertimbangkan biava rutin (tanpa suatu keuntungan kepada S
Pemerintah atau penguasa lain) bagli operasi dan pemeliharaan th
jalan itu dan penggunaan Jjalan itu oleh pihak-pihak lain. of
Dengan ketentuan bahwa sebagai pengganti dari pembayaran to
demikian. Perusahaan berhak memilih untuk memelihara dengan ne
biaya sendiri jalan seperti itu yang diperlukan untuk operasi
Ferusahaan. 7. In
ad
Dalam hal ' Pemerintah tidak dapat menyediakan fasilitas in
telekomunikasi yang cukup, Perusahaan dapat, sesuai dengan ti
peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia memasang ta
dan mengoperasikan fasilitas—fasilitas telekomunikasi, dengan al
ketentuan bahwa Perusahaan akan memperbolehkan Pemerintah dan fa
masvarakat umum untuk menggunakan fasilitas tersebut d-ngah be
syarat-syarat sebagai berikut: (i) setiap penggunasn demikian Cot
harus tunduk kepada peraturan dan batasan—batasan yang akan as
dikenakan secara layak oleh Perusahaan dan sekali-kali tidak opt
akan merugikan dan mengganggu kegiatan Perusahaani (1i) en’
Perusahaan berhak mengenakan pembayaran atasnya yang dirasa api
pantas untuk mengganti biaya pemeliharaan dari fasilitas— ops
fasilitas, sedang bagi penggunaan komersial dari Tasilitas- P
fasilitas tersebut, untuk penggantian biaya pembangunannya. ’fh!
Dalam hal fasilitas—fasilitas telekomunikasi dapat §re
disediakan oleh Femerintah, Ferusahaan diwajibkan untuk fae
prc
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menggunakan jaringan Femerintah tersebut dan membayar sesual
tarif umum wuntuk jasa-jasa telekomunikasi itu.

Perusahaan dengan biaya sendiri, sesuai dengan undang-undang
dan peraturan—peraturan vyang berlaku sewaktu—wak tu di

Indonesia boleh merancang dan mendirikan serta membangun

perkemahan ataupun fasilitas vang permanen yang cukup untuk
melavani kebutuhan kegiatan Fengusahaan.
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Ferusahaan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan perlindungan lingkungan hidup dan suaka alam vang
berlaku sewaktu—waktu di Indonesia, harus berusaha sungguh-
sungguh melakukan kegiatannya menurut Persetujuan ini
sedemikian rupa untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan
mempergunakan cara penambangan modern vang sudah umum berlaku
dewasa ini untuk melindungi sumber dava alam terhadap
kerusakan yvang . tidak perlu, mengurangi pencemaran dan
pengotoran oleh pembuangan gas beracun kepada lingkungan,
membuang limbah dengan cara vang sesuai dengan praktek
pembuangan limbah vyang baik, dan secara umum memelihara
kesehatan dan keselamatan pegawainya dan mavarakat setempat.
Perusahaan tidak akan melakukan tindakan yang mungkin menutup
atau membatasi secara tidak perlu dan tidak wajar
pengembangan lebih lanjut sumber daya daerah tempat
beroperasi.

Ferusahaan harus memasang dan mempergunakan peralatan-—
peralatan keselamatan kerjia yang mutahir diakui secars
International dan harus memperhatikan tanda-tanda keselamatan
kerja mutahir yang diakul secara International dan
memperhatikan kondisi—kondisi dan operasi—operasi serupa
dengan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Persetujuan
imi. termasuk tindakan-tindakan yang direncanakan untuk
mencegah dan mengontrol kebakaran.

Perusahaan harus memasukan kedalam Studi Kelavakan untuk
setiap Wilayah Pertambangan Baru suatu studi mengenai dampak
lingkungan yang menganalisa potensi dampak akibat operasi-
operasinya terhadap tanah, air, udara, sumber daya biologis
dan pemukiman penduduk . Studi mengenai dampak lingkungan juga
akan menguraikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh
perusahaan urtuk guna mengurangi dampak—-dampak yang
merugikan.

v &

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
_.54_

2



o

PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA SETEMPAT

Ferusahaan harus, sepanjang hal itu wajar dan dapat
dilakukarn secara ekonomis, dengan mengingat sifat dari @
barang-barang dan jasa tertentu, memajukan, menunjang

mendarong dan membantu warganegara Indonesia vang 1ing
merndirikan perusahaan dan usaha—usaha Yyang akan menyvediak;:
barang—barang dan Jjasa—jasa untuk Pengusahaan dan unt
pemukiman tetap (Jjika ada), yang dibangun oleh Perusaha
beserta penduduk setempat, dan secara umum memajuka
menunjang, mendorong dan membantu pembanqunaﬁ dan kegiatap
usaha-usaha setempat di dalam wilayah Fertambangan dan seti

Wilayah Provek vang berkaitan.

eub kontraktor Indonesia dalam hal jasa—jasa mereka tersedi E
dengan harga yang bersaing dan standar yang sebanding denga
vang dapat diperoleh dari pemasok lain balk di dalam maupu

Perusahaan wajib menggunakan secara maksimal sub kﬂntraktnr{f

di luar Indonesia.

Sejauh dapat dilakukan Perusahaan dalam memberikan bantuan
akan mendahulukan pemilik-pemilik tanah di dalam daerah
Pengusahaan dan orang-orang lain yang berasal dari daerah*ﬁ

Fengusahaan.

Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah. Ferusahaan pada saat

dimulainya Perioda Studi Kelayakan, akan menuniuk  untuk

waktu sebagaimana diperlukan seorang anggota stafnya

jangka
Indonesia dalam

wang telah mempunyai pengalaman di
pembentukan, pengendalian dan menialankan usaha sehari-hari

Ferusahaan yang dikendalikan dan dijalankan oleh warganegara

Indonesia, dan yang akan :
i
(i) mengidentifikasi kegiatan—kegiatan yang ada hubungannya |
dengan Fengusahaan termasuk penyediaan barang—-barang ;
dan jasa-jasa seperti diuraikan diatas vyang dapat i
dilaksanakan oleh Warganegara Indonesia atau
perusahaan—perusahaan setempat dengan waktu, biaya dan
mutu bersaing dengan barang dan jasa yang tersedia pada

I
H
I
(|

*
I'

FPerusahaan.

|
i
i
E3
i
i
1

(ii) memberikan saran dan membantu warganegara Indonesia [}

yang ingin menjalankan kegiatan—kegiatan tersebut atau
mendirikan perusahaan untuk menjalankan kegiatan yang

samai dan

. 4
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(iii) atas nama Perusahaan, menerapkan atau membantu dalai (i
pelaksanaan Program Pengembangan Usaha . seperti vyan

akan diuraikan lebih lanjut.

Anggota staf yang ditunjuk untuk maksud ini harus seorang pe— Th
gawai tetap Ferusahaan. ; fu
Ferusahaan akan, secara langsung atau tidak langsung, 8« Th
menyediakan dana untuk, dan membantu pengembangan dari pada, fo
suatu Program Usaha dan Fengembangan Wilayah yang disusun Co
untuk membantu warga negara Indonesia di Propinsi dimana In
pengusahaan beroperasi. Perusahaan dan Pemerintah telah En
sepakat uwuntuk bekerjasama secara erat dalam melaksanakan hat
program tersebut. ori
Fecuali disetujui lain oleh Femerintah, Program Usaha dan . Exy
FPengembangan Wilayah akan membuat ketentuan sepanjang dapat Bus
dilaksanakan untuk hal=-hal berikut {kecuali mengenal pre
aktifitas—aktifitas vang akan langsung dilaksanakan oleh (e
FPerusahaan) dir
(i) FPerusahaan—-perusahaan yang bergerak dalam penvediaan- {4
penyvediaan dan perawatan peralatan tambang dan
penyediaan bahan—bahan habis pakaij
{ii}) Pensubkontrakan {subcentracting) kepada operator- [id
gperator yang mengerjakan peralatan s=endiri Ltk
pekerjaan konstruksi pemeliharaan Jalan j
(iii) Fensubkontrakan pekerjaan persiapan lahan, pembangunan {ii
dan pemeliharaan rumah-rumah, gedung-gedung Pemerintah,
fasilitas—fasilitas dindustri dan lain-lain perkerijaan
dan gedung—gedung serta fasilitas yvang akan dibangun,
termasuk pembetonan, pengelasan, pembangunan tangki-
tangki, konstruksi baja, pemasangan pipa—pipa.
pekerijaan listrik dan pertukangan kayuj
(iv) Perusahaan yang bergerak dalam pelayanan kota seperti (iv
pembersihan saluran—saluran air dan pengumpulan,
penanganan dan pembuangan sampah, angkutan penumpang,
angkutan barang-—barang konsumsi dan pekerjaan bongkar
muat kapal (kecuali dalam hubungan dengan pengapalan
produk—produk tambang) i -5
fw) Ferusahaan vang bergerak dalam pertokoan { trade {v)
stores), swalayan, pedagang pengecer lainnya, kantin,
restoran, kedai minuman, bioskop, perkumpulan sosial,
usaha cuci dan binatu, fasilitas perbaikan dan
pemeliharaan kendaraanj
{vi) Perusahaan—-perusahaan Yyang bergerak dalam penvediaan_: {vi)

buah-buahan segat, sayur mayur, daging dan ikan § dan
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(vii) Kegiatan—-kegiatan lain yang disetujui ocleh Perus;
dan Pemerintah j g

dalam setiap bal atas dasar waktu, harga, dan mutu baran
pelayanan yang bersaing vang tersedia bagi Perusahaan. =T

Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, FProgram Pengemban
Usaha harus juga membuat rincian-rincian dari 1

(1) jadwal waktu pelaksanaannyaj;

{ii} kegiatan—kegiatan tambahan lainnya yang dapat didirik
oleh warganegara Indonesiaj

(iii) kegiatan-kegiatan dimana Perusahaan ingin memuligf
operasi tetapi yang akan dialihkan kepada warganegarﬁf
Indonesia dikemudian hari atas dasar komersialj) dan

{iv) setiap fasilitas melalui latihan, bantuan teknis atau
keuangan vang dapat disediakan untuk memperlancar
peraliban pemilikan kepada warganegara Indonesia dan
pelaksanaan operasinva.

Kecuali disetuijui lain oleh Pemerintah, Program Pengembangan
Usaha akan ditinjau setiap tahun oleh Ferusahaan dengan
berkonsul tasi dengan Femerintah dan dapat diubah atas
persetujuan bersama antara Perusahaan dan Pemerintah dengan
maksud untuk men jamin manfaat sebesar—besarnya bagi
warganegara Indonesia dan usaha-usaha setempat dari kegiatan
FPerusahaan serta dalam pelaksanaan FPengusahaan.

Kecuali disetujui lain oleh Pemerintah, Ferusahaan dari waktu
ke waktu akan berkonsultasi dengan wakil-wakil Pemerintah dan
menyverahkan laporan triwulan kepada Femerintah tentang hal-

hal berikut :

(i) pelaksanaan program latihan dan aspek tenaga kerja dari
Program FPengembangan Usahaj

(1i}) pelaksansan ketentuan—ketentuan sehubungan dengan
pembelian bahan-bahan dari daerah setempatj

(iii) pelaksanaan ketentuan—ketentuan sehubungan denqani

pengembangan usaha setempat.
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PASAL 28

KETENTUAN LAIN — LAIN

Masing-masing pibak setuju untuk melaksanakan dan menyediakan 1.
segala sesuatu, serta melakukan dan selanjutnya menjalankan

semua tindakan dan segala sesuatu yang perlu atau vang patut

untuk memenubhi ketentuan—ketentuan Fersetujuan ini.

Betiap pemberitahuan, permintaan, peniadaan, izin, 25
persetujuan dan pengumuman-—pengumuman lain yang diperlukan i
atau diizinkan sesuai dengan ketentuan—ketentuan Persetujuan '
ini harus dilakukan dengan tertulis dan dianggap sudah t
diserahkan atau disampaikan pada waktu penvyerahan secara

langsung atau perngiriman dengan pos-udara, telegrap, hkawat :
atau radiogram dengan perangko atau ongkos-ongkos pengiriman i
yang telah dibayar lunas, vang ditujukan kepada masing-masing E
Fihak vyang dimaksud pada alamat tersebut dibawah ini atau a
pada alamat lainnya seperti vang akan ditunjuk oleh FPihak t
yang bersangkutan dengan pemberjtahuan kepada FPihak vang akan
menvampaikan pemberitahuan atau permintaan_l T
Fepada Femerintah dengan alamat :
Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
u.p ¢t Direktur Jenderal Fertambangan Umum
J1l. Jenderal Gatot Subroto Eav. 49
JAKARTA - INDONESIA

Tec
kepada Ferusahaan pada kantor pusatnya di Jakarta dengan satu on
tembusan yang dikirim dengan pos udara, telegram, telex, Wi

kawat atau radiogram, dengan perangko atau ongkos pengiriman
yang telah dibavar lunas kepada:

¥
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4.

Menteri ataw orang vang ditunjuknya dapat mengambil -
tindakan atau memberikan suatu persetujuan atas
Pemerintah vang dianggap perlu, atau untuk mempermud,
hberdasarkan atau sehubungan dengan Persetujuan ini, dem
pelaksanaan sebaik-baiknya, dan setiap tindakan yang diambi
atau persetujuan vang diberikan itu akan mengikat bagi

Femerintah dan aparat atau bagiannya.

Fersetujuan ini akan mempunyel kekuatan hukum. Persetujuan i
akan menggantikan Kontrak Terdahulu. Femerintah dan Ferusahaan
telah menvetujui suatu "Memorandum of Understanding" yanj}
berisi hal—hal tertentuy vang diperlukan @ dalam penggantiané

Kontrak Terdahulu dan kelanjutannva oleh Ferusahaani
berdasarkan FPersetujuan ini atas kegiatan—kegiatan terdahulu;
¥ ang dilaksanakan berdasarkan FKontrak Terdahulu. Dengani
disepakatinya Fersetujuan ini Pemerintah menyvadari |

kewajibannva tentang Persetujuan 4ini dan "Memorandum nff:

Understanding".

fipabila dikehendaki oleh maksud Fersetujuan ini, maka setiap
angka (tunggal atau Jamak) akan meliputi semua angka dan
setiap Jjenis akan meliputi semua jenis. Judul-judul vyang
tercantum di dalam Persetujuoan ini  tidak boleh diartikan};
sebagai penaftsiran dari teks atau ketentuan-ketentuan
Fersetujuan ini, akan tetapi hanya dimaksudkan untuk

mempernudah referensi.

Ketentuan—ketentuan Fersetujuan ini merupakan keseluruhan
persetuiuvan antara kedua belah Fihak, dan tidak ada
komunikasi. usul-usul atau persetujuvan—-persetujuan tardahulu,;
baik secara lisan maupun tertulis, yang diadakan antara kedua
belah Fihak mengenai pokok persoalan Persetujuan ini, vyang |
akan dapat merubah ketentuan-ketentuan Persetujuan ini. :

kecuali konteks itu menentukan lain, maka referensi yang;
dibuat dalam Persetujuan ini untuk uwundang-undang atau !
peraturan—peraturan Indonesia, referensi itu dimaksudkan §

untuk undang-undang dan peraturan—peraturan Indonesia yang
sewaktu—-waktu berlaku secara umum bagi perusahaan—perusahaan § g

pertambangan asing di Indonesia.

Jika suatu persetujuan atau izin ataun restu dari Departemen §
atau Femerintah Indonasia atau suatu bagian atau aparat dari
padanya diminta, dan dimana suatu permohonan diajukan nlEH
Ferusahaan kepada Femerintah Indonesia berdasarkan:
Persetujuan ini, maka persetujuan atau izin tersebut tidak
akan ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.

Renegosiasi kontrak ...é{I;acheI Situmorang, FH Ul, 2012
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PASAL. 29

PENGAL THAN HAK
Fersetuijuan imi tidak dapat diserahkan atau dialihkan
(termasuk untuk tujuan pembiayaan), baik seluruhnya atau i..TH
sebagiannva  tanpa izin tertulis dari Menteris; dengan | (i
ketentuan bahwa dalam hal Menteri mengizinkan  suatu | ko
penverahan atau pengaliban, Perusahaan tidak akan dihehashaqff P
dari kewajiban—kewajibannya .berdasarkan Fersetujuan inil?i ?5
kecuali Jika pihak yang menerima penyerahan atau pengalihanéf it
akan bertanggung jawab dan dalam kenyataannnya melaksanakan bo
kewajiban—kewajiban tersebut. i o o s
; by 2 Thi
Femegang-pemegang saham dalam Ferusahaan tidak dapat;é in
mengalihkan saham—-sahamnya dalam Perusahaan tanpa izin&ﬂ Mir
tertulis sebelumnya dari Menteri yang tidak akan ditahan atau S de.
ditunda tanpa alasan yang wajar, dengan ketentuan bahwa iZin_:.éf. Mir
tertulis dari Menteri tidak diperlukan dalam bal ¢ i
a,

a. Pengalihan saham menurut Pasal 24 atau, dalam hal sabham- o

saham terdaftar di Bursa Efek Jakarta, pengalihan— ¢

pengalihan lebih lanjut saham-saham tersebut | atau : i

b. FPengalihan oleh pemegang saham seluruhnya atau sebagian
saham kepada FCX atau Afiliasinya.

¥
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PASAL SO

PEMBIAYAAN

Ferusahaan bertanggung lawab penuh atas pembiayaan ] s o
pengusahaan dan harus mempertahankan tersedianya modal yang i t
cukup untuk melaksanakan kewajiban—kewaiibannya berdasarkan c
Persetujuan ini. Perusahaan dapat menentukan sampai batas Ci
mana pembiayaan harus diperocleh melalui penerbitan saham-— } gl

saham Ferusahaan atau melalul pinjaman—pinjaman olehn Ce

FPerusahaan; dengan ketentuan bahwa, Ferusabaan setiap saat tt
harus mempertahankan perbandingan modal para pemegang saham st
terhadap pinjaman—-pinjaman ¥ang secara wajar cukup untuk te
menjamin  kemampuannya untuk kepentingan Pemerintah dan pars Ge
Lreditor serta para pemegang saham. '
2. An

Setiap pinjaman jangka paniang oleh Ferusahaan berdasarkan ag
Persetujuan—persetuijuan vang dibuat sesudah. tanggal Agi
penandatanganan FPersetujuan ini harus didasarkan atas ef:
persyaratan—parsyaratan dan tingkat bunga yang efektif cor
{ termasuk potongan—potongan, kompensasi yang seimbang dan bor
biava—-biava lain untuk memperoleh pinjiaman tersebut) vang con
wajar dan layak untuk Perusahaan—perusahaan tambang dalam int
keadaan vang berlaku sesuali tatacara yang ada untuk exi
mempetroleh pinjaman—pinjaman luar negeri.

. 3. For
Untuk tujuan terjaminnya pembiayaan, Perusahaan dapat mor
menghipotikkan, mengadaikan, menjaminkan atau membebani sub
dengan cara lain asset—-assetnya, sesuai dengan avat 1 Pasal
29,

5? &
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JANGKA WAKTU

Persetujuan ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal

penandatanganan Fersetujuan ini.

Sesuai dengan ketentuan—ketentuan vang tercantum, FPersetuijuan
ini akan mempunvai jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak
tanggal penandatanganan Persetujuan inii; dengan ketentuan
bahwa Ferusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali
perpanjangan masing-masing 10 (sepuluh) tahun atas jangka
waktu tersebut secara berturut—turut, dengan syvarat disetujui
Pemerintah. Femerintah tidak akan menahan atau menunda
Fersetujuan tersebut secara tidak wajar. Permchonan tersebut
dari Ferusahaan dapat diajukan setiap saat selama Jjangka
wak tu Fersetujuan ini, termasuk setiap perpanjangan

&

sebelumnyva.
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PASAL S2

PILIHAN HUKUM

1. Kecuali ditetapkan lain dalam Persetujuan ini, pelaksanaan
dan oOperasi Persetujuan ini akan diatur, tunduk  kepada dan
ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik indonesia yang saat
ini berlaku.

-, Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Ingaris, dan kedua naskah/teks tersebut adalah sah. Dalam hal
terdapat suatu perbedaan penafsiran antara kedua naskah
tersebut, maka teks bahasa Inggri=s, akan berlaku dan dianggap
sebagai teks resmi.

Dengan mengingat hal—-hal tersebut di atas, kedua belah Fihak
berusaha agar Fersetujuan ini segera dilak=anakan sejak tanggal
seperti tertulis pada awal Persetujuan ini.

UNTLHE REMERINTAH REPUBLIK INDOMESIA

Oleh H

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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WILAYAH KONTRAK KARYA

"Wilavah Kontrak Karya Blok A" adalah daerah yang terletak di
pulau Irian, berbentuk bujur sangkar dengan masing-masing sisinya
sepanjang 10 ( sepuluh } kilometer, mempunyai titik sentral pada
puncak Gunung Bijih {(Eratberg) vang asli (Titik 1 di bawah 1ini)
dan mempunvai alas sejajar dengan garis khatulistiwa, dan vang
dibatasi oleh titik—titik 2 sampai dengan 5 sebagaimana dinvata-
kan dengan koordinat-koordinat dalam sistem Transverse HMercator
yang tercantum dibawah ini dan digambarkan pada Lampiran "B".

Titik Baris Lintang GFaris Bujur

1. Puncak G.Bijih 4°05°17,35" 8 IZA"ari11,55"° T
= 4*02'35,51" 8 137°04°30,11" T
3. 4202 35,51" 5 ABT7*09° 53,79" T
4 4°07'59,19" 5 1709 83,79" 7T
5 4207 39,18" 5 1Z7204°'30,14" T

“"Wilayah Kontrak Karva Blok B" adalah daerah yang terletak di
pulau Irian, vang dibatasi oleh titik-titik & sampai denbgan 61
sebagaimana dinyvatakan dengan koordinat-koordipat dalam sistem
Tranverse Mercator vang tercantum di bawah ini dan digambarkan
pada Lampiran "B".

Titik Garis Lintang Garis Bujur
. Z°28'00" S 136°00° 00" T
7. Fe28°0Q" 5 136°26° 00" T
g. 3*E3 00" 5 13642600 T
9. I*IZ 00" S 136°54°00" T
10 TeZL 00" S 13554 00" T
11 ITOT&LQ0" S 137°23°'00" T
Tt I"43° 00" 8 137*23'0" T
13, I843° 00" 8 13751700 T
14. 347 00" S 137*51'00" T
15. I°47 00" 5 138%00°00" T
14 I TS 00" S 138°00° 00" T
e 01 I3 00" S 138°33'00" T
18. T°146°00" B 138*33°'00" T
19. I°16°00" S 13B°40°00" T
20, ITEL 00" B 138%40° 00" T
71 . 3°36'00" S 13900 00" T
27. I°42°00" S 139°00° 00" T
23. Z°e42°00" S 13942700 T
24, FeS2 00" § 139°27'00" T
<8, TCSZ Q00" S 139*54°00" T
6, 4°04' 00" S 1T9°54°00" T
2. a°04° 00" S 140°22'00" T
78. 4°27°00" S 140°22'00" T
9. 4°22' 00" 8 140°54°'00" T
0. ' 4°35 00" S 140°54° 00" T
1. 4°35'00" G - 141°00°00" T
x2. 4° 40 OO" S 141°00°00" T
33 4°40'00" § 140°*3F0° 00" T
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Titik Garis Lintang Garis Bujur
T4, 4*FZH OO § 140*3F0 00" T
. T 430 00" § L4000 00" T
34 4*23°'00" B 14000 00" T
57 4°25 00" 8 139°35°00" T
8 A4ZT2' 00" 8 LE*3I5 00" T
7. 4+22'00" 8 1%39=19°00" T
40, 4*3X3°00" B 139%*19'00" T
41 4*3TT 00" 9 LE9*00 00" T
42. 4+26° 00" § 139*00° 00" T

> 4*24° 00" 5§ 137*00'00" T
44, 4=z o0t § L3700 00" T
45, A4*28°' 00" 8§ 13657 '00" T
a4, 4° 56" 00" & 1353700 T
47, 4° 54 00" 8§ 13640 00" T
48, 4+50°' 00" 8 13640 00" T
49 4*50° 00" § 135%45°00" T
S, 4845 0" B 13646 00" T
i i I 4045 OO § l3&*48' 00" T
52 4*40° 00" 8 136%48°00" T
a3, 440 00" 8§ 1365000 T
5 4 4 20 00" B L36°50° 00" T
55, 4*20 " 0g". § 135*354°00" T
5h, 404" 00" 8 1X4°*54°00" T
b £ 404 00" 8 136257 00" T
sH. 4°00° 00" B 136°2%9°00" T
g9, 4ea0 00" 8 13461500 T
&0 T*45' 00" 8 136"15°'00" T
a1, X*45°'00" 8 13&*00°00" T

Jumlah luas "Wilavah Kontrak Karya" tersebut diatas ditetapkan

dengan cara perhitungan teoritis, dengan menganggap tiap sisi

derajat equator adalah 111,11 km, didasarkan atas Peta Topograf
(Peta Tkhtisar Topografi) terbitan Jawatan Topografi
fingkatan Darat dengan skala 1 13 250,000, diperkirakan selu
2. 610,182 (dua juta enam ratus sepuluh ribu seratus delapan puluff
dua) hektar, didapatkan satu peta yang 1Ebihhﬁtali;
dan/atau untuk menghitung permukaan luas tanah yag

oleh Perusahaan dan Femerintah). Perkiraan lug

Indonesia

({sampai
cara
disetujuli bersama

tresbut di atas tidak termasuk (i) Kuasa Pertambangan Y&
termasuk didalam batas-batas koordinat tersebut di atas vd
ditunjukkan pada Lampiran "B" Persetujuan ini dan dicantumkl
pada Lampiran "C" Fersetujuan ini, dan (ii) perkiraan wila

yang termaguk cagar alam yang ditunjukkan pada Lampiran "B",
Ferusahaan mempunyail prioritag pertama atas wilayah terlf
sesuai Pasal 4.4 Persetujuan ini.

Renegosiasi kontrakKa..,Rachel Situmorang, FH Ul, 2012




Lihat

Renegoﬂasikonﬂak._,RachelSﬂunﬁwang,FFIUI,2012

L P LL] L]

PETA WILAYAH KONTRAK KARYA

peta terlampir didalam kantong dengan ska
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LANPIRAN "C"

DAFTAR HAK PERTAMBANGAN YANG MASIH PERLAKU

Istilah "Hak FPertambangan® akan meliputi semua wilayah SIFF,

Kuasa FPertambangan untuk bahan galian golongan a, b atau ¢, ijin
pertambangan rakyat, kontrak-kontrak karya dan hak pertambangan
lainnyva.

Tidak ada Hak Pertambangan atau cagar alam yang belum ditentukan
pada setiap bagian Wilayah Kontrak Karya Blok A kecuali untuk
Kontrak Terdahulu yang digantikan dengan Kontrak Karya ini.

Didalam Wilayah Kontrak Karya Blok B, hanya terdapat Hak-Hak
Pertambangan atas nama PT. Nabire Bakti Mining dan PT. Montague
Minika yang tercantum pada daftar dibawah ini dan sehagaimana
digambarkan pada Lampiran "E".

Didalam MWilayah Kontrak Karya Blok B hanya terdapat cagar-cagar
alam Lorentz dan Memberamo yang digambarkan pada Lampiran "EB".

iMo. lFemegang Kuasa !Lokasi!lLuas (Ha)!Komoditi! Keterangan
i Pertambangan ! Mineral!
e R | e e S R I e LT
1.'FT. mMontague Irian 91.009,8 Emas daniKontrak Karya yang

]
[} i
1 )
i Y
| Minika i Jaya | imineral jditandatangani
l : ' iikutan Tanggal 2-12-1987
i ) I 1 i
; 2/ \'S)
£.1PT Mabire Baktiilrian [218.450,5}Emas dan!Persetuiuan Prinsip
! Mining lodaya | imineral ldari Direktorat Jen-
: i H tikutan lderal Pertambangan
| g : i tUmum No. 1448,1470
| ' i H vdan 1471/29/DJP/87
: : ! ; 1 tanggal 13-7-1987
] ¥ n ] ]
} o Z- i
J. Cagar Alam ‘Irian (4446.232,8) = i Keputusan Menteri
Lorentz \ Jaya | i iPertanian No. B20/
: i : ' iKpts/Un/11/1982
' H ! i itanggal 10-11-1982
: : : H i
: i : H H
. Cagar Alam iIrian }3460.847,0) = ! idem
Memberamo i Jdaya | : :
: ! i 4
i ! i i
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0,100 0,120 0,450 0,23 1 0,33 1 0,508

0,025 1 0,00

Ferpanjangan waktu berdasarkan persetujuan Menteri.
#). Untuk endapan lateritik dan endapan permukaan lain

).

nva vang penvebarannya meluas.

1. Untuk endapan selain dari ().

., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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LAMPIRAN "E®

LAPORAN STUDI KELAYAKAN

Sesuai dengan Pazal B Kontrak Karva ini, Perusahaan harus
menverahkan kepada Pemerintah suatu laporan lengkap tentang studi
kelayakan vang dilakukan oleh Perusahaan.

Denganrn tidak mengurangi pengertian umum vang terdapat dalam Pasal
B, penvelidikan—-penyelidikan dan studi ini akan mencakup :

1., Suatu penvelidikan geclogi vang mendalam dan pembuktian
endapan—endapan bijih dalam Wilayah Pertambangan termasuk
cadangan—-cadangan bijih vang terukur, terkira dan yaﬁg
mungkin sepanjang diperlukan bagi kelavakan ekonomis dari
pada Pengusahaan wuntuk dipertimbangkan, dan pengujian-—
pengujian serta pengambilan contoh endapan—endapan vang
bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja vang telah
disetujui.

2. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi
wntuk kegiatan operasi yang termasuk dalam Fengusahaan
berikut persiapan peta—peta dan gambar—-gambar yYang sesuai
mengenal lokasi-lokasi tersebut.

3. Buatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai
penambangan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih,
konsentrat=-konsentrat danm hasil dalam bentuk lain dari
Wilavah Pertambangan, termasuk penyvelidikan teknis tentang
kemungkinan tempat—tempat pelabuhan,. jalan — jalan penghubung
dari tempat—tempat tambang ke pelabuhan-pelabubhan sungai dan
cara-cara pengangkutan lain yang cocok.

4, Suatu penvelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh dari
penggunaan tongkang atau kapal dalam pengangkutan.

5. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancangan lapangan
terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan  pendaratan,
apabila dianggap perlu.

&, Penvelidikan dan perencanaan bagil pengembangan suatu
pemukiman tetap vyang sesuai, termasuk rancangan fasilitas
perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan
yvang bertalian dengan itu sejauh diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan suatu masyarakat vang mungkin ditimbulkan oleh
kegiatan—kegiatan FPerusahaan dalam waktu lima tahun setelah
dimulainya Feriocda Operasi.

7. Buatu studi tentang kebutuhan—kebutuhan tenaga keria

dikemudian hari untuk Pengusahaan dengan memperkirakan macam |

dan lamanvya latihkan vang diperlukan untuk menjamin
penggantian Tenaga-tenaga Kerja Asing oleh orang-orang

O
\? % Renegosiasi kgrtrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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Indonesia dan penggunaan tenaga-tenaga setempat semaksimum
mungkin sejalan dengan operasi vang aman dan efisien daripada
Fengusahaan.

Studi dampak phisik mengenai pengaruh yang akan timbul
terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan
Fengusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan
berkonsultasi dengan konsultan—konsultan independen yang
memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan—ketentuan
yang ditet3apkan dalam Fasal 24 dari Persetujuan ini.

Suatu penyelidikan tentang Jjumlah dan jenis-jenis usaha
setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan-
kebutuhan Fengusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin timbul
dalam Jjangka waktu lima tahun setelah dimulainya FPerioda
Operasi wuntuk Wilayah Pertambangan Baru.

Riset metalurgi kK dan pemasaran untuk menentukan kemampuan
hasil perolehan dari bijih dan kemungkinan penjualan
konsentrat-konsentrat serta persyaratan kontrak yang sesuail
mengenal produk yang dapat dijual tersebut.

Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan
suatu kegiatan peleburan dan pemurnian, untuk perkiraan modal
dan biaya operasi serté kemungkinan sumber—-sumber tenaga vang
diperlukan dikemudian hari.

Suatu analisa keuangan yang menveluruh, berdasarkan kriteria
yang sesuai untuk suatu usaha pertambangan, atas arus uang
(cash flow) yang prospektip dan tingkat pengembalian (rate
af return) yang diharapkan dari Pengusahaan pada Wilavah
Fertambrnagn Haru.

Suatu penvelidikan tentang fasilitas penyediaan air vang
sesual untuk keperluan tambang, industri dan pemukiman tetap
pada Wilayah Pertambangan Baru.

Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal
berikut =

(a} kKelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomuni-
kasi yang sesuai untuk Wilayah Pertambangan Baruj dan

(b) Kelayakan serta biava pembangunan dan peEngaperasian
fasilitas untuk penyediaan tenaga yang diperlukan bagi

konstruksi, penambangan, industri dan . pemukiman tetap
sehubungan dengan Pengusahaan untuk Wilayah Fertambangan
BEartis

a

e
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i. “Tahun" berarti, dengan tunduk kepada perjanjian lain manapun Lo, BN

antara Perusahaan dan pemerintah, (a) tahun takwim atau bagian "ﬁ*
dari padanya mulai tanggal ditandatanganinya Persetujuan ini fr
sampai dengan 31 Desember tahun tersebut, (b) setiap tahun tak fc
win penuh berikutnya selama jangka waktu Persetujuan ini dan du
{c) dalam tahun takwim dimana Persetujuan ini harus diakhiri, '] YE
periocda dari 1 Januari sampai dengan tanggal pengakhiran. tr
: ]
2. "Produk" mempunyai arti yang diberikan kepada ungkapan | 2. "F
tersebut dalam Pasal 1 dari Persetujuan ini. J Ar

%. "Biava Operasi" dalam Tahun manapun berarti jumlah vang diku- "

rangkan dari penmerimaan untuk semua jumlah pengeluaran yang di i
“kibatkan oleh Pengusahaan dalam Tahun tersebut. Biaya Operasi Er
dapat termasuk, antara lain, jumlah-jumlah sebagai berikut i ar

(2) Jumlah—jumlahb vang berkenaan dengan bahan—bahan, (i

persediaan, -peralatan dan keperluan—keperluan umum.
(b) Jumlah—jumlah untuk jasa yang dikontrakkan atas nama (I
Pengusahaan, termasuk jumlah—jumlah dalam bentuk natura
dan kenikmatan lain yang disediakan oleh Perusahbaan.

(c) Jumlah—jumlah untuk premi asuransi (luar dan dalam
negerli) atas aktiva berwujud dan inventaris, untuk premi-
premi asuransi terhadap gangguan-~gangguan usaha,
operasional dan gangguan—gangguan lainnya, dan untuk
premi terhadap tuntutan kerugian dari pihak lain; dengan
ketentuan bahwa, apabila premi tersebut dibavarkan kepada
Afiliagi, premi 4itu tidak boleh melebihi jumlah vyang
harus dibayarkan dalam transaksi—transaksi dengan . pihak
lain yang tidak ada kaitannya dengan Perusahaan.

{d) Jumlah—jumlabh yang berhubungan dengan kerusakan atau
kerugian—-kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh
asuransi atau dengan cara lain.

(e) Jumlah untuk rovalti, bunga dang biaya-biaya yang
terkait, dan pembayaran—pemﬁaﬁpran untuk paten, rancang-
an, informasi teknis dan jasa-jasa, termasuk yang diba-
varkan kepada Aafiliasis dengan ketentuan bahwa jumlah-
jumlah dan penbayaran kepada Afiliasi tersebut tidak me-—
lebihi jumlah vang harus dibavarkan dalam transaksi de-—
ngan pihak yang tidak ada hubungannya dengan Perusahaan.

(f) Jumlah—-jumlah yang berhubungan dengan kerugian—kerugian
akibat keusangan, ketekoran, tagihan—tagihan kerusakan
vang diizinkan, pencurian, atau kerusakan inventaris.
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{g) Jumlah—jumlah untuk pembayaran sewa seperti sewa yang
ditagih untuk peralatan, pabrik, tanah dan gedung—gedung.

{h) Jumlah=jumlab wntuk iuran tetap, Pajak Bumi dan Bangunan,
royalti, FPajak Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas
barang—barang mewah, bea materai, bea balik nama, paiak
penghasilan perseorangan bagi kenikmatan vyang diterima
karvawan vyang dibayar Perusahaan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran "“F" avat &, sub ayat (a) danmn (b)), bea
masuk dan pajak—pajiak lainnva atau pungutan—pungutan vang
dibavar sesuai FPerjanjiian ini, kecuali pajak penghasilan
perusahaan.

(i} Jumlabh—jumlah untuk biaya pengerjaan, peleburan,
pengolahan dan pemrosesan lainnya.

(i) Jumlah—jumlah untuk bongkar, muat, peny impanan,
pengangkutan dan pengapalan, dan biaya-biaya pengiriman
lainnya (termasuk asuransi).

{k) Jumlabh—jumlah untuk perbaikan dan pemeliharaan.

{1) Jumlah—jumlah. untuk kamisi, potongan, kelonggaran
harga dan pengembalian penjualan.

fm) Jumlah—3jumlah untuk penguranqan—pengﬁranuan yang
diperkenankan sesuai ayat 4 sampai dengan 10 dalam
Lampiran "F" ini.

"Penyusutan" (depresiasi) dalam suatu Tahun, dimulai setelah
berakhir ulang tahun pertama ditandatanganinya Perjanjian ini,
berarti pengurangan dardi pendapatan atas,

{i} satu jumlah yang berhubungan dengan Aktiva-aktiva vyang
dapat Disusutkan yang dimiliki atau dipakai oleh PFPerusahaan
dan berada didalam Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah
Proyek dan termasuk dalam Golongan 1 dan Golongan 2 sampail
dengan jumlah tarip yang dapat diperhitungkan sesual
ketentuan—ketentuan dalam Pasal 11, Undang—-undang Pajak
FPenghasilan 1984, Undang—-undang No. 7 tahun 1983 dan
peraturan—peraturan pelaksanaannya, segala sesuatunya seperti
berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjaniian ini, dan
{ii) satu jumlah yang berhubungan dengan fktiva yang dapat
Disusutkan yang dimiliki atau digunakan oleh Perusahaan dan
berada didalam Wilayvah Kontrak Karya atau suatu Wilayah Proyek
dan termasuk dalam Golongan 3 atau merupakan bangunan dengan
satu tarip sampai dengan dua belas setengah persen per Tabhun,
disusutkan atas dasar garis lurus (straight line basis)
berkenaan dengan setiap Akitiva yang dapat Disusustkan sampai
100% dari biaya semula atas Aktiva | yang dapat Disusutkan
tersebut: sebelum waktu tersebut; Jetentuan—ketentuan dari
Kontrak Terdabulu vyang berhubungan déngan penyusutan harus
tetap diberlakukan. Herkenaan dengan Aktiva vyang dapat
Disusutkan vyang dimiliki ataun digunakan oleh Perusahaan dan
terletak diluar Wilayah Kontrak Karya atau suatu Wilayah
Froyek, Fenyusutan termasuk satu pengurangan dari pendapatan
dari satu jumlah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam
Fasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, Undang-undang
Pajak No. 7 tahun 1983 dan peraturan—peraturan pelaksanaannya,
segala sesuatunya seperti berlaku pada tanggal
ditandatanganinya Persetujuan ini.
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"Aktiva vang depat disusutkan" berarti aktiva berwuijud dengan
satu masa manfaat lebih dari dua belas bulan, termasuk, tanpa
pembatasan, gedung-gedung, mesin-mesin, peralatan, kapal-kapal
keruk, alat angkutan laut, jalan—jalan kereta api, lok-lok

dan
kereta-kereta api, jembatan—jembatan, dermaga-dermaga, jalan-—
jalan. galangan—galangan, bangunan vang sedang dikeriakan dan

aktiva berwujud lainnya yang dapat disusutkan menurut prinsip
akuntansi vang berlaku umum, dan semua fasilitas

yang
disediakan oleh Perusabaan untuk kepentingan umum,

termasuk,
tanpa pembatasan, jalan—jalan, sekolah—sekolah dan rumah sakit-
rumah sakit berikut peralatannva.

"Amortisasi" dalam suatu Tahun, dimulai dari setelah
berakhirnya ulang tahun pertama ditandatanganinya Persetujuan
ini, berarti pengurangan dari pendapatan atas satu jumlah
berhubungan dengan Aktiva yang dapat Diamortisasikan dihitung
dengan satu tarip sampai dengan dua puluh lima persen per

Tahun, dilakukan atas dasarpenyusutan menurun yang berimbang
berkenaan dengan setiap Aktiva vang dapat Diamortisasikan
sampai 100% dari biaya semula atas Ativa vang dapat

Diamortisasikan terassbuty sebelum waktu tersebut, ketentuan-
ketentuan dari Kontrak Terdahulu yang berbhubungan dengan
amortisazsi harus tetap diberlakukan.

"Aktiva yvang dapat Diamortisasikan" berarti :

{i) paten—-paten, hak-hak, konsesi-konsesi, lisensi-lisensi,
‘kontrak—kontrak sewa dan aktiva tidak berwujud lainnya
vang dapat diamortisasikan menurut prinsip akuntansi
vang berlaku umum.

(ii) semua pengeluaran—pengeluaran  yang timbul sebelum
dimulainya suatu Periocda Operasi berkenaan dengan satu
Wilayah Pertambangan termasuk pengeluaran untuk mempero-—
leh hak—-hak tambang atau penyelidikan,Fenyelidikan Umum,

Eksplorasi, pengeluaran | wntuk kelayakan dan
pengembangan, biaya—-biaya pengorganisasian, biaya
latihan pegawai, bantuan untuk pendidikan, pengeluaran
sebelum berproduksi dan TEMLUA pengurangan yang

diperbolehkan mepurut Persetujuan ini atau diizinkan
menurut undang—undang pajak Indonesia.

"Riaya—biaya untuk penjiualan, Umum dan Administrasi" dalam
suatu Tahun dikurangkan dari penerimaan dan termasuk, tetapi
tidak terbatas kepada, pengeluaran—pengeluaran managemen ,
biava kompensasi untuk jasa—jasa vyang dilakukan di luar
negeri, gaji para eksekutif, biaya komunikasi, iuran dan biaya
langganan, biaya advertensi dan penjualan lainnya, biaya
hubungan masyarakat, biaya kantor, biaya pemasaran (tetapi
tidak dengan vyang tidak mempunyai hubungan dengan riset
produksi), biaya-biaya hukum dan auditing dam biaya—-biaya
overhead umum, termasuk biaya yang wajar dari afiliasi vyang
dialokasikan untuk kegiatan di Indonesia sepanjang pembebanan-
pembebanan tersebut merupakan biaya yang aktual untuk jasa
yang sebenarnya diberikan dalam Tahun tersebut.
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Hal-hal berikut harus dimasukkan dalam biaya-biaya penjualan umum
dan administrasi dari Perusahaan @

(a) Upah-upah, gaji—gaji dan tunjangan lainnva, termasuk
tunjangan—tuniangan pegawai yang diangkat atau dipekerjakan
oleh Perusahaan atau dari setiap Subsidiari atau Afiliasi
Perusahaan vang ditugaskan kepada Pengusahaan atas dasar
sementara, "part-time" ataupun tetap. Biava—biaya tersebut
harus termasuk kenikmatan bagi pegawai, termasuk kenikmatan
untuk tanggungan—-tanggungannya, dibavar oleh Perusahaan
berkenaan dengan sakit, keadaan cacat, pengakhiran keria,
pensiun, rencana penghematan, insentive, pendidikan anak=
anak vang disediakan di Wilayah Kontrak Karya atau Wilayah
Provyek vang terkait, latihan yang manyeluruh dan program
lainnva, dan setiap penerimaan natura lain atau kenikmatan
yvang disediakan Perusahaan untuk Karyawan Terliput.

(b} Semua fasilitas—fasilitas yang perlu yang disediakan disuatu
Wilayah Pertambangan atau Wilayah Proyek yang terkait atau
lingkungan sekitarnya untuk Karyawan, termasuk, tetapi tidak
terbatas kepada, fisilitas keagamaan, rumah sakit dan
fasilitas untuk perumaban, makanan, pendidikan, rekreasi dan
perngangkutan.

{c) Fembebanan uvarhegﬁ yang bersifat administrative untuk riset
produksi, pengembangan pasar dan teknik, Jasa-jasa untuk
hukwim dan akuntasi dari pegawai yang diangkat atau
dipekerjakan oleh suatu Subsidiari atau Afiliasi Perusahaan,
yang tidak diperbantukan kepada Peruahaan tetapi yang
melakukan jasa—jasa tersebut untuk keuntungan Pengusahaan.

{d) Semua pengeluaran perjalanan Yang perlu yang dilakukan
berhubungan dengan FPengusahaan di Indonesia dan ke dan dari
Indonesia dan negara-negara lain. Dalam hal pegawai tersebut
ditugaskan . untuk FPengusahaan, pengeluaran—pengeluaran
perjalanan tersebut termasuk biaya-biaya penampungan Yang
wajar bagi mereka dan keluarganya ke dan dari Indonesia dan
negara tempat kedudukan mereka.

te’ Pembebanan—pembebanan untuk laboratorium dan jasa-jasa
teknik yang diberikan kepada Perusahaan oleh suatu
Subsidiari, Afiliasi atau sub~kontraktor Perusahaan. Biaya-
biaya itu harus terdiri dari hiayg yntuk jasa—jasa tersebut
dan harus dibatasi sampai tidak-lqyih dari biava yvang akan
dikenakan oleh pihak yang bukan afiliasi untuk Jjasa-jasa
tersebut.

(f) Fengeluaran—pengeluaran yang dilakukan menurut Pengusahaan
seperti dituniuk dalam Fasal 27.

(g) Pengeluaran—pengeluaran yang berhubungan dengan lingkungan.
]

: i é%?’ Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
. - 104 —




10.

11.

"Biava-biava bunga" yvang dibayarkan atau vang timbul dalam
suatu Tahun terbadap modal yang dipinjamj dengan ketentuan
bahwa modal yang dipinjam oleh Perusahaan dibanding dengan
modal sendiri tidak akan melebihi satu maksimum perbandingan
antara hutang dengan modal sendiri (debt equity ratio)
adalah 5 = 1 untuk investasi yang tidak lebih dari ASS
200,000,000 (dua ratus juta AS$) dan 8 1 1 untuk satu
investasi vang lebih dari AS% 200.000,000 (dua ratus Jjuta
AS%) dan bunga atas pinjaman tidak lebih tinggi dari tingkat
bunga pasar vang berlaku umum pada saat peminjaman.

"Kerugian" dalam suatu Tahun berarti kelebihan dari semua
pengurangan atas Penerimaan Kotor dalam Tahun tersebut. Dalam
hal satu ¥Kerugian terjadi dalam satu Tahun, Kerugian tersebut
dapat dikompensasikan dan dikurangkan dari penghasilan Kena
Faiak dalam delapan tahun takwim berikut sesudah Tahun dalam
mana kerugian itu diderita. Kerugian—kerugian vang pertama
kali timbul harus dikurangi lebih dabulu dari Fenghasilan
Kena Fajak vang diperoleh dalam tabun-tabun berikutnya
selama delapan tahun takwim berturut-—turut.

"Biaya—biava Eksplorasi dan Pengembangan" dalam suatu Tahun
berarti semua jfumlah vang dikurangi dari pendapatan berkenaan
dengan pengeluaran—-pengeluaran vyang diadakan dalam Tahun
tersebut berhubungan dengan Eksplorasi, pengembangan atau
evaluasl cadangan Mineral, termasuk, tetapi tidak terbatas
kepada, biaya pembangunan kemah, pembavaran kompensasi, sewa
tanah, biaya usaha pemboran, pemompaan, buruh, penebangan,
jalan—jalan penghubung/masuk, saluran—-saluran untuk listrik
dan air, biaya jasa pemasangan pipa-pipa, blaya fasilitas
komunikasi uwuntuk FPengusahaan dan biava vang serupa lainnva
yang diadakan untuk mempersiapkan suatu Wilayah Fenambangan
untuk Fenambangan atau Fengolahan Mineral.

"Hiayva—biaya lain" dalam suaty Tshun berarti jumlah-jumlah
yang dikurangi dari pendapatan berkenaan dengan pengeluaran-—
pengeluaran vyang wajar dalam Tahun itu untuk mendapatkan
atau menghasilkan pendapatan atau diadakan untuk maksud
Pengusahaan dalam Tahun tersebut sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal & Undang—undaeng Fajak Penghasilan 1984, Undang-undang
No. 7 tahun 1983.

"Penghasilan Kotor" berarti semua Jjumlah, selain dari
pendapatan yang dikecualikan ditetapkan menurut undang-undang
dan peraturan—-peraturan yang berlaku pada tanggal
ditandatangani Fersetujuan ini, dibayar kepada atau yang
diperoleh Perusahaan, termasuk 1

{a) penghasilan kotor yang diterima atau dipercleh darid
penjualan hasil produksi atas dasar F.0.B. tempat
pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuan—-ketentuan
yang dirumuskan dalam FPasal 11 darli Persetujuan ini.

{b) penerimaan dari satu modal dasar, diperlakukan sesual
denga Pasal 4 avat 1 (d) dari Undang—-undang Pajak
Fenghasilan 1984, Undang—undang No. 7 tahun 1983; dan

{c) penghasilan lain dari FPerusahaan yang nyatanya diterima
atau diperoleh dan tidak disebut diatas, termasuk jumlah-
jumlah vyang diterima dari Karyawan Terliput untuk sewa
dan makan tetapi tidak termasuk dari padanvya Perolehan
Asuransi.
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12.

13,

"Perolehan Asuransi'" berarti pembavaran yang diterima
Perusahaan dari klaim asuransi karena kerugian atau kerusakan
atas aktiva nyata vyang dimiliki Perusahaan menurut
Fersetujuani ini. Semua Perolehan Asuransi harus dicatat
dalam satu pos dana cadangan dan dapat dipergunakan untuk
memblavai sebagian atau semua pemblavaan untuk memperbaiki
atau mengganti milik tersebut dangan ketentuan bahwa
perijanjian untuk perbaikan atau penggantian milik tersebut
dibuat oleh Perusahaan dalam waktu tiga Tahun dari tanggal
diterimanya oleh Perusahaan atas pembayaran tersebut. Dalam
hal seluruh biaya untuk perbaikan dan penggantian atas suatu
milik tersebut melebihi Perolehan Asuransi berkenaan dangan
milik tersebut, kelebihan termaksud harus dibebankan kepada
Fengeluaran—pengeluaran Operasional dalam Tahun vang
berjalan. Dalam hal Perolehan Asuransi berkenaan dengan milik
tersebut melebibhi seluruh biava untuk perbaikan atau
penggantian atas suatu milik tersebut, kelebihan tersebut
harus dicatat dalam Biaya Operasi pada Tahun itu dimana
perbaikan dan penggantian tersebut diselesaikan. Dalam salah
satu dari dua hal tersebut, biava semula atas perbaikan atau
penggantian aktiva nyata harus disusutkan (depresiasi) dengan
cara yang ditetapkan dalam avat 4 dari Lampiran “F" ini.

"Penghasilan kepa Pajak" dalam suatu Tahun berarti Fendapatan
kKotor didalam Tahun itu sesudah dikurangi dengan jumlah-
Jumlah yang berhubungan dengan pengeluaran—pengeluaran,

biaya-biaya dan kemudahan~kemudahan (termasuk/jenis-jenis
vang disebut dalam ayat 3 sampai dengan 10 dari Lampiran “F"
ini) yang diizinkan oleh undang-undang dan peraturan-—

peraturan vang berlaku dan sesuai dengan Persetujuan ini.

0
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B/-2
fom e e - - - - o =
il {  IURAN EXSPLOITASI/PRODUKS] TANBAHAN | Harqa logas  Hasil produksi sinimus | l
' Ho! Bahan Balian / Bijih 4 7 e ' Internasional  !yang mendapat pesbebasan;
! | S § setiap kg unsur! US § tiap ton 05 # tiap metrik !dari iuran Eksploitasi/ .

P
==

P ' dalas mineral atau | asineral : ton 'Produksi Tambahan |
b ' bijih : k ! '
s e s - t f + ¢ '
i O i i 3 i i i ] i b : E
:---+—----—-a---—----r—a---——----—--+-——---——a---——---—--+--~---- + R SRl : 1
172 | Batu gamping : - ! 0,10 ! - ! A !
'33 | Marmer | B : 0,50 i * : [ !
134 | Dolomit : - , 0,20 H - ! A ! m
135 | Bips ! - '. 0,60 ! - : A v
134 ! Batuan fosfat : = : 0,90 H & i f !
137 1 Kerikil | % '. 0,15 : - ! A . E
38 ! Pasir kwarsa dan kwarsit - ) (1) : E ' [ : '
139 | Bahan bangunan untuk ornasen ! E 1107 dari harga juali L : A
140 | Berlian : F 107 dari harga juall - ! A .
4] ! Batu peraata J - 1107 dari harga jual! & H A m
142 | lirkon i - '4% dari harga jual | - ! A
143 ! lisenit (atau Titanus dalam . i : i
'L Ileenit} | 0,001 : 2 ! e : A E
= ; : : : ‘
1} Untuk mineral atau bijin vang tidak dicantumkan harga [
internasionalnya, iuran eksploitasi/produksi akan ditetapkan
oleh FPemerintah pada waktu vang dibutuhkan, berdasarkan
permohanan tertulis dari Perusahaan sebagaimana ditetapkan
pada Pasal 13.2 (h}. m
2}  Untuk mineral yang tidak disebutkan, iuran gksploitasi/
produksinya akan ditetapkan pada waktu yang dibutuhkan, f &' |
herdasarkan permohonan tertulis dari Perusahaan. |
3) vang dimaksud dengan 1 (satu) ton Jodium adalah Jjodium \ !
mentah yang diproses sebelum sublimasi. i
4y Bijih yang dapat dimanfaatkan. i m

B) 1,5 — 3,5 % dari harga jual, tergantung pada harga metal.

C) 1 - 2 % dari harga jual, tergantung pada harga metal. _ n
|

4 & i

Renegosiasi kontrak ..., Rachel Situmorang, FH Ul, 2012
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